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PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA 
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. 

 
 

PT PENTA VALENT TBK (“PERSEROAN“) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, 
DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. 

 

SAHAM YANG DITAWARKAN SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA  (“BEI”) 
 

  
 

PT PENTA VALENT Tbk 
  

Kegiatan Usaha Utama:  
 

Distributor Produk Farmasi dan Produk Konsumsi 
 
 

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia 
 

Kantor Pusat: 
Jl. Kedoya Raya No. 33, Kedoya Utara,  

Kebon Jeruk 11520 
                       Tel : +62 (21) 5673891 

Fax: +62 (21) 5668005 
Website: http://www.pentavalent.co.id/ 

Email: corpsec@ptpv.co.id 
 

Perseroan memiliki 34 Cabang di seluruh Indonesia 
 

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 

Sebanyak-banyaknya 368.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta) saham atau 20,67% (dua puluh koma enam tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan 
disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan Saham Baru dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan kepada 
Masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp149,- (seratus empat puluh sembilan Rupiah) setiap saham 
yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum berkisar antara 
Rp44.160.000.000,- (empat puluh empat miliar seratus enam puluh juta Rupiah) sampai Rp54.832.000.000,- (lima puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta 
Rupiah). 
 
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 5,00% (lima persen) 
dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu) saham. Informasi lengkap 
mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini 
 
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor 
penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak 
sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada 
Bursa Efek Indonesia. 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran 
Umum Perdana Saham Perseroan.  

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS 
 

 

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT 
KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM-SAHAM TERSEBUT MENJADI 
KURANG LIKUID 

 

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA DISTRIBUSI PRODUK 
PRINSIPAL DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM 
PROSPEKTUS INI 

 

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN INI. SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN 
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL 
EFEK INDONESIA (”KSEI”) 

 

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA 
KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL 
TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN 
UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK 
MEMBACA PROSPEKTUS INI. 

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 
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Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran 
Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan Surat No.016/VV-All/IX/2022 tertanggal 20 
September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 
8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 
Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608/1995 dan peraturan 
pelaksanaannya (“UUPM”). 
 
Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia 
(“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dengan No. Surat S-
10119/BEI.PP2/11-2022 tanggal 28 November 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI 
tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham 
tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2. 
 
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung 
jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta 
standar profesinya masing-masing. 
 
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan 
keterangan dan/atau membuat pernyataan apa pun mengenai data yang tidak tercantum dalam 
Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 
 
PT Lotus Andalan Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang 
Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, 
sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 
 

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI 
LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG 
BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-
DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK 
MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK 
BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG/PERATURAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA 
ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT. 

 

 

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI 
OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM 
DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. 
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DEFINISI DAN SINGKATAN 

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila 
kalimatnya menyatakan lain: 
 
Afiliasi  : Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: 

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat 
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; 

- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak 
tersebut; 

- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih 
anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; 

- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 

- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung 
maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau 

- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.  
   
Anak Perusahaan : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan 

Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 
   
Anggota Bursa  : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 

UUPM. 
   
BAE  : Berarti Biro Administrasi Efek yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta. 
   
Bank Kustodian : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk 

memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana 
dimaksud dalam UUPM. 

   
Bapepam dan LK    : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang 

merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga 
Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 
2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005 tanggal 31 Desember 2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan 
No. 184/PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Keuangan. Per tanggal 31 Desember 2016, fungsi 
Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK. 

   
BEI atau Bursa 
Efek 

: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, yaitu Pihak yang 
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk 
mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan 
memperdagangkan Efek di antara mereka. 

   
Daftar Pemegang 
Saham (DPS) 

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang 
kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI 
berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI. 
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Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum 
Perdana yaitu berkisar antara Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) sampai 
dengan Rp149,- (seratus empat puluh sembilan Rupiah) setiap saham. 

   
Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di bursa efek yaitu hari 

Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur 
nasional atau dinyatakan libur oleh bursa efek. 

   
Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius 

tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang 
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena 
suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja 
biasa. 

   
Hari Kerja : Berarti hari kerja biasa kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari yang oleh 

Pemerintah ditetapkan sebagai hari libur nasional. 
   
KSEI : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, 

yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

   
Manajer 
Penjatahan 

: Berarti PT Lotus Andalan Sekuritas yang bertanggungjawab atas penjatahan 
Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam 
POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 

   
Menkumham : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
   
Otoritas Jasa 
Keuangan atau 
OJK 

: Berarti lembaga independen yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, 
Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan 
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya berdasarkan Undang-undang nomor 21 
tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

   
Partisipan Admin : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan 

ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas 
penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah PT 
Lotus Andalan Sekuritas 

   
Partisipan Sistem : Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa 

Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk 
mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, dalam hal ini adalah 
PT Lotus Andalan Sekuritas, dan sindikasi lain (jika ada). 

   
Pemegang 
Rekening 

: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI 
yang meliputi Perusahaan Efek dan / atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI 
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI. 

   
Pemegang Saham : Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan 

diadministrasikan dalam: 
1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 
2) Rekening efek pada KSEI; atau 
3) Rekening efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek. 

   
Pemerintah : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia. 
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Penawaran Awal : Berarti ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 
Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon 
pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan atau perkiraan Harga Penawaran 
saham dengan memperhatikan POJK No. 23/2017. 

   
Penawaran Umum 
atau Penawaran 
Umum Perdana 
Saham 

: Berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh 
Emiten untuk menjual saham kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang 
diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan 
lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek. 

   
Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak 

yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.  
   
Penjamin Emisi 
Efek 

: Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan 
Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban 
untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 

   
Penjamin 
Pelaksana Emisi 
Efek  

: Berarti Penjamin Emisi Efek yang bertanggung jawab atas Informasi dan 
penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi saham dalam 
Penawaran Umum, dalam hal ini adalah PT Lotus Andalan Sekuritas. 
 

Peraturan  
No. IX.A.1 

: Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 
Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum 
Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. 

   
Peraturan  
No. IX.A.2 

: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam- LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. 

   
Peraturan 
No.IX.A.7 

: Berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK 
No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan 
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham. 
 

Peraturan No. 
IX.J.1 

: Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan 
Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang 
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum 
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. 

   
Perjanjian 
Pendaftaran Efek 
Bersifat Ekuitas 

: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-
098/SHM/KSEI/0922, tanggal 28 September 2022, yang bermeterai cukup dan 
dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan KSEI. 

   



 

vii 
 

Perjanjian 
Pengelolaan 
Administrasi 
Saham atau PPAS 

: Berarti perjanjian antara Perseroan dan BAE sesuai dengan Akta Perjanjian 
Pengelolaan Administrasi Saham No. 16 tanggal 16 September 2022 
sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 12 tanggal 14 Oktober 
2022, Addendum II No.21 tanggal 23 November 2022, Addendum III No. 26 
tanggal 14 Desember 2022, dan Addendum IV No. 44 tanggal 21 Desember 
2022  yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di 
Jakarta Utara. 

   
Perjanjian 
Penjaminan Emisi 
Efek atau PPEE 

: Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek sesuai 
dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 15 tanggal 16 September 
2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 11 tanggal 14 
Oktober 2022 Addendum II No. 20 tanggal 23 November 2022, Addendum III 
No. 25 tanggal 14 Desember 2022, dan Addendum IV No. 43 tanggal 21 
Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., 
Notaris di Jakarta Utara. 

   
Pernyataan 
Pendaftaran 

: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh 
Emiten dalam rangka Penawaran Umum. 

   
Pernyataan Efektif : Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan 

ketentuan sebagai berikut: 
 
(1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: 

a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran 
diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria 
yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan 
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang 
terkait dengan Penawaran Umum; atau 

b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang 
disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 

(2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan 
atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. 

   
Perpres No. 
13/2018 

: Berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip 
Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme. 
 

Perseroan/ Emiten : Berarti badan hukum yang melakukan Penawaran Umum yang dalam hal ini 
adalah PT Penta Valent Tbk, berkedudukan di Jakarta. 

   
   
Prospektus : Berarti setiap Informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum 

dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek. 
   
Prospektus Awal : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus 

yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari 
Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan 
harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang 
berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan. 

   
Prospektus 
Ringkas 

: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal. 
 
 

POJK No. 3/2021 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 
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POJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang 
Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/ atau Sukuk. 

   
POJK No. 8/2017  Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 /POJK.04/2017 tentang 

Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran 
Umum Efek Bersifat Ekuitas. 
 

POJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan 
Terbuka. 

   
POJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23 /POJK.04/2017 tentang 

Prospektus Awal dan Info Memo. 
   
POJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK/No.25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham 

Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. 
   
POJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang 

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum 
   
POJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan 

Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 
 

POJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan 
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.  
 

POJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan 
Emiten atau Perusahaan Publik. 

   
POJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No.41/POJK.04/2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat 
Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. 

   
POJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan 

Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit 
 :  
POJK No. 56/2015  Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 

tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal 
   
Rekening Efek : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik 

pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau 
Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang 
ditandatangani pemegang saham. 

   
Rekening 
Penawaran Umum 

: Berarti rekening yang dibuka atas nama PPEE untuk menampung dana yang 
diterima dari investor. 

   
Rupiah atau Rp : Berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia. 
   
RUPS : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar Perseroan. 
   
RUPSLB : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan 

sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. 
   
Saham Baru : Berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan 

sejumlah 368.000.000 saham dalam rangka Penawaran Umum. 
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Saham Yang 
Ditawarkan 

: Berarti saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada 
Masyarakat melalui Penawaran Umum, atau seluruhnya 368.000.000 saham 
dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham yang 
selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan. 

   
SEOJK No. 
20/2021 

: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 
10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait 
Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar 
Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

   
SE OJK No. 
15/2020 

: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana 
Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan 
Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. 

   
Sistem Penawaran 
Umum Elektronik 

: Berarti Sistem Electronic Indonesia Public Offering (”Sistem e-IPO”) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 41/2020. 

   
Tanggal 
Pencatatan 

: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di 
Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah 
Tanggal Distribusi. 

   
USD : Berarti Dolar Amerika Serikat. 
   
UUPM : Berarti Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang 

Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, 
Tambahan No.3608. 

   
UUPT : Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 
2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana terakhir diubah dengan UUCK. 
 

UUCK : Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No. 6573). 
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RINGKASAN 
 
Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling 
penting bagi Perseroan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam 
kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dan data keuangan yang tercantum dalam 
Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. 
 
1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN 

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan pada bulan September 1968 di Jakarta, Indonesia 
dengan nama CV Penta Valent. Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan badan hukum menjadi 
Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 04 April 1972 diperbaiki dengan 
Akta Nomor 48 tanggal 16 Agustus 1972 yang seluruhnya dibuat dihadapan Bebasa Daeng Lalo, S.H., 
Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia melalui Keputusan No. Y.A.5/2-5/8 tanggal 10 November 1972, telah terdaftar dalam buku 
register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.3044 dan telah diumumkan dalam Berita 
Negara di bawah No. 104 dan Tambahan Berita Negara No. 566 tanggal 29 Desember 1972.  
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian 
telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran No. 12 tanggal 14 
September 2022 (Akta 12/2022) yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, 
akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan 
Surat Keputusan No. AHU-0066286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, serta telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291367 tanggal 15 
September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai 
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054977 
tanggal 15 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0182028.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, sehubungan dengan penyesuaian 
anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK No. 33/2014, dan (iii) 
POJK No. 15/2020 dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan selanjutnya disebut 
sebagai “Anggaran Dasar Perseroan”). 
 
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan di hadapan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 
Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
a. Kegiatan Usaha Utama: 

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia, mencakup 
usaha perdagangan besar obat farmasi untuk keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan 
dan suplemen kesehatan untuk manusia. (Kode KBLI: 46441); 

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia, mencakup 
usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu dan suplemen kesehatan untuk manusia. 
(Kode KBLI: 46442); 

 
b. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah 

menjalankan usaha-usaha di bidang: 
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu, mencakup usaha 

perdagangan besar susu dan produk susu. (Kode KBLI: 46326); 
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, mencakup usaha 

perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya. (Kode 
KBLI: 46443); 

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah 
Tangga Lainnya YTDL (yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya), mencakup usaha 
perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-
barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan 
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video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai 
dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan. (Kode KBLI: 46499);  

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat 
Kedokteran Untuk Manusia, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat 
farmasi dan alat kedokteran untuk manusia. (Kode KBLI: 46691); 

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan, 
mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, 
paku,cat dan lain-lain. (Kode KBLI: 46638); 
 

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini benar – benar telah dijalankan adalah Distributor Produk 
Farmasi dan Produk Konsumsi. 
 
2. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN  

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya 368.000.000  Saham Biasa Atas Nama. 
2. Persentase Penawaran 

Umum 
: Sebanyak-banyaknya 20,67% (dua puluh koma enam tujuh 

persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan 
setelah Penawaran Umum Perdana Saham. 

3. Nilai Nominal : Rp20,- (dua puluh Rupiah) per saham  
4. Kisaran Harga Penawaran  : Rp120,- (seratus dua puluh rupiah) – Rp149,- (seratus empat 

puluh sembilan rupiah) per saham 
5. Hasil Penawaran Umum : Rp44.160.000.000,- (empat puluh empat miliar seratus enam 

puluh juta Rupiah) – Rp54.832.000.000,- (lima puluh empat 
milar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) 

 
Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta 
akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan 
saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas 
pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan 
suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM. 

3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-
biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional 
dan pengembangan bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk biaya operasional seperti, biaya 
angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya, pembelian barang dagangan dan 
pelunasan hutang usaha kepada pemasok. 

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN 
 
Berdasarkan Akta Perseroan No.12 tanggal 14 September 2022 (Akta No. 12/2022), dimana para 
pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, pemecahan nilai saham (stock split) dari 
sebelumnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi sebesar Rp20,- (dua 
puluh Rupiah) per lembar saham,  sehingga struktur Permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 
12/2022 adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp20,- per saham 
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%) 

Modal Dasar 2.750.000.000 55.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
PT Tancorp Mega Buana 712.500.000 14.250.000.000 50,44 
PT Maramakmur Selaras 357.000.000 7.140.000.000 25,28 
PT Multi Pidotama Mandiri 343.000.000 6.860.000.000 24,28 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.412.500.000 28.250.000.000 100,00 



 

xii 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp20,- per saham 
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%) 

Jumlah Saham dalam Portepel 1.337.500.000 26.750.000.000  
 
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka 
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, 
secara proforma menjadi sebagai berikut: 

 
5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 

 
Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan Laporan keuangan 
Perseroan tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Teramihardja, Pradhono & Chandra tertanggal  18 
Oktober 2022. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak, CA, CPA dengan opini 
tanpa modifikasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, Laporan keuangan 
Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 
tersebut telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan masing-masing dengan opini tanpa 
modifikasian, yang ditandatangani oleh Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CA., CPA dan Charlie Thyawarta, 
CPA, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan dengan opini tanpa 
modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo Karo Surbakti, CPA. 

 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 

   (dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli  31 Desember 
2022  2021 2020 2019 

ASET      
JUMLAH ASET LANCAR 620.037.787  541.892.271 384.069.794 397.334.413 
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 29.297.934  21.045.105 17.848.297 14.528.300 
JUMLAH ASET 649.335.721  562.937.376 401.918.091 411.862.713 
      

LIABILITAS DAN EKUITAS 
   

  
JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PENDEK 480.079.374   404.299.057  263.015.578  273.485.783 

JUMLAH LIABILITAS JANGKA 
PANJANG 34.271.783  43.982.544  45.246.790  44.252.476  

JUMLAH LIABILITAS 514.351.157  448.281.601  308.262.368  317.738.259 
JUMLAH EKUITAS 134.984.564  114.655.775 93.655.723 94.124.454 

 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli  31 Desember 

2022 2021  
(tidak diaudit) 

 2021 2020 2019 

Penjualan Bersih 1.165.769.345 1.000.527.664   1.788.027.425  1.380.699.061 1.431.185.679  
Beban pokok 

penjualan  (1.060.707.218)  (908.853.660)   (1.620.774.588) (1.253.414.756) (1.291.335.162) 

Laba Bruto 105.062.127 91.674.004   167.252.837  127.284.305 139.850.517  
Laba Sebelum 

Beban Pajak 
Penghasilan 

12.603.778 11.713.248   26.682.341  4.709.602 8.719.933 

 Nilai Nominal Rp20,- Setiap Saham 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Perdana   Setelah Penawaran Umum Perdana 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal(Rp) % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai  
Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 2.750.000.000 55.000.000.000  2.750.000.000 55.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh       

PT Tancorp Mega Buana             712.500.000  14.250.000.000  50,44  712.500.000   14.250.000.000  40,02 
PT Maramakmur Selaras             357.000.000  7.140.000.000  25,27  357.000.000   7.140.000.000  20,05 
PT Multi Pidotama Mandiri             343.000.000  6.860.000.000  24,28  343.000.000   6.860.000.000  19,26 
Masyarakat - - -  368.000.000   7.360.000.000  20,67 

Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh  1.412.500.000   28.250.000.000  100,00 1.780.500.000   35.610.000.000  100,00 

Saham dalam Portepel  1.337.500.000   26.750.000.000    969.500.000   19.390.000.000   
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Laba Periode 
Berjalan  9.710.178 8.532.401   19.276.365 269.581 4.983.437  

       
Laba (Rugi) 

Komprehensif 
Tahun Berjalan 

9.928.790 9.179.195   21.000.051 (468.731) 3.786.611 

Laba per saham  
(Rupiah penuh) 10,20  12,19   27,54  0,39  7,12  

Dividen per saham 
(Rupiah penuh) *) 5.614.286 -  - - - 

*) Total Dividen yang dibayarkan adalah sebesar Rp 78.600.000.000 untuk 14.000 lembar saham (sebelum dilakukannya 
pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 20 per saham) 
 
RASIO KEUANGAN 
 

Keterangan 
31 Juli Tahun yang berakhir pada 31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 

RASIO PERTUMBUHAN (%)           
Pendapatan 16,52% n/a 29,50% -3,53% n/a 

Harga Pokok Penjualan 16,71% n/a 29,31% -2,94% n/a 

Laba Kotor 14,60% n/a 31,40% -8,99% n/a 

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 7,60% n/a 466,55% -45,99% n/a 

Laba periode berjalan 13,80% n/a 7050,49% -94,59% n/a 

Laba Komprehensif periode 
Berjalan 8,17% n/a -4580,21% -112,38% n/a 

Jumlah aset 15,35% n/a 40,06% -2,41% n/a 

Jumlah liabilitas 14,74% n/a 45,42% -2,98% n/a 

Jumlah ekuitas 17,73% n/a 22,42% -0,50% n/a 

       

RASIO USAHA (%)      

Gross Profit Margin 9,01% 9,16% 9,35% 9,22% 9,77% 

Operating Profit Margin 1,31% 1,39% 1,66% 0,56% 0,86% 

Net Profit Margin 0,83% 0,85% 1,08% 0,02% 0,35% 

Return On Asset 1,50% n/a 3,42% 0,07% 1,21% 

Return On Equity 7,19% n/a 16,81% 0,29% 5,29% 
Laba Komprehensif Tahun 
Berjalan terhadap Pendapatan 
Bersih 

0,85% 0,92% 1,17% -0,03% 0,26% 

Laba Komprehensif Tahun 
Berjalan terhadap Aset 1,53% n/a 3,73% -0,12% 0,92% 

Laba Komprehensif Tahun 
Berjalan terhadap Ekuitas 7,36% n/a 18,32% -0,50% 4,02% 

       

RASIO SOLVABILITAS (X)      

Liabilitas / Aset 0,79 n/a 0,80 0,77 0,77 

Liabilitas / Ekuitas 3,81 n/a 3,91 3,29 3,38 

      

RASIO LIKUIDITAS (X)      

Current Ratio 1,29 n/a 1,34 1,46 1,45 
Debt Service Coverage Ratio 
(DSCR) 6,46 n/a 12,54 4,39 3,93 

Interest Coverage Ratio (ICR) 5,44 7,57 9,30 1,54 2,36 
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Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV 
Prospektus ini. 
 
RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA 

Rasio 

Nilai yang 
Dipersyaratkan 

dalam perjanjian 
kredit 

Rasio Keuangan 
Perseroan Per 31 
Desember 2021 

Rasio Keuangan 
Perseroan Per 31 
Desember 2020 

Rasio Keuangan 
Perseroan Per 31 
Desember 2019 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
EBITDA Bernilai positif Rp36.005.873.245 Rp13.532.264.347 Rp14.623.039.526 
Laba bersih Bernilai positif Rp19.276.365.431 Rp269.581.098 Rp4.983.437.129 
Rasio lancar (Aset 
lancar / Liabilitas 
lancar) 

Lebih dari 100% 134% 146% 145% 

Rasio Debt Service 
Coverage 

Minimal 1,5 Kali 12,54 kali 4,39 kali 3,93 kali 

 
Seluruh fasilitas pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah dilunasi pada tanggal 15 Juli 
2022, sehingga pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan 
persyaratan rasio keuangan yang harus dipenuhi. 
 
6. Keunggulan Kompetitif 
 

Perseroan meyakini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain:  
- Berpengalaman lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun 
- Memiliki Sertifikasi dan Manajamen Mutu yang Tinggi 
- Jaringan Distribusi yang luas 
- Memiliki Sistem Teknologi Informasi yang handal 
- Memiliki principals dan pelanggan yang ternama 

 
7.  Strategi Usaha  
 
Berikut ini adalah strategi usaha Perseroan : 
- Memperluas jaringan distribusi 
- Menerapkan Otomasi Proses Kerja Salesman 
- Pemenuhan Perijinan dan standar kualitas 
- Menjalin Hubungan baik dan jangka Panjang dengan principals & pelanggan  
- Menjalin kerjasama dengan principal-principal baru 

 
8. Prospek Usaha 

 
Industri Farmasi di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin 
bertambahnya jumlah industri farmasi di Indonesia, dimana dalam periode 5 tahun terakhir (2015 – 
2019), industri farmasi dalam negeri telah bertambah sebanyak 132 industri baru, yakni dari sejumlah 
198 industri pada tahun 2015 meningkat menjadi 230 industri pada tahun 2019, sedangkan industri 
bahan baku obat juga meningkat dari sejumlah 8 industri pada 2016 menjadi 14 industri di tahun 2019 
 
Sementara itu, dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta jiwa, merupakan yang terbesar di Asia 
Tenggara dan menjadi terbesar keempat dunia, Indonesia memiliki ukuran pasar farmasi yang sangat 
besar. Indonesia merupakan pangsa pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN, yaitu mencapai 27,8% 
dari total pangsa pasar ASEAN atau mencapai USD 5,93 miliar pada tahu 2014. Secara global pasar 
farmasi dikuasai oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, serta negara negara di 
kawasan Eropa, sedangkan pasar farmasi Indonesia berada di peringkat ke-26 dunia. 
 
Tren total market share sektor farmasi di Indonesia mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 65,9 triliun 
pada 2016 menjadi Rp. 88,36 triliun pada 2019 menunjukkan meningkatnya permintaan dan konsumsi 
terhadap obat-obatan. Peningkatan pasar farmasi juga didorong oleh respon terhadap penanganan 
pandemi COVID-19. Total pengeluaran kumulatif untuk vaksin COVID-19 sampai dengan tahun 2025 
diperkirakan mencapai USD 157 miliar, yang didorong oleh gelombang awal pelaksanaan vaksinasi 



 

xv 
 

yang diharapkan akan selesai pada tahun 2022 (mencapai sekitar 70% populasi dunia). Sumber: 
Membangun Kemandirian Industri Farmasi Nasional, Buku Analisis Pembangunan Industri - Edisi II 
2021, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 
 
Prospek usaha Perseroan tetap bagus dan memiliki opportunity yang besar. Beberapa contoh 
diantaranya adalah: 

 
1. Ekonomi Indonesia triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 

5,72% (y-on-y). Sampai dengan triwulan III-2022, ekonomi Indonesia mengalami 
pertumbuhansebesar 5,40% (c-to-c). Industri jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang terus 
meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 10,46% pada tahun 2021 dan 7,12% (q-to-q) pada 
triwulan III pada tahun 2022. (Sumber: Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan, November 
2022, Pers Badan Pusat Statistik) 

2. Kebutuhan produk Kesehatan seperti multivitamin dan supplement yang terus meningkat karena 
kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. 

 
Ciri dari sebuah usaha dibidang farmasi adalah tidak terjadinya fluktuasi penjualan mengingat 
permintaan/kebutuhan akan produk-produk farmasi adalah stabil dan terus meningkat sejalan dengan 
peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dari waktu ke waktu. 
Bahkan pada waktu terjadi pandemi di mana akivitas masyarakat sangat dibatasi, bisnis farmasi tidak 
mengalami penurunan dan bahkan meningkat secara signifikan. 

 
Jadi dengan demikian Perseroan memiliki opportunity yang besar untuk berkembang kedepan, baik 
untuk existing produk maupun produk-produk baru yang akan didistribusikan Perseroan. 

 

Terkait dengan perekonomian secara umum, perseroan optimis bahwa industri-industri akan terus 
mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahun sesuai dengan harapan dan pertumbuhan PDB 
Indonesia yang besarnya diperkirakan disekitar 5.0-5.5% setiap tahun. Populasi penduduk negara kita 
yang mencapai 270 juta tentunya menjadi salah satu pendorong utama besarnya kebutuhan dalam 
berbagai sektor seperti pangan dan Kesehatan 

 

9. RISIKO USAHA 

Risiko usaha dan umum yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan 
memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Beberapa risiko yang 
diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 
sebagai berikut: 
 
A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha 

Perseroan 
 

1. Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Prinsipal dengan Perseroan 
 

B. Risiko Usaha 
1. Risiko Piutang Usaha 
2. Risiko Persaingan Usaha 
3. Risiko Fluktuasi Permintaan Produk 
4. Risiko Operasional 
5. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia 
6. Risiko Perkembangan Teknologi 
7. Risiko Marjin yang kompetitif 

 
C. Risiko Umum 
1. Risiko pertumbuhan ekonomi dan daya beli konsumen 
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum 



 

xvi 
 

3. Risiko Kebijakan Pemerintah 
4. Risiko Bencana Alam  

 
D. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan 
1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa 
2. Harga Saham Dapat Berfluktuasi. 
3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen 

 
10. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berniat untuk melakukan 
pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk masa yang 
akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih tahun 2022, dan apabila Perseroan telah 
memiliki saldo laba positif. 
 

Dengan tetap memperhatikan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, Direksi 
Perseroan dapat, dari waktu ke waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam 
kebijakannya, Direksi Perseroan dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak 
melakukan pembayaran dividen sama sekali.  
 

Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain 
pada:  
 

- Laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek 
bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; serta 

- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan 
oleh Direksi. 
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 PENAWARAN UMUM 
  
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 368.000.000 (tiga 
ratus enam puluh delapan juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan 
dari portepel Perseroan atau sebanyak – banyaknya 20,67% (dua puluh koma enam tujuh persen) dari total 
modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh 
Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran berkisar antara Rp120,- 
(seratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp149,- (seratus empat puluh sembilan Rupiah) setiap saham yang 
harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum 
Elektronik. Jumlah Penawaran Umum berkisar antara Rp44.160.000.000,- (empat puluh empat miliar seratus 
enam puluh juta Rupiah) sampai Rp54.832.000.000,- (lima puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh dua juta 
Rupiah). 
 
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini 
dialokasikan sebanyak-banyaknya 5,00% (lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran 
Umum atau sebanyak-banyaknya 18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu) saham 
 
Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat 
dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk 
hak suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.  
 
Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup 
Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.   

 
 

 
 

PT Penta Valent Tbk 
  

Kegiatan Usaha Utama:  
 

Distributor Produk Farmasi dan Produk Konsumsi 
 
 

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia 
 

Kantor Pusat: 
Jl. Kedoya Raya No. 33, Kedoya Utara,  

Kebon Jeruk 11520 
                       Tel : +62 (21) 5673891 

Fax: +62 (21) 5668005 
Website: http://www.pentavalent.co.id/ 

Email: corsec@ptpv.co.id 
Perseroan memiliki 34 Cabang di seluruh Indonesia 

 
 

 
 
 
 
 
STRUKTUR PEMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM 
 
Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah 
sebagai berikut: 
 
 

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBERLANGSUNGAN KERJASAMA 
DISTRIBUSI PRODUK PRINSIPAL DENGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA 
DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI. 

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG 
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG 
DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN 
AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT 
MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM 
PERSEROAN AKAN TERJAGA. 

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG 
MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN 
ATAS EFEK YANG DITAWARKAN. 
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Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham 
berdasarkan Akta Perseroan No.12 tanggal 14 September 2022 (Akta No. 12/2022), adalah sebagai 
berikut: 

Keterangan Ninai Nominal Rp20,- Setiap Saham   
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 2.750.000.000 55.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Tancorp Mega Buana             712.500.000             14.250.000.000  50,44 
PT Maramakmur Selaras             357.000.000               7.140.000.000  25,27 
PT Multi Pidotama Mandiri             343.000.000               6.860.000.000  24,28 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh  1.412.500.000   28.250.000.000  100,00 
Saham dalam Portepel  1.337.500.000   26.750.000.000   

 
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka 
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini, 
secara proforma menjadi sebagai berikut: 

 
PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION 
(“ESA”)) 
 
Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. 
Program ESA ini dialokasikan sebanyak-banyaknya 5,00% (lima persen) dari jumlah saham yang 
ditawarkan dalam Penawaran Umum. 
 
Program ESA diperuntukkan kepada pegawai Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, 
Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan 
yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7. Program alokasi saham pegawai ini merupakan program 
pemberian jatah saham yang merupakan bagian dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada 
pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur 
dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti program ESA.  
 
Alokasi Program ESA seluruhnya adalah saham penghargaan, dimana harga pelaksanaan saham 
ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Beban sehubungan dengan pemberian saham 
penghargaan akan menjadi tanggungan Perseroan.  
 
Saham penghargaan memiliki lock-up period selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal 
efektifnya pernyataan pendaftaran Perseroan. 
 
Batas alokasi saham penghargaan untuk setiap level karyawan tetap dalam periode ESA ini adalah 
sebagai berikut: 
 

Level karyawan Maksimum jumlah penjatahan saham 
Staff 500 

supervisor 1.000 

Manager 2.500 

GM 5.000 

 Nilai Nominal Rp20,- Setiap Saham 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Perdana   Setelah Penawaran Umum Perdana 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal(Rp) % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai  
Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 2.750.000.000 55.000.000.000  2.750.000.000 55.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh       

PT Tancorp Mega Buana             712.500.000  14.250.000.000  50,44  712.500.000   14.250.000.000  40,02 
PT Maramakmur Selaras             357.000.000  7.140.000.000  25,27  357.000.000   7.140.000.000  20,05 
PT Multi Pidotama Mandiri             343.000.000  6.860.000.000  24,28  343.000.000   6.860.000.000  19,26 
Masyarakat - - -  368.000.000   7.360.000.000  20,67 

Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh  1.412.500.000   28.250.000.000  100,00 1.780.500.000   35.610.000.000  100,00 

Saham dalam Portepel  1.337.500.000   26.750.000.000    969.500.000   19.390.000.000   
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Sumber Pendanaan Program Alokasi Saham Kepada Karyawan (EMPLOYEE STOCK 
ALLOCATION “ESA”) 
 
Seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program ESA, berupa pembelian saham untuk 
pemberian Saham Penghargaan, akan ditanggung seluruhnya oleh Perseroan yang sumber dananya 
berasal dari kas Perseroan.   
 
Tujuan pelaksanaan Program ESA adalah: 
▪  Retensi 

Mempertahankan pegawai yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka 
memiliki penyertaan modal. 
 

▪  Motivasi dan Kinerja 
Menjadikan pegawai bagian dari Perseroan akan meningkatkan kinerja dan motivasi pegawai yang 
pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pegawai 
yang memiliki kepentingan modal signifikan dalam Perseroan akan memiliki motivasi yang kuat 
untuk meningkatkan kinerjanya dan memaksimalkan kinerja Perseroan dan nilai saham. 

 
▪  Pengembangan Budaya Kelompok 

Dengan dilibatkannya pegawai dalam Program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan 
kerja tim, dimana seluruh pegawai bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan. 
Pegawai akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan Perseroan dan mulai memikirkan dan 
bertindak seperti seorang pemilik. 
 

Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku.  
 
Syarat Kepesertaan 
 
Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk 
menjadi pengelola ESA. Jumlah pegawai Perseroan yang berhak mengikuti Program ESA akan diatur 
lebih lanjut dengan tidak mengurangi ketentuan Direksi tersebut. 
 
Pegawai yang dapat diikutsertakan dalam Program ESA adalah pegawai yang memenuhi persyaratan 
kepesertaan sebagai berikut: 

- Pegawai tetap dan aktif PT Penta Valent Tbk selain karyawan yang menerima insentif seperti: 
salesman, kolektor dan bagian pengiriman. 

- Sudah bergabung minimal 6 tahun terhitung saat program ESA dilaksanakan untuk level 
staf.  

- Pegawai yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat pelaksanaan 
Program ESA.  

 
Peserta lain yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham pada Program ESA diluar 
yang telah ditetapkan di atas, bila diperlukan dapat ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi 
tersendiri. 
 
Jumlah peserta ESA adalah sekitar 404 karyawan. 
 
Ketentuan Kepemilikan Saham 
 
1. Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan IPO Perseroan. 
2. Ketentuan pelaksanaan program kepemilikan Saham Penghargaan (Saham Bonus) sebagai 

berikut: 
a. Saham Penghargaan diberikan kepada seluruh peserta Program ESA yang memenuhi 

persyaratan pada syarat Kepesertaan atas nama masing-masing peserta. 
b. Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak 

tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran Perseroan. 
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c. sebelum masa distribusi saham bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan 
dengan tidak hormat maka hak atas Saham Penghargaan menjadi gugur. 

d. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan. 
e. Dalam hal setelah didistribusikannya saham namun pegawai mengundurkan diri atau 

diberhentikan dengan tidak hormat selama masa lock-up, maka hak atas saham penghargaan 
tersebut tetap menjadi milik karyawan. Akan tetapi apabila pegawai mengundurkan diri atau 
diberhentikan dengan tidak hormat sebelum masa lock-up berakhir, maka ketentuan lock-up 
atas saham pegawai tersebut tetap berlaku. 

f. Apabila Peserta Program ESA meninggal dunia dalam priode lock-up sejak menerima ESA, 
maka ESA akan diberikan kepada ahli waris karyawan yang meninggal dunia. 

3. Peserta program wajib menandatangani pernyataan dan tunduk pada ketentuan Program ESA. 
 
Tata Cara Pembagian Penjatahan Saham 
 
1. Dasar perhitungan alokasi dan penjatahan Saham ESA kepada masing-masing pegawai meliputi 

besaran pendapatan, peringkat jabatan dan masa kerja pegawai. 
2. Hasil penghitungan alokasi Saham Penghargaan akan dilampirkan kemudian. 
3. Peserta yang berminat ikut dalam Program ESA agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut: 

a. Mentaati ketentuan peraturan kepemilikan Saham ESA yang ditetapkan perusahaaan dan 
peraturan pasar modal di Indonesia. 

b. Melakukan pendaftaran sebagai peminat Saham ESA melalui Bagian SOM masing - masing 
Unit Kerja/Bisnis masing-masing ditempat pegawai peserta ditugaskan perusahaan. 

4. Bagian SDM Unit Kerja/Bisnis mendata, merekapitulasi dan melaporkan pegawai peserta peminat 
Saham ESA kepada Biro SDM PT Penta Valent Tbk Kantor Pusat untuk diproses. 

 
Prosedur Pelaksanaan Program ESA 
 
Perseroan akan menerbitkan formulir penjatahan saham untuk para pegawai yang berhak 
mendapatkan penjatahan saham untuk Program ESA. Formulir penjatahan saham ini akan diteruskan 
ke Biro Administrasi Efek (BAE) untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar distribusi saham Program 
ESA pada tanggal distribusi penawaran Umum. 
 
Aspek Perpajakan Program ESA 
 
Biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan dengan Program ESA berupa pemberian Saham 
Penghargaan akan ditanggung oleh Perseroan. 
 
Setelah periode lock-up berakhir dan peserta Program ESA melakukan transaksi penjualan saham 
melalui bursa efek atau di luar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-
masing peserta Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan 
sebagai berikut: 
§ Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang 

besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi. 
§ Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang 

diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif 
sesuai dengan tarif yang berlaku. 

 
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, dan 
dengan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka 
susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum 
ini, secara proforma menjadi sebagai berikut: 

 Nilai Nominal Rp20,- Setiap Saham 

Keterangan 
Sebelum Penawaran Umum Perdana   Setelah Penawaran Umum Perdana dan 

Pelaksanaan ESA 

Jumlah Saham Jumlah Nilai 
Nominal(Rp) % Jumlah 

Saham 
Jumlah Nilai  
Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 2.750.000.000 55.000.000.000  2.750.000.000 55.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh       

PT Tancorp Mega Buana             712.500.000  14.250.000.000  50,44  712.500.000   14.250.000.000  40,02 



 

5 
 

 
PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA  

Berdasarkan persetujuan prinsip BEI dengan S-10119/BEI.PP2/11-2022 tanggal 28 November 2022, 
Perseroan akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 368.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta) 
saham yang diterbitkan pada penawaran umum ini. Perseroan atas nama pemegang saham lama 
akan mencatatkan pula seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran 
Umum Perdana Saham sejumlah 1.412.500.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta lima ratus 
ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.  
 
Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia 
seluruhnya adalah sejumlah 1.780.500.000 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus ribu) 
saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh 
sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. 
 
PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM 
PERSEROAN 
 

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga 
pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 
sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau 
seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan 
pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif. Larangan 
tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak 
langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan. 

PT Tancorp Mega Buana selaku pihak yang memperoleh saham Perseroan dalam jangka waktu 6 
(enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana 
Saham menjadi efektif. Berdasarkan surat pernyataannya tertanggal 16 September 2022 menyatakan 
dan menjamin bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi 
Efektif, tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh Saham Baru tersebut di Perseroan 
guna memenuhi serta tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. 

Hermanto Tanoko selaku pemegang saham pengendali Perseroan, akan tetap menjadi pengendali 
Perseroan dan tidak dapat mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-
kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan 
menjadi efektif berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 Desember 2022. 

PERSEROAN TIDAK BERMAKSUD UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN 
SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM 
DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN 
PENDAFTARAN PERSEROAN MENJADI EFEKTIF. APABILA DI KEMUDIAN HARI 
PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN 
MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU. 

 
PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT 
DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN. 

PT Maramakmur Selaras             357.000.000  7.140.000.000  25,27  357.000.000   7.140.000.000  20,05 
PT Multi Pidotama Mandiri             343.000.000  6.860.000.000  24,28  343.000.000   6.860.000.000  19,26 
Masyarakat - - -  349.600.000   6.992.000.000  19,64 
Karyawan (Program ESA)    18.400.000 368.000.000 1,03 

Jumlah Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh  1.412.500.000   28.250.000.000  100,00 1.780.500.000   35.610.000.000  100,00 

Saham dalam Portepel  1.337.500.000   26.750.000.000    969.500.000   19.390.000.000   
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II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 
 
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi 
efek, akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan 
bisnis Perseroan dengan rincian antara lain untuk biaya operasional seperti, biaya angkut, biaya kantor, biaya 
penjualan, biaya sewa dan lainnya, pembelian barang dagangan dan pelunasan hutang usaha kepada pemasok. 
 
Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka 
Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan 
POJK No. 30/2015. 

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa setiap penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum 
akan mengikuti ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku. Perseroan akan mempertanggungjawabkan 
realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada pemegang saham dalam RUPS 
dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.  

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum 
Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan 
mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat 
persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan 
bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK. 
 
Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [ ]% dari 
nilai Emisi yang meliputi: 
1. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar [ ]%; 
2. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar [ ]%; 
3. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar [ ]%; 
4. Biaya jasa jasa profesi penunjang Pasar Modal yang terdiri dari biaya: 

a. Jasa Kantor Akuntan Publik sekitar [ ]%; 
b. Jasa Konsultan Hukum sekitar [ ]%; 
c. Jasa Notaris sekitar [ ]%; 

5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu jasa Biro Administrasi Efek sekitar [ ]%;  
6. Biaya lain-lain yang meliputi biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di 

KSEI, biaya penyelenggaraan public expose, biaya publikasi Prospektus ringkas di koran dan biaya-biaya 
yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sekitar [ ]%. 
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III. PERNYATAAN UTANG 
 
Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 yang diambil dari 
laporan keuangan per 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, 
dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya pada tanggal 18 Oktober 2022 sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini. 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp514.351.157 ribu, dengan 
rincian sebagai berikut: 

(dalam ribuan Rupiah) 
Keterangan Jumlah 
Liabilitas Jangka Pendek  
Utang Usaha  
   Pihak Berelasi 2.020.108 
   Pihak Ketiga 419.335.386 
Utang Lain-lain  
   Pihak Berelasi 56.500.000 
   Pihak Ketiga 484.284 
Biaya yang masih harus dibayar 882.149 
Utang Pajak 382.447 
Utang jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun  
    Liabilitas Sewa 475.000 
Total Liabilitas Jangka Pendek 480.079.374 
  
Liabilitas Jangka Panjang  
Utang Jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun  
   Liabilitas Sewa 235.598 
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan 34.036.185 
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 34.271.783 
Total Liabilitas 514.351.157 

 
Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1. Utang Usaha  

 
Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp421.355.494 ribu. Berikut 
adalah rincian dari akun utang usaha: 

(dalam ribuan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
Pihak Berelasi 2.020.108 
Pihak Ketiga 419.335.386 
Jumlah 421.355.494 

 
Pada tanggal 31 Juli 2022 tidak terdapat jaminan yang diberikan Perseroan atas utang usaha di atas. 

 
Analisis umur utang usaha tersebut pada tanggal 31 Juli 2022, adalah sebagai berikut: 

(dalam ribuan Rupiah) 
Keterangan Jumlah 
Belum jatuh tempo                                                                                                              
Lewat jatuh tempo: 
    1 - 30 hari 
    31 - 60 hari 
    61 - 90 hari 
    91 - 120 hari 

249.892.234 
 

100.424.578 
25.425.756 
25.719.204 
17.345.335 

Lebih dari 120 hari 2.548.387 
Jumlah 421.355.494 
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2. Utang Lain-lain 
 

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp56.984.284 ribu. Berikut 
adalah rincian dari akun lainnya: 

(dalam ribuan Rupiah) 
Uraian Jumlah 
  
Pihak berelasi  
   PT Tancorp Global Sentosa 56.500.000 
Pihak ketiga 484.284 
Jumlah 56.984.284 

 
Pada tanggal 14 Juli 2022, Perseroan memperoleh pinjaman dari PT Tancorp Global Sentosa sebesar 
Rp56.500.000 ribu dan dikenakan bunga per tahun sebesar Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) 
ditambah 2% atau ekuivalen 5,5%, dengan jangka waktu selama 3 bulan. 

 
3. Biaya Yang Masih Harus Dibayar 

Biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp882.149 
ribu. Berikut adalah rincian dari akun biaya yang masih harus dibayar:  

 
(dalam ribuan Rupiah) 

Uraian Jumlah 
Jasa profesional 137.540 
Bunga pinjaman 136.219 
Listrik, air dan telepon 62.460 
Lain-lain 545.930 
Jumlah 882.149 

 
4. Utang Pajak 

 
Utang Pajak Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp382.447 ribu. Berikut adalah 
rincian dari akun utang pajak: 
 

(dalam ribuan Rupiah) 

 
 

5. Liabilitas Imbalan Kerja 
 

Liabilitas Imbalan Kerja Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp34.036.185 ribu. 
Berikut adalah rincian dari Liabilitas Imbalan Kerja: 

(dalam Ribuan Rupiah) 

Keterangan Jumlah 
Saldo awal liabilitas bersih 34.375.556 
Manfaat yang dibayarkan  (2.233.711) 
Beban imbalan kerja periode berjalan 2.174.612 
Rugi (laba) komprehensif lain (280.272) 

Uraian Jumlah 
Pajak Penghasilan  

Pasal 21 133.883 
Pasal 23 55.659 
Pasal 25 29.123 
Pasal 29 163.782 

Jumlah 382.447 
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Saldo akhir liabilitas 34.036.185 
 
Beban imbalan kerja karyawan      

(dalam Ribuan Rupiah) 
Keterangan Jumlah 
Biaya jasa kini 938.517 
Biaya bunga 1.236.095 
Saldo akhir liabilitas 2.174.612 

 
Perseroan mencatat estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Juli 2022, 
berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Sakura Aktualita Indonesia, aktuaris 
independen, berdasarkan laporannya tanggal 1 September 2022 dengan  menggunakan metode 
“Projected Unit Credit”. 

 
Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuaria tersebut adalah sebagai berikut: 

 
Asumsi Keterangan 
Tingkat diskonto                             7,50% 
Tingkat kenaikan gaji 7,00%  
Tingkat mortalitas TMI-IV  
Usia pensiun 55 tahun 

 
6. Liabilitas Sewa 
 
Liabilitas sewa pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp710.599 ribu. Berikut adalah rincian dari 
akun liabilitas sewa:  

 
(dalam ribuan Rupiah) 

Liabilitas Sewa Jumlah 
Jangka pendek 475.000 
Jangka panjang 235.599 
Jumlah 710.599 

 
Komitmen dan Kontijensi 
 
Perjanjian kerjasama 
 
Perseroan mengadakan perjanjian distribusi dengan beberapa pihak ketiga yang bergerak di  bidang 
produksi obat resep, obat non-resep, alat kesehatan, dan produk konsumer untuk mendistribusikan 
produk perusahaan-perusahaan tersebut  sesuai dengan syarat dan kondisi yang ditetapkan dalam 
perjanjian. Jangka waktu perjanjian berkisar antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dan dapat 
diperpanjang dengan otomatis atau dihentikan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 
 
Perjanjian sewa 
 
Perseroan telah menandatangani beberapa perjanjian sewa tanah dan bangunan dengan jangka 
waktu antara 2 tahun sampai dengan 5 tahun dengan pihak ketiga dan pihak berelasi untuk beberapa 
lokasi cabang yang akan berakhir pada berbagai tanggal antara tahun 2023 sampai dengan tahun 
2027. 
 
Perikatan setelah Laporan Keuangan pada tanggal 31 Juli 2022 
 
Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit pada tanggal 13 Oktober 2022, Perseroan memperoleh 
fasilitas pinjaman dari PT Bank Chinatrust Indonesia (CTBC Indonesia), sebagai berikut: 
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1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (Overdraft Facility) yang mempunyai maksimum limit 
pinjaman sebesar Rp 15.000.000.000 untuk modal kerja Perseroan. Jangka waktu fasilitas ini 
sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2023. Pinjaman ini dikenakan bunga 
sebesar BI 7 Days Repo Rate (BI7DDR) + 1,25%. 
 

2. Fasilitas Omnibus Line yang mempunyai maksimum limit pinjaman sebesar  
Rp 85.000.000.000 untuk modal kerja Perseroan, yang terdiri dari pinjaman jangka pendek 
Account Payable Financing (Short Term Loan AP Financing) dengan jumlah maksimum sebesar 
Rp 85.000.000.000, pinjaman jangka pendek (Short Term Loan) dengan jumlah maksimum 
sebesar Rp 55.000.000.000, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk (Local Sight 
Letter of Credit) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 30.000.000.000, Surat Kredit 
Berdokumen Dalam Negeri Berjangka (Local Usance Letter of Credit) dengan jumlah maksimum 
sebesar Rp 30.000.000.000, Akad Trust (Trust Receipt) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 
30.000.000.000 dan Bank Garansi (Bank Guarantee) dengan jumlah maksimum sebesar Rp 
30.000.000. Dengan ketentuan total penggunaan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Account 
Payable Financing (Short Term Loan AP Financing), Pinjaman Jangka Pendek (Short Term 
Loan), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk (Local Sight Letter of Credit), Surat 
Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berjangka (Local Usance Letter of Credit), Akad Trust (Trust 
Receipt) dan Bank Garansi (Bank Guarantee) tidak boleh melebihi Rp 85.000.000.000 yang 
digunakan untuk modal kerja Debitur. Jangka waktu fasilitas ini sejak tanggal 13 Oktober 2022 
sampai dengan 12 Oktober 2023. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar BI 7 Days Repo Rate 
BI7DDR) + 1,25%. 

 
Seluruh fasilitas pinjaman dari PT Bank CTBC Indonesia tersebut dijamin dengan perjanjian fidusia 
atas persediaan sebesar Rp 125.000.000.000 dan perjanjian Hak Tanggungan terhadap tanah atas 
nama Perusahaan sebesar Rp 29.000.000.000. 
 
Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di atas, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan 
tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu Debt to Equity Ratio maksimal 5x, Debt Service 
Coverage Ratio (DSCR) minimum 1,25 kali dan Current Ratio minimum 1x. 
 
Pada tanggal 25 Oktober 2022, pinjaman kepada PT Tancorp Global Sentosa telah dilunasi 
seluruhnya. 
 

 

 

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 JULI 2022 
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. 

PERSEROAN  TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG DIUNGKAPKAN 
DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG 
DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN 
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, 
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN UTANG USAHA DAN 
LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA 
LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN 
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN 
DARI PROSPEKTUS INI. 

SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN 
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS 
DAN/ATAU PERIKATAN LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN 
YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU 
PERIKATAN SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN 
TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-
PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. YANG 
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TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA 
LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR 
SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU 
PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL 
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN KECUALI  YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM 
PROSPEKTUS INI. 

 

 

 
TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN 
SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN. 

TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM 
LAPORAN KEUANGAN. 

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA 
PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN 
KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN 
YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN  YANG TERCANTUM 
DALAM PROSPEKTUS INI. 

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN 
DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK 
MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. 

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI 
ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN 
YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK. 
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan 
dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam 
Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab VI mengenai Analisis dan Pembahasan oleh 
Manajemen. 
 
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan 
informasi keuangan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020 
dan 2019 yang disusun dan disajikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang 
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan 
standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.  

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 
tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra dengan opini tanpa 
modifikasian dalam laporannya pada tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, 
Ak., CA., CPA, Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan dengan 
opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CA., CPA dan 
Charlie Thyawarta, CPA, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan 
dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo Karo Surbakti, CPA. 

LAPORAN POSISI KEUANGAN        
                       (dalam ribuan rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

ASET         
Aset Lancar         
Kas dan setara kas 7.480.667 3.484.382 8.230.342  27.670.949  
Piutang usaha – Bersih 316.057.468 254.172.226  227.833.083  240.087.956  
Piutang lain-lain        
 Pihak ketiga 61.557.765 64.961.788 42.902.352  28.884.774  
Pajak Dibayar dimuka 52.189.729 56.083.998  6.142.373  -    
Persediaan – bersih 182.219.428 162.684.643  98.816.721  94.202.571  
Uang muka dan dibayar di muka 532.730 505.234  144.923  6.488.163 
Jumlah Aset Lancar 620.037.787 541.892.271 384.069.794 397.334.413 
          
Aset Tidak Lancar         
Aset pajak tangguhan – bersih 8.982.673 8.374.411  8.789.493  9.760.567  
Taksiran pengembalian pajak 2.994.047 -    -    -    
Aset tetap – bersih  4.698.938 4.757.279  3.388.106  3.470.902  
Aset tak berwujud – bersih  -   -    -    1.296.831  

Aset hak-guna – bersih 12.622.276 7.913.415  5.670.698  -    
Jumlah Aset Tidak Lancar 29.297.934 21.045.105 17.848.297 14.528.300 
         
Jumlah Aset 649.335.721 562.937.376 401.918.091 411.862.713 
          
LIABILITAS DAN EKUITAS         
LIABILITAS JANGKA PENDEK         
Utang bank   -    29.691.053   19.190.000 35.000.000 

Utang usaha       
  Pihak berelasi 2.020.108 3.104.011   2.962.727  2.879.577  
  Pihak ketiga  419.335.386 369.834.126   238.840.993  233.789.291  
Utang lain-lain     
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Keterangan 
31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

  Pihak berelasi  56.500.000  -  -  - 
  Pihak ketiga  484.284   872.640   1.321.677   973.474  
Biaya masih harus dibayar  882.149  331.597   258.970  366.278  
Utang pajak  382.447  465.630   424.268  446.735  
Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam waktu 
satu tahun  475.000  -     -    -    

Utang Pembiayaan Konsumen  -    -     16.943  30.428  
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK  480.079.374  404.299.057   263.015.578  273.485.783  
          
LIABILITAS JANGKA PANJANG         
Utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian yang 
jatuh tempo dalam waktu satu tahun  -     -     -    - 

   Utang Pembiayaan Konsumen  -  -  -     16.943  
   Liabilitas Sewa  235.598   235.598   -   
Utang lain-lain     

   Pihak Berelasi - 9.371.390 9.371.390 9.371.390 
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan  34.036.185   34.375.556   35.875.400   34.864.143  
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG  34.271.783   43.982.544   45.246.790   44.252.476  
          
Jumlah Liabilitas 514.351.157 448.281.601  308.262.368  317.738.259  
          
EKUITAS         
Modal saham – Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham 
pada tanggal 31 Juli 2022 dan pada tanggal 31 
Desember 2021, 2020 dan 2019. Modal Dasar – 
55,000 saham pada tanggal 31 Juli 2022,  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Modal 
ditempatkan dan disetor penuh – 28,250 saham pada 
tanggal 31 Juli 2022 dan 14,000 saham pada tanggal 
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 

 28.250.000                   
14.000.000  

                   
14.000.000  

                   
14.000.000  

Tambahan modal disetor  97.728.701                   
22.978.701  

                   
22.978.701  

                   
22.978.701  

Penghasilan komprehensif lain  (1.427.849)                  
(1.646.461) 

                   
(3.370.147) 

                   
(2.631.835) 

Saldo laba          
   Telah ditentukan penggunaannya untuk    dana 
cadangan umum  100.000  -    -    -    

   Belum ditentukan penggunaanya   10.333.712  79.323.535  60.047.169  59.777.588  
TOTAL EKUITAS  134.984.564  114.655.775  93.655.723  94.124.454  
          
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 649.335.721 562.937.376  401.918.091 411.862.713  

 
 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2022 2021 (Tidak 
diaudit) 2021 2020 2019 

Penjualan bersih 1.165.769.345 1.000.527.664 1.788.027.425 1.380.699.061 1.431.185.679 
Beban pokok penjualan  (1.060.707.218) (908.853.660) (1.620.774.588) (1.253.414.756) (1.291.335.162) 
Laba Bruto 105.062.127 91.674.004 167.252.837 127.284.305 139.850.517 
Beban Penjualan (41.779.077) (34.080.102)  (60.685.370)  (48.808.374) (44.539.410) 
Beban umum dan administrasi (48.061.939) (43.781.409)  (76.936.016)  (71.503.414) (83.494.534) 
Pendapatan keuangan 34.772 58.888 71.178 754.803 512.013 
Beban keuangan (2.318.932) (1.547.314) (2.870.499) (3.065.539) (3.688.747) 
Pendapatan (beban) lain-lain – 
bersih (333.173) (610.819) (149.789) 47.821 80.094 

Laba Sebelum Beban Pajak 
Penghasilan 12.603.778 11.713.248 26.682.341 4.709.602 8.719.933 

       

Manfaat (beban) Pajak 
Penghasilan 
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  Kini (3.563.522) (3.130.447) (7.477.062) (3.395.671) (4.560.374) 
  Tangguhan 669.922 (50.400) 71.086 (1.044.350) 823.878 
Beban Pajak Penghasilan  (2.893.600) (3.180.847) (7.405.976) (4.440.021) (3.736.496) 
Laba Periode Berjalan 9.710.178 8.532.401 19.276.365 269.581 4.983.437 
       
LABA (RUGI) 
KOMPREHENSIF LAIN 

     

Pos yang Tidak Akan 
Direklasifikasikan ke Laba 
Rugi  

     

Keuntungan (kerugian) 
aktuaria dari liabilitas atas 
imbalan kerja karyawan 

280.272 829.223 2.209.854 (811.588) (1.595.768) 

Pajak Penghasilan atas 
kerugian (keuntungan) 
aktuaria dari liabilitas imbalan 
kerja karyawan  

(61.660) (182.429) (486.168) 73.276 398.942 

Laba (rugi) komprehensif 
lain periode berjalan – 
Setelah Pajak 

218.612 646.794 1.723.686 (738.312) (1.196.826) 

       

JUMLAH LABA (RUGI) 
KOMPREHENSIF PERIODE 
BERJALAN 

9.928.790 9.179.195 21.000.051 (468.731) 3.786.611 

       

Laba Persaham (Rupiah 
penuh) 10,20 12,19 27,54 0,39 7,12 

Dividen Per saham  (Rupiah 
penuh) *) 5.614.286   - - 

 
*) Total Dividen yang dibayarkan adalah sebesar Rp 78.600.000.000 untuk 14.000 lembar saham (sebelum dilakukannya 
pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 20 per saham) 
 
RASIO-RASIO PENTING  
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 
RASIO PERTUMBUHAN (%)           
Penjualan bersih 16,52% n/a 29,50% -3,53% n/a 
Beban Pokok Penjualan 16,71% n/a 29,31% -2,94% n/a 
Laba Kotor 14,60% n/a 31,40% -8,99% n/a 
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 7,60% n/a 466,55% -45,99% n/a 
Laba periode berjalan  13,80% n/a 7050,49% -94,59% n/a 
Laba Komprehensif Tahun Berjalan 8,17% n/a -4580,21% -112,38% n/a 
Jumlah aset 15,35% n/a 40,06% -2,41% n/a 
Jumlah liabilitas 14,74% n/a 45,42% -2,98% n/a 
Jumlah ekuitas 17,73% n/a 22,42% -0,50% n/a 
       

RASIO USAHA (%)      

Gross Profit Margin 9,01% 9,16% 9,35% 9,22% 9,77% 
Operating Profit Margin 1,31% 1,39% 1,66% 0,56% 0,86% 
Net Profit Margin 0,83% 0,85% 1,08% 0,02% 0,35% 
Return On Asset 1,50% n/a 3,42% 0,07% 1,21% 
Return On Equity 7,19% n/a 16,81% 0,29% 5,29% 
Laba Komprehensif Tahun Berjalan 
terhadap Pendapatan Bersih 0,85% 0,92% 1,17% -0,03% 0,26% 

Laba Komprehensif Tahun Berjalan 
terhadap Aset 1,53% n/a 3,73% -0,12% 0,92% 

Laba Komprehensif Tahun Berjalan 
terhadap Ekuitas 7,36% n/a 18,32% -0,50% 4,02% 

       

RASIO SOLVABILITAS (X)      
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Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 
Liabilitas / Aset 0,79 n/a 0,80 0,77 0,77 
Liabilitas / Ekuitas 3,81 n/a 3,91 3,29 3,38 
       

RASIO LIKUIDITAS (X)      

Current Ratio 1,29 n/a 1,34 1,46 1,45 
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 6,46 n/a 12,54 4,39 3,93 
Interest Coverage Ratio (ICR) 5,44 7,57 9,30 1,54 2,36 

 

RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN 
PEMENUHANNYA 

Rasio 

Nilai yang 
Dipersyaratkan 

dalam perjanjian 
kredit 

Rasio Keuangan 
Perseroan Per 31 
Desember 2021 

Rasio Keuangan 
Perseroan Per 31 
Desember 2020 

Rasio Keuangan 
Perseroan Per 31 
Desember 2019 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
EBITDA Bernilai positif Rp36.005.873.245 Rp13.532.264.347 Rp14.623.039.526 
Laba bersih Bernilai positif Rp19.276.365.431 Rp269.581.098 Rp4.983.437.129 
Rasio lancar (Aset 
lancar / Liabilitas 
lancar) 

Lebih dari 100% 134% 146% 145% 

Rasio Debt Service 
Coverage 

Minimal 1,5 Kali 12,54 kali 4,39 kali 3,93 kali 

 
Seluruh fasilitas pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah dilunasi pada tanggal 15 Juli 
2022, sehingga pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan tidak memiliki perjanjian kredit dengan 
persyaratan rasio keuangan yang harus dipenuhi.  
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN 
 
Analisis dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian 
yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan 
bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan keuangan Perseroan, beserta Catatan Atas 
Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. 
 
Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini dihitung berdasarkan informasi keuangan yang diambil 
dari laporan keuangan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 
dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan tercantum di dalam Prospektus 
ini. 
 
Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 
tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra dengan opini tanpa 
modifikasian dalam laporannya pada tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, 
Ak., CA., CPA, Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan dengan 
opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CA., CPA dan 
Charlie Thyawarta, CPA, Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan 
dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo Karo Surbakti, CPA. 

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang 
mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa 
mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya 
mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan 
tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI 
dalam Prospektus ini. 
 
A. Umum 
 
Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 
04 April 1972 diperbaiki dengan Akta Nomor 48 tanggal 16 Agustus 1972 yang seluruhnya dibuat 
dihadapan Bebasa Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan 
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. Y.A.5/2-5/8 tanggal 10 November 
1972, telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.3044 dan 
telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 104 dan Tambahan Berita Negara No. 566 
tanggal 29 Desember 1972. Perseroan saat ini menjalankan usaha di bidang Distributor Produk 
Farmasi dan Produk Konsumsi melalui 34 cabang dengan jangkauan nasional. 

 
B. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Signifikan 
 
Dasar Penyusunan Laporan Keuangan 
 
Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Keuangan di 
Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan 
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua OJK 
No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman 
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah 
diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain. 
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Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas, dengan 
menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan 
keuangan yang relevan. 
 
Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus 
kas dalam aktivitas-aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 
 
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata 
uang fungsional Perusahaan 
 
Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia 
mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk 
membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang 
kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan 
estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3 pada 
Laporan Keuangan terlampir. 
 
Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada 
Tahun Berjalan 
 
Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta 
interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, 
yaitu: 
- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual; 
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak 

Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak. 
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan; 
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan 
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa 
 
Implementasi dan standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah 
yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya. 
 
STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF 
 
Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amendemen-amendemen atas 
PSAK yang relevan bagi Perseroan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan 
penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut: 
 
Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 
 
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang pengungkapan Kebijakan Akuntansi; 
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka 

Pendek atau Jangka Panjang; dan 
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan 

tentang Definisi Estimasi Akuntansi; 
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas 

yang timbul dari Transaksi Tunggal. 
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Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 
- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan 
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - 

Informasi Komparatif. 
 
Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen 
dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh 
manajemen. 
 
Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir kecuali 
atas penerapan PSAK terbaru yakni:  
1. PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan  
2. PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan  
3. PSAK 73 tentang Sewa 
 
C. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha, Hasil Operasional, dan Kondisi 

Keuangan Perseroan  
 

Berikut ini adalah faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi hasil operasi Perseroan. Faktor 
– faktor ini secara material dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan, antara 
lain sebagai berikut: 

 
1. Kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan memperluas jaringan distribusinya 

Sebagai perusahaan distributor, kemampuan Perseroan untuk mempertahankan dan 
memperluas jaringan distribusinya akan sangat mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil 
operasionalnya. Dalam hal ini apabila Perseroan mampu menambah jumlah prinsipal yang 
bekerja sama, jumlah produk yang dipasarkan, jumlah cabang dan salesman, diharapkan dapat 
meningkatkan penjualan dan kinerja keuangan Perseroan. 

 
2. Kemampuan Perseroan mempertahankan Marjin yang kompetitif 

Karakteristik dari kegiatan usaha Perseroan sebagai distributor adalah memperoleh pendapatan 
yang berasal dari marjin harga jual yang ditetapkan oleh prinsipal. Apabila Prinsipal memperketat 
marjin-nya dan Perseroan tidak mampu memperoleh marjin yang kompetitif, maka hal tersebut 
akan mempengaruhi kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan. 

 
3. Kemampuan Perseroan untuk melakukan kegiatan operasional secara efektif dan efisien 

Efektivitas operasional akan dapat mempengaruhi kinerja operasional dan keuangan Perseroan, 
dimana semakin efektif aktifitas distribusi, pemasaran, serta administrasi perusahaan, maka akan 
meningkatkan efisiensi dan menekan biaya yang tidak perlu dikeluarkan. 

 
4. Kolektibilitas piutang usaha (Collection Management) 

Kelancaran kolektibiltas piutang usaha maupun terms of payment yang pendek dari pelanggan,  
selain akan meningkatkan perputaran arus kas yang diterima oleh Perseroan, dapat juga 
mempengaruhi kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan Perseroan. Hal tersebut dapat 
mempengaruhi baik kinerja pendapatan, maupun profitabilitas Perseroan, dimana tambahan 
modal kerja akan berdampak pada pendanaan dan biaya bunga yang dikeluarkan oleh Perseroan. 

 
5. Kemampuan Prinsipal dalam mengembangkan pasar dan produknya 

Selain faktor internal, salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja operasional 
dan keuangan Perseroan adalah kemampuan principal dalam mengembangkan pasar serta 
produknya. Dalam hal prinsipal mampu mengembangkan jangkauan distribusi, serta melakukan 
pengembangan produk baru dan aktivasi pemasaran yang efektif, hal tersebut akan 
meningkatkan permintaan konsumen sehingga berpengaruh langsung pada peningkatan 
penjualan dan penyaluran produknya kepada Perseroan. 
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D. Analisis Keuangan 
 

Tabel berikut menggambarkan pendapatan usaha, beban operasi dan akun lainnya yang angka-
angkanya dikutip dari laporan keuangan Perseroan. 
 
D.1 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN 

 
(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2022 2021 (Tidak 
diaudit) 2021 2020 2019 

Penjualan bersih 1.165.769.345 1.000.527.664 1.788.027.425 1.380.699.061 1.431.185.679 
Beban pokok penjualan  (1.060.707.218) (908.853.660) (1.620.774.588) (1.253.414.756) (1.291.335.162) 
Laba Bruto 105.062.127 91.674.004 167.252.837 127.284.305 139.850.517 
Beban Penjualan (41.779.077) (34.080.102)  (60.685.370)  (48.808.374) (44.539.410) 
Beban umum dan administrasi (48.061.939) (43.781.409)  (76.936.016)  (71.503.414) (83.494.534) 
Pendapatan keuangan 34.772 58.888 71.178 754.803 512.013 
Beban keuangan (2.318.932) (1.547.314) (2.870.499) (3.065.539) (3.688.747) 
Pendapatan (beban) lain-lain - 
bersih (333.173) (610.819) (149.789) 47.821 80.094 
Laba Sebelum Beban Pajak 
Penghasilan 12.603.778 11.713.248 26.682.341 4.709.602 8.719.933 

       
Manfaat (beban) Pajak 
Penghasilan 

     

  Kini (3.563.522) (3.130.447) (7.477.062) (3.395.671) (4.560.374) 
  Tangguhan 669.922 (50.400) 71.086 (1.044.350) 823.878 
Beban Pajak Penghasilan  (2.893.600) (3.180.847) (7.405.976) (4.440.021) (3.736.496) 
Laba Periode Berjalan 9.710.178 8.532.401 19.276.365 269.581 4.983.437 
       
LABA (RUGI) 
KOMPREHENSIF LAIN 

     

Pos yang Tidak Akan 
Direklasifikasikan ke Laba 
Rugi  

     

Keuntungan (kerugian) 
aktuaria dari liabilitas atas 
imbalan kerja karyawan 

280.272 829.223 2.209.854 (811.588) (1.595.768) 

Pajak Penghasilan atas 
kerugian (keuntungan) 
aktuaria dari liabilitas imbalan 
kerja karyawan  

(61.660) (182.429) (486.168) 73.276 398.942 

Laba (rugi) komprehensif 
lain periode berjalan - 
Setelah Pajak 

218.612 646.794 1.723.686 (738.312) (1.196.826) 

       
JUMLAH LABA (RUGI) 
KOMPREHENSIF PERIODE 
BERJALAN 

9.928.790 9.179.195 21.000.051 (468.731) 3.786.611 

       

Laba Per saham  (Rupiah 
penuh) 10,20 12,19 27,54 0,39 7,12 

Dividen Per saham  
(Rupiah penuh) *) 5.614.286 - - - - 

 
*) Total Dividen yang dibayarkan adalah sebesar Rp 78.600.000.000 untuk 14.000 lembar saham (sebelum dilakukannya 
pemecahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 20 per saham) 
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Grafik Pertumbuhan Penjualan Bersih, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Laba (Rugi) 
Komprehensif Periode Berjalan 31 Juli 2022-2021, 31 Desember 2019-2021 (dalam ribuan 

Rupiah) 
 

 

Perkembangan Penjualan Bersih  
 
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. 
 
Penjualan bersih Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar 
Rp1.165.769.345 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp165.241.681 ribu atau sebesar 
16,52% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
yaitu sebesar Rp1.000.527.664 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh baik meningkatnya 
permintaan atas produk farmasi dan barang konsumsi Perseroan, diiringi dengan peningkatan kinerja 
operasional Perseroan. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 
sebesar Rp1.788.027.425 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp407.328.364 ribu atau 
sebesar 29,50% bila dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.380.699.061 ribu. Peningkatan ini sehubungan dengan kembali 
beraktivitas penuhnya distribusi Perseroan setelah tahun 2020 terdampak pandemi Covid-19 serta 
adanya peningkatan penjualan produk farmasi terutama vitamin dan produk-produk pengobatan 
akibat tingginya kasus covid pada pertengahan tahun 2021. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Penjualan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 
sebesar Rp1.380.699.061  ribu, dimana terdapat penurunan sebesar Rp50.486.618 ribu atau sebesar 
-3,53%  bila dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.431.185.679 ribu. Hal tersebut terutama dikarenakan dampak 
pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga mempengaruhi 
operasional Perseroan mendistribusikan produk dan aktivitas prinsipal dalam melakukan promosi, 
serta kekhawatiran dari pihak baik pasien maupun dokter dalam melakukan pengobatan tatap muka 
sehingga menurunkan permintaan atas produk obat-obatan.  
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Perkembangan Beban Pokok Penjualan 
 
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. 
 
Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah 
sebesar Rp1.060.707.218 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp151.853.558 ribu atau 
sebesar 16,71% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp908.853.660 ribu. Peningkatan beban pokok penjualan 
tersebut seiring dengan peningkatan penjualan bersih Perseroan. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 
sebesar Rp1.620.774.588 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp367.359.832 atau sebesar 
29,31% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.253.414.756 ribu. Peningkatan tersebut sejalan dengan 
peningkatan penjualan Perseroan pada tahun yang sama. 

 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 
sebesar Rp1.253.414.756 ribu, dimana terdapat penurunan sebesar Rp37.920.406 ribu atau sebesar 
-2,94% bila dibandingkan dengan beban Pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.291.335.162 ribu. Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan 
penjualan Perseroan pada tahun yang sama.  

 
Laba Bruto 

 
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. 
 
Laba bruto Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar 
Rp105.062.127 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp13.388.123  ribu atau sebesar 14,60%  
bila dibandingkan dengan laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu 
sebesar Rp91.674.004  ribu. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan penjualan dan kemampuan 
perseroan mempertahankan besaran margin yang setara dengan periode sebelumnya. 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 
167.252.837 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp39.968.532 ribu atau sebesar 31,40% bila 
dibandingkan dengan Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu 
sebesar Rp127.284.305 ribu. Peningkatan ini selain sejalan dengan peningkatan penjualan 
Perseroan, juga ditunjang oleh kemampuan Perseroan melakukan penghematan biaya dibanding 
tahun sebelumnya. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Laba bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 
Rp127.284.305 ribu dimana terdapat penurunan sebesar Rp12.566.212 ribu  atau sebesar -8,99% bila 
dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu 
sebesar Rp139.850.517 ribu. Penurunan ini terutama diakibatkan oleh tidak meningkatnya penjualan 
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Perseroan akibat terdampak awal pandemi covid-19, namun Perseroan tidak dapat menekan biaya 
operasional yang tidak dapat dihindari. 
 
Perkembangan Beban Usaha 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli  Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 

Beban Usaha      

Beban Penjualan (41.779.077) (34.080.102) (60.685.370) (48.808.374) (44.539.410) 
Beban umum dan 
administrasi 

(48.061.939) (43.781.409) (76.936.016) (71.503.414) (83.494.534) 

Pendapatan 
keuangan 

34.772 58.888  71.178  754.803  512.013 

Total (89.806.244) (77.802.623) (137.550.208) (119.556.985) (127.521.931) 

 
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. 

Beban Usaha Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar 
Rp89.806.244 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp12.003.621 ribu atau 
sebesar 15,43% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp77.802.623 ribu. Peningkatan beban usaha tersebut seiring dengan 
peningkatan penjualan bersih Perseroan, dimana beban penjualan dan beban umum dan administrasi 
meningkat masing-masing 22,59% dan 9,78% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.  

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 

Beban Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp137.550.208 ribu dimana terdapat peningkatan Beban Usaha sebesar Rp17.993.223 ribu atau 
sebesar 15,05% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020 yaitu sebesar Rp119.556.985 ribu. Peningkatan beban usaha tersebut seiring dengan 
peningkatan penjualan bersih Perseroan, dimana beban penjualan dan beban umum dan administrasi 
meningkat masing-masing 24,33% dan 7,60% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.  

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 

Beban Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 
Rp119.556.985 ribu dimana terdapat penurunan Beban Usaha sebesar Rp7.964.946 ribu atau 
sebesar -6,25% bila dibandingkan dengan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2019 yaitu sebesar Rp127.521.931 ribu. Penurunan ini seiring dengan penurunan 
penjualan bersih Perseroan, meskipun perseroan berhasil melakukan efisiensi dengan menekan 
beban umum dan administrasi yang mengalami penurunan sebesar -14,36%, namun terdapat 
peningkatan pada beban penjualan sebesar 9,58%. 

Laba (rugi) periode berjalan 
     (dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 
 

2021 (tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Laba Periode 
Berjalan  

9.710.178 8.532.401 19.276.365 269.581 4.983.437  
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Laba (Rugi) 
Komprehensif 
Periode Berjalan 

9.928.790 9.179.195   21.000.051  (468.731) 3.786.611 

 

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. 

Laba periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 adalah 
sebesar Rp9.710.178 ribu dimana terdapat peningkatan Laba periode berjalan sebesar Rp1.177.777 
ribu atau sebesar 13,80% bila dibandingkan dengan laba periode berjalan untuk periode yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp8.532.401 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh 
adanya peningkatan pada penjualan bersih dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, 
sehingga meningkatkan marjin keuntungan Perseroan.  

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 

Laba periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah 
sebesar Rp19.276.365 ribu dimana terdapat kenaikan laba periode Berjalan sebesar Rp19.006.784 
ribu atau sebesar 7.050,49% bila dibandingkan dengan laba periode Berjalan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp269.581 ribu. Kenaikan laba tersebut 
seiring dengan peningkatan penjualan Perseroan serta kemampuan Perseroan dalam mengelola 
biaya operasionalnya dibanding tahun sebelumnya. 

 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. 

Laba periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 
sebesar Rp269.581 ribu dimana perseroan mengalami penurunan laba sebesar Rp4.713.856 ribu atau 
sebesar 94,59% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang memperoleh laba tahun Berjalan sebesar 
Rp4.983.437 ribu. Penurunan laba ini terutama disebabkan oleh tidak meningkatnya pendapatan 
Perseroan akibat terdampak pandemic covid-19 namun terdapat peningkatan biaya operasional 
Perseroan yang tidak bisa dihindari meskipun terdapat penurunan aktivitas. 

Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan 
 
Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2021. 
 
Laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
adalah sebesar Rp9.928.790 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp749.595   ribu atau sebesar 
8,17%  bila dibandingkan dengan laba komprehensif periode berjalan untuk periode yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2021 yaitu sebesar Rp9.179.195 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan 
peningkatan penjualan dan kemampuan perseroan mempertahankan besaran margin yang setara 
dengan periode sebelumnya. 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2021 adalah sebesar Rp 21.000.051 ribu dimana terdapat peningkatan sebesar Rp 21.468.782  ribu 
atau sebesar 4580,21% bila dibandingkan dengan Rugi komprehensif periode berjalan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp468.731 ribu. Peningkatan ini selain 
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sejalan dengan peningkatan penjualan Perseroan, juga ditunjang oleh kemampuan Perseroan 
melakukan penghematan biaya dibanding tahun sebelumnya. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan Tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Rugi komprehensif periode berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020 adalah sebesar Rp468.731 ribu dimana terdapat penurunan sebesar Rp4.255.342  ribu  atau 
sebesar 112,38% bila dibandingkan dengan laba komprehensif periode berjalan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.786.611 ribu. Penurunan ini terutama 
diakibatkan oleh tidak meningkatnya penjualan Perseroan akibat terdampak awal pandemi covid-19, 
namun Perseroan tidak dapat menekan biaya operasional yang tidak dapat dihindari. 
 
D.2 PERKEMBANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN 

Grafik Pertumbuhan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas pada 
31 Juli 2022-2021, 31 Desember 2019 - 2022 (dalam ribuan Rupiah) 

 

 
 
Aset 

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

ASET         

Aset Lancar         

Kas dan setara kas 7.480.667 3.484.382 8.230.342  27.670.949  

Piutang usaha - Bersih 316.057.468 254.172.226  227.833.083  240.087.956  

Piutang lain-lain        

 Pihak ketiga 61.557.765 64.961.788  42.902.352  28.884.774  

Pajak Dibayar dimuka 52.189.729 56.083.998  6.142.373  -    

Persediaan - bersih 182.219.428 162.684.643  98.816.721  94.202.571  

Uang muka dan dibayar di muka 532.730 505.234  144.923  6.488.163  

Jumlah Aset Lancar 620.037.787 541.892.271 384.069.794 397.334.413 
          

Aset Tidak Lancar         

Aset pajak tangguhan - bersih 8.982.673 8.374.411  8.789.493  9.760.567  

Taksiran pengembalian pajak 2.994.047 -    -    -    

Aset tetap - bersih  4.698.938 4.757.279  3.388.106  3.470.902  

Aset tak berwujud - bersih  -    -    -    1.296.831  

Aset hak-guna - bersih 12.622.276 7.913.415  5.670.698  -    

Jumlah Aset Tidak Lancar 29.297.934 21.045.105 17.848.297 14.528.300 
          

Jumlah Aset 649.335.721 562.937.376 401.918.091 411.862.713 

 

649.335.721
562.937.376

401.918.091 411.862.713

514.351.157 
448.281.601

308.262.368
317.738.259

134.984.564 114.655.775
93.655.723

94.124.454

31 Juli 2022 31 Desember 2021 31 Desember 2020 31 Desember 2019

Aset Liabilitas Ekuitas
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Jumlah Aset 
 
Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 
2021. 

Jumlah Aset Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp649.335.721 ribu 
dimana terdapat kenaikan Jumlah Aset sebesar Rp86.398.345 ribu atau sebesar 15,35% bila 
dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 
Rp562.937.376 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha bersih 
pada 31 Juli 2022 sebesar Rp61.885.242 ribu atau sebesar 24,35% dibandingkan 31 Desember 2021.  

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2020. 

Jumlah Aset Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021  adalah sebesar Rp562.937.376 
ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Aset sebesar Rp161.019.285 ribu atau sebesar 40,06% bila 
dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar 
Rp401.918.091 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pajak dibayar dimuka dan 
persediaan masing-masing sebesar Rp49.941.625 ribu dan Rp63.867.922 ribu atau meningkat 
masing-masing sebesar 813,07% dan 64,63% dibanding tahun sebelumnya, seiring dengan perbaikan 
kinerja penjualan dan keuangan Perseroan.    

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2019. 

Jumlah Aset Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp401.918.091 
ribu dimana terdapat penurunan Jumlah Aset sebesar Rp9.944.622 ribu atau sebesar -2,41% bila 
dibandingkan dengan Jumlah Aset untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 
Rp411.862.713 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada kas dan setara kas 
serta piutang usaha bersih yang menurun masing-masing sebesar Rp19.440.607 ribu dan 
Rp12.254.873 ribu atau sebesar -70,26% dan -5,10% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut 
seiring dengan tidak meningkatnya penjualan Perseroan yang terdampak pandemic covid-19. 

Aset Lancar 
 
Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 
2021 

Aset Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp620.037.787 ribu 
dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp78.145.516 ribu atau sebesar 14,42% bila 
dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 
Rp541.892.271  ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas serta 
piutang usaha bersih. 
 
Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2020. 

Aset Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021  adalah sebesar Rp541.892.271 
ribu dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp157.822.477 ribu atau sebesar 41,09% bila 
dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar 
Rp384.069.794 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak dibayar di muka 
dan persediaan bersih. 
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Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2019. 

Aset Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp384.069.794 
ribu dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp13.264.619 ribu atau sebesar 3,34% bila 
dibandingkan dengan Aset Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 
Rp397.334.413 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan kas dan setara kas 
yang cukup signifikan sebesar Rp19.440.607 ribu atau 70,26%. 

Aset Tidak Lancar 
 
Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 
2021 

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp29.297.934 
ribu dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp8.252.829 ribu atau sebesar 39,21% 
bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu 
sebesar Rp21.045.105 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan aset hak guna 
sebesar Rp4.708.861 ribu seiring dengan adanya perpanjangan sewa kantor cabang Perseroan. 

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2020. 

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp21.045.105 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp3.196.808 ribu atau 
sebesar 17,91% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 
2020 yaitu sebesar Rp17.848.297 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan jumlah biaya perolehan 
bangunan dan aset tetap berupa renovasi bangunan sewa sebesar Rp3.192.984 ribu. 

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2019. 

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 
Rp17.848.297 ribu dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp3.319.997 ribu  atau 
sebesar 22,85% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk posisi pada tanggal 31 Desember 
2019 yaitu sebesar Rp14.528.300 ribu. Peningkatan ini terutama diakibatkan penerapan PSAK 73 
sehingga terdapat aset hak guna sebesar Rp5.670.698 ribu pada tanggal 31 Desember 2020. 

Liabilitas 
 

    (dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

LIABILITAS DAN EKUITAS         
LIABILITAS JANGKA PENDEK         
Utang bank   -     29.691.053   19.190.000   35.000.000  
Utang usaha     
  Pihak berelasi  2.020.108  3.104.011   2.962.727   2.879.577  
  Pihak ketiga  419.335.386  369.834.126   238.840.993   233.789.291  
Utang lain-lain     
  Pihak berelasi  56.500.000   -   -   -  
  Pihak ketiga  484.284   872.640   1.321.677   973.474  
Biaya masih harus dibayar  882.149   331.597   258.970   366.278  
Utang pajak  382.447   465.630   424.268   446.735  
Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo 
dalam waktu satu tahun  475.000   -     -     -    

       Utang Pembiayaan Konsumen  -     -     16.943   30.428  
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK  480.079.374   404.299.057   263.015.578   273.485.783  
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LIABILITAS JANGKA PANJANG         
Utang jangka panjang- setelah dikurangi 
bagian yang jatuh tempo dalam waktu 
satu tahun  

 -     -     -    - 

   Utang Pembiayaan Konsumen  -  -  -     16.943  
   Liabilitas Sewa 
Utang lain-lain  235.598   235.598   -  - 

    Pihak Berelasi 0 9.371.390 9.371.390 9.371.390 
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja 
karyawan 34.036.185  34.375.556   35.875.400   34.864.143  

TOTAL LIABILITAS JANGKA 
PANJANG  34.271.783  43.982.544  45.246.790  44.252.476   

          
JUMLAH LIABILITAS  514.351.157   448.281.601   308.262.368   317.738.259  

 
Jumlah Liabilitas  

 
Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 
2021. 

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp514.351.157 
ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp66.069.556 ribu atau sebesar 14,74% 
bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu 
sebesar Rp448.281.601 ribu.  Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang 
usaha dari pihak ketiga dan utang lain-lain. 

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2020. 

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp448.281.601 ribu dimana terdapat peningkatan Jumlah Liabilitas sebesar Rp140.019.233 ribu atau 
sebesar 45,42% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 
2020 yaitu sebesar Rp308.262.368 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya 
peningkatan utang usaha dari pihak ketiga. 

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2019. 

Jumlah Liabilitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 
Rp308.262.368 ribu dimana terdapat penurunan Jumlah Liabilitas sebesar Rp9.475.891 ribu atau 
sebesar 2,98% bila dibandingkan dengan Jumlah Liabilitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 
2019 yaitu sebesar Rp317.738.259 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya 
pemanfaatan pagu serta adanya pembayaran utang bank sebesar Rp15.810.000 ribu atau 45,17%. 

Liabilitas Jangka Pendek 
 
Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 
2021. 

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 
480.079.374 ribu dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp75.780.317 ribu atau 
sebesar 18,74% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 
Desember 2021 yaitu sebesar Rp404.299.057 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya 
peningkatan utang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp49.661.066 ribu atau sebesar 13,43% serta 
munculnya utang lain-lain dari pihak berelasi sebesar Rp 56.500.000 ribu. 
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Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2020. 

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp404.299.057 ribu dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp141.283.479 
ribu atau sebesar 53,72% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada 
tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp263.015.578 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan 
oleh adanya peningkatan utang usaha dari pihak ketiga sebesar Rp130.993.133 ribu atau sebesar 
54,85%. 

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2019. 

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 
Rp263.014.578 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp10.470.205 ribu 
atau sebesar 3,83% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk posisi pada tanggal 31 
Desember 2019 yaitu sebesar Rp273.485.783 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya 
pengurangan utang bank sehubungan dengan jumlah Kredit Modal Kerja Perseroan yang berkurang 
seiring dengan tidak meningkatnya penjualan Perseroan. 
 
Liabilitas Jangka Panjang 

 
Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 
2021. 

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 
34.271.783 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp9.710.761 ribu  atau 
sebesar 22,08% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 31 
Desember 2021 yaitu sebesar Rp43.982.544 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh 
pembayaran utang lain-lain pihak berelasi. 

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2020. 

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp43.982.544 ribu dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp1.264.246  ribu  
atau sebesar -2,79% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 
31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp45.246.790 ribu. Tidak terdapat perubahan signifikan pada 
liabilitas jangka panjang di tahun 2021. 

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2019. 

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 
Rp45.246.790 ribu dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp994.314 ribu 
atau sebesar 2,25% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk posisi pada tanggal 
31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp44.252.476 ribu. Tidak terdapat perubahan signifikan pada 
liabilitas jangka panjang di tahun 2020. 
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Ekuitas 
 

 (dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

EKUITAS     

Modal saham – Nilai Nominal Rp1.000.000 
per Saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 
pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 
dan 2019. Modal Dasar – 55,000 saham 
pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019. Modal ditempatkan 
dan disetor penuh – 28,250 saham pada 
tanggal 31 Juli 2022 dan 14,000 saham 
pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 
dan 2019 

28.250.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 

Tambahan modal disetor 97.728.701 22.978.701 22.978.701 22.978.701 

Penghasilan komprehensif lain (1.427.849) (1.646.461) (3.370.147) (2.631.835) 

Saldo laba     

 Telah ditentukan penggunaannya 
 untuk    dana cadangan umum 100.000 - - - 

 Belum ditentukan penggunaannya 10.333.712 79.323.535 60.047.169 59.777.588 

TOTAL EKUITAS 134.984.564 114.655.775 93.655.723 94.124.454 
 
 

Untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 
2021. 

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 134.984.564 ribu 
dimana terdapat peningkatan Saldo Ekuitas sebesar Rp20.328.789 ribu atau sebesar 17,73% bila 
dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 
Rp114.655.775 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor 
sebesar Rp14.250.000 ribu dan agio saham sebesar Rp74.750.000 ribu serta adanya pembagian 
dividen tunai sebesar Rp78.600.000 ribu. 

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2020. 

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
Rp114.655.775 ribu dimana terdapat peningkatan Saldo Ekuitas sebesar Rp21.000.052 ribu atau 
sebesar 22,42% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 
2020 yaitu sebesar Rp93.655.723 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo 
laba yang belum ditentukan penggunaannya. 

Untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 
Desember 2019. 

Saldo Ekuitas Perseroan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp93.655.723  
ribu dimana terdapat penurunan Saldo Ekuitas sebesar Rp468.731 ribu atau sebesar 0,50% bila 
dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 
Rp94.124.454 ribu. Tidak terdapat perubahan signifikan dalam saldo ekuitas pada tahun 2020. 
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D.3 ARUS KAS 

Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan: 
(dalam ribuan Rupiah) 

KETERANGAN 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 
Kas bersih 
(digunakan untuk) 
diperoleh dari 
aktivitas operasional 

(16.710.260) (6.792.461) (5.362.567) 226.932 526.864 

       
Kas Bersih yang 
Digunakan untuk 
Aktivitas Investasi 

(7.131.012) (2.670.264) (9.867.504) (3.827.110) (753.044) 

       
Kas Bersih 
Diperoleh dari 
(Digunakan untuk) 
Aktivitas Pendanaan 

27.837.557 6.312.065 10.484.111 (15.840.429) 13.975.390 

 
     

Kenaikan 
(Penurunan) Bersih 
Kas dan Setara Kas  

3.996.285 (3.150.660) (4.745.960) (19.440.607) 13.749.210 

 
     

Kas dan Setara Kas 
Awal Periode  

3.484.382 8.230.342 8.230.342 27.670.949 13.921.739 

 
     

Kas dan Setara Kas 
Akhir Periode  

7.480.667 5.079.682 3.484.382 8.230.342 27.670.949 

 

Periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2021 

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022  
adalah sebesar -Rp16.710.260 ribu, turun sebesar –Rp9.917.799 ribu atau 184,94% jika 
dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar -Rp6.792.461 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan 
dari aktivitas operasi terkait dengan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp208.390.441 ribu atau 
25,11%. 

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2022  adalah sebesar -Rp7.131.012 ribu, meningkat sebesar Rp4.460.748 ribu atau -45,21% jika 
dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar -Rp2.670.264 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang yang 
diperoleh terkait dengan adanya perolehan aset hak guna sebesar Rp4.471.212 ribu. 

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
adalah sebesar Rp27.837.557 ribu, peningkatan sebesar Rp21.525.492 ribu atau 205,32% jika 
dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp6.312.065 ribu. 
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Peningkatan arus kas bersih yang digunakan terkait adanya tambahan modal disetor sebesar 
Rp14.250.000 ribu dan agio saham sebesar Rp74.750.000 ribu serta adanya pembagian dividen tunai 
sebesar Rp78.600.000 ribu. 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2021 adalah sebesar -Rp5.362.567 ribu, menurun sebesar Rp5.589.499 ribu atau 
2.463,07% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp226.932. Penurunan arus kas bersih yang 
diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari peningkatan baik pada pembayaran kas kepada pemasok 
dan pembayaran pajak. 

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar 
-Rp9.867.504 ribu, meningkat sebesar Rp6.040.394 ribu atau 157,83 % jika dibandingkan dengan kas 
bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar -
Rp3.827.110 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terkait 
dengan adanya perolehan aset tetap dan aset hak guna. 

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2021 adalah sebesar Rp10.484.111  ribu, meningkat sebesar Rp26.324.540 ribu atau -
166,19% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang 
melakukan pengeluaran sebesar -Rp15.840.429 ribu. Peningkatan arus kas bersih yang diperoleh dari 
aktivitas pendanaan dari bank. 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020 adalah sebesar Rp226.932 ribu, menurun sebesar Rp299.932 ribu atau 56,93% jika 
dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp526.864 
ribu. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama disebabkan oleh 
menurunnya kas dari pelanggan. 

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020 adalah sebesar -Rp3.827.110 ribu, menurun sebesar Rp3.074.066 ribu atau 408,22% 
jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar -Rp753.004 
ribu. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari perolehan aset 
hak guna. 

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020 adalah sebesar -Rp15.840.429 ribu, menurun sebesar Rp29.815.819 ribu atau -
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213,35% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 
Rp13.975.390  ribu. Penurunan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan dikarenakan 
adanya pembayaran pada utang bank. 

D.4 ANALISIS RASIO KEUANGAN 

Solvabilitas 
 
Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam 
memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas 
Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan. 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

RASIO SOLVABILITAS (X)        

Liabilitas / Aset 0,79 0,80 0,77 0,77 

Liabilitas / Ekuitas 3,81 3,91 3,29 3,38 

 

Imbal Hasil Aset 
 

Imbal Hasil Aset (Return on Asset) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan dan 
menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara 
laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan. 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

Laba (Rugi) Tahun Berjalan 9.710.178 19.276.365 269.581   4.983.437  

Aset 649.335.721 562.937.376 401.918.091 411.862.713 

Imbal Hasil Aset (Return on Asset) 1,50% 3,42% 0,07% 1,21% 

Imbal Hasil Ekuitas 
 

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan 
menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan 
antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas. 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022  2021 2020 2019 

Laba (Rugi) Tahun Berjalan 9.710.178  19.276.365 269.581 4.983.437 

Ekuitas 134.984.564   114.655.775   93.655.723   94.124.454  
Imbal Hasil Ekuitas (Return on 
Equity) 7,19%  16,81% 0,29% 5,29% 
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Likuiditas 
 
Rasio lancar adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas 
Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas 
dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan 
membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek. 
 
Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah kemampuan EBITDA Perseroan dalam 
memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari setahun. 
Rasio Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yang dihitung oleh Perusahaan adalah EBITDA dan 
utang jangka Panjang jatuh tempo kurang dari setahun. EBITDA dihitung dengan menambahkan Laba 
sebelum pajak dengan beban bunga, penyusutan dan amortisasi, sedangkan rasio DSCR dihitung 
dengan membagi EBITDA dengan utang jangka Panjang jatuh tempo kurang dari setahun.  

Rasio Interest Coverage Ratio (ICR) adalah kemampuan Perseroan dalam melunasi beban 
keuangannya dengan Laba Sebelum Pajak. Rasio Interest Coverage Ratio (ICR) yang dihitung oleh 
Perusahaan adalah beban bunga dan laba sebelum pajak. Rasio ICR dihitung dengan membagi 
beban bunga dengan laba sebelum pajak. 

Keterangan 
31 Juli  31 Desember  
2022 2021 2020 2019 

Aset Lancar  620.037.787 541.892.271 384.069.794 397.334.413 

Liabilitas Jangka Pendek  480.079.374  404.299.057   263.015.578   273.485.783  

Rasio Lancar (x) 1,29 1,34 1,46 1,45 
Debt Service Coverage 
Ratio (DSCR) (x) 6,46 12,54 4,39 3,93 

Interest Coverage Ratio 
(ICR) (x) 5,44 9,30 1,54 2,36 

 

Tingkat lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 31 
Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 1,29x, 1,34x, 1,46x dan 1,45x. 

Tingkat Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Juli 2022 dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 6,46x, 12,54x, 
4,39x dan 3,93x. 

Tingkat Interest Coverage Ratio (ICR) Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
dan 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 5,44x, 9,30x, 1,54x 
dan 2,36x.  

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di 
masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang 
memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu. 

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal 

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan kas pendapatan dan 
pinjaman dari pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama 
dari fasilitas kredit Bank dan Institusi Keuangan. 
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Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan 

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Institusi Keuangan 
yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk modal kerja 
Perseroan.  

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang 
cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi 
kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka 
Perseroan akan menggunakan sumber pembiayaan dari perbankan.  

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, 
kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau 
penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. 

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan 
kurs valuta asing terhadap pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun 
terakhir.  

D.5 BELANJA MODAL 

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap berupa tanah, 
Bangunan, Kendaraan, Peralatan kantor, dan renovasi bangunan sewa. Jumlah belanja modal 
Perseroan adalah sebesar Rp584.878 ribu  per tanggal 31 Juli 2022.  

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 
Juli 2022, serta 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. 
 

 
Tujuan dari investasi barang modal per 31 Juli 2022 adalah pembelian peralatan kantor untuk kegiatan 
operasional Perseroan, untuk per 31 Desember 2021 untuk renovasi bangunan sewa yang digunakan 
untuk gudang yang berlokasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang : Jakarta 1, Jakarta 2, Bandung, 
Cirebon, Tasikmalaya, Tegal, Surabaya, Malang, Jember, Denpasar, Kupang, Padang, Pekanbaru, 
Palembang, Jambi, Batam, Banjarmasin, Samarinda, Palu, Kendari, pembelian peralatan kantor dan 
kendaraan untuk kegiatan operasional Perseroan, pembelian peralatan kantor dan kendaraan untuk 
kegiatan operasional Perseroan. Untuk per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah untuk pembelian 
peralatan kantor dan kendaraan untuk kegiatan operasional Perseroan. 
 
Pada saat ini tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh 
Perseroan sehingga tidak tedapat pengungkapan terkait dengan perjanjian sehubungan belanja 
modal. 
 
Belanja modal Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak terdapat resiko fluktuasi 
mata uang asing. 

Penambahan Aset Tetap 
31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

Biaya Perolehan      
Kepemilikan Langsung      
Tanah  - - - - 
Bangunan - - - - 
Kendaraan - 150.500 138.000 139.500 
Peralatan kantor 584.878 755.112 781.537 702.635 
Renovasi Bangunan Sewa - 3.192.985 - - 
Jumlah Biaya Perolehan  584.878 4.098.597 919.537 842.135 
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Sumber dana untuk investasi barang modal yang telah dilakukan oleh Perseroan berasal dari kas 
internal Perseroan. 
 
Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan 
regulasi dan isu lingkungan hidup. 

D.6 KEJADIAN ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT 
MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS PERSEROAN 

Pada bulan Maret 2020, WHO mengklasifikasikan wabah COVID-19 sebagai pandemi, berdasarkan 
paparan yang cepat secara global. 

Dampak penuh dari wabah COVID-19 terus berkembang sampai dengan tanggal Prospektus ini. 
Dengan demikian, tidak terdapat kepastian mengenai pengaruh besarnya pandemi pada kondisi 
keuangan Perseroan, likuiditas dan hasil operasi di masa depan. Manajemen secara aktif melakukan 
pemantauan mengenai dampak situasi global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, 
pemasok, industri dan tenaga kerja. Melihat perkembangan dari hari ke hari wabah COVID-19 dan 
tanggapan secara global untuk menghentikan penyebarannya. Perseroan tidak dapat memperkirakan 
dampak wabah COVID-19 terhadap hasil operasi, kondisi keuangan atau likuiditas untuk tahun fiskal 
2022. 

Ke depannya Perseroan tidak dapat memperkirakan panjang atau beratnya dampak dari wabah 
COVID-19, jika pandemi berlanjut, yang mungkin memiliki efek material yang merugikan dimasa 
mendatang pada hasil operasi, posisi keuangan dan likuiditas Perseroan pada tahun pajak 2022. 

D.7 PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG 

Pada tanggal laporan keuangan terakhir per 31 Juli  2022, Perseroan memiliki pinjaman yang masih 
terutang dengan rincian sebagai berikut: 

Utang lain-lain - pihak berelasi 

Pada tanggal 14 Juli 2022, Perusahaan memperoleh pinjaman dari PT Tancorp Global Sentosa 
sebesar Rp 56.500.000.000, dan dikenakan bunga per tahun sebesar Jakarta Interbank Office Rate 
(JIBOR) ditambah 2% atau ekuivalen 5,5%, dengan jangka waktu selama 3 bulan. 

Berdasarkan Addendum Perjanjian Utang Piutang No. 039.TGS.CORP.VII.2022 pada tanggal  
11 Oktober 2022, Perusahaan dan PT Tancorp Global Sentosa sepakat untuk menandatangani 
Addendum Perjanjian Utang Piutang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: 
- Mengubah jangka waktu pinjaman dari sebelumnya 3 bulan menjadi 4 bulan. 
- Mengubah tingkat suku bunga dari sebesar Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 2% 

atau ekuivalen 5,5% menjadi Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 2% atau ekuivalen 
6% per tahun. 

 
Pada tanggal 25 Oktober 2022, pinjaman kepada PT Tancorp Global Sentosa telah dilunasi 
seluruhnya. 
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D.8 SEGMEN OPERASI 

Per 31 Juli 2022 

Keterangan Produk Farmasi Produk Konsumer Jumlah 
Penjualan Rp1.039.854.515.860 Rp125.914.828.477 Rp1.165.769.344.337 
Laba bruto Rp91.689.733.834 Rp13.372.392.668 Rp105.062.126.502 
Kontribusi penjualan 
terhadap total 
penjualan Perusahaan 
(%) 

89,20% 10,80% 100,00% 

Kontribusi laba bruto 
terhadap total laba 
bruto Perseroan (%) 

87,27% 12,73% 100,00% 

Volume Penjualan 
(unit) 

21.086.240 7.746.593 28.832.833 

 
Per 31 Desember 2021 

Keterangan Produk Farmasi Produk Konsumer Jumlah 
Penjualan Rp1.584.945.613.248 Rp203.081.811.992 Rp1.788.027.425.240 
Laba bruto Rp143.265.644.589 Rp23.987.192.913 Rp167.252.837.502 
Kontribusi penjualan 
terhadap total 
penjualan Perusahaan 
(%) 

88,64% 11,36% 100,00% 

Kontribusi laba bruto 
terhadap total laba 
bruto Perseroan (%) 

85,66% 14,34% 100,00% 

Volume Penjualan 
(unit) 

34.511.443 16.271.269 50.782.712 

 
Per 31 Desember 2020 

Keterangan Produk Farmasi Produk Konsumer Jumlah 
Penjualan Rp1.238.635.384.640 Rp142.063.676.882 Rp1.380.699.061.522 
Laba bruto Rp109.518.141.122 Rp17.766.164.205 Rp127.284.305.327 
Kontribusi penjualan 
terhadap total 
penjualan Perusahaan 
(%) 

89,71% 10,29% 100,00% 

Kontribusi laba bruto 
terhadap total laba 
bruto Perseroan (%) 

86,04% 13,96% 100,00% 

Volume Penjualan 
(unit) 

31.090.974 13.695.357 44.786.331 

 
Per 31 Desember 2019 

Keterangan Produk Farmasi Produk Konsumer Jumlah 
Penjualan Rp1.293.401.974.592 Rp137.783.704.164 Rp1.431.185.678.756 
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Laba bruto Rp128.312.028.961 Rp11.538.487.931 Rp139.850.516.892 
Kontribusi penjualan 
terhadap total 
penjualan Perusahaan 
(%) 

90,37% 9,63% 100,00% 

Kontribusi laba bruto 
terhadap total laba 
bruto Perseroan (%) 

91,75% 8,25% 100,00% 

Volumen Penjualan 
(unit) 

35.104.411 12.311.448 47.415.859 

 
Per 31 Juli 2022 terhadap per 31 Juli 2021 terjadi kenaikan penjualan netto dan laba bruto atas produk 
farmasi dan konsumer dikarenakan meningkatnya permintaan atas produk farmasi dan barang 
konsumsi Perseroan, diiringi dengan peningkatan kinerja operasional Perseroan. 
 
Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi kenaikan penjualan netto dan laba bruto atas produk farmasi dan 
konsumer dikarenakan kembali beraktivitas penuhnya distribusi Perseroan setelah tahun 2020 
terdampak pandemi Covid-19 serta adanya peningkatan penjualan produk farmasi terutama vitamin 
dan produk-produk pengobatan akibat tingginya kasus covid pada pertengahan tahun 2021. 
 
Untuk segmen produk farmasi di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan penjualan netto dan 
laba bruto dikarenakan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang membatasi aktivitas 
masyarakat sehingga mempengaruhi operasional Perseroan mendistribusikan produk dan aktivitas 
prinsipal dalam melakukan promosi, serta kekhawatiran dari pihak baik pasien maupun dokter dalam 
melakukan pengobatan tatap muka sehingga menurunkan permintaan atas produk obat-obatan. 
Untuk segmen produk konsumer di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi kenaikan penjualan netto dan 
laba bruto dikarenakan terjadi peningkatan permintaan produk konsumen di tahun 2020. 
 
D.9  RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN  

Fluktuasi suku bunga pinjaman akan dapat mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan, dimana 
dalam menjalankan usahanya Perseroan membutuhkan modal kerja yang relative besar, dimana 
salah satunya berasal dari pinjaman Bank. Dalam hal pinjaman bank memiliki rate mengambang, 
maka jika terdapat peningkatan suku bunga acuan pinjaman akan meningkatkan beban bunga yang 
dibayarkan sehingga dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. 

D.10 KOMPONEN PENTING PENDAPATAN 

Komponen penting dalam memperoleh pendapatan adalah volume penjualan, berikut keterangan 
mengenai volume penjualan masing-masing segmen pendapatan Perseroan: 

Keterangan Produk Farmasi Produk Konsumer Jumlah 
31 Juli 2022 21.086.240 7.746.593 28.832.833 
31 Desember 2021 34.511.443 16.271.269 50.782.712 
31 Desember 2020 31.090.974 13.695.357 44.786.331 
31 Desember 2019 35.104.411 12.311.448 47.415.859 

 
Per 31 Juli 2022 terhadap per 31 Juli 2021 terjadi kenaikan volume penjualan netto atas produk 
farmasi dan konsumer dikarenakan meningkatnya permintaan atas produk farmasi dan barang 
konsumer Perseroan. 
 
Di tahun 2021 terhadap 2020 terjadi kenaikan volume penjualan netto atas produk farmasi dan produk 
konsumer dikarenakan kembali beraktivitas penuhnya distribusi Perseroan setelah tahun 2020 
terdampak pandemi Covid-19 serta adanya peningkatan penjualan produk farmasi terutama vitamin 
dan produk-produk pengobatan akibat tingginya kasus covid pada pertengahan tahun 2021.   
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Untuk segmen produk farmasi di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi penurunan volume penjualan netto 
dikarenakan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang membatasi aktivitas masyarakat 
sehingga mempengaruhi operasional Perseroan mendistribusikan produk dan aktivitas prinsipal 
dalam melakukan promosi, serta kekhawatiran dari pihak baik pasien maupun dokter dalam 
melakukan pengobatan tatap muka sehingga menurunkan permintaan atas produk obat-obatan dan 
konsumer produk. Untuk segmen produk consumer di tahun 2020 terhadap 2019 terjadi peningkatan 
volume penjualan netto dikarenakan kenaikan permintaan atas produk konsumen. 
 
D.11 PENINGKATAN YANG MATERIAL 

Pada 31 Desember 2021 Perseroan mencatatkan peningkatan yang material atas penjualan 
bersihnya dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Hal tersebut terutama diakibatkan oleh 
peningkatan volume penjualan produk farmasi terutama vitamin dan produk-produk pengobatan 
akibat tingginya kasus covid pada pertengahan tahun 2021. Selain itu peningkatan penjualan di 31 
Desember 2021 juga diakibatkan oleh mulai pulihnya aktifitas ekonomi dan sosial masyarakat secara 
keseluruhan dari pandemi Covid-19. Pulihnya aktifitas masyarakat dari pandemi Covid-19, telah 
meningkatkan secara langsung penjualan atas produk farmasi Perseroan, dimana sebelumnya 
masyarakat membatasi akitifitasnya dalam hal melakukan kunjungan ke Rumah Sakit dikarenakan 
kekhawatiran dan ketakutan akan tertular virus Corona, sehingga bedampak pada penurunan volume 
penjualan produk farmasi. Selain itu pada tahun 2020 juga terdapat kebijakan lock-down yang 
diterapkan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, sehingga mengakibatkan berkurangnya 
aktifitas serta kegiatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut membatasi mobilitas masyarakat ke pusat 
perbelanjaan, yang pada akhirnya menurunkan volume penjualan atas produk vitamin dan suplemen 
Perseroan pada tahun 2020. 
 
D.12 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, 
EKONOMI PUBLIK DAN POLITIK YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK 
LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN. 

Kebijakan pemerintah baik di bidang fiskal maupun moneter, serta ekonomi publik yang akan 
berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat akan berdampak 
secara langsung kepada kinerja pendapatan Perseroan dimana semakin tinggi daya beli masyarakat 
maka permintaan akan produk Perseroan terutama dari lini produk konsumer akan meningkat. 
 
Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik  
yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan,  
antara lain :  
- Tarif pajak penghasilan efektif Perseroan di masa depan dapat dipengaruhi oleh, antara lain, 

perubahan penilaian aset pajak tangguhan atau perubahan undang-undang perpajakan, atau 
interpretasinya.  

- Undang-undang dan peraturan otonomi daerah telah mengubah lanskap peraturan bagi 
perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan mendesentralisasikan peraturan tertentu, 
perpajakan, dan kekuasaan lainnya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kegiatan usaha 
dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan mungkin terpengaruh oleh 
pembatasan, pajak, dan retribusi yang bertentangan atau ditambahkan, yang mungkin dikenakan 
oleh otoritas daerah setempat. 

- Perubahan dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku (misalnya UU 
Cipta Kerja dan implementasinya yaitu PP 35/2021) dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja, 
yang dapat berdampak secara material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kondisi keuangan, 
hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan. 
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VI. FAKTOR RISIKO USAHA PERSEROAN 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang 
dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan 
hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor 
harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya 
dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. 
 
Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko 
yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang 
memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja 
keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan 
material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha 
Perseroan. 
 
A. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Keberlangsungan Kegiatan 

Usaha Perseroan 
 

Risiko Keberlangsungan Kerjasama Distribusi Produk Prinsipal dengan Perseroan 

Hingga saat ini, Perseroan memiliki hubungan kerjasama distribusi produk yang telah terjalin lama 
dan erat dengan 44 (empat puluh empat) prinsipal baik untuk produk farmasi maupun produk barang 
konsumsi. Hubungan yang telah lama dan erat ini dianggap sebagai hal yang signifikan mendukung 
dan memiliki efek langsung terhadap usaha Perseroan.  

Apabila Perseroan tidak mampu mengelola dan menjaga kesinambungan hubungan kepada prinsipal 
akan dapat berakibat pada penurunan pasokan atau putusnya hubungan kerjasama distribusi dengan 
prinsipal. Apabila hal ini terjadi dan bersifat material, maka hal tersebut akan berakibat pada 
penurunan penjualan perseroan, dan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja operasional dan 
kinerja keuangan Perseroan. 

 
B. Risiko Usaha 

 
1. Risiko Piutang Usaha 

Perseroan mempunyai risiko piutang usaha yang muncul dari kebijakan term of payment yang 
diberikan kepada pelanggan, yaitu jika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran dalam jangka 
waktu yang telah diberikan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengelola dan mendapatkan 
pelunasan dari pelanggan akan mengganggu kelancaran perputaran keuangan Perseroan. Apabila 
hal ini terjadi dan bersifat material, maka akan memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja 
keuangan Perseroan yaitu menyebabkan penurunan pendapatan serta mengganggu arus kas 
Perseroan dikarenakan Perseroan tidak dapat mencatatkan piutang usaha tersebut sebagai 
pendapatan jika piutang usaha tersebut gagal bayar. 

 
2. Risiko Persaingan Usaha 

Dalam setiap industri akan terdapat suatu persaingan usaha antara satu perusahaan dengan lainnya. 
Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi farmasi, di mana setiap produk 
yang dihasilkan prinsipal dan didistribusikan oleh Perseroan, akan mendapatkan persaingan dari 
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produk farmasi yang dihasilkan oleh principal lain maupun yang didistribusikan oleh perusahaan 
distributor farmasi lainnya. Jika Prinsipal maupun Perseroan tidak mampu bersaing dengan 
perusahaan lainnya, maka kondisi ini akan dapat menurunkan atau mengurangi pangsa pasar 
Perseroan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan. 

 
3. Risiko Fluktuasi Permintaan Produk 

Fluktuasi Permintaan produk dari pelanggan dapat menyebabkan terjadinya kelebihan persediaan 
atau kekosongan persediaan barang. Dalam mengantisipasi fluktuasi permintaan barang, Perseroan 
perlu mempunyai sistem manajemen persediaan barang maupun sistem informasi yang baik sehingga 
persediaan barang yang ada berada pada posisi optimal. 

Risiko fluktuasi permintaan produk dapat berdampak pada tingginya nilai persediaan barang apabila 
Perseroan menyetok produk terlalu banyak, atau hilangnya kesempatan penjualan jika terjadi 
kekosongan persediaan barang, hal tersebut dapat berpengaruh pada kinerja pendapatan maupun 
keuangan Perseroan. 

 
4. Risiko Operasional 

Terdapat risiko operasional seperti risiko yang berkaitan dengan sistem teknologi, standard 
operational procedure di lapangan, keselamatan dan keamanan, yang antara lain seperti, kecelakaan 
saat bekerja, kerusakan, human eror, atau kehilangan persediaan saat proses transfer barang gudang 
maupun toko, atau malfungsi sistem komputer. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja 
operasional dan daya saing Perseroan, sehingga dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan 
dan profitabilitas Perseroan. 

 
5. Risiko Kehilangan Sumber Daya Manusia 

Sehubungan dengan karakteristik Industri Perseroan, dimana proses penjualan dan pemasaran yang 
lebih intensif menggunakan tenaga penjual dan bergantung pada hubungan baik dengan pelanggan 
yang mayoritas pelanggan bisnis (B2B), sumber daya manusia terutama tenaga penjual yang 
berkapasitas dan kompeten akan menjadi faktor krusial dalam menjaga kesinambungan usaha 
Perseroan. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan terus dapat mempekerjakan atau 
mempertahankan karyawan atau tenaga penjual yang kompeten di masa mendatang. Kehilangan 
personil utama, atau ketidakmampuan Perseroan untuk menarik karyawan baru yang berkualitas, 
atau untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang ada, akan mengakibatkan Perseroan 
mengalami kesulitan dalam melakukan penjualan produk-produknya, berkurangnya kelancaran 
operasional, serta hambatan dalam menjalankan strategi bisnis Perseroan. Hal tersebut dapat 
berdampak negatif secara material terhadap kegiatan dan prospek usaha Perseroan. 

 
6. Risiko Perkembangan Teknologi 

Saat ini teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga Perseroan harus dapat beradaptasi 
dengan cepat terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Dengan mengikuti perkembangan 
teknologi yang tepat guna, maka Perseroan dapat membantu tenaga penjualan dengan SOP yang 
terotomatisasi sehingga tenaga penjual akan memperoleh data online secara real time, cepat dan 
dapat diandalkan, yang mencakup database pelanggan, rencana kunjungan harian, target penjualan, 
laporan penjualan, inventory management, serta tracking pembayaran yang lebih baik, sehingga 
dapat meningkatkan efektifitas tenaga pemasar serta memberikan layanan yang lebih baik & lebih 



 

41 
 

cepat kepada pelanggan. Dengan teknologi informasi dari supply chain management dan sales 
ordering system yang dapat menghubungkan tenaga penjual dengan kantor pusat, kantor cabang 
maupun gudang, maka perseroan dapat melakukan perencanaan penjualan, manajemen persediaan, 
serta pengelolaan pembayaran dari pelanggan dengan lebih efektif dan efisien. 

Keterlambatan Perseroan dalam mengadopsi teknologi terbaru akan dapat memberikan dampak 
berupa penurunan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, dimana ketidaklancaran mengakses 
laporan penjualan, laporan pembayaran dan laporan stok yang tersedia sehingga menghambat 
proses penjualan dan pembayaran kepada pelanggan akan berujung pada berpindahnya pelanggan 
kepada perusahaan lain, dan berdampak negatif pada kinerja operasional dan keuangan Perseroan. 

 
7. Risiko Marjin yang kompetitif 

Industri distribusi memiliki banyak pemain, baik perusahaan besar maupun kecil dengan penawaran 
marjin yang semakin kompetitif. Ketatnya persaingan usaha dalam bidang distribusi produk farmasi 
dan produk barang konsumsi, dapat berdampak pada marjin usaha yang diterima oleh Perseroan dan 
pengembangan usaha maupun dalam mempertahankan Prinsipal yang ada. 

Terdapat Risiko apabila marjin yang diterima oleh Perseroan semakin kecil, sehingga dapat 
berdampak pada menurunnya pendapatan dan menurunkan kinerja keuangan Perseroan. 

 
C. Risiko Umum 

 
1. Risiko pertumbuhan ekonomi dan daya beli konsumen 

 
Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor distribusi farmasi dan barang konsumsi, maka 
Perseroan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia. Pertumbuhan 
ekonomi yang stabil akan mendorong peningkatan daya beli kosumen yang selanjutnya akan 
memperbesar porsi belanja masyarakat makanan dan alat kesehatan, multi vitamin, produk 
kecantikan, serta peralatan/perlengkapan mandi yang merupakan porsi sekunder pengeluaran 
masyarakat Indonesia. Dalam hal pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan menurunnya daya beli 
masyarakat, hal tersebut akan berdampak negatif pada penjualan produk serta kondisi keuangan 
Perseroan 

 
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum 

 
Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak, 
atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum 
untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya 
pelanggaran atau perbedaan (dispute) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan 
tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja 
berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah 
Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok 
yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan 
dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati. 
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3. Risiko Kebijakan Pemerintah 
 

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan kebijakan-
kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, terutama yang terkait secara langsung dengan 
bidang kesehatan dan usaha distributor farmasi. Kebijakan Pemerintah dapat mengalami perubahan 
dari waktu ke waktu, sehingga Perseroan perlu untuk menyesuaikan kembali pemenuhan persyaratan 
yang diminta oleh Pemerintah Indonesia. Setiap kelalaian dalam memenuhi kebijakan pemerintah, 
dapat mengakibatkan Perseroan tidak dapat memperoleh ijin usaha utama dan menjalankan kegiatan 
operasionalnya. 

 
4. Risiko Bencana Alam  

 
Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana 
alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh 
Perseroan mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan. 

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. 
Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpopulasi besar di Indonesia 
dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti 
ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu 
kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi 
keuangan, hasil operasi dan prospek usaha. Perseroan melakukan perlindungan asuransi atas semua 
asetnya. 

 
D. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan 

 
1. Risiko Tidak Likuidnya Perdagangan Saham Perseroan di Bursa 

Mengingat jumlah saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini tidak terlalu besar maka 
terdapat kemungkinan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia akan menjadi kurang 
aktif dan tidak likuid.  

 
2. Harga Saham Dapat Berfluktuasi. 

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi. Hal 
ini bergantung pada beberapa faktor, termasuk: 

- Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang 
diharapkan oleh investor dan analis; 

- Perubahan rekomendasi analis atau persepsi terhadap Perseroan atau Indonesia; 

- Pengumuman aliansi strategis atau perusahaan patungan oleh Perseroan; 

- Penambahan atau pemberhentian personil kunci; 

- Keterlibatan Perseroan dalam litigasi; 

- Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia; 

- Fluktuasi harga pasar saham-saham secara keseluruhan di Bursa Efek Indonesia. 
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3. Perseroan Mungkin Tidak Dapat Membagikan Dividen 
 

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen bergantung pada kinerja keuangan 
dan operasional Perseroan serta keberhasilan implementasi strategi untuk tumbuh di masa depan 
yang mencakup faktor-faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, kondisi perekonomian secara 
umum, permintaan atas jasa, dan faktor-faktor tertentu lainnya yang terdapat pada industri atau 
proyek tertentu yang dikerjakan oleh Perseroan, dimana sebagian besar berada di luar kendali 
Perseroan. 

Perseroan tidak dapat menjamin dapat membagi dividen, atau bahwa Direksi dari Perseroan akan 
merekomendasi, atau Pemegang Saham akan menyetujui pembayaran dividen. 

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan 
dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.  

 
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG AKAN 
DIHADAPI OLEH PERSEROAN TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN DISUSUN 
BERDASARKAN BOBOT RISIKO, YANG DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN. 
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
 
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material sampai dengan tanggal 
efektifnya pernyataan pendaftaran terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang 
terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen 18 Oktober 2022 atas laporan keuangan 
Perseroannya tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut; 
yang diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra, berdasarkan standar audit yang 
ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. 
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA 
KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 
 
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 

 
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 
 
Perseroan, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan pada bulan September 1968 di Jakarta, 
Indonesia dengan nama CV Penta Valent. Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan badan 
hukum menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 04 April 1972 
diperbaiki dengan Akta Nomor 48 tanggal 16 Agustus 1972 yang seluruhnya dibuat dihadapan Bebasa 
Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. Y.A.5/2-5/8 tanggal 10 November 1972, telah 
terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.3044 dan telah 
diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 104 dan Tambahan Berita Negara No. 566 tanggal 29 
Desember 1972. Sejak didirikan sampai dengan sekarang, kegiatan usaha Perseroan adalah 
bergerak pada bidang distributor produk farmasi dan produk konsumsi. 

 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, ketentuan anggaran dasar Perseroan di dalam Akta Pendirian 
telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali 
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran No. 12 tanggal 14 
September 2022 (Akta 12/2022) yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta 
Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, 
serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291367 
tanggal 15 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-
0054977 tanggal 15 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0182028.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, sehubungan dengan penyesuaian 
anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan (i) Peraturan No. IX.J.1, (ii) POJK No. 33/2014, dan (iii) 
POJK No. 15/2020 dan pernyataan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan selanjutnya disebut 
sebagai “Anggaran Dasar Perseroan”). 
   
Berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: 
1. Mengubah nama Perseroan menjadi “PT Penta Valent Tbk”;  
2. Mengubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di bidang pasar modal; dan 
3. Menyetujui perubahan maksud dan tujuan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar serta mengubah nilai 

nominal saham yang semula Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20,- 
(dua puluh Rupiah) per saham.  

 
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN 

 
Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai 
berikut: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp100.000,- per saham 
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%) 

Modal Dasar 400 40.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 80 8.000.000  
Handoko Kurniadi 26 2.600.000 32,50 
Thomas Nico Arto Samudro 17 1.700.000 21,25 
Joos Putrananda 17 1.700.000 21,25 
Lukman Leksmana 12 1.200.000 15,00 
Joos Pribadi 8 800.000 10,00 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

80 8.000.000 100,00 

Jumlah Saham dalam Portepel 320 32.000.000  
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Berdasarkan Akta Perseroan No.12/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp20,- per saham 
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%) 

Modal Dasar 2.750.000.000 55.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.412.500.000 28.250.000.000  
PT Tancorp Mega Buana 712.500.000 14.250.000.000 50,44 
PT Maramakmur Selaras 357.000.000 7.140.000.000 25,28 
PT Multi Pidotama Mandiri 343.836.000 6.860.000.000 24,28 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

1.412.500.000 28.250.000.000 100,00 

Jumlah Saham dalam Portepel 1.337.500.000 26.750.000.000  
 
 
3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan 
 
Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan 
usaha Perseroan: 
 

Tahun Peristiwa / Kejadian Penting 
1968 Perseroan didirikan di Jakarta dalam bentuk CV (Commanditaire Vennootschaap) 
1972 Perseroan merubah bentuk menjadi badan hukum menjadi Perusahaan Terbatas 
1974 Penambahan cabang di luar Jawa sehingga total cabang menjadi 13 cabang 
2009 Penerapan Cara distribusi CCP (cold chain products) 
2015 Penerapan pertama kali CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) yang ditetapkan oleh Badan 

Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) pada Kantor pusat Perseroan dan beberapa cabang 
2017 Mendapatkan penghargaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI atas komitmen 

penerapan CDOB 
2019 Kantor pusat dan seluruh cabang Perseroan memperoleh sertifikat CDOB dan menjadi salah satu 

perusahaan distribusi farmasi pertama yang memperoleh sertifikat tersebut secara lengkap 
2022 PT Tancorp Mega Buana menjadi pemegang saham baru mayoritas Perseroan yang berdampak 

pada meningkatnya struktur permodalan Perseroan, dan diperolehnya sinergi dari PT Tancorp Mega 
Buana dalam hal perluasan jaringan dan expertise manajemen. 

 
 
4. Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun 

Terakhir 
 
Struktur permodalan, cara penyetoran dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham 
Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut: 
 
2019 
 
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun ini. 
 
2020 
 
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun ini. 
 
2021 
 
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham pada tahun ini. 
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2022 
 
1) Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti RUPSLB No. 09 tanggal 17 Mei 

2022 yang dibuat dihadapan  Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Kota Jakarta Utara, akta mana 
Telah diberitahukan kepada Menkumham RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0239427 tanggal 19 Mei 2022, telah 
diberitahukan kepada Menkumham RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0013862 tanggal 19 Mei 2022 dan telah terdaftar 
dengan daftar perseroan No. AHU-0093261.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 19 Mei 2022, yang 
mana para pemegang saham sepakat untuk hal-hal sebagai berikut: 
a) Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga struktur permodalan 

sebagaimana tabel disamping 
b) Penerbitan saham pesanan kepada PT Tancorp Mega Buana sejumlah Rp 14.250.000.000,- 

(empat belas miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang telah disetor secara penuh ke 
dalam kas Perseroan oleh PT Tancorp Mega Buana, sesuai dengan Bukti Setor pada 
tanggal 18 Mei 2022 yang disetorkan melalui Panin Bank senilai Rp89.000.000.000,- 
(delapan puluh sembilan miliar Rupiah). 

c) Pemberian pelepasan hak untuk mengambil bagian terlebih dahulu atas saham pesanan 
oleh setiap pemegang saham berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas. 

d) Menyetujui dan mengesahkan perubahan atas susunan pemegang saham Perseroan 
sehubungan dengan penerbitan saham pesanan kepada PT Tancorp Mega Buana 
sebagaimana poin b) di atas, sehingga peningkatan modal setor tersebut telah dilaksanakan 
sebagaimana mestinya maka susunan pemegang saham perseroan sebagai berikut : 
- PT Maramakmur Selaras sebanyak 7.140 (tujuh ribu seratus empat puluh) saham 

dengan nilai nominal Rp 7.140.000.000,- (tujuh miliar seratus empat puluh juta Rupiah) 
- PT Multi Pidotama Mandiri sebanyak 6.860 (enam ribu delapan ratus enam puluh) 

saham dengan nilai Rp 6.860.000.000,- (enam miliar delapan ratus enam puluh juta 
Rupiah)  

- PT Tancorp Mega Buana sebanyak 14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh) 
saham dengan nominal Rp 14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh 
juta Rupiah) 

- Jumlah seluruhnya sebanyak 28.250 (dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh) 
lembar saham dengan nominal seluruhnya Rp 28.250.000.000,- (dua puluh delapan 
miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) 

e) Pemberhentian dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan 
memberikan pelepasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et de charge) untuk 
tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasannya selama masa jabatan, sehingga susunan 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut: 

DIREKSI   
Direktur Utama  : Sukismo 
Direktur   : Franxiscus Afat Adinata Nursalim  
Direktur   : Melisa Patricia  
 
DEWAN KOMISARIS  
Komisaris Utama  : Hermanto Tanoko 
Komisaris   : Nobertus Rahardjo Muljono  
Komisaris Independen : Drs Mohammad Raylan MM 

Sehubungan dengan terjadinya perubahan susunan pemegang saham Perseroan sehingga menjadi 
sebagai berikut: 
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Keterangan 
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham 

Jumlah Saham Jumlah Nominal 
(Rp) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 55.000 55.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
PT Tancorp Mega Buana 14.250 14.250.000.000 50,44 
PT Maramakmur Selaras 7.140 7.140.000.000 25,28 
PT Multi Pidotama Mandiri 6.860 6.860.000.000 24,28 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

28.250 28.250.000.000 100,00 

Jumlah Saham dalam Portepel 21.750 21.750.000.000  
 

Akta Perseroan No. 12/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain, 
pemecahan nilai saham (stock split) dari sebelumnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per 
lembar saham menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham. 

Dengan dilakukannya pemecahan nominal saham tersebut, susunan pemegang saham dan struktur 
permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut: 
 

Keterangan Nilai Nominal Rp20,- per saham 
Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) Persentase (%) 

Modal Dasar 2.750.000.000 55.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1.412.500.000 28.250.000.000  
PT Tancorp Mega Buana 712.500.000 14.250.000.000 50,44 
PT Maramakmur Selaras 357.000.000 7.140.000.000 25,28 
PT Multi Pidotama Mandiri 343.000.000 6.860.000.000 24,28 
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

1.412.500.000 28.250.000.000 100,00 

Jumlah Saham dalam Portepel 1.337.500.000 26.750.000.000  
 

 
5. PERIZINAN 
 
Perseroan telah memiliki izin-izin yang  wajib dipenuhi terkait dalam menjalankan kegiatan usaha yang 
dilakukan Perseroan yaitu sebagai berikut: 
  
1. Perizinan Usaha 

a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”) 
 

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120003842795 diterbitkan tanggal 
29 Agustus 2018, yang diubah terakhir kali pada 25 Agustus 2022, berlaku selama Perseroan 
menjalankan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Sistem 
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Online Single Submission), yang mana NIB sekaligus 
berlaku sebagai hak akses kepabeanan.  

 
Perseroan telah menjalankan kewajiban pelaporan atas Laporan Kegiatan Penanaman Modal 
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala dimana terakhir kali dilaporkan 
untuk Periode Pelaporan Triwulan II Tahun 2022 berdasarkan Tanda Terima Pelaporan No. 
LK1602491-KONSTRUKSI, LK1602483-KONSTRUKSI, LK1602664-KONSTRUKSI, 
LK1602699-KONSTRUKSI, LK1602662-KONSTRUKSI, LK1602674-KONSTRUKSI, 
LK1602692-KONSTRUKSI seluruhnya tertanggal 9 September 2022. 
 
b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha 

(PKKPR) 
 
Perseroan telah mendapatkan PKKPR sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 181 Peraturan 
Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 
sesuai dengan PKKPR No. 15022210213173142 tanggal 15 Februari 2022, No. 
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07022210213173106 tanggal 7 Februari 2022, No. 27122110213173027 tanggal 7 Februari 2022, 
No. 27122110213173036 tanggal 7 Februari 2022, No. 19012210213173307 tanggal 19 Januari 
2022  yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
c. Perizinan dan Pendaftaran lain terkait kegiatan usaha 

1. Izin Pedagang Besar Farmasi  
 

Perseroan telah melakukan kewajiban untuk mendapatkan Izin Pedagang Besar Farmasi, 
sebagaimana dipersyaratkan dalam bagian (A) No.25 Lampiran Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha 
Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kesehatan 
 
Perseroan telah memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi dengan No. 81200038427950175 
tanggal 10 Maret 2022 yang berlaku selama 5 (lima) tahun. 

 
2. Izin Pedagang Alat Kesehatan Cabang  

 
Perseroan telah melakukan kewajiban untuk mendapatkan Izin Pedagang Alat Kesehatan 
Cabang, sebagaimana dipersyaratkan dalam bagian (A) No.13 Lampiran Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan 
Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor 
Kesehatan 
 
Perseroan telah memiliki Izin Pedagang Alat Kesehatan Cabang dengan No. 
81200038427950157 tanggal 20 Maret 2022 yang berlaku selama 5 (lima) tahun. 
 

3. Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik 
 

Perseroan telah memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik dengan No. 
CDOB2527/S/1-0958/01/2020 tanggal 25 Januari 2020 berlaku sampai dengan 25 
Januari 2025, untuk aktivitas Distribusi Produk Rantai Dingin termasuk Vaksin dan Produk 
Biologi lainnya. 
 
Perseroan telah memiliki Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik dengan No. 
A11002020/CDOB/4/XI/19 tanggal 18 November 2019 berlaku sampai dengan 18 
November 2024, untuk aktivitas Distribusi Produk Obat lainnya. 
  

 
2. Perpajakan 

 
a. Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)  

 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No.01.305.436.6-056.000, beralamat di Jl. Kedoya Raya 
No.33, RT/RW 002/007, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, No. Barat, yang diterbitkan oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. 
 

b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 
 
Surat Keterangan Terdaftar No. S-88KT/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 1 Oktober 2018 
dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak No. Khusus Kantor Pelayanan 
Pajak Penanaman Modal Asing Tiga. 
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c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
 
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-83PKP/WPJ.07/KP.0403/2018 tanggal 1 
Oktober 2018 dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak No. Khusus Kantor 
Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga.  
 

3. Ketenagakerjaan 
 
a. WLK 

 
Perseroan telah melakukan kewajiban atas pelaporan ketenagakerjaan Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, dengan No. Pelaporan 
11520.20220810.0002 pada tanggal 10 Agustus 2022 dan kewajiban mendaftar kembali pada 
tanggal 10 Agustus 2023. 

 
b. Peraturan Perusahaan 

 
Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki Peraturan 
Perusahaan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik 
Indonesia Nomor KEP 4/HI.00.00/00.0000.201216008/B/III/2022 tentang Pengesahan 
Peraturan Perusahaan PT Penta Valent tanggal 24 Maret 2021 yang berlaku sampai dengan 
23 Maret 2023. 

 
c. Lembaga Kerjasama Bipatrit 

 
Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memiliki LKS Bipartit sesuai 
dengan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota 
Administrasi Jakarta Barat Nomor 361 Tahun 2022 tentang Pencatatan Kepengurusan 
Lembaga Kerjasama Bipartit PT Penta Valent Periode 2022-2025 tanggal 2 September 2022, 
yang mana masa kerja keanggotaan LKS Bipartit Perseroan berlaku selama 3 (tiga) tahun 
sejak ditetapkannya keputusan tersebut. 

 
 
6. PERJANJIAN PENTING  
 
6.1 Perjanjian Kredit 
 
Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 111 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Christina Dwi 
Utami, S.H., M. Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, oleh dan antara PT Bank CTBC Indonesia 
sebagai Bank dan Perseroan sebagai Debitur. 
Objek : Fasilitas Kredit. 
Jangka Waktu  : Jangka waktu Fasilitas Kredit adalah sebagai berikut: 

1. Pinjaman Rekening Koran (Overdraft Facility): Untuk jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian 
fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan tanggal 12-
10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga); 

2. Omnibus Line yang terdiri dari: 
a. Pinjaman Jangka Pendek Account Payable Financing 

(Short Term Loan AP FInancing): untuk jangka waktu 
12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian 
Fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan 12-
10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga); 

b. Pinjaman Jangka Pendek (Short Term Loan): Untuk 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak 
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Perjanjian Fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai 
dengan 12-10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua 
puluh tiga); 

c. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas Unjuk 
(Local Sight Letter of Credit): untuk jangka waktu 12 
(dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian 
Fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan 12-
10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga); 

d. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Berjangka 
(Local Usance Letter of Credit): untuk jangka waktu 12 
(dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian 
Fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan 12-
10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga); 

e. Akad Trust (Trust Receipt): untuk jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian Fasilitas 
Kredit ini ditandatangani sampai dengan 12-10-2023 
(dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga); 

f. Bank Garansi (Bank Guarantee): untuk jangka waktu 
12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Perjanjian 
Fasilitas Kredit ini ditandatangani sampai dengan 12-
10-2023 (dua belas Oktober dua ribu dua puluh tiga); 

 
Nilai : Debitur menerima Fasilitas Kredit dari Bank, sebesar: 

1. Pinjaman Rekening Koran (Overdraft Facility), sebesar 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah) 

2. Omnibus Line, yang terdiri dari: 
a. Pinjaman Jangka Pendek Account Payable 

Financing (Short Term Loan AP Financing), 
sebesar Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh 
lima miliar Rupiah); 

b. Pinjaman Jangka Pendek (Short Term Loan), 
sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima 
miliar Rupiah); 

c. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atas 
Unjuk (Local Sight Letter of Credit), sebesar 
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); 

d. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 
Berjangka (Local Usance Letter of Credit), 
sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar 
Rupiah); 

e. Akad Trust (Trust Receipt), sebesar 
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); 

f. Bank Garansi (Bank Guarantee), sebesar 
Rp30.000.000.00,00 (tiga puluh miliar Rupiah). 
 

Bunga : Debitur setuju untuk membayar bunga : 
1. Pinjaman Rekening Koran (Overdraft) : BI Days Repo 

Rate (BI7DDR) + 1,25% (satu koma dua lima persen) 
per tahun, mengambang apabila biaya imbal jasa 
fasilitas nil di tahun pertama, masing-masing dihitung 
dari Baki Debet yang timbul dari Fasilitas Pinjaman 
Rekening Koran dan wajib dibayar setiap bulan pada 
tanggal 25 (dua puluh lima). 
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2. Pinjaman Jangka Pendek Account Payable Financing 
(Short Term Loan AP Financing) : BI Days Repo Rate 
(BI7DDR) + 1,25% (satu koma dua lima persen) per 
tahun, mengambang apabila biaya imbal jasa fasilitas nil 
di tahun pertama, masing-masing dihitung dari Baki 
Debet yang timbul dari Fasilitas Pinjaman Rekening 
Koran dan wajib dibayar setiap bulan pada tanggal 25 
(dua puluh lima). 

3. Pinjaman Jangka Pendek (Short Term Loan) : BI Days 
Repo Rate (BI7DDR) + 1,25% (satu koma dua lima 
persen) per tahun, mengambang apabila biaya imbal 
jasa fasilitas nil di tahun pertama, masing-masing 
dihitung dari Baki Debet yang timbul dari Fasilitas 
Pinjaman Rekening Koran dan wajib dibayar setiap 
bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima). 

4. Akad Trust (Trust Receipt) : BI Days Repo Rate 
(BI7DDR) + 1,25% (satu koma dua lima persen) per 
tahun, mengambang apabila biaya imbal jasa fasilitas nil 
di tahun pertama, masing-masing dihitung dari Baki 
Debet yang timbul dari Fasilitas Pinjaman Rekening 
Koran dan wajib dibayar setiap bulan pada tanggal 25 
(dua puluh lima). 

 
Jaminan : Dokumen Jaminan yang telah ditandatangani kepada Bank dalam 

bentuk, nilai dan isi yang dapat diterima oleh Bank sebagai 
Jaminan antara lain : 
1. Pemberian Hak Tanggungan Peringkat 1 (pertama) sebesar 

Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar Rupiah) 
atas : Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 
00034/Berbek, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan 
dalam Gambar Situasi, tertanggal 08-12-1994 (delapan 
Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), 
nomor 8225/1994, seluas 2.615 m2 (dua ribu enam ratus lima 
belas meter persegi), terdaftar atas nama perseroan terbatas 
PT PENTA VALENT, berkedudukan di Jakarta Barat, yang 
berlaku sampai dengan 15-12-2034 (lima belas Desember 
dua ribu tiga puluh empat), terletak di Provinsi Jawa Timur, 
Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Watu, Desa Berbek 
berdasarkan Akita Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, 
tertanggal hari ini, dengan nomor di bawah akta ini. 

2. Pemberian Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang dengan 
nilai penjaminan sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua 
puluh lima miliar Rupiah), berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, 
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal hari ini, 
dengan nomor di bawah akta ini. 
 

Hak dan Kewajiban : 
Hak dan Kewajiban Bank 
● Berhak untuk mendapatkan pelunasan hutang dari Debitur. 
● Berhak untuk menyetujui atau menolak atas permohonan perpanjangan jangka 

waktu pemberian fasilitas kredit. 
● Wajib untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur sesuai dengan perjanjian.  
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Hak dan Kewajiban Debitur 
● Berhak untuk melakukan penarikan fasilitas kredit dari Bank. 
● Berhak untuk mengajukan perpanjangan jangka waktu fasilitas dengan 

mengajukan permohonan tertulis kepada Bank. 
● Wajib untuk menyerahkan dokumen-dokumen umum yang disyaratkan oleh Bank 

untuk setiap pencairan fasilitas. Dokumen tersebut antara lain : 
1. Copy Notice of Borrowing (NOB); 
2. Copy Surat Sanggup (Promissory Notes), 
3. Copy Purchase Order (PO) atau Invoice atau bukti pembelian lainnya yang 

dapat diterima oleh Bank. 
4. Asli dokumen pada nomor (1) sampai (3) tersebut di atas dapat diserahkan 

kepada Bank maksimum 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pencairan. 
● Wajib untuk menyerahkan laporan penilaian jaminan yang dilakukan oleh 

lembaga penilai independen yang dapat diterima oleh Bank selambat lambatnya 
dalam waktu 1 (satu) bulan sejak perjanjian ini ditandatangani. 

● Wajib untuk memperoleh surat persetujuan dari perseroan terbatas PT Surabaya 
Industrial Estate Rungkut, berkedudukan di Surabaya, terkait dengan persetujuan 
atas pemasangan hak tanggungan pada sertifikat yang akan dijaminkan ke Bank 
sebelum ditandatanganinya Perjanjian Fasilitas Kredit ini dan Perjanjian Jaminan 
(Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan). 

● Wajib untuk menjaga dan memastikan bahwa Tancorp Group/ Tuan Hermanto 
Tanoko selaku pemegang saham mayoritas menjaga kepemilikan saham 
mayoritas pada Debitur (minimum sebesar 50% + 1 (lima puluh persen ditambah 
satu saham)) baik secara langsung maupun tidak langsung. 

● Wajib untuk mempertahankan bisnis inti yang ada dan memastikan tidak akan 
ada perubahan material dalam sifat dan ruang lingkup bisnis Debitur. 

 
Negative Covenant: 
Wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Bank secara tertulis dan mendapatkan 
persetujuan tertulis dari Bank, apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut : 
a. Perubahan dalam operasi bisnis inti; 
b. Likuidasi atau pembubaran perusahaan; 
c. Penangguhan kegiatan operasional perusahaan/operasi bisnis; 
d. Pengalihan aset kepada pihak ketiga yang dapat mengganggu kemampuan pembayaran Debitur 

atas fasilitas kreditnya di Bank; 
e. Akuisisi/pemindahan (penjualan, penyewaaan, pemindahan, pelepasan) mayoritas aset Debitur. 

Definisi mayoritas yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen aset Debitur). 
 
Affirmative Covenant: 
● Wajib untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi peristiwa-

peristiwa sebagai berikut : 
a. Pelunasan pinjaman kepada perusahaan afiliasi atau pemegang saham atau holding 

company atau pihak terkait dari Debitur. 
b. Terkait dengan kewajiban/pinjaman dengan berbunga signifikan lainnya dan pinjaman 

tambahan apa pun yang diberikan oleh pihak lain (orang/individu atau badan hukum) atau 
memberikan jaminan. 

c. Pembayaran Dividen. Debitur diperbolehkan membagikan dividen selama Net Profit After Tax 
(NPAT) (keuntungan bersih setelah dikurangi pajak) di tahun tersebut positif. Pembagian 
Dividen mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

d. Pemberitahuan dalam hal peleburan atau konsolidasi. 
e. Terdapat perubahan anggaran dasar Debitur, susunan direksi dan dewan komisaris Debitur. 

● Wajib melakukan pembayaran secara sekaligus dimuka apabila terjadi peristiwa Perubahan 
Kontrol yang dimana Tuan Hermanto Tanoko tidak lagi menjadi pemilik saham mayoritas dan/atau 
tidak memiliki hak suara mayoritas pada Debitur. 
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● Wajib untuk memberikan Bank perlakuan yang sama dengan pemberi pinjaman/kreditur lain yang 
akan ada dikemudian hari. 

● Wajib untuk menyerahkan kepada bank laporan keuangan internal semesteran {tengah tahun) 
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pelaporan. 

● Wajib untuk menyerahkan kepada Bank laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh oleh 
auditor yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 180 (seratus 
delapan puluh) hari setelah periode pelaporan. 

● Wajib untuk menyerahkan kepada Bank Laporan penjualan tengah tahunan (semesteran) 
selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir periode pelaporan. 

● Wajib untuk menyerahkan daftar umur piutang secara semesteran (tengah tahun) selambat-
lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode pelaporan. 

● Wajib untuk menyerahkan kepada Bank dokumen final prospektus terkait dengan Penawaran 
Saham Publik (Initial Public Offering (IPO)) segera setelah dokumen-dokumen tersebut selesai.  

● Wajib untuk menyerahkan kepada Bank laporan penilaian independen jaminan/agunan selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Perjanjian Atas Fasilitas Kredit ini ditandatangani. 

● Wajib untuk mengasuransikan jaminan tanah dan bangunan dengan nilai pertanggungan asuransi 
minimum sama dengan nilai bangunan sesuai dengan hasil penilaian dari lembaga penilai 
independen.  

 
Financial Covenant  : Debitur setiap saat wajib menjaga rasio-rasio keuangan sebagai 

berikut : 

a. Total rasio utang terhadap ekuitas ("DER") tidak boleh lebih 
dari 5,00 x (lima kali}. 

b. Debt Service Coverage Ratio tidak kurang dari 1,25x (satu 
koma dua lima kali). 

c. Rasio Lancar minimum 1x (satu Kali). 
d. Tancorp Group agar meningkatkan rata-rata dana 

simpanan dan dana masuk pada Bank. 
 

Pengakhiran : Debitur dapat mengakhiri Perjanjian Fasilitas Kredit ini pada setiap 
Tanggal Pembayaran Bunga, dengan ketentuan bahwa Debitur telah 
membayar semua jumlah aktual yang terutang berkenaan dengan 
pokok, bunga, Denda, Penalty atas keterlambatan pembayaran dan 
pengeluaran-pengeluaran lain yang menjadi kewajiban-kewajiban 
Debitur. Bank dapat mengakhiri Perjanjian Fasilitas Kredit ini dengan 
alasan apapun terkait dengan pelaksanaan ketentuan Prinsip Kehati-
hatian Perbankan yang berlaku dengan memberikan pemberitahuan 
tertulis terlebih dahulu kepada Debitur 30 (tiga puluh) Hari Kerja 
sebelumnya, dalam keadaan mana seluruh jumlah yang wajib dibayar 
pada setiap saat oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit 
ini atau berdasarkan Surat Sanggup/Promes atau instrumen-
instrumen lain yang sejenis akan jatuh tempo dan wajib dibayar 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah pengiriman 
pemberitahuan tersebut.  

 
Cidera Janji :  Tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian 

Kredit ini. 
Penyelesaian  
Sengketa : Setiap proses hukum atau gugatan terhadap Debitur atau setiap 

kekayaannya yang timbul dari atau dengan cara apapun berkaitan 
dengan Perjanjian Fasilitas Kredit ini dan dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengannya ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri 
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Jakarta Selatan. dan Debitur dengan tidak dapat ditarik kembali, 
dalam peristiwa tersebut, telah menundukkan dirinya kepada 
yurisdiksi non-eksklusif dari Pengadilan Negeri tersebut dan memilih 
Pengadilan Negeri tersebut sebagai domisili yang tetap dan pasti. 
Tanpa mengurangi ketentuan di atas, Debitur lebih lanjut setuju 
bahwa Bank dapat memilih untuk mengajukan suatu gugatan yang 
mungkin timbul berkenaan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit ini 
kepada setiap Pengadilan Negeri lainnya atau kepada Pengadilan 
Negeri dimana Dokumen-Dokumen Debitur didaftarkan atau kepada 
pengadilan lainnya dimanapun di wilayah Indonesia yang memiliki 
yurisdiksi atas kekayaan kekayaan Debitur baik benda tetap maupun 
benda bergerak. 

 
6.2 Perjanjian Penting Perseroan dengan Pihak Ketiga 
A. Perjanjian Kegiatan Usaha 

No Perjanjian Para Pihak Objek Jangka Waktu Tanggung Jawab  
Para Pihak 

1.  
 

Perjanjian 
Kerjasama 
Distributor No.  
15/VII/LGL/DPI-
ESC/19 tanggal 01 
Juni 2019  

PT Dipa Pharmalab 
Intersains sebagai 
Pihak Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua. 

Kerjasama 
distribusi produk 
ethical: antibiotic, 
obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Suvesco dan 
Avesco. 

Berlaku selama 1 
(satu) tahun sejak 
tanggal 
penandatangan dan 
dengan sendirinya 
diperpanjang setiap 1 
(satu) tahun 
 
Bahwa sampai 
dengan tanggal 
Propsektus ini, atas 
perjanjian tersebut 
masih berlaku 
mengikat antara 
Perseroan dengan 
pihak lainnya di 
dalam perjanjian ini 
dan sampai dengan 
saat ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana 
untuk mengakhiri 
perjanjian. 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand). 
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

2.  Perjanjian 
Penyaluran tanggal 
18 Februari 2021 

Perseroan sebagai 
Pihak Pertama. 
 
PT Guardian 
Pharmatama 
sebagai Pihak 
Kedua. 

Kerjasama 
distribusi  produk 
ethical: antibiotic, 
obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Iremax dan 
Zibramax. 

berlaku s.d 17 
Februari 2023 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand). 

3.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi No. 

PT Metiska Farma 
sebagai Prinsipal 
 

Kerjasama 
distribusi produk 
ethical:  antibiotic, 

Berlaku sampai 
dengan 30 April 2022 
dan akan 

Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
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02/IV/2021/MF-
PV/PKD tanggal 30 
April 2021 

Perseroan sebagai 
Distributor. 

obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Xepazym dan 
Biosan. 

diperpanjang 
otomatis untuk 1 
(satu) tahun 
berikutnya. 
 
Bahwa sampai 
dengan tanggal 
Propsektus ini, atas 
perjanjian tersebut 
masih berlaku 
mengikat antara 
Perseroan dengan 
pihak lainnya di 
dalam perjanjian ini 
dan sampai dengan 
saat ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana 
untuk mengakhiri 
perjanjian. 

produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand). 
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang.  

4.  Perjanjian tanggal 
16 Januari 2019   

Perseroan sebagai 
Pihak Pertama 
 
PT Nulab 
Pharmaceutical 
Indonesia sebagai 
Pihak Kedua. 

Kerjasama 
distribusi produk 
ethical:  antibiotic, 
obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Coxavit dan 
Keren. 

Berlaku selama 12 
(dua belas) bulan dan 
otomatis akan 
diperpanjang untuk 
setiap 12 (dua belas) 
bulan dan otomatis 
akan diperpanjang 
untuk setiap 12 (dua 
belas) bulan 
berikutnya. 
 
Bahwa sampai 
dengan tanggal 
Propsektus ini, atas 
perjanjian tersebut 
masih berlaku 
mengikat antara 
Perseroan dengan 
pihak lainnya di 
dalam perjanjian ini 
dan sampai dengan 
saat ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana 
untuk mengakhiri 
perjanjian. 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  

5.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi No. 
01/PKS/D/V/2019 
(PT. SAP) dan No. 
005/EXT/PV/PD/VI/
19 (PT PV) tanggal 1 
Mei 2019 

PT Satya Abadi 
Pharma sebagai 
Pihak Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua. 

Kerjasama 
distribusi produk 
ethical, obat CCP 
(cold chain 
product) protein 
dan plasma 
darah. Contoh 
produk: Octanine 
dan Octanate. 

Berlaku untuk jangka 
waktu 2 (dua) Tahun 
terhitung sejak 
tanggal sebagaimana 
tersebut pada bagian 
awal perjanjian dan 
dengan sendirinya 
diperpanjang untuk 
jangka waktu 1 (satu) 
Tahun sejak 
berakhirnya 
perjanjian. 
 
Bahwa sampai 
dengan tanggal 
Propsektus ini, atas 
perjanjian tersebut 
masih berlaku 
mengikat antara 
Perseroan dengan 
pihak lainnya di 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 
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dalam perjanjian ini 
dan sampai dengan 
saat ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana 
untuk mengakhiri 
perjanjian. 

6.  Perjanjian 
Penyaluran tanggal 
2 Januari 2021 

PT Simex 
Pharmaceutical 
sebagai Pihak 
Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua  

Kerjasama  
distribusi  produk 
ethical:   antibiotic, 
obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Asta plus dan 
Simflix. 

Berlaku sampai 
dengan 31 Desember 
2021 dan dapat 
diperpanjang Kembali 
atau dihentikan 
sesuai dengan 
kesepakatan kedua 
belah pihak. 
 
Bahwa sampai 
dengan tanggal 
Propsektus ini, atas 
perjanjian tersebut 
masih berlaku 
mengikat antara 
Perseroan dengan 
pihak lainnya di 
dalam perjanjian ini 
dan sampai dengan 
saat ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana 
untuk mengakhiri 
perjanjian. 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

7.  Perjanjian 
Penyaluran tanggal 
2 Desember 2013 
sebagaimana 
terakhir kali diubah  
No.130/ADD 
PFI/XI/2020 tanggal 
27 November 2020 

PT Promedrahardjo 
Farmasi Industri 
sebagai Pihak 
Pertama   
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama 
distribusi produk 
ethical: antibiotic, 
obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Profat dan 
Clovidogrel. 

berlaku s.d 29 
November 2023 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

8.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi  tanggal 
10 Oktober 2011 

PT Marion Sam 
sebagai Pihak 
Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama  
distribusi  produk 
ethical: produk 
suplemen 
makanan. Contoh 
produk: Kobellon 
dan Remact. 

Berlaku selama 2 
(dua) Tahun terhitung 
mulai 
ditandatanganinya 
perjanjian dan 
diperpanjang secara 
otomatis untuk setiap 
2 (dua) Tahun 
berikutnya, kecuali 
apabila salah satu 
pihak menghendaki 
lain. 
 
Bahwa sampai 
dengan tanggal 
Propsektus ini, atas 
perjanjian tersebut 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
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masih berlaku 
mengikat antara 
Perseroan dengan 
pihak lainnya di 
dalam perjanjian ini 
dan sampai dengan 
saat ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana 
untuk mengakhiri 
perjanjian. 

pembayaran atas 
pesanan barang. 

9.  Perjanjian 
Penyaluran No. 
07/GP/FIN-
PKS/VIII/22 tanggal 
26 Agustus 2022 

PT Gracia 
Pharmindo sebagai 
Pihak Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama  
distribusi  produk 
ethical:  antibiotic, 
obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Busmin dan 
Gastrolan. 

Berlaku sampai 
dengan 25 Agustus 
2023 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

10.  Perjanjian 
Penyaluran Obat-
obatan tanggal 11 
Mei 2022 

PT Lapi Laboratories 
sebagai Pihak 
Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua. 

Kerjasama  
distribusi  produk 
ethical:   antibiotic, 
obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Lameson dan Cal 
95 

Berlaku sampai 
dengan 31 Mei 2023 
dan dapat 
diperpanjang Kembali 
atau dihentikan 
sesuai dengan 
kesepakatan Para 
Pihak. 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab  
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

11.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi  tanggal 
05 September 2017 

PT Surya Dermato 
Medica Laboratories 
sebagai Pihak 
Pertama 
   
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama  
distribusi  produk 
ethical:  obat 
untuk pengobatan 
kulit. Contoh 
produk: Melanox 
dan Vitaquin. 

Berlaku sampai 
dengan 5 September 
2018, perjanjian ini 
dengan sendirinya 
tetap berlaku atau 
dapat diperpanjang 
dengan periode yang 
sama, kecuali ada 
keberatan dari salah 
satu pihak yang 
dinyatakan dengan 
surat konfirmasi 3 
(tiga) bulan 
sebelumnya. 
 
Bahwa sampai 
dengan tanggal 
Propsektus ini, atas 
perjanjian tersebut 
masih berlaku 
mengikat antara 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 
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Perseroan dengan 
pihak lainnya di 
dalam perjanjian ini 
dan sampai dengan 
saat ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana 
untuk mengakhiri 
perjanjian. 

12.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi No. 
01/I/2021/TL-
PV/OTC-PKD 
tanggal 26 Februari 
2021 

PT Teguhsindo 
Lestaritama sebagai 
Prinsipal 
 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama 
distribusi obat 
OTC dan 
suplemen. Contoh 
produk: Venaron 
dan De cough. 

Berlaku sampai 
dengan 28 Februari 
2023 dan akan 
diperpanjang 
otomatis untuk 1 
(satu) Tahun 
berikutnya 

Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

13.  Perjanjian Distribusi 
tanggal 1 
September 2020 

PT Global Zen 
Pharma sebagai 
Prinsipal 
 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama  
distribusi  produk 
ethical:   antibiotic, 
obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Vinsoh dan 
Salmeflo. 

Berlaku sampai 
dengan 31 Agustus 
2024, bilamana tidak 
ada pemberitahuan 
pengakhiran 
Kerjasama dari salah 
satu pihak dan tidak 
ada Perjanjian 
Distribusi baru antara 
kedua belah pihak, 
maka Perjanjian 
Distribusi ini akan 
secara otomatis 
diperpanjang untuk 
periode setiap 2 (dua) 
Tahun selanjutnya. 
 

Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab  
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

14.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi tanggal 2 
November 2020 

PT Erela sebagai 
Pihak Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama  
distribusi  produk 
ethical:  antibiotic, 
obat mata, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Caviplex dan 
Erlamycetine. 

Berlaku sampai 
dengan 31 Desember 
2021 dan 
diperpanjang 
otomatis untuk satu 
Tahun berikutnya 
apabila tidak ada 
pemberitahuan 
tertulis dari salah satu 
pihak untuk 
mengakhirnya, 
sekurang-kurangnya 
60 hari sebelum 
tanggal Perjanjian ini 
berakhir. 
 
Bahwa sampai 
dengan tanggal 
Propsektus ini, atas 
perjanjian tersebut 
masih berlaku 
mengikat antara 
Perseroan dengan 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 
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pihak lainnya di 
dalam perjanjian ini 
dan sampai dengan 
saat ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana 
untuk mengakhiri 
perjanjian. 

15.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi  tanggal 1 
Desember 2020 

PT Erlimpex sebagai 
Pihak Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama  
distribusi  produk 
ethical:   antibiotic, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Dexteem dan 
Ersolon. 

Berlaku sampai 
dengan 31 Desember 
2021 dan 
diperpanjang 
otomatis untuk satu 
Tahun berikutnya 
apabila tidak ada 
pemberitahuan 
tertulis dari salah satu 
pihak untuk 
mengakhirnya, 
sekurang-kurangnya 
60 hari sebelum 
tanggal Perjanjian ini 
berakhir. 
 
Bahwa sampai 
dengan tanggal 
Propsektus ini, atas 
perjanjian tersebut 
masih berlaku 
mengikat antara 
Perseroan dengan 
pihak lainnya di 
dalam perjanjian ini 
dan sampai dengan 
saat ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana 
untuk mengakhiri 
perjanjian. 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

16.  Perjanjian Distribusi 
tanggal 1 Januari 
2021 

Omron Healthcare 
Indonesia sebagai 
Prinsipal 
 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama  
distribusi  produk 
alat kesehatan. 
Contoh produk: 
Tensimeter dan 
Termometer. 

Berlaku sampai 
dengan 31 Desember 
2022 

Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

17.  Perjanjian Distribusi 
No.009/LGL/MB-
PV/1/2021 tanggal 
22 Januari 2021 
sebagaimana 
diubah dengan 
Addendum I 
Perjanjian Distribusi 
No. 085/LGL/MB-

PT Martina Berto Tbk 
sebagai Pihak 
Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama 
distribusi kosmetik 
dan obat 
tradisional. 
Cantoh produk: 
Sari Ayu, Mirabela 
dan Rudy 
Hadisuwarno. 

Berlaku sampai 
dengan 20 Januari 
2023 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
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PV/VI/2021 tanggal 
1 Juni 2021 

Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

18.  Perjanjian 
Pengangkatan 
Distributing 
Wholesaler No. 
10/DCC/JKT/17 
tanggal 2 Januari 
2017 

PT Gudang Rejeki 
Utama sebagai Pihak 
Pertama    
Perseroan  sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama 
distribusi produk 
personal care. 
Contoh produk: 
deodorant spray 
dan parfum 
dengan merk 
Pierre Cardin dan 
Alexander. 

Berlaku sampai 
dengan 2 Januari 
2022, jangka waktu 
perjanjian ini akan 
diperpanjang 
otomatis masing-
masing untuk waktu 5 
(lima) Tahun, kecuali 
dalam waktu 60 
(enam puluh) hari 
kalender salah satu 
pihak menyatakan 
tidak memperpanjang 
perjanjian ini. 
 
Bahwa sampai 
dengan tanggal 
Propsektus ini, atas 
perjanjian tersebut 
masih berlaku 
mengikat antara 
Perseroan dengan 
pihak lainnya di 
dalam perjanjian ini 
dan sampai dengan 
saat ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana 
untuk mengakhiri 
perjanjian. 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

19.  Perjanjian 
Distributor tanggal 
11 Oktober 2021 

PT Global Health 
Pharmaceutical 
sebagai Pihak 
Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama 
distribusi produk 
ethical   antibiotic,  
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Vitan dan Iglodep. 

Berlaku sampai 
dengan 11 Oktober 
2026 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

20.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi tanggal 1 
Juli 2009 

PT Danpac Pharma 
sebagai Pihak 
Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama 
distribusi produk 
alat diagnostic. 
Contoh produk: 
Sensitif dan 
Akurat. 

Berlaku sampai 
dengan 30 Juni 2010 
dan dapat 
diperpanjang 
otomatis untuk setiap 
tahun. 
 
Bahwa sampai 
dengan tanggal 
Propsektus ini, atas 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
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perjanjian tersebut 
masih berlaku 
mengikat antara 
Perseroan dengan 
pihak lainnya di 
dalam perjanjian ini 
dan sampai dengan 
saat ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana 
untuk mengakhiri 
perjanjian. 

untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

21.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi No. 04/PJ-
II/DIST/R/III/2020 
tanggal 1 Maret 
2020 

PT Meprofarm 
sebagai Pihak 
Pertama 
 
Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama  
distribusi  produk 
ethical:   antibiotic, 
obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
vitamin, 
suplemen, dll  
Contoh produk: 
Norages dan 
Mepromaag. 

29 Februari 2024 Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

22.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi 
No.112/AHI/X/2021 
tanggal 15 
September 2020  

PT Akema 
Healthcare 
Internasional sebagai 
Prinsipal dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama 
distribusi alat 
kesehatan. 
Contoh produk: 
masker dan hand 
sanitizer. 

31 Desember 2022, 
apabila tidak ada 
pemberitahuan 
pengakhiran 
perjanjian kerjasama 
ini diperpanjang 
otomatis untuk 
periode 2 (dua) tahun 
selanjutnya. 

Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

23.  Perjanjian Distribusi 
Alat-Alat Kesehatan 
No. 
PK/AMS.PRODEVI
CE/IX/2010/001.09 
tanggal 1 Oktober 
2010 

Prodevice (PT 
Antarmitra Sembada) 
sebagai Pihak 
Pertama dan PT 
Penta Valent General 
Trading & 
Distribution sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama 
distribusi alat 
kesehatan. 
Contoh produk: 
Kateter dan Neck 
support. 

14 Oktober 2027 Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 
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24.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi tanggal 17 
Februari 2022 

PT Aoma Prima 
Medika sebagai 
Prinsipal dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama 
distribusi alat 
kesehatan. 
Contoh produk: 
Syringe dan 
Aopen. 

17 Februari 2024, 
apabila tidak ada 
pemberitahuan 
pengakhiran 
perjanjian kerjasama 
ini diperpanjang 
otomatis untuk 
periode 2 (dua) tahun 
selanjutnya 

Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

25.  Surat Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi 
No.081/MK-
SR/IX/22 tanggal 01 
September 2022 

PT Commotrade 
sebagai Prinsipal dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama 
distribusi produk 
household. 
Contoh produk:  
Collolite dan Villa. 

31 Agustus 2024 Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

26.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distributor No. 
PK/OGB-
NPL/IV/002.01 
tanggal 1 Agustus 
2016 yang dibuat 
dibawah tangan 
bermaterai cukup 
sebagaimana 
diubah dengan 
Addendum 4 
tanggal 03 Januari 
2022 

PT Etercon Pharma 
sebagai Pihak 
Pertama dan PT 
Penta Valent sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama 
distribusi   
antibiotic, obat-
obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
Obat Generik 
Berlogo (OGB) dll. 
Contoh produk: 
Atovastatin dan 
Simvastatin. 

31 Desember 2023 Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

27.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi tanggal 15 
September 2020 

PT Gracia Persada 
Abadi sebagai 
Prinsipal dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama 
distribusi alat 
kesehatan. 
Contoh produk: 
masker Grapera 
dan hand 
sanitizer. 

29 November 2023 Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
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dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

28.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi tanggal 01 
Januari 2022 

PT Lloyd Pharma 
Indonesia sebagai 
Prinsipal dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama   
distribusi  produk 
ethical:   antibiotic, 
obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, dll. 
Contoh produk: 
Vinsof. 

31 Desember 2024, 
apabila tidak ada 
pemberitahuan 
pengakhiran 
perjanjian kerjasama 
ini diperpanjang 
otomatis untuk 
periode 2 (dua) tahun 
selanjutnya 

Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

29.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi tanggal 01 
Agustus 2021 

PT Medicare Plus 
Indonesia sebagai 
Prinsipal dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama 
distribusi alat 
kesehatan. 
Contoh produk: 
masker Multione. 

30 Juli 2024, apabila 
tidak ada 
pemberitahuan 
pengakhiran 
perjanjian kerjasama 
ini diperpanjang 
otomatis untuk 
periode 2 (dua) tahun 
selanjutnya 

Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

30.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi 
No.01/IV/20 tanggal 
08 April 2020 

PT Multi Eraguna 
Usaha sebagai 
Prinsipal dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama 
distribusi produk 
pengeras beton 
Bestmittel, 
waterproffing 
Sil’on dan plester 
anti air Flashband.  

07 April 2024 Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

31.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distributor No. 
PK/OGB-
NPL/IV/002.01 
tanggal 3 Mei 2010 
yang dibuat dibawah 
tangan bermaterai 
cukup 
sebagaimama 
diubah dengan 
Addendum 4 

PT Novell 
Pharmaceutical 
Laboratories sebagai 
Pihak Pertama dan 
PT Penta Valent 
sebagai Pihak Kedua 

Kerjasama  
distribusi  produk 
ethical: 
antibiotic, obat-
obat untuk 
penyakit 
degenerative, 
Obat Generik 
Berlogo (OGB) dll. 
Contoh produk: 
Lansoprazole dan 
Cetirizine. 

31 Desember 2023 Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Pihak Kedua 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
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tanggal 03 Januari 
2022 

produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

32.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi tanggal 01 
Juni 2020 

PT Pratapa Nirmala 
sebagai Prinsipal dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama  
distribusi  produk 
ethical:   antibiotic, 
obat-obat untuk 
penyakit 
degenerative, dll. 
Contoh produk: 
Bunascan dan 
Xolmetras. 

31 Mei 2023 Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

33.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi 01 Juli 
2022 

PT Sekawan 
Kosmetik Wasantara 
sebagai Prinsipal dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama 
distribusi produk 
kosmetik. Contoh 
produk: hand 
body lotion 
Laurent, parfume 
Aini dan Shantos 
Romeo. 

Berlaku sampai 
dengan diakhiri 
berdasarkan 
kesepakatan para 
Pihak 

Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

34.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi 
No.072/DBA/UCTI-
PVL/I/2022 tanggal 
21 Januari 2022 

PT Unicharm Trading 
Indonesia sebagai 
Prinsipal dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama 
distribusi produk 
Consumer Goods. 
Contoh produk : 
popok bayi Mami 
poko dan popok 
dewasa Lifree. 

31 Desember 2022 Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

35.  Perjanjian 
Kerjasama 
Distribusi 
No.0001/AMJ-
PV/IX/2019 tanggal 
25 September 2019 

PT Wins Abadi 
Karyana Sahaja 
sebagai Prinsipal dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Kerjasama 
distribusi produk 
rumah tangga. 
Contoh produk: 
tempat makan, 
dan botol minum. 

24 September 2023 Prinsipal 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk yang 
berkualitas dan 
promosi (penciptaan 
demand).  
 
Distributor 
bertanggung jawab 
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B. Surat-surat Penunjukan Distributor 
 

 
 
C. Perjanjian Sewa Kantor 

 

untuk: menyediakan 
stock, 
mendistribusikan 
produk ke Pelanggan, 
menyediakan data 
stock dan penjualan 
dan melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang. 

No No. dan Tanggal 
Surat Para Pihak Objek Jangka Waktu Tugas dan Tanggung 

Jawab Para Pihak 
1. Surat penunjukan 

Distributor No. 
318/SK/CD/XII/21 
tanggal 06 Desember 
2021 

PT Cendo Kepada 
Perseroan 

Penunjukan 
Perseroan sebagai 
Distributor resmi 
Produk Cendo 
 
Adapun produk-
produk yang 
didistribusikan 
adalah Obat Mata 

berlaku sampai 
dengan 1 Januari 
2023 

Prinsipal bertanggung 
jawab atas ketersediaan 
barang untuk dapat 
didistribusikan oleh 
Distributor.  
 
Distributor bertanggung 
jawab untuk melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang dari 
Prinsipal.  

2. Surat Penunjukan 
No. 117/HA/IX/16 
tanggal 1 September 
2016 

PT Hermon Anugerah 
sebagai Pihak 
Pertama dan 
Perseroan sebagai 
Distributor 

Penunjukan 
Perseroan sebagai 
Distributor produk 
Ciubros Farma 
 
Adapun produk-
produk yang 
didistribusikan 
adalah produk 
Obat-obatan 

Berlaku selama 
tidak diakhiri 
berdasarkan 
kesepakatan kedua 
belah Pihak 
 
Bahwa atas Surat 
Penunjukan ini 
masih berlaku 
mengikat antara 
Perseroan dengan 
pihak lainnya dan 
sampai dengan saat 
ini Perseroan 
belum pernah 
menerima 
pemberitahuan 
untuk mengakhiri 
ataupun Perseroan 
berencana untuk 
mengakhiri. 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab atas 
ketersediaan barang 
untuk dapat 
didistribusikan oleh 
Distributor.  
 
Distributor bertanggung 
jawab untuk melakukan 
pembayaran atas 
pesanan barang dari 
Pihak Pertama.  

No Perjanjian Nilai Perjanjian Objek Jangka Waktu 

1 Akta Perpanjangan Jangka 
Waktu Perjanjian Sewa 
Menyewa No. 70 tanggal 30 
September 2021 yang dibuat 
dihadapan Salimah, S.H., 
M.Kn. Notaris di Banda Aceh, 
oleh dan antara Kasmin Hasan 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak 
Kedua 

Rp120.000.000,- (seratus 
dua puluh juta) 

2 (dua) unit bangunan Ruko 
berlantai 2 (dua) terletak di 
Jl. AMD/ Manunggal No.14 
B-C Batoh, Kec. Lueng Bata, 
Kota Banda Aceh 

Berlaku sampai dengan 
01 Januari 2023 

2 Akta Perjanjian Sewa 
menyewa No. 03 tanggal 11 
Oktober 2021 yang dibuat 

Rp356.666.667,- (tiga 
ratus lima puluh enam juta 
enam ratus enam puluh 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl.Pagar Alam 

Berlaku sampai dengan 
01 Oktober 2024 
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dihadapan Rosmaladewi, S.H. 
Notaris di Bandar Lampung, 
oleh dan antara Julianus 
Firman Damanik sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua 

enam ribu enam ratus 
enam puluh tujuh Rupiah) 

No.77, Kedaton, Kota 
Bandar Lampung 

3 Akta Perjanjian Sewa 
Menyewa No. 06 tanggal 14 
September 2021 yang dibuat 
dihadapan Rita Maria Marsiti 
Simanungkalit, S.H.,M.Kn. 
Notaris di Kota Batam, oleh dan 
antara Ombur Rajagukguk 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak 
Kedua 

Rp98.222.222,- (sembilan 
puluh delapan juta dua 
ratus dua puluh dua ribu 
dua ratus dua puluh dua 
Rupiah) 

Bangunan Ruko yang 
terletak di Komplek 
Pertokoan Tri Nusajaya Blok 
D No.20, Kel.Teluk Kering, 
Kec. Nongsa, Batam, 
Kepulauan Riau 

Berlaku sampai dengan 
31 Mei 2023 

4 Akta Perpanjangan dan 
Perubahan Perjanjian Sewa 
Menyewa No. 15 No. 15 
tanggal 28 Juli 2021 yang 
dibuat dihadapan Muhammad 
Syahriza Sabirin, S.H., M. Kn 
Notaris di Kota Jambi, oleh dan 
antara Yahya Hasan yang 
mewakili Eko Gemika, Uly 
Sartika, dan Musawir Riska 
berdasarkan Surat Kuasa 
Khusus No 72/P/2020 tanggal 
10 Juli 2020 sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua 

Rp140.000.000,- (seratus 
empat puluh juta Rupiah) 
untuk jangka waktu 2 (dua) 
tahun 

3 (tiga) unit bangunan Ruko 
yang terletak di Jl.Hasyim 
Ashari No.7-8 (Lorong Bukit 
Bulan), Kel. Rajawali, Kec. 
Jambi Timur, Kota Jambi, 
Provinsi Jambi 

Berlaku sampai dengan 
10 Juli 2023 

5 Akta Perjanjian Sewa 
Menyewa No. 23 tanggal 
tanggal 28 Mei 2021 yang 
dibuat dihadapan Harti Virgo 
Putri, S.H., Notaris di Padang, 
oleh dan antara Kasmiarni 
Kamener sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua 

Rp875.000.000,- (delapan 
ratus tujuh puluh lima juta 
Rupiah) untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl. Mahakam 
No.17, Padang, Padang 
Barat, Kota Padang, 
Sumatera Barat 

Berlaku sampai dengan 
16 Oktober 2026 

6 Akta Perpanjangan Perjanjian 
Sewa Menyewa No. 01 tanggal 
08 Maret 2021 yang dibuat 
dihadapan Bayu Sugara, S.H., 
M. Kn Notaris di Palembang, 
oleh dan antara Can Wanadi 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak 
Kedua 

Rp332.222.222,- (tiga 
ratus tiga puluh dua juta 
dua ratus dua puluh dua 
ribu dua ratus dua puluh 
dua Rupiah) 

Tanah dan bangunan yang 
terletak di Jl. Letnan Hadin 
No.1867, Kel. 20 Ilir III, Kec. 
Ilir Timur I, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan. 

Berlaku sampai dengan 
01 Maret 2023 

7 Perjanjian Sewa Menyewa 
No.148/PDPSDBT/SP/VII/2020 
(R3) dihadapan Rustamaji 
Purnomo,S.H.,M.Kn., Notaris di 
Kota Medan tanggal 16 Juli 
2020 yang dibuat  dibawah 
tangan bermaterai cukup, oleh 
dan antara Amin Rusli, Budi 
Siswoyo (diwakili oleh Amin 
Rusli selaku wali Ayah), Edhi 
Rusli dan Arif Bandana Rusli 
sebagai  Pihak Pertama dan 
Perseroan 

Rp300.000.000,- (tiga 
ratus juta Rupiah) untuk 
jangka waktu 3 (tiga) tahun 

3 (tiga) buah bangunan 
Ruko yang terletak di Jl. 
Kapten Muslim Kompleks 
Mega Com Center Blok B 
No.25, 26 dan 27 Kota 
Medan 

Berlaku sampai dengan 
12 Juni 2023 

8 Perjanjian Sewa Menyewa 
tanggal 15 Maret 2022 yang 
dibuat dibawah tangan 
bermaterai cukup, oleh dan 
antara PT Bina Cipta Angkasa 
Jaya sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan  

Rp4.166.666.667,- (satu 
miliar lima ratus juta 
Rupiah) untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl.Kedoya Raya, 
RT/RW 002/007, Kel. 
Kedoya Utara, Kec. Kebon 
Jeruk, Jakarta Barat, DKI 
Jakarta 

Berlaku sampai dengan 
20 Agustus 2027. 
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9 Akta Perjanjian Sewa 
Menyewa No. 05  tanggal 21 
April 2022  yang dibuat 
dihadapan Henry Santoso, 
S.H. Notaris di Tangerang 
Selatan, oleh dan antara 
Gunawan Chandra sebagai 
Pihak Pertama  dan Perseroan 

Rp550.000.000,- (lima 
ratus lima puluh juta 
Rupiah) untuk jangka 
waktu 3 (tiga) tahun 

Tanah dan Bangunan di 
Komplek Pergudangan 
Modern Business Park, Jl. 
Kyai Haji Hasyim Ashari 
No.79 A, Kav 8A, Kel. 
Buaran Indah, Kec. 
Tangerang, Kota 
Tangerang, Banten. 

Berlaku sampai dengan 
20 April 2025. 

10 Akta Sewa Menyewa No.8 
tanggal 19 September 2022, 
yang dibuat dihadapan 
Ratnawati Moeljono,S.H., 
Notaris di Jakarta, yang dibuat 
oleh Anton Wijaya sebagai 
Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

Rp1.125.000.000,- (satu 
miliar seratus dua puluh 
lima juta Rupiah) untuk 
jangka waktu 5 (lima) 
tahun. 

Tanah dan Bangunan Ruko 
yang terletak di Jl. Raya 
Bekasi, KM 17, RT/RW 
004/003, Kel. Jatinegara, 
Kec. Cakung, Jakarta Timur, 
DKI Jakarta. 

Berlaku sampai dengan 
31 Juli 2025 

11 Akta Perjanjian Sewa No. 50 
tanggal 30 Oktober 2021 yang 
dibuat dihadapan, Notaris di 
Thomas Rudy Hartawan 
Widjojo, S.H., M.Kn., oleh dan 
antara Jinna Padma, Ellen 
Christina yang diwakili oleh 
Jinna Padma berdasarkan 
Surat Kuasa tanggal 22 Juli 
2019, Budie Mulyono, dan 
Teddy Sutrisno sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 

Rp488.888.888,- (empat 
ratus delapan puluh 
delapan juta delapan ratus 
delapan puluh delapan ribu 
delapan ratus delapan 
puluh delapan Rupiah) 
untuk jangka waktu 3 (tiga) 
tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl. Paledang 
No.11, Kel.Pledang, Bogor 
Tengah, Kota Bogor, Jawa 
Barat 

Berlaku sampai dengan 
01 Maret 2024. 

12 Perjanjian Sewa tanggal 28 
September 2020 dilegislasi 
dengan No.92/LEG/IX/2020 
dihadapan Tatan Sutanto 
Hermawanto,S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kabupaten Bandung 
Barat. yang dibuat dibawah 
tangan bermaterai cukup, oleh 
dan antara Alex Lukman 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan 

Rp273.000.000,- (dua 
ratus tujuh puluh tiga juta 
Rupiah) untuk jangka 
waktu 3 (tiga) tahun sewa. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl.Blok Maleber, 
Kel.Maleber, Kec.Andir, 
Bandung, Jawa Barat. 

Berlaku sampai dengan 
06 November 2023. 

13 Akta Perjanjian Sewa 
Menyewa No. 58 tanggal 15 
Mei 2020 yang dibuat 
dihadapan Harry Kristianto, 
S.H. Notaris di Tasikmalaya 
oleh dan antara Dr.H. Apiep 
Suryaman, S.E., MM., sebagai 
Pihak Pertama dan Perseroan 

Rp342.000.000,- (tiga 
ratus empat puluh dua juta 
Rupiah) untuk jangka 
waktu sewa 3 (tiga) tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl. Ampera No.39 
, Kel.Panglayungan, Kec. 
Cipedes, Kota Tasikmalaya, 
Jawa Barat. 

Berlaku sampai dengan 
26 Mei 2023 

14 Akta Perjanjian Perpanjangan 
Sewa Menyewa No. 110 
tanggal 16 Juli 2019 yang 
dibuat dihadapan Tuti Andriani, 
S.H., M.Kn., Notaris di 
Kuningan, oleh dan antara 
Suherna sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 

Rp300.000.000,- (tiga 
ratus juta Rupiah) untuk 
jangka waktu sewa 5 (lima) 
tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl. Angkasa No.3 
Kel.Harjamukti,  Kec. 
Harjamukti, Kota Cirebon, 
Jawa Barat. 

Berlaku sampai dengan 
01 Mei 2024. 

15 Akta Perpanjangan Sewa 
Menyewa No.16 tanggal 24 
Desember 2021, yang dibuat 
dihadapan Carolina Anggraini, 
S.H., Notaris di Kab. Kuburaya, 
oleh dan antara Franciscus 
Masoen sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 

Rp510.000.000,- (lima 
ratus sepuluh juta Rupiah) 
untuk jangka waktu 3 (tiga) 
tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl. Budi Karya 
Komplek Villa Gama Blok B 
No.9 dan No.10, Benua 
Melayu, Pontianak, 
Kalimantan Barat. 

Berlaku sampai dengan 
08 November 2024. 

16 Perjanjian Sewa Menyewa 
tanggal 16 Juli 2021  yang 
dibuat dibawah tangan 
bermaterai cukup, oleh dan 
antara PT Bina Cipta Angkasa 
Jaya sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan 

Rp900.000.000,- (sembilan 
ratus juta Rupiah) untuk 
jangka waktu 3 (tiga) tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl. Wolter 
Monginsidi 999, RT/RW 
004/001, Kel Bangetayu 

Berlaku sampai dengan 
31 Agustus 2024. 
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Kulon, Kec. Genuk, Kota 
Semarang, Jawa Tengah. 

17 Akta Perjanjian Sewa 
Menyewa No.47 tanggal 17 
November 2021, yang dibuat 
dihadapan Abu Zairi,S.H., 
Notaris di Kabupaten Tegal, 
oleh dan antara Simon 
Oktorianto sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 

Rp511.111.111,- (lima 
ratus sebelas juta seratus 
sebelas ribu seratus 
sebelas Rupiah) untuk 
jangka waktu 4 (empat) 
tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Kelurahan 
Panggung, Kec. Tegal 
Timur, Kota Tegal, Jawa 
Tengah. 

Berlaku sampai dengan 
01 Desember 2025. 

18 Akta Perjanjian Sewa 
Menyewa No.59 tanggal 29 
Juni 2022, yang dibuat 
dihadapan Indrareni 
Gandadinata, S.H., M. Kn, 
Notaris di Kabupaten 
Banyumas, oleh dan antara 
Felix Efendi yang dalam hal ini 
diwakili oleh Amalia 
berdasarkan Surat Kuasa 
Menyewakan yang dibuat 
dibawa tangah bermeterai 
cukup tanggal 30 Januari 2020 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan 

Rp.366.666.666,- (tiga 
ratus enam puluh enam 
juta enam ratus enam 
puluh enam ribu enam 
ratus enam puluh enam 
Rupiah) untuk jangka 
waktu 3 (tiga) tahun. 

Bangunan Ruko di Desa 
Kembaran, Kecamatan 
Kembaran, Kabupaten 
Banyumas seluas 300m2 
(tiga ratus meter persegi) 

Berlaku sampai dengan 
30 Juni 2025. 

19 Perjanjian Sewa Menyewa 
tanggal 16 Juli 2021, yang 
dibuat dibawah tangan 
bermeterai cukup oleh dan 
antara PT Bina Cipta Angkasa 
Jaya sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan 

Rp420.000.000,- (empat 
ratus dua puluh juta 
Rupiah) untuk jangka 
waktu 3 (tiga) tahun. 

Tanah dan Bangunan di 
Jl.Tentara Pelajar No.95 
Tanjung Sari, RT/RW 04/03, 
Desa Ngesrep, Kec. 
Ngemplak, Kab. Boyolali, 
Jawa Tengah 

Berlaku sampai dengan 
30 September 2024. 

20 Akta Perjanjian Sewa 
Menyewa No.108 tanggal 17 
Februari 2022, yang dibuat 
dihadapan Nindyawati Trias 
Putri, S.H., M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Bantul, oleh dan 
antara Mutia Meinawaty 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan 

Rp433.333.333,- (empat 
ratus tiga puluh tiga juta 
tiga ratus tiga puluh tiga 
ribu tiga ratus tiga puluh 
tiga Rupiah) untuk jangka 
waktu 3 (tiga) tahun 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Desa 
Bangunharjo, Kec. Sewon, 
Kabupaten Bantul, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. 

Berlaku sampai dengan 
28 Februari 2025. 

21 Addendum Perjanjian Sewa 
Menyewa No.5 tanggal 06 
Januari 2020, yang dibuat 
dihadapan Linda Kenari, S.H., 
M.H., Notaris di Banjarmasin, 
oleh dan antara Buntarto 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan 

Rp270.000.000,- (dua 
ratus tujuh puluh juta 
Rupiah) untuk jangka 
waktu 3 (tiga) tahun 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl. Sutoyo 
Siswomiharjo, Komplek 
Wildan No.9, 10 dan 11, Kel. 
Telaga Biru, Kec. 
Banjarmasin Barat, 
Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan. 

Berlaku sampai dengan 
02 Januari 2023 

22 Akta Perjanjian Perpanjangan 
Sewa Menyewa No. 317 
tanggal 30 November 2017, 
yang dibuat dihadapan Eric 
Basuki, S. Kom,.S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kota Denpasar, oleh 
dan antara I Made Rupet 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan 

Rp600.000.000,- (enam 
ratus juta Rupiah) untuk 
jangka waktu 5 (lima) 
tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl. Gatot Subroto II 
D No.9, Desa Dangin Puri 
Kaja, Denpasar Utara, Kota 
Denpasar, Bali. 

Berlaku sampai dengan 
01 Januari 2023. 

23 Perjanjian Sewa Menyewa 
tanggal 16 Juli 2021, yang 
dibuat dibawah tangan 
bermeterai cukup oleh dan 
antara PT Bina Cipta Angkasa 
Jaya sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan 

Rp300.000.000,- (tiga 
ratus juta Rupiah) untuk 
jangka waktu. 

Tanah dan Bangunan di Jl. 
Banda Seraya No.59, 
Kel.Pagutan, Kec. 
Ampenan, Lombok Barat, 
Nusa Tenggara Barat. 

Berlaku sampai dengan 
30 September 2024. 
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24 Akta Perpanjangan Sewa 
Menyewa No.154 tanggal 4 
April 2020, yang dibuat 
dihadapan Soebekti 
Ngardiman, S.H., Notaris di 
Kediri, oleh dan antara 
Wibisono Adi Saputro sebagai 
Pihak Kesatu dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

Rp210.000.000,- (dua 
ratus sepuluh juta Rupiah) 
untuk jangka waktu 3 (tiga) 
tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl. Dewi Sartika 8-
10, Kel. Singonegaran, 
Kec.Pesantren, Kota Kediri, 
Jawa Timur 

Berlaku sampai dengan 
1 Mei 2025. 

25 Akta Perpanjangan Sewa 
Menyewa No.3 tanggal 7 
September 2020, yang dibuat 
dihadapan Sigit Nur Rachman, 
S.H., M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Malang, oleh dan 
antara Muchtar Subraery 
Mohammad Noor sebagai 
Pihak Pertama dan Perseroan 

Rp165.000.000,- 
(70erratus enam puluh lima 
juta Rupiah) untuk jangka 
waktu 3 (tiga) tahun. 

Tanah dan Bangunan di 
Jl.Sulfat Tengah RT/RW 
03/13, Kel. Pandanwangi, 
Kec. Blimbing, Kota Malang, 
Jawa Timur. 

Berlaku sampai dengan 
1 September 2023. 

26 Akta Perjanjian Sewa 
Menyewa No.130 yang dibuat 
dihadapan Achmad Shaleh, 
S.H., Notaris di Jember, oleh 
dan antara Elok Sri Utami 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan 

Rp204.000.000,- (dua 
ratus empat juta) untuk 
jangka waktu 3 (tiga) tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl. Imam Bonjol 
No.6, Jember, Jawa Timur. 

Berlaku sampai dengan 
01 April 2025. 

27 Akta Perjanjian Sewa 
Menyewa No.10 tanggal 17 
Desember 2021, yang dibuat 
dihadapan Fudrawanto 
Juanda, S.H., Notaris di 
Samarinda, oleh dan antara 
Oei Bie Lan sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 

Rp297.777.778,- (dua 
ratus 70erratus puluh tujuh 
juta tujuh ratus tujuh puluh 
tujuh ribu tujuh ratus tujuh 
puluh delapan Rupiah) 
untuk jangka waktu 2 (dua) 
tahun.. 

Bangunan rumah kantor 
(Rukan) yang terletak di 
Provinsi Kalimantan Timur, 
Kota Samarinda, Kecamatan 
Samarinda Utara, Kelurahan 
Sempaja. 

Berlaku sampai dengan 
30 Agustus 2023. 

28 Akta Perjanjian Perpanjangan 
Sewa Menyewa tanggal 09 
Maret 2021, yang dibuat 
dibawah tangan bermeterai 
cukup, oleh dan antara Hiany 
Salim sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan 

Rp483.333.333,- (empat 
ratus delapan puluh tiga 
juta tiga ratus tiga puluh 
tiga ribu tiga ratus tiga 
puluh tiga Rupiah) untuk 
jangka waktu 3 (tiga) tahun. 

Tanah dan Bangunan di Jl. 
Badak No.64, Kel. 
Mamajang Luar, Kec. 
Mamajang, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan. 

Berlaku sampai dengan 
29 Februari 2024. 

29 Perjanjian Sewa Menyewa 
tanggal 08 Januari 2021, yang 
dibuat dibawah tangan dengan 
bermeterai cukup dan telah 
dilegalisasi dengan 
No.02/L/I/2021 tanggal 8 
Januari 2021, oleh dan antara 
Zulkarnaen AT, Suryani Andi 
Tjella,SE, Nuryana Andi Tjella, 
Jufri Andi Tjella, Megawati A. 
Tjella sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan 

Rp216.645.000,- (dua 
ratus enam belas juta 
enam ratus empat puluh 
lima ribu Rupiah) berlaku 
untuk jangka waktu 3 (tiga) 
tahun. 

Tanah dan Bangunan di Jl. 
Maleo No.53. 
Kel.Tanamodindi, Kec. 
Mantikulore, Kota Palu, 
Sulawesi Tengah 

Berlaku sampai dengan 
01 April 2024. 

30 Akta Addendum Perjanjian 
Sewa Menyewa No.08 tanggal 
25 Juli 2019, yang dibuat 
dihadapan Miftah Husabri 
Asbar,S.H.,M.Kn., Notaris di 
Kota Kendari, oleh dan antara 
Andi Rachman sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 

Rp 175.000.000,- (Seratus 
tujuh puluh lima juta 
Rupiah) untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di – (lihat perjanjian 
awal). 

Berlaku sampai dengan 
01 Maret 2024 

31 Akta Perjanjian Sewa 
Menyewa No.01 tanggal 01 Juli 
2020, yang dibuat dihadapan 
Franciscus Xaverius Jerry 
James Kolondam, S.H., Notaris 
di Kota Manado, oleh dan 
antara Mieke Adrien Sendow 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan 

Rp420.000.000,- (empat 
ratus dua puluh juta 
Rupiah) untuk jangka 
waktu 3 (tiga) tahun. 

Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl Babe Palar 
No.44, Kel Wanea, Kec. 
Wanea, Kota Manado, 
Sulawesi Utara. 

Berlaku sampai dengan 
31 Maret 2023. 
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D. Perjanjian Kerjasama Apoteker Penanggung Jawab 

32 Akta Perjanjian Sewa-
Menyewa No.20 tanggal 21 
Januari 2022, yang dibuat 
dihadapan Alber Wilson 
Riwukore, S.H., Notaris di Kota 
Kupang, oleh dan antara Lay 
Po Tju & Lidwina sebagai Pihak 
yang Menyewakan dan 
Perseroan sebagai Pihak 
Penyewa 

Rp210.000.000,- (dua 
ratus sepuluh juta Rupiah) 
selama masa sewa 

Jl.Timor Raya, Kelurahan 
Oesapa, Kecamatan Kelapa 
Lima, Kota Kupang, Nusa 
Tenggara Timur 

Berlaku sampai dengan 
15 Maret 2025 

No Perjanjian Para Pihak Objek Jangka Waktu 

1.  Akta Perjanjian Kerja No. 03 tanggal 09 
Juni 2022 yang dibuat dihadapan 
Nurdhani S.H, Notaris di Banda Aceh 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Petka Tria 
Pringadi sebagai Pihak 
Kedua. 

Perjanjian Kerja Asisten 
Apoteker Penanggung 
Jawab Alat Kesehatan 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

2.  Akta Perjanjian Kerja No. 24 tanggal 30 
April 2019 yang dibuat dihadapan 
Nurdhani, S.H.,, Notaris di Banda Aceh 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Asrul Aswad 
sebagai Pihak Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

3.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 07 tanggal 
12 April 2021 yang dibuat dihadapan Lilis 
Damayanti, S.H., Notaris di Bandar 
Lampung 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Yosika 
Ritma Mutiara sebagai 
Pihak Kedua. 

 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak . 

4.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 06 tanggal 
12 April 2021 yang dibuat dihadapan Lilis 
Damayanti S.H., Notaris di Bandar 
Lampung 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Septiko 
Bayu Pramono sebagai 
Pihak Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis 
Perdagangan Besar 
Farmasi 

Berlaku selama Pihak 
Kedua bekerja sebagai 
Apoteker Penanggung 
Jawab dari Pihak Pertama. 

5.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 06 tanggal 
09 September 2019 yang dibuat 
dihadapan Nani Fitriyah, S.H., Notaris di 
Kota Batam 

Eva Sunarti, S. Farm., 
sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab Alat Kesehatan di 
Bidang Teknis/Tenaga 
Teknis Kefarmasian. 

Berlaku sejak tanggal 17 
Oktober 2022 sampai 
dengan 16 Oktober 2025. 

6.  Akta Perjanjian No. 8 tanggal 18 
September 2020 yang dibuat dihadapan 
Nani Fitriyah, Notaris di Kota Batam 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Wisky 
Amarta sebagai Pihak 
Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab Farmasi 

14 September sampai 
dengan 13 September 2023 

7.  Akta Ikatan Kerja No. 01 tanggal 04 
Desember 2020 yang dibuat dihadapan 
Muhammad Syahriza Sabirin, S.H. M.Kn, 
Notaris di Kota Jambi 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Tri Widyanti 
sebagai Pihak Kedua. 

 

Perjanjian Kerja Apoteker 
Penanggung Jawab Alat 
Kesehatan (ALKES) 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

8.  Akta Perjanian Kerjasama No. 19 tanggal 
13 Juli 2011 yang dibuat dihadapan 
Supriyanto Kang, S.H., M.M, Notaris di 
Kota Jambi 

Indriyani sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

9.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 6 tanggal 
6 November 2020 yang dibuat dihadapan 
Rismadona, S.H., Notaris di Padang 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Titi Asmarita 
sebagai Pihak Kedua 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker 
Penanggungjawab Teknis 
Alat-Alat Kesehatan 

Berlaku selama Pihak 
Kedua bekerja sebagai 
Penanggung Jawab Teknis 
dari Pihak Pertama 

10.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 19 tanggal 
14 April 2017 yang dibuat dihadapan 
Rismadona, S.H., Notaris di Padang 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Fitra Tullaila, 
S. Farm sebagai Pihak 
Kedua. 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Fitra Tullaila, 
S. Farm sebagai Pihak 
Kedua. 

Berlaku selama Pihak 
Kedua bekerja sebagai 
Apoteker Penanggung 
Jawab dari Pihak Pertama. 

11.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 22 tanggal 
17 Maret 2022 yang dibuat dihadapan 
Indah Retno Widyanti, S.H., Notaris di 
Pekanbaru 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Mhd. Fajar 
Maulana sebagai Pihak 
Kedua. 

Perjanjian kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab Alat Kesehatan 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 
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12.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 04  tanggal 
10 November 2020 yang dibuat 
dihadapan Indah Retno Widayati, S.H.,, 
Notaris di Pekanbaru 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Vivin 
Sarasanti Pihak Kedua 
sebagai Pihak Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Pananggung 
Jawab 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

13.  Akta Perjanjian Kerja No. 34 tanggal 28 
Januari 2022  yang dibuat dihadapan 
Linda Aprianti, S.H., Notaris di Palembang 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan M. Alyo 
Vidawarman, S.Farm.  
sebagai Pihak Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

14.  Akta Perjanjian Kerja No. 01 tanggal 01 
Agustus 2019 yang dibuat dihadapan 
Linda Aprianti S.H.,, Notaris di Palembang 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Dwi 
Puspitasari  sebagai Pihak 
Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

15.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 14 tanggal 
27 Juni 2021 yang dibuat dihadapan Aida 
Selli Siburian, S.H., M.Kn., Notaris di 
Medan 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Maisarah, 
AMD sebagai Pihak 
Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab Pedagang Besar 
Farmasi. 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

16.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 13 tanggal 
07 Juni 2021  yang dibuat dihadapan , 
Notaris Aida Selli Siburian, S.H., M.Kn., 
Notaris di Medan 

Perseroan dan Sri Reny 
Hartati  sebagai Pihak 
Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab dari usaha 
Pedagang Besar Farmasi 
(P.B.F) 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

17.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 1  tanggal 
2 Mei 2019 yang dibuat dihadapan 
Ratnawati Moeljono, S.H.,  Notaris di 
Daerah khusus Ibu Kota Jakarta 

Perseroan  sebagai Pihak 
Pertama dan Gita Berliana 
Putri sebagai Pihak 
Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab Pedagang Besar 
Alat Kesehatan (PBAK) 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

18.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 53 tanggal 
27 Juli 2017 yang dibuat dihadapan 
Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di 
Daerah Ibukota Jakarta 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Meiriza 
sebagai Pihak Kedua 

Perjanjian Kerjasama 
Penanggung Jawab 
Teknis Farmasi 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

19.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 8 tanggal 
11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan 
Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Najma 
Fathiyah  sebagai Pihak 
Kedua 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Pengelola dan 
Penganggung Jawab 
Teknis Alat Kesehatan. 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

20.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 10 tanggal 
13 Mei 2019 yang dibuat dihadapan 
Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Roma Anita 
Agustina Manalu sebagai 
Pihak Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Pengelola dan 
Penganggung Jawab 
Teknis Farmasi. 

Berlaku untuk jangka waktu 
yang tidak ditentukan 
lamanya. 

21.  Akta Kerjasama No. 7 tanggal 11 Maret 
2022 yang dibuat dihadapan Ratnawati 
Moeljono, S.H., Notaris di Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Indah 
Purnama Sari, S.Farm., 
sebagai Pihak Kedua 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker 
Penanggungjawab Teknis 
Alat Kesehatan. 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

22.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 10 tanggal 
14 Februari 2011 yang dibuat dihadapan 
Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Febrineltis 
sebagai Pihak Kedua. 

Perjanjian Kerjasama 
Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis Farmasi 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

23.  Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat 
dibawah tangan dan telah di Waarmerking 
dengan No:186/W/2021 tanggal 12 
Oktober 2021 dihadapan Thomas Rudy 
Hartawan Widjojo, S.H., M.Kn., Notaris di 
Bogor 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Siti 
Rochmawati sebagai 
Pihak Kedua 

Pertanggungjawaban 
segala kegiatan 
administratif maupun 
farmasi yang meliputi 
segala administrasi yang 
berkaitan dengan 
pemasukan/penjualan alat 
kesehatan. 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

24.  Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat 
dibawah tangan dan telah di Waarmerking 
dengan No:185/W/2021 tanggal 12 
Oktober 2021 dihadapan Thomas Rudy 
Hartawan Widjojo, S.H., M.Kn., Notaris di 
Bogor 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Yayang 
Moch Nadif  sebagai Pihak 
Kedua 

Pertanggungjawaban 
segala kegiatan 
administratif maupun 
farmasi yang meliputi 
segala administrasi yang 
berkaitan dengan 
pemasukan/penjualan 
obat-obatan dan 
perbekalan farmasi. 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 
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25.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 01 tanggal 
22 November 2021 yang dibuat 
dihadapan Siti Maria Darmawan, S.H., 
M.Kn., Notaris di Bandung 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Gita Sarah 
Pratiwi sebagai Pihak 
Kedua 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan yang 
bersifat administrasi 
maupun teknis alat 
kesehatan. 

Berlaku selama jangka 
waktu yang tidak ditentukan 
lamanya adan akan berakhir 
dengan sendirinya apabila 
pihak kedua sudah tidak lagi 
menjabat sebagai pengelola 
dan penanggung jawab 
teknis alat kesehatan. 

26.  Akta Perjanjian Kerja No. 5 tanggal 29 
November 2017 yang dibuat dihadapan 
Siti Maria Darmawan, S.H., M.Kn., Notaris 
di Bandung 

Perseroan  sebagai Pihak 
Pertama dan Lusy Listiya 
Suharma sebagai Pihak 
Kedua 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Pertama yang 
bersedia untuk bekerja 
sebagai Apoteker 
Penanggung Jawab 
secara purna waktu 

Berlaku selama pihak 
pertama bekerja sebagai 
Apoteker Penanggung 
Jawab dari Perseroan 

27.  Akta Perjanjian Kerja Apoteker No. 04 
tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat 
dihadapan Rina Marlina, S.H., Notaris di 
Tasikmalaya 

Perseroan sebagai Piihak 
Pertama  dan Ulfah 
Fauziah sebagai Pihak 
Kedua 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan yang 
bersifat administrasi 
maupun teknis alat 
kesehatan. 

Berlaku selama pIhak kedua 
masih bekerja sebagai 
Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis Alat 
Kesehatan dari pihak 
pertama. 

28.  Akta Perjanjian Kerja Apoteker No. 11 
tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat 
dihadapan Rina Marlina, S.H., Notaris di 
Tasikmalaya 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Rizki 
Faturohmat Indra 
Gunawan sebagai Pihak 
Kedua 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan yang 
bersifat administrasi 
maupun teknis sebagai 
Apoteker Penanggung 
Jawab Besar Farmasi. 

Berlaku selama pihak kedua 
masih bekerja sebagai 
Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis Kesehatan 
dari pihak pertama. 

29.  Akta Perjanjian Kerja No. 03 tanggal 25 
Juli 2021 yang dibuat dihadapan Lilis 
Mariati Suwanda, S.H., Notaris di Cirebon 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Iis Lestari 
sebagai Pihak Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan yang 
bersifat administrasi 
maupun teknis alat 
kesehatan. 

Berlaku selama pihak kedua 
masih bekerja sebagai 
Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis Alat 
Kesehatan dari pihak 
pertama. 

30.  Akta Perjanjian Kerja Antara Perseroan 
Dan Apoteker Penanggung Jawab 
Farmasi No. 15  tanggal 29 November 
2017  yang dibuat dihadapan Lilis Mariati 
Suwanda, S.H., Notaris di Cirebon 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Marthyana 
Ayuningtyas sebagai 
Pihak Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Apoteker Penanggung 
Jawab Farmasi. 

Berlaku selama pihak kedua 
masih bekerja sebagai 
Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis dari pihak 
pertama. 

31.  Akta Perjanjian Kerja No. 12  tanggal 24 
November 2022 yang dibuat dihadapan 
Carolina Anggraini, S.H., Notaris di 
Kabupaten Kubu Raya, Pontianak 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Wafi Lisani 
Nuro sebagai Pihak 
Kedua 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan 
penyaluran alat kesehatan 
yang bersifat administrasi 
maupun teknis. 

Berlaku sejak tanggal 22 
Oktober 2022 s/d 23 
Oktober 2027. 

32.  Akta Perjanjian Kerja No. 30 tanggal 27 
April 2016 yang dibuat dihadapan 
Carolina Anggraini, S.H., Notaris di 
Kabupaten Kubu Raya 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama  dan Rini Prima 
Anggraini sebagai Pihak 
Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan yang 
bersifat administrasi 
maupun teknis farnasi. 

Berlaku selama pihak kedua 
masih bekerja sebagai 
Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis Farmasi dari 
pihak pertama. 

33.  Akta Surat Perjanjian Kerja Antara 
Perseroan dan Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis Alat Kesehatan tanggal 02 
Februari 2022 yang dibuat dihadapan Evi 
Novita Tri Setyorini, S.H.,M.Kn., Notaris di 
Kota Semarang 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan apt. Ifanny 
Chairunissa, S.Farm, 
Partikelir sebagai Pihak 
Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan 
penyaluran alat kesehatan 
yang bersifat administrasi 
maupun teknis. 

Selama Pihak Kedua 
bekerja sebagai Apoteker 
Penanggung Jawab dari 
Pihak Pertama. 

34.  Akta Cabang Surat Perjanjian Kerja 
Antara Perseroan dan Apoteker 
Penanggung Jawab Teknis PBF tanggal 
25 Januari 2022 yang dibuat dihadapan 
Evi Novita Tri Setyorini, S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kota Semarang 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan apt. Myrna 
Ayu Nursetya Utami, 
S.Farm., Partekelir 
sebagai Pihak Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan teknis 
farmasi. 

Selama Pihak Kedua 
bekerja sebagai Apoteker 
Penanggung Jawab dari 
Pihak Pertama. 

35.  Akta Surat Perjanjian Kerja Antara 
Perseroan dan Apoteker Penanggung 
Jawab Alat Kesehatan No. 11 tanggal 13 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan apt. 
Khoerunnisa Azamy, 
S.Farm, sebagai Pihak 
Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 
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Juli  2022 yang dibuat dihadapan Abu 
Zairi, S.H., Notaris di Kabupaten Tegal 

penyaluran alat kesehatan 
yang bersifat administrasi 
maupun teknis. 

36.  Akta Cabang Surat Perjanjian Kerja 
Antara Perseroan dan Apoteker 
Penanggung Jawab Teknis PBF tanggal 
08 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan 
Abu Zairi, S.H.,M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Tegal 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Dina Ayu Lis 
Alifah Darjono, S.Farm., 
Apt., sebagai Pihak 
Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan teknis 
farmasi. 

Selama Pihak Kedua 
bekerja sebagai Apoteker 
Penanggung Jawab dari 
Pihak Pertama 

37.  Akta Perjanjian No. 10 tanggal 19 Maret 
2019 yang dibuat dihadapan Maria Emelia 
Widyanti Iskandar, S.H., Notaris di 
Kabupaten Banyumas 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Sintia 
Jumitera, sebagai Pihak 
Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan 
penyaluran alat kesehatan 
yang bersifat administrasi 
maupun teknis. 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

38.  Akta Perjanjian Kerja Sama No. 21 
tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat 
dihadapan Indrareni Gandadinata, 
S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten 
Banyumas 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Dani 
Suryadin sebagai Pihak 
Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan teknis 
farmasi. 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

39.  Akta Perjanjian Kerja Sama Antara 
Apoteker Penanggung Jawab Alat 
Kesehatan Dengan Perseroan No. 18 
tanggal 15 Februari 2018 yang dibuat 
dihadapan Evi Primiarti, S.H., Notaris di 
Boyolali 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Agus Dwi 
Nugroho, S.Farm., 
sebagai Pihak Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan 
penyaluran alat kesehatan 
yang bersifat administrasi 
maupun teknis 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

40.  Akta Perjanjian Kerja Sama Antara 
Apoteker Penanggung Jawab Pedagang 
Besar Farmasi Dengan Perseroan No. 12 
tanggal 17 Oktober 2016  yang dibuat 
dihadapan Evi Primiarti, S.H., Notaris di 
Boyolali 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Renalitha 
Devri Adriana, S.Farm., 
Apt., sebagai Pihak 
Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan teknis 
farmasi. 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

41.  Akta Perjanjian Kerja Sama No. 119  
tanggal yang dibuat dihadapan 
Nindyawati Trias Putri, S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kabupaten Bantul, 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Mahda 
Shofatyah, S.Farm.,Apt.,  
sebagai Pihak Kedua. 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Mahda 
Shofatyah, S.Farm.,Apt.,  
sebagai Pihak Kedua. 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

42.  Akta Perjanjian Kerja No. 17 tanggal 19 
Februari 2019  yang dibuat dihadapan 
Bintari Dyah Ramadhani, S.H., M.Kn., 
Notaris Kabupaten Bantul 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Mahtuhhah 
Hidayati Febriana Sari, 
sebagai Pihak Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan teknis 
farmasi. 

Berlaku selama Pihak 
Kedua menjabat  sebagai 
Apoteker Pengelola dan 
Penanggung Jawab 
Farmasi, tanpa jangka 
waktu 

43.  Akta Surat Perjanjian Kerja Antara 
Perseroan Dan Penanggung Jawab Alat 
Kesehatan tanggal 12 Februari 2019  
yang dibuat dihadapan Yosua Ananta 
Tenardi, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota 
Banjarmasin 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Lutvia Ulfah, 
A.Md.Far.,  sebagai Pihak 
Kedua. 

 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan 
penyaluran alat kesehatan 
yang bersifat administrasi 
maupun teknis 

Berlaku selama Pihak 
Kedua masih menjabat 
sebagai Penanggungjawab 
Teknis Alat Kesehatan dari 
Pihak Pertama 

44.  Akta Surat Perjanjian Kerja Antara 
Perseroan dan Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis Farmasi No. 17 tanggal 19 
Februari 2019  yang dibuat dihadapan 
Yosua Ananta Tenardi, S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kota Banjarmasin 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Apt. Anggrita 
Fitriana, S.Farm., sebagai 
Pihak Kedua 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan teknis 
farmasi. 

Berlaku selama Pihak 
Kedua menjabat  sebagai 
Apoteker Pengelola dan 
Penanggung Jawab 
Farmasi, tanpa jangka 
waktu 

45.  Akta Perjanjian Kerja Sama No. 56  
tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat 
dihadapan Eric Basuki,S.Kom., 
S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Denpasar 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Ini Nyoman 
Arpina sebagai Pihak 
Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan 
penyaluran alat kesehatan 
yang bersifat administrasi 
maupun teknis. 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 
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46.  Akta Perjanjian Kerjasama No. 31 tanggal 
14 Juli 2019  yang dibuat dihadapan Eric 
Basuki, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota 
Denpasar 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Ni Made 
Ratih Suandari, sebagai 
Pihak Kedua. 

Hubungan Kerjasama 
antara Perseroan dengan 
Pihak Kedua terkait 
pertanggungjawaban atas 
segala kegiatan teknis 
farmasi. 

Minimal 3 (tiga) tahun. 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

47.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Pedagang Besar Farmasi dan Penyalur 
Alat Kesehatan Dengan Penanggung 
Jawab Penyalur Alat Kesehatan  No. 60 
tanggal 06 Oktober 2017 yang dibuat 
dihadapan I Gede Sutama,S.H. Notaris di 
Mataram 

Rina Arifah Puspitasari 
sebagai Pihak Pertama  
dan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama antara 
Pedagang Besar Farmasi 
dan Penyalur Alat 
Kesehatan Dengan 
Penanggung Jawab 
Penyalur Alat Kesehatan   

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

48.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Pedagang Besar Farmasi dengan 
Apoteker Pengelola Pedagang Besar 
Farmasi No. 7 tanggal 03 Januari 2018 
yang dibuat dihadapan I Gede 
Sutama,S.H. Notaris di Mataram 

Rizal Affandi, S.Farm, Apt. 
sebagai Pihak Pertama  
dan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama antara 
Pedagang Besar Farmasi 
dengan Apoteker 
Pengelola Pedagang 
Besar Farmasi 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

49.  Akta Perjanjian Kerjasama antara Asisten 
Apoteker Penanggung Jawab Dengan 
Perseroan  No. 44 tanggal 28 Februari 
2020  yang dibuat dihadapan Albert 
Wilson Riwukore, S.H., Notaris di Kupang 

Ridwan Brampi Kono 
sebagai Pihak Pertama  
dan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama antara Asisten 
Apoteker Penanggung 
Jawab Dengan Perseroan   

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

50.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung Jawab Dengan 
Perseroan  No. 26 tanggal 23 September 
2019  yang dibuat dihadapan Albert 
Wilson Riwukore, S.H., Notaris di Kupang 

Petronela Elisabeth 
Perada Kedang sebagai 
Pihak Pertama  dan 
Perseroan sebagai Pihak 
Kedua 

Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung 
Jawab Dengan Perseroan   

Berlaku sejak tanggal 23 
September 2022 sampa 23 
September 2025. 
  
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

51.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung Jawab Alat 
Kesehatan Dengan Perseroan  No. 06 
tanggal 11 November 2021 yang dibuat 
dihadapan Sjamsuriaman S.H., Notaris di 
Kabupaten Sidoarjo 

Haris Syahruddin sebagai 
Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak 
Kedua 

Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung 
Jawab Alat Kesehatan 
Dengan Perseroan 

Minimal 5 (lima) tahun 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

52.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung Jawab Dengan 
Perseroan  No. 01 tanggal 01 Februari 
2021 yang dibuat dihadapan 
Sjamsuriaman S.H., Notaris di Kabupaten 
Sidoarjo 

Olivia Putri Manek 
Tanamal sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua 

Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung 
Jawab Dengan Perseroan 

Minimal 5 (lima) tahun 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

53.  Perjanjian Kerjasama antara Asisten 
Apoteker Penanggung Jawab Alat 
Kesehatan Dengan Perseroan 

Niken Kusumaning Tyas 
sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung 
Jawab Alat Kesehatan 
Dengan Perseroan 

Minimal 2 (dua) tahun 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 



 

76 
 

pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

54.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung Jawab Dengan 
Perseroan No. 07 tanggal 15 Desember 
2016 yang dibuat dihadapan Siti Choiriyati 
S.H., Notaris di Kota Kediri 

Aroma Ocfi Dwi Hapsari 
sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung 
Jawab Alat Kesehatan 
Dengan Perseroan 

Berlaku selama menjadi 
penanggung jawab obat dan 
perbekalan farmasi 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

55.  Perjanjian Kerjasama antara Perseroan 
dengan Apoteker Penanggung Jawab 
Teknis (PJT) Pedagang Besar Alat 
Kesehatan No.1 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Fitria Nila 
Sistha sebagai Pihak 
Kedua 

Kerjasama antara 
Perseroan dengan 
Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis (PJT) 
Pedagang Besar Alat 
Kesehatan 

5 (lima) tahun, mulai tanggal 
01 Agustus 2019 s/d 01 
Agustus 2024. 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

56.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung Jawab (APJ) 
Dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) 
No. 10 tanggal 02 Aoril 2018 yang dibuat 
dihadapan Sigit Nur Rachmat S.H., 
Notaris di Kabupaten Malang 

Indah Purnama Dewi 
sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama antara APJ 
Dengan PBF 

Berlaku sejak tanggal 19 
Maret 2018  sampai dengan 
jangka waktu yang tidak 
ditentukan. 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

57.  Akta Perjanjian Kerjasama antara Asisten 
Apoteker Penyalur Alat Kesehatan 
Dengan Perseroan No. 390 tanggal 28 
Maret 2020 yang dibuat dihadapan 
Achmad Shaleh S.H., Notaris di 
Kabupaten Jember 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Rika 
Mushari Setianingsih 
sebagai Pihak Kedua 

Kerjasama antara Asisten 
Apoteker Penyalur Alat 
Kesehatan Dengan 
Perseroan 

Berlaku selama Pihak 
Kedua menjadi penanggung 
jawab teknis Penyalur Alat 
Kesehatan dari Pihak 
Pertama. 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

58.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Perseroan dengan Apoteker Penanggung 
Jawab PBF No. 325 tanggal 28 Juli 2018  
yang dibuat dihadapan Achmad Shaleh 
S.H., Notaris di Kabupaten Jember 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Nuraini 
Agustin sebagai Pihak 
Kedua 

Kerjasama antara 
Perseroan dengan 
Apoteker Penanggung 
Jawab PBF 

Berlaku sejak tanggal 28 
Juli 2018 sampai dengan 
jangka waktu yang tidak 
ditentukan. 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
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pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

59.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Dengan 
Apoteker Penanggung Jawab (APJ)  No. 
06  tanggal 26 Maret 2020 yang dibuat 
dihadapan Ayu Fetriana Rosati, S.H., 
Notaris di Kota Samarinda 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Prima Hasty 
Nugraheni sebagai Pihak 
Kedua 

Kerjasama antara PAK 
Dengan APJ 

Minimal 2 (dua) tahu 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

60.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Perseroan Dengan Apoteker Penanggung 
Jawab (APJ)  No. 05  tanggal 10 Juli 2017  
yang dibuat dihadapan Silvanus Deddy 
Nugroho, S.H., Notaris di Kota Samarinda 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Ummu 
Zailah sebagai Pihak 
Kedua 

Kerjasama antara 
Perseroan Dengan APJ 

Minimal 2 (dua) tahun 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

61.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung Jawab (APJ) 
Dengan Perseroan No. 28 tanggal 14 
Februari 2019 yang dibuat dihadapan 
Michiko Sodikim S.H., Notaris di 
Makassar 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Sukmawati 
sebagai Pihak Kedua 

Kerjasama antara APJ 
Dengan Perseroan 

Berlaku tanpa jangka waktu 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

62.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung Jawab (APJ) 
Dengan Perseroan No. 01 tanggal 03 
Oktober 2019 yang dibuat dihadapan 
Michiko Sodikim S.H., Notaris di 
Makassar 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Mushriqa 
Asmih Lopa, S.Farm,Apt. 
sebagai Pihak Kedua 

Kerjasama antara APJ 
Dengan Perseroan 

Berlaku tanpa jangka waktu 
 
Bahwa atas perjanjian ini 
masih berlaku mengikat 
antara Perseroan dengan 
pihak lainnya di dalam 
perjanjian ini dan sampai 
dengan saat ini Perseroan 
belum pernah menerima 
pemberitahuan untuk 
mengakhiri ataupun 
Perseroan berencana untuk 
mengakhiri perjanjian ini. 

63.  Akta Perjanjian Kerjasama antara Asisten 
Apoteker (AA) Dengan Pedagang Besar 
Farmasi  No. 1 tanggal 02 April 2018 yang 
dibuat dihadapan Erny Singal S.H., 
Notaris di Palu 

Harianto Hombok, A.Md. 
Far sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua 

Kerjasama antara AA 
Dengan Perseroan 

Berlaku sejak tanggal 21 
November 2022 s/d 21 
November 2025  

64.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung Jawab Dengan 
Pedagang Besar Farmasi  (PBF) No.25  
tanggal 14 September 2020  yang dibuat 
dihadapan Farid, S.H., Notaris di Palu 

Afrianse Pabuang sebagai 
Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak 
Kedua 

Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung 
Jawab Dengan PBF 

3 (tiga) tahun, terhitung 
mulai tanggal 01 September 
2020 s/d 01 September 
2023 

65.  Akta Perjanjian Kerja antara Perseroan 
Dengan Penanggung Jawab Alat 
Kesehatan  No. 16  tanggal 18 Juli 2018 
yang dibuat dihadapan Armansyah, S.H., 
Notaris di Kota Kendari 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Erawaty 
Tendri Saprianti sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama antara 
Perseroan Dengan 
Penanggung Jawab Alat 
Kesehatan 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

66.  Akta Perubahan Perjanjian Kerjasama 
antara Perseroan Dengan Apoteker 
No.05  tanggal 14 September 2020  yang 
dibuat dihadapan Miftah Husabri Asbar, 
S.H., Notaris di Kota Kendari 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Herianto, 
S.Si., Apt sebagai Pihak 
Kedua 

Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung 
Jawab Dengan PBF 

3 (tiga) tahun, terhitung 
mulai tanggal 01 September 
2020 s/d 01 September 
2023 
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6.3 Perjanjian Penting Antara Perseroan dengan Pihak Afiliasi  

 
 
A. Sewa Menyewa 
 

67.  Akta Perjanjian Kerja antara Penanggung 
Jawab Teknis Alat-Alat Kesehatan 
Dengan Penyalur Alat Kesehatan (PAK)  
No. 02  tanggal 04 Desember 2021 yang 
dibuat dihadapan Armansyah, S.H., 
Notaris di Kota Manado 

Thesya Monica Manarisip 
sebagai Pihak Pertama 
dan Budi Martin 
Panggabean, S.Kom 
sebagai Pihak Kedua 

Kerjasama antara 
Penanggung Jawab 
Teknis Alat-Alat 
Kesehatan Dengan PAK 

3 (tiga) tahun mulai dari 
tanggal 27 September 2021 
s/d 27 September 2024 

68.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung Jawab Dengan 
Perseroan  No. 04  tanggal 30 November 
2018 yang dibuat dihadapan Karel L. 
Butarbutar, S.H., Notaris di Kota Manado 

Andrio Rainhard Kumayas 
sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Kerjasama antara 
Apoteker Penanggung 
Jawab Dengan Perseroan   

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

69.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Perseroan Dengan Apoteker Penanggung 
Jawab No. 9 tanggal 10 Februari 2021 
yang dibuat dihadapan Ratnawati 
Moeljono, S.H., Notaris di DKI Jakarta 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Lia Raini 
sebagai Pihak Kedua 

Kerjasama antara 
Perseroan Dengan APJ 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

70.  Akta Perjanjian Kerjasama antara 
Perseroan Dengan Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis Farmasi No. 72 tanggal 30 
September 2011 yang dibuat dihadapan 
Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di DKI 
Jakarta 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Sri Nuryanti 
sebagai Pihak Kedua 

Kerjasama antara 
Perseroan Dengan 
Apoteker Penanggung 
Jawab Teknis Farmasi 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

71.  Akta Perjanjian Kerja Apoteker No. 11 
tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat 
dihadapan Rina Marlina, S.H., Notaris di 
Kota Tasikmalaya 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Tn Rizki 
Faturohmat Indra 
Gunawan sebagai Pihak 
Kedua 

Perjanjian Kerja Apoteker 
Penanggung Jawab 
Pedagang Besar 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

72.  Akta Perjanjian Kerja Apoteker No. 07 
tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat 
dihadapan Rina Marlina, S.H., Notaris di 
Kota Tasikmalaya 

Perseroan sebagai Pihak 
Pertama dan Nn. Ulafah 
Fauziah sebagai Pihak 
Kedua 

Perjanjian Kerja Apoteker 
Penanggung Jawab 
Teknis (APJ Teknis PAK) 

Berlaku selama tidak 
diakhiri berdasarkan 
kesepakatan kedua belah 
Pihak 

No Perjanjian Nilai Perjanjian Objek 
Tanggung 

Jawab para 
Pihak 

Jangka Waktu 

1 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 
Maret 2022 yang dibuat dibawah 
tangan bermaterai cukup, oleh dan 
antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan  

Rp4.166.666.667,- 
(satu miliar lima 
ratus juta Rupiah) 
untuk jangka waktu 
5 (lima) tahun. 

Tanah dan 
Bangunan yang 
terletak di Jl.Kedoya 
Raya, RT/RW 
002/007, Kel. 
Kedoya Utara, Kec. 
Kebon Jeruk, 
Jakarta Barat, DKI 
Jakarta 

Tanggung Jawab 
Pihak Pertama yaitu 
menjamin Pihak 
Kedua dapat 
menggunakan 
Tanah dan 
Bangunan tersebut. 
Tanggung Jawab 
Pihak Kedua yaitu 
untuk merawat dan 
memelihara tanah 
dan bangunan 
tersebut. 

Berlaku sampai 
dengan 20 Agustus 
2027. 

2 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 02 
September 2019 yang dibuat 
dibawah tangan bermaterai cukup, 
oleh dan antara PT Bina Cipta 
Angkasa Jaya sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua 

Rp750.000.000,- 
(tujuh ratus lima 
puluh juta Rupiah) 
untuk jangka waktu 
5 (lima) tahun 

Tanah dan 
Bangunan yang 
terletak di Jl.Rokan 
No.36, RT/RW 
001/002, Kel. 
Tanjung Rhu, 
Kec.Lima Puluh, 
Pekanbaru, 
Kepulauan Riau 

Tanggung Jawab 
Pihak Pertama yaitu 
menjamin Pihak 
Kedua dapat 
menggunakan 
Tanah dan 
Bangunan tersebut. 
Tanggung Jawab 
Pihak Kedua yaitu 
untuk merawat dan 
memelihara tanah 
dan bangunan 
tersebut. 

Berlaku sampai 
dengan 31 Agustus 
2024 

3 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 
Juli 2021  yang dibuat dibawah 
tangan bermaterai cukup, oleh dan 
antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan 

Rp900.000.000,- 
(sembilan ratus juta 
Rupiah) untuk 
jangka waktu 3 (tiga) 
tahun. 

Tanah dan 
Bangunan yang 
terletak di Jl. Wolter 
Monginsidi 999, 
RT/RW 004/001, Kel 
Bangetayu Kulon, 
Kec. Genuk, Kota 
Semarang, Jawa 
Tengah. 

Tanggung Jawab 
Pihak Pertama yaitu 
menjamin Pihak 
Kedua dapat 
menggunakan 
Tanah dan 
Bangunan tersebut. 
Tanggung Jawab 
Pihak Kedua yaitu 

Berlaku sampai 
dengan 31 Agustus 
2024. 
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7. Keterangan Mengenai Aset Perseroan 
 

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki dan/atau menguasai dengan sah harta 
kekayaan, dengan rincian sebagai berikut: 

 
A. Tanah dan Bangunan 

 
1. Tanah-Tanah Yang Dimiliki 

Perseroan secara sah memiliki harta kekayaan berupa tanah-tanah yang terdiri dari 1 (satu) bidang 
tanah, dengan rincian sebagai berikut:  

No. Jenis Bukti Hak, No. dan 
Tanggal 

Jangka Waktu 
Berakhir Letak Tanah / Bangunan Surat Ukur dan Luas 

Tanah Peruntukan 

1.  

Sertifikat Hak Guna 
Bangunan No.01890 tanggal 
09 April 2021 

08 Februari 
2041 

Terletak di Kelurahan 
Karang Asam Ulu, 
Kecamatan Sungai 
Kunjang, Kota Samarinda, 
Kalimantan Timur 

Surat Ukur 
No.02861/KAU/2021 
tanggal 11 Februari 
2021 

Luas: 523 m2 (lima ratus 
dua puluh tiga meter 
persegi) 

Belum ada 
peruntukkan 

 
 

2. Tanah dan Bangunan Yang Dimiliki  

Perseroan secara sah memiliki harta kekayaan berupa tanah-tanah yang terdiri dari 1 (satu) bidang 
tanah dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:  

No. Jenis Bukti Hak, No. dan 
Tanggal 

Jangka Waktu 
Berakhir Letak Tanah / Bangunan Surat Ukur dan 

Luas Tanah Peruntukan 

  1. 

Sertifikat Hak Guna 
Bangunan No.00034 

Tanggal 17 Desember 1994 

15 Desember 
2034 

Terletak di Kelurahan Berbek, 
Kecamatan Waru, Kabupaten 
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.  

Gambar Situasi 
Nomor 8225/1994 
tanggal 8 
Desember 1994 

Kantor Cabang 
Perseroan 

untuk merawat dan 
memelihara tanah 
dan bangunan 
tersebut. 

4 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 
Juli 2021, yang dibuat dibawah 
tangan bermeterai cukup oleh dan 
antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan 

Rp420.000.000,- 
(empat ratus dua 
puluh juta Rupiah) 
untuk jangka waktu 
3 (tiga) tahun. 

Tanah dan 
Bangunan di 
Jl.Tentara Pelajar 
No.95 Tanjung Sari, 
RT/RW 04/03, Desa 
Ngesrep, Kec. 
Ngemplak, Kab. 
Boyolali, Jawa 
Tengah 

Tanggung Jawab 
Pihak Pertama yaitu 
menjamin Pihak 
Kedua dapat 
menggunakan 
Tanah dan 
Bangunan tersebut. 
Tanggung Jawab 
Pihak Kedua yaitu 
untuk merawat dan 
memelihara tanah 
dan bangunan 
tersebut. 

Berlaku sampai 
dengan 30 
September 2024. 

5 Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 
Juli 2021, yang dibuat dibawah 
tangan bermeterai cukup oleh dan 
antara PT Bina Cipta Angkasa Jaya 
sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan 

Rp300.000.000,- 
(tiga ratus juta 
Rupiah) untuk 
jangka waktu. 

Tanah dan 
Bangunan di Jl. 
Banda Seraya 
No.59, Kel.Pagutan, 
Kec. Ampenan, 
Lombok Barat, Nusa 
Tenggara Barat. 

Tanggung Jawab 
Pihak Pertama yaitu 
menjamin Pihak 
Kedua dapat 
menggunakan 
Tanah dan 
Bangunan tersebut. 
Tanggung jawab 
pihak kedua yaitu 
untuk merawat dan 
memelihara tanah 
dan bangunan 
tersebut. 

Berlaku sampai 
dengan 30 
September 2024. 
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3. Tanah dan Bangunan Yang Dikuasai 

Perseroan menguasai dengan sah atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan yang terdiri dari 33 (tiga 
puluh tiga) tanah dan bangunan, dengan rincian sebagai berikut: 

 
No. Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal Jangka Waktu 

Berakhir Letak Tanah / Bangunan Peruntukan 

1.  

Akta Perpanjangan Waktu Perjanjian Sewa 
No.70 tanggal 30 September 2021, yang 
dibuat dihadapan Salimah,S.H.,M.Kn., 
Notaris di Banda Aceh, oleh dan antara 
Kasmin Hasan sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

01 Januari 2023. 2 (dua) unit bangunan Ruko 
berlantai 2 (dua) terletak di 
Jl. AMD/ Manunggal No.14 
B-C Batoh, Kec. Lueng 
Bata, Kota Banda Aceh. 

Kantor Cabang Perseroan 

2.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.03 
tanggal 11 Oktober 2021, yang dibuat 
dihadapan Rosmaladewi,S.H., Notaris di 
Bandar Lampung, oleh dan antara Julianus 
Firman Damanik sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

01 Oktober 2024. Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl.Pagar Alam 
No.77, Kedaton, Kota 
Bandar Lampung. 

Kantor Cabang Perseroan 

3.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.06 
tanggal 14 September 2021, yang dibuat 
dihadapan Rita Maria Marsiti 
Simanungkalit,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota 
Batam, oleh dan antara Ombur Rajagukguk 
sebagai Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

31 Mei 2023. Bangunan Ruko yang 
terletak di Komplek 
Pertokoan Tri Nusajaya Blok 
D No.20, Kel.Teluk Kering, 
Kec. Nongsa, Batam, 
Kepulauan Riau. 

Kantor Cabang Perseroan 

4.  

Akta Perpanjangan dan Perubahan 
Perjanjian Sewa Menyewa No.15 tanggal 28 
Juli 2021, yang dibuat dihadapan Muhammad 
Syahriza Sabirin,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota 
Jambi, oleh dan antara Yahya Hasan yang 
mewakili Eko Gemika, Uly Sartika, dan 
Musawir Riska berdasarkan Surat Kuasa 
Khusus No. 72/P/2020 tanggal 10 Juli 2020 
sebagai Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

10 Juli 2023. 3 (tiga) unit bangunan Ruko 
yang terletak di Jl.Hasyim 
Ashari No.7-8 (Lorong Bukit 
Bulan), Kel. Rajawali, Kec. 
Jambi Timur, Kota Jambi, 
Provinsi Jambi. 

Kantor Cabang Perseroan 

5.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.23 tnggal 
28 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Harti 
Virgo Putri,.S.H., Notaris di Padang, oleh dan 
antara Kasmiarni Kamener sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan sebagai Pihak 
Kedua. 

16 Oktober 2026. Jl. Mahakam No.17, 
Padang, Padang Barat, 
Kota Padang, Sumatera 
Barat. 

Kantor Cabang Perseroan 

6.  

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 02 
September 2019 yang dibuat dibawah tangan 
dengan bermeterai cukup, oleh dan antara 
No. Bina Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan sebagai Pihak 
Kedua. 

31 Agustus 2024. Jl.Rokan No.36, RT/RW 
001/002, Kel. Tanjung Rhu, 
Kec.Lima Puluh, 
Pekanbaru, Kepulauan 
Riau. 

Kantor Cabang Perseroan 

7.  

Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa 
Menyewa No.01 tanggal 08 No. 2021, yang 
dibuat dihadapan Bayu Sugara,S.H.,M.Kn., 
Notaris di Palembang, oleh dan antara Can 
Wanadi sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

01 No. 2023. Jl. Letnan Hadin No.1867, 
Kel. 20 Ilir III, Kec. Ilir Timur 
I, Kota Palembang, 
Sumatera Selatan. 

Kantor Cabang Perseroan 

8.  

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 
2020, Perjanjian telah dilegislasi  dengan 
No.148/PDPSDBT/SP/VII/2020 (R3) 
dihadapan Rustamaji Purnomo,S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kota Medan, oleh dan antara Amin 
Rusli, Budi Siswoyo (diwakili oleh Amin Rusli 
selaku wali Ayah), Edhi Rusli dan Arif 
Bandana Rusli sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

12 Juni 2023. 3 (tiga) buah bangunan 
Ruko yang terletak di Jl. 
Kapten Muslim Kompleks 
Mega Com Center Blok B 
No.25, 26 dan 27 Kota 
Medan. 

Kantor Cabang Perseroan 
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No. Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal Jangka Waktu 
Berakhir Letak Tanah / Bangunan Peruntukan 

9.  

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Maret 
2022, yang dibuat dibawah tangan dengan 
bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bina 
Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

20 Agustus 2027. Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Jl.Kedoya Raya, 
RT/RW 002/007, Kel. 
Kedoya Utara, Kec. Kebon 
Jeruk, No. Barat, DKI 
Jakarta. 

Kantor Cabang Perseroan 

10.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.05 
tanggal 21 April 2022, yang dibuat dihadapan 
Henry Santoso, S.H.,Notaris di Kota 
Tangerang Selatan, oleh dan antara 
Gunawan Chandra sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

20 April 2025. 
 
 
 
 

Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari 
No.79 A, Kav 8A, Kel. 
Buaran Indah, Kec. 
Tangerang, Kota 
Tangerang, Banten. 

Kantor Cabang Perseroan 

11.  

Akta Sewa Menyewa No.8 tanggal 19 
September 2022, yang dibuat dihadapan 
Ratnawati Moeljono,S.H., Notaris di Jakarta, 
yang dibuat oleh Anton Wijaya sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan sebagai Pihak Kedua 

31 Juli 2025 Jl. Raya Bekasi, KM 17, 
RT/RW 004/003, Kel. 
Jatinegara, Kec. Cakung, 
Jakarta Timur, DKI Jakarta 

Kantor Cabang Perseroan 

12.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.50 
tanggal 30 0ktober 2021, yang dibuat 
dihadapan Thomas Rudy Hartawan 
Widjojo,S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Bogor, 
oleh dan antara Jinna Padma, Ellen 
Christina yang diwakili oleh Jinna Padma 
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Juli 
2019, Budie Mulyono, dan Teddy Sutrisno 
sebagai Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

01 Maret 2024. Jl. Paledang No.11, Kel. 
Pledang, Bogor Tengah, 
Kota Bogor, Jawa Barat. 
 

Kantor Cabang Perseroan 

13.  

Perjanjian Sewa tanggal 28 September 2020, 
yang dibuat oleh dan antara Alex Lukman 
sebagai Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua, Perjanjian tersebut 
dilegislasi dengan No.92/LEG/IX/2020 pada 
tanggal 28 September 2020 dihadapan Tatan 
Sutanto Hermawanto,S.H.,M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Bandung Barat. 

06 November 2023. Jl.Blok Maleber, 
Kel.Maleber, Kec. Andir, 
Bandung, Jawa Barat. 

Kantor Cabang Perseroan 

14.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.58 
tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat dihadapan 
Harry Kristianto,S.H., Notaris di Kota 
Tasikmalaya, Oleh dan antara Dr.H.Apiep 
Suryaman,S.E.,MM., sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

26 Mei 2023 Jl. Ampera No.39, Kel. 
Panglayungan, Kec. 
Cipedes, Kota Tasikmalaya, 
Jawa Barat. 
 
 
 

Kantor Cabang Perseroan 

15.  

Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa 
Menyewa No.110 tanggal 16 Juli 2019, yang 
dibuat dihadapan Tuti Andriani,S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kuningan, oleh dan antara Suherna 
sebagai Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

01 Mei 2024 Jl. Angkasa No.3 
Kel.Harjamukti,  Kec. 
Harjamukti, Kota Cirebon, 
Jawa Barat. 

Kantor Cabang Perseroan 

16.  

Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.16 
tanggal 24 Desember 2021, yang dibuat 
dihadapan Carolina Anggraini,S.H., Notaris di 
Kab. Kuburaya, oleh dan antara Franciscus 
Masoen sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

08 November 2024 Jl. Budi Karya Komplek Villa 
Gama Blok B No.9 dan 
No.10, Benua Melayu, 
Pontianak, Kalimantan 
Barat. 

Kantor Cabang Perseroan 

17.  

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 
2021 yang dibuat dibawah tangan dengan 
bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bina 
Cipta Angkasa Jaya sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

31 Agustus 2024 Jl. Wolter Monginsidi 999, 
RT/RW 004/001, Kel 
Bangetayu Kulon, Kec. 
Genuk, Kota Semarang, 
Jawa Tengah. 

Kantor Cabang Perseroan 

18.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.47 
tanggal 17 November 2021, yang dibuat 
dihadapan Abu Zairi,S.H., Notaris di 
Kabupaten Tegal, oleh dan antara Simon 
Oktorianto sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

01 Desember 2025. Tanah dan Bangunan yang 
terletak di Kelurahan 
Panggung, Kec. Tegal 
Timur, Kota Tegal, Jawa 
Tengah. 

Kantor Cabang Perseroan 

19.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.59 
tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat dihadapan 
Indrareni Gandadinata,S.H.,M.Kn, Notaris di 
Kabupaten Banyumas, oleh dan antara Felix 
Efendi yang dalam hal ini diwakili oleh Amalia 

30 Juni 2025. Bangunan Ruko di Desa 
Kembaran, Kecamatan 
Kembaran, Kabupaten 
Banyumas seluas 300m2 
(tiga ratus meter persegi) 

Kantor Cabang Perseroan 
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No. Jenis Bukti Hak, No. dan Tanggal Jangka Waktu 
Berakhir Letak Tanah / Bangunan Peruntukan 

berdasarkan Surat Kuasa Menyewakan yang 
dibuat dibawa tangah bermeterai cukup 
tanggal 30 Januari 2020 sebagai Pihak 
Pertama dan Perseroan sebagai Pihak 
Kedua. 

20.  

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 
2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai 
cukup oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa 
Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

30 September 2024 Jl.Tentara Pelajar No.95 
Tanjung Sari, RT/RW 04/03, 
Desa Ngesrep, Kec. 
Ngemplak, Kab. Boyolali, 
Jawa Tengah 

Kantor Cabang Perseroan 

21.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.108 
tanggal 17 Februari 2022, yang dibuat 
dihadapan Nindyawati Trias Putri,S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kabupaten Bantul, oleh dan antara 
Mutia Meinawaty sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

28 Februari 2025. Desa Bangunharjo, Kec. 
Sewon, Kabupaten Bantul, 
Daerah Istimewa No. 

Kantor Cabang Perseroan 

22.  

Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa 
No.5 tanggal 06 Januari 2020, yang dibuat 
dihadapan Linda Kenari,S.H.,M.H., Notaris di 
Banjarmasin, oleh dan antara Buntarto 
sebagai Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

02 Januari 2023. Jl. Sutoyo Siswomiharjo, 
Komplek Wildan No.9, 10 
dan 11, Kel. Telaga Biru, 
Kec. Banjarmasin Barat, 
Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan. 

Kantor Cabang Perseroan 

23.  

Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa 
Menyewa No. 317 tanggal 30 November 
2017, yang dibuat dihadapan Eric 
Basuki,S.Kom,.S.H.,M.Kn., Notaris di Kota 
Denpasar, oleh dan antara I Made Rupet 
sebagai Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

01 No. 2023 
 

Jl. Gatot Subroto II D No.9, 
Desa Dangin Puri Kaja, 
Denpasar Utara, Kota 
Denpasar, Bali. 

Kantor Cabang Perseroan 

24.  

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 16 Juli 
2021, yang dibuat dibawah tangan bermeterai 
cukup oleh dan antara PT Bina Cipta Angkasa 
Jaya sebagai Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

30 September 2024. Jl. Banda Seraya No.59, 
Kel.Pagutan, Kec. 
Ampenan, Lombok Barat, 
Nusa Tenggara Barat. 

Kantor Cabang Perseroan 

25.  

Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.154 
tanggal 4 April 2020, yang dibuat dihadapan 
Soebekti Ngardiman, S.H., Notaris di Kediri, 
oleh dan antara Wibisono Adi Saputro 
sebagai Pihak Kesatu dan Perseroan sebagai 
Pihak Kedua. 

1 Mei 2025. Jl. Dewi Sartika 8-10, Kel. 
Singonegaran, Kec. 
Pesantren, Kota Kediri, 
Jawa Timur 

Kantor Cabang Perseroan 

26.  

Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.3 
tanggal 7 September 2020, yang dibuat 
dihadapan Sigit Nur Rachman,S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kabupaten Malang, oleh dan antara 
Muchtar Subraery Mohammad Noor sebagai 
Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak 
Kedua. 

1 September 2023. Jl. Dewi Sartika 8-10, Kel. 
Singonegaran, 
Kec.Pesantren, Kota Kediri, 
Jawa Timur 

Kantor Cabang Perseroan 

27.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.130 yang 
dibuat dihadapan Achmad Shaleh,S.H., 
Notaris di Jember, oleh dan antara Elok Sri 
Utami sebagai Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

1 April 2025. Jl. Imam Bonjol No.6, 
Jember, Jawa Timur. 

Kantor Cabang Perseroan 

28.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.10 
tanggal 17  Desember 2021, yang dibuat 
dihadapan Fudrawanto Juanda,S.H., Notaris 
di Samarinda, oleh dan antara Oei Bie Lan 
sebagai Pihak Pertama dan Perseroan 
sebagai Pihak Kedua. 

30 Agustus 2023. Bangunan Rumah Kantor 
yang beralamat di Jl.K.H. 
Wahid Hasyim Gg, Assalam 
No.49, Kel. Sempaja, Kec. 
Samarinda Utara, 
Kalimantan Timur. 

Kantor Cabang Perseroan 

29.  

Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa 
Menyewa tanggal 09 Maret 2021, yang dibuat 
dibawah tangan bermeterai cukup, oleh dan 
antara Hiany Salim sebagai Pihak Pertama 
dan Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

29 Februari 2024. Jl. Badak No.64, Kel. 
Mamajang Luar, Kec. 
Mamajang, Kota Makassar, 
Sulawesi Selatan. 

Kantor Cabang Perseroan 

30.  

Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 08 Januari 
2021, yang dibuat dibawah tangan dengan 
bermeterai cukup dan telah dilegalisasi 
dengan No.02/L/I/2021 tanggal 8 Januari 
2021, oleh dan antara Zulkarnaen AT, 
Suryani Andi Tjella,SE, Nuryana Andi Tjella, 
Jufri Andi Tjella, Megawati A. Tjella sebagai 

01 April 2024. Jl. Maleo No.53. 
Kel.Tanamodindi, Kec. 
Mantikulore, Kota Palu, 
Sulawesi Tengah. 

Kantor Cabang Perseroan 
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Berakhir Letak Tanah / Bangunan Peruntukan 

Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak 
Kedua. 

31.  

Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa 
No.08 tanggal 25 Juli 2019, yang dibuat 
dihadapan Miftah Husabri Asbar,S.H.,M.Kn., 
Notaris di Kota Kendari, oleh dan antara Andi 
Rachman sebagai Pihak Pertama dan 
Perseroan sebagai Pihak Kedua. 

01 Maret 2024. Jl.Abunawas II Kelurahan 
Bende, Kecamatan Baruga, 
Kota Kendari, Provinsi 
Sulawesi Tenggara.  

Kantor Cabang Perseroan 

32.  

Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.01 
tanggal 01 Juli 2020, yang dibuat dihadapan 
Franciscus Xaverius Jerry James 
Kolondam,S.H., Notaris di Kota Manado, oleh 
dan antara Mieke Adrien Sendow sebagai 
Pihak Pertama dan Perseroan sebagai Pihak 
Kedua. 

31 Maret 2023. Jl Babe Palar No.44, Kel 
Wanea, Kec. Wanea, Kota 
Manado, Sulawesi Utara. 

Kantor Cabang Perseroan 

33.  

Akta Perjanjian Sewa-Menyewa No.20 
tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat 
dihadapan Alber Wilson Riwukore, S.H., 
Notaris di Kota Kupang, oleh dan antara Lay 
Po Tju & Lidwina sebagai Pihak yang 
Menyewakan dan Perseroan sebagai Pihak 
Penyewa. 

15 Maret 2025. Jl.Timor Raya, Kelurahan 
Oesapa, Kecamatan Kelapa 
Lima, Kota Kupang, Nusa 
Tenggara Timur. 

Kantor Cabang Perseroan 

 
B. Kendaraan Bermotor 

 
1. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki 

Perseroan memiliki dengan sah harta kekayaan berupa kendaraan bermotor yang terdiri dari 42 
(empat puluh dua) kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut: 

No. Jenis Kendaraan/Merek No. BPKB No. Polisi Tahun Kepemilikan 

1 Mobil Barang Daihatsu I-09398270 BL 8328 JH 2012 Perseroan 

2 Mobil Beban Daihatsu F-51900 Z 8768 HJ 2008 Perseroan 

3 Mobil Barang Mitsubishi 
L300 E 7851446 P 8816 RK 2007 Perseroan 

4 Mobil Barang Mitsubishi 
L300 E 758305 P 9152 GA 2007 Perseroan 

5 Mobil Barang Daihatsu F 3275725 AB 8773 HH 2008 Perseroan 

6 Mobil Barang Daihatsu F 4270932 B 9833 IS 2008 Perseroan 

7 Mobil Barang Daihatsu F 7380000 B 9411 IB 2008 Perseroan 

8 Mobil Barang Mitsubishi 
L300 E 8459478 B 9816 IB 2007 Perseroan 

9 Mobil Barang Daihatsu F 4126420 AB 8827 HH 2008 Perseroan 

10 Mobil Van Suzuki D 7452745 DD 1428 QF 2005 Perseroan 

11 Sepeda Motor Honda N-00012850 DH 5429 HY 2016 Perseroan 

12 Mobil Penumpang Daihatsu F 6688543 DB 4212 AJ 2008 Perseroan 

13 Sepeda Motor Honda C 239084 DD 2823 ZG 2002 Perseroan 

14 Sepeda Motor Honda C 2389743 DD 2830 ZG 2002 Perseroan 

15 Mobil Barang Mitsubishi 
L300 F2646427 DD 8695 AW 2008 Perseroan 

16 Mobil Beban Daihatsu F 3773607 DK 8236 AT 2008 Perseroan 

17 Sepeda Motor Honda G 1792304 BA 5736 A 2009 Perseroan 
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No. Jenis Kendaraan/Merek No. BPKB No. Polisi Tahun Kepemilikan 

18 Sepeda Motor Honda G 1792326 BA 5774 A 2009 Perseroan 

19 Mobil Barang Mitsubishi 
L300 F 6812616 BA 8804 AJ 2008 Perseroan 

20 Sepeda Motor Honda G 1805356 BM 6403 JQ 2009 Perseroan 

21 Sepeda Motor Honda G 1805355 BM 6404 JQ 2009 Perseroan 

22 Mobil Barang Daihatsu F 4724276 BM 8039 TD 2008 Perseroan 

23 Mobil Barang Mitsubishi 
L300 E 7514248 BM 9929 TA 2007 Perseroan 

24 Sepeda Motor Honda M-10795509 BG 2408 ABQ 2017 Perseroan 

25 Sepeda Motor Honda G 1842551 BG 2870 RS 2009 Perseroan 

26 Sepeda Motor Honda G 1842541 BG 2871 RS 2010 Perseroan 

27 Mobil Barang Daihatsu F 6846846 BG 9353 MC 2009 Perseroan 

28 Sepeda Motor Vespa 
P150EX A 3830920 DD 5421 D 1996 Perseroan 

29 Mobil Barang Mitsubishi 
L300 D 4145039 KB 8936 HC 2005 Perseroan 

30 Mobil Barang Mitsubishi 
L300 E 6622756 H 1626 ZS 2007 Perseroan 

31 Mobil Barang Mitsubishi 
L300 I-09514107 R 1740 JS 2011 Perseroan 

32 Mobil Beban Suzuki E 8052315 DK 9610 A 2007 Perseroan 

33 Mobil Barang Mitsubishi Colt 
Diesel I-09514111 W 8926 PB 2012 Perseroan 

34 Mobil Barang Mitsubishi 
L300 D 8327442 W 9842 P 2005 Perseroan 

35 Sepeda Motor Honda C 2909580 AD 5042 NP 2002 Perseroan 

36 Sepeda Motor Honda C 5260647 B 3904 RA 2003 Perseroan 

37 Mobil Beban Daihatsu F 5839401 KT 8619 MA 2008 Perseroan 

38 Mobil Barang Daihatsu E 8459478 B 9816 IB 2012 Perseroan 

39 Mobil Barang Mitsubishi 
L300 E 6622757 H 1619 ZS 2007 Perseroan 

40 Sepeda Motor Honda J-06842894 B 3178 BSP 2013 Perseroan 

41 Sepeda Motor Honda J-06842746 B 3272 BSP 2013 Perseroan 

42 Sepeda Motor Honda J-06851252 B 3347 BSP 2013 Perseroan 

 
 
8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan 

Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 
 

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Individu Perseroan: 
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Bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran No. 12 tanggal 
14 September 2022 (Akta 12/2022) yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta 
Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, 
serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291367 
tanggal 15 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-
0054977 tanggal 15 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0182028.AHU.01.11.Tahun 2022, menetapkan Tuan Hermanto Tanoko sebagai Pengendali 
Perseroan. 

PT Sariguna Primatirta Tbk., PT Avian Tbk., dan PT Jaya Sentosa Makmur Tbk. merupakan kelompok 
usaha Perseroan yang kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki secara langsung dan tidak langsung 
oleh PT Tancorp Global Sentosa. 

 
9. Keterangan  Tentang  Pengendalian  Dan  Pemegang  Saham  Perseroan  Berbentuk  Badan 

Hukum  
 

A. PT TANCORP MEGA BUANA ("TMB")  

Umum 

Berdasarkan Akta Pendirian No. 29 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Happy Herawati 
Chandra, S.H., Notaris di Sidoarjo, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0029285.AH.01.01. 
TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0082548.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022. 

Sampai dengan penyusunan prospektus ini, anggaran dasar TMB tidak mengalami perubahan. 

TMB berdomisili di Ruko Central Square B-1, Jl. A. Yani No. 41-43, Kelurahan Gedangan, Kecamatan 
Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.  

Maksud dan Tujuan PT TMB 

Sesuai Akta Pendirian No. 29 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Happy Herawati Chandra, 
S.H., Notaris di Sidoarjo, akta Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-
0029285.AH.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
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No. AHU-0082548.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022, maksud dan tujuan TMB adalah 
Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun. 

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar TMB adalah Aktivitas Perusahaan Holding , adapun 
kegiatan usaha yang telah berjalan saat ini adalah sesuai dengan Anggaran Dasar TMB yaitu Aktivitas 
Perusahaan Holding. 

Susunan Pengurus 

sesuai dengan Akta Pendirian No. 29 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Happy Herawati 
Chandra, S.H., Notaris di Sidoarjo, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0029285.AH.01.01. 
TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0082548.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022, susunan anggota Direksi dan Komisaris TMP 
adalah sebagai berikut: 

DIREKSI 

Direktur Utama : Belinda Natalia 
Direktur  : Budi Agusti 

 
DEWAN KOMISARIS 

Komisaris : Hermanto Tanoko 

Struktur Permodalan 

Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini sesuai dengan Akta Pendirian No. 29 
tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Happy Herawati Chandra, S.H., Notaris di Sidoarjo, akta 
tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0029285.AH.01.01. TAHUN 2022 tanggal 26 April 
2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082548.01.01. TAHUN 2022 tanggal 
26 April 2022, struktur permodalan TMP adalah sebagai berikut: 

Modal Dasar                         :  Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) 
yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham 
dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar 
Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). 

Modal Disetor                       : Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) 
yang terbagi atas 150.000 (seratus lima puluh ribu) saham 
dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar 
Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). 

Susunan Pemegang Saham 

sesuai Akta Pendirian No.29 tanggal 22 April 2022 yang dibuat dihadapan Happy Herawati Chandra, 
S.H., Notaris di Sidoarjo, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0029285.AH.01.01. TAHUN 
2022 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0082548.01.01. 
TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022, susunan pemegang saham TMB adalah sebagai berikut: 
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Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Nilai Nominal Saham 
(Rp1.000.000,-) 

Persentase 
(%) 

PT Tancorp Global Abadi 149.999 149.999.000.000,- 99,99 
PT Bemeroca Uniti Abadi Harmoni 1 1.000.000,- 0,01 
Total 150.000 150.000.000.000,- 100 

  
B. PT MARAMAKMUR SELARAS ("MS") 

Umum 

Berdasarkan Akta Pendirian No.119 tanggal 12 Desember 1989 yang dibuat dihadapan Lieke 
Lianadevi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. C2-4923.HT.01.01.TH.1991 tanggal 19 
September 1991 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.12 dan 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.588 tanggal 11 Februari 1992. 

MS melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Pemegang Saham No.03 yang dibuat dihadapan Fanny Suherman, S.H., Notaris di Jakarta, akta 
tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
sesuai dengan Keputusan No.AHU-010283.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal  tanggal 09 Desember 
2019, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai 
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0370282 
tanggal 09 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-
0237490.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 19 Desember 2019, dimana para pemegang saham 
menyetujui hal-hal sebagai berikut: 

1) Mengesahkan segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh Direksi 
dan Dewan Komisaris Perseroan terhadap jalannya Perseroan, terhitung sejak 05 Agustus 2019 
sampai dengan tanggal efektifnya Keputusan Pemegang Saham, sepanjang tindakan-tindakan 
yang dilakukan sesuai/tidak menyimpang dari Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tindakan-
tindakan tersebut adalah sah. 

Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, terhitung sejak efektifnya 
keputusan ini dengan susunan sebagai berikut: 

DIREKSI 

Direktur Utama : Nobertus Rahardjo Muljono 

Direktur   : Lukas Rahardjo 

DEWAN KOMISARIS 

Komisaris Utama : Yvon Tjandrawati 

Komisaris  : Ratnawati Muljono Bintoro 

2) Menyetujui mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan 
serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 
Indonesia (KBLI) 2017. 

MS berdomisili di Jl.Teluk Betung No.42, Desa/Kelurahan Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota 
Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta  
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Maksud dan Tujuan 

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.03 yang dibuat dihadapan Fanny 
Suherman, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-
010283.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal  tanggal 09 Desember 2019, telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0370282 tanggal 09 Desember 2019 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0237490.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 19 
Desember 2019, maksud dan tujuan MS adalah bergerak dibidang Aktivitas Profesional ilmiah dan 
teknis dan bergerak dibidang Real Estate. 

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar MS adalah Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau 
kontrak dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya, adapun kegiatan usaha yang telah berjalan saat 
ini adalah sesuai dengan Anggaran Dasar MS yaitu Real estate atas dasar balas jasa (fee) atau 
kontrak dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. 

Susunan Pengurus 

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.03 yang dibuat dihadapan Fanny 
Suherman, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-
010283.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal  tanggal 09 Desember 2019, telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0370282 tanggal 09 Desember 2019 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0237490.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 19 
Desember 2019, susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut: 

DIREKSI 

Direktur Utama  : Nobertus Rahardjo Muljono 
Direktur   : Lukas Rahardjo 
 

DEWAN KOMISARIS 

Komisaris Utama : Yvon Tjandrawati 
Komisaris  : Ratnawati Muljono Bintoro 
 

Struktur Permodalan 

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.41 tanggal 24 Februari 2009 yang dibuat 
dihadapan Franciscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah 
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai 
dengan Keputusan No.AHU-44110.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 08 September 2009 dan telah 
didaftarkan dalam daftar Perseroan No.AHU-0058963.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 08 September 
2009, struktur permodalan MS adalah sebagai berikut: 

Modal Dasar                         :  Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 
5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal masing-
masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). 
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Modal Disetor                       : Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang terbagi atas 
5.000 (lima ribu) saham dengan nilai nominal masing-
masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). 

Susunan Pemegang Saham 

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.41 tanggal 24 Februari 2009 yang dibuat dihadapan 
Franciscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan 
Keputusan No.AHU-44110.AH.01.02.Tahun 2009, tanggal 08 September 2009 dan telah didaftarkan 
dalam daftar Perseroan No.AHU-0058963.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 08 September 2009, 
susunan pemegang saham MS adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal Saham 
(Rp1.000.000,-) 

Persentase 
(%) 

Nobertus Rahardjo Muljono 4.200 4.200.000.000,- 84,00 
Ratnawati Muljono Bintoro 400 400.000.000,- 8,00 
Yvon Tjandrawati 400 400.000.000,- 8,00 
Total 5.000 5.000.000.000,- 100 

 
C. PT MULTI PIDOTAMA MANDIRI ("MPM") 

Umum 

Berdasarkan Akta Pendirian No.1 tanggal 1 November 2006 yang dibuat dihadapan Ratnawati 
Moeljono, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.W7-00190HT.01.01.TH 
2007 tanggal 08 Januari 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.0900.1.511.3228   
tanggal 07 Maret 2007. 

MPM melakukan perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan 
Sirkuler Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.13 tanggal 17 Maret 2022 yang 
dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh 
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan 
Keputusan No.AHU-0019379.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 Maret 2022 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No.AHU-0053345.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Maret 2022. 

MPM berdomisili di Jalan Kedoya Raya No. 33, Desa/Kelurahan Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, 
Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. 

Maksud dan Tujuan 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang 
Saham No.13 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ratnawati Moeljono, S.H., Notaris di 
Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No.AHU-0019379.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 18 
Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0053345.AH.01.11.TAHUN 2022 
tanggal 18 Maret 2022, maksud dan tujuan MPM adalah bergerak dibidang kegiatan usaha dengan 
No.KBLI sebagai berikut: 

1. 41011 – Konstruksi gedung hunian; 
2. 41012 – Konstruksi gedung perkantoran; 
3. 41014 – Konstruksi gedung perbelanjaan; 
4. 41017 –  Konstruksi gedung penginapan; 
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5. 46100 – Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; 
6. 46491 – Angkutan Sewa; 
7. 68111 – Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; 
8. 64200 – Aktivitas perusahaan holding; 
9. 64961 –  Perusahaan modal ventura konvensional;dan 
10. 77100 –  Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan 

sejenisnya  

Kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar MPM adalah Aktivtitas Perusahaan Holding dan 
Perusahaan Modal Ventura Konvensional, adapun kegiatan usaha yang telah berjalan saat ini adalah 
sesuai dengan Anggaran Dasar MPM yaitu Aktivtitas Perusahaan Holding dan Perusahaan Modal 
Ventura Konvensional. 
 
Susunan Pengurus 

 
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.02 tanggal 17 April 2020 yang 
dibuat oleh Yohannes Irson Purba,S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta mana telah 
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0200550 tanggal 27 April 2020 dan 
telah didaftarkan didalam Daftar Perseroan No.AHU-0073878.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 27 April 
2020, susunan anggota Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut: 
DIREKSI 
Direktur Utama  : Robertus Hartono Moeljono 
Direktur   : Diana Hartono 
 
DEWAN KOMISARIS 
Komisaris  : Albertus Tjondro Muljono 

 
Struktur Permodalan 
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 08 tanggal 04 September 2014 
yang dibuat dihadapan Yohanes Irson Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta tersebut 
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai 
dengan Keputusan No. AHU-08078.40.20.2014 tanggal 17 September 2014, telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-30331.40.22.2014 tanggal 17 September 2014 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.AHU-0094808.40.80.2014 tanggal 17 September 
2014, struktur permodalan MPM adalah sebagai berikut: 

Modal Dasar                         :  Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi 
atas 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta 
Rupiah). 

Modal Disetor                       : Rp11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah) yang terbagi 
atas 11.000 (sebelas ribu) saham dengan nilai nominal 
masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta 
Rupiah). 

Susunan Pemegang Saham 

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 08 tanggal 04 September 2014 yang 
dibuat dihadapan Yohanes Irson Purba, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan, akta tersebut telah 
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai 
dengan Keputusan No. AHU-08078.40.20.2014 tanggal 17 September 2014, telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan 
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Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-30331.40.22.2014 tanggal 17 September 2014 
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.AHU-0094808.40.80.2014 tanggal 17 September 
2014, susunan pemegang saham MPM adalah sebagai berikut: 

Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal Saham 
(Rp1.000.000,-) 

Persentase 
(%) 

Albertus Tjondro Muljono 8.250 8.250.000.000 75,00 
Diana Hartono 1.750 1.750.000.000 15,91 
Robertus Hartono 1.000 1.000.000.000 9,09 
Total 11.000 11.000.000.000 100 

  
10. Pengurus Dan Pengawasan Perseroan 

 
Berdasarkan Akta Perseroan No. 12/2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah 
sebagai berikut:  
 
Direksi  

Direktur Utama : Sukismo 
Direktur  : Franxiscus Afat Adinata Nursalim 
Direktur  : Melisa Patricia  

 
Dewan Komisaris  

Komisaris Utama  : Hermanto Tanoko 
Komisaris 
Komisaris Independen 

: 
:   

Nobertus Rahardjo Muljono  
Drs. Mohammad Raylan, MM  

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan 
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 
(lima) tahun. 
 
Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
Perseroan: 

DEWAN KOMISARIS 

 
Komisaris Utama 
 
Hermanto Tanoko 
 
Warga Negara Indonesia, 60 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di 
IBMT School of Management, Surabaya dengan gelar Magister Management 
pada tahun 2001. 
 
berikut adalah riwayat pekerjaan beliau: 
 

No. Pekerjaan/Jabatan Masa Kerja 
1 Direktur Utama, PT Tirtakencana Tatawarna 2000-sekarang 

2 Komisaris Utama, PT Jaya Sukses Makmur 
Sentosa Tbk, Sidoarjo 

2003-sekarang 

3 Direktur Utama, PT Tancorp Global Sentosa, 
Sidoarjo 

2010-sekarang 

4 Komisaris Utama, PT Avia Avian Pipa, Gresik 2014-sekarang 

5 Komisaris Utama, PT Sariguna Primatirta Tbk, 
Sidoarjo 

2017-sekarang 

6 Komisaris Utama, PT Avia Avian Tbk, Sidoarjo 2021-sekarang 
7 Komisaris Utama, PT Penta Valent, Jakarta Barat 2022-sekarang 

 



 

92 
 

 
 
 

 
Komisaris 
	
Nobertus Rahardjo Muljono 
 
Warga Negara Indonesia, 69 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di 
Akademi Bahasa Asing (ABA), Bandung pada tahun 1974. 
 
berikut adalah riwayat pekerjaan beliau: 
 

No. Pekerjaan/Jabatan Masa Kerja 
1 Wakil Direktur, CV Geoteknik, Bandung 1974 – 1977 

2 General Manager Pemasaran dan Operasional, 
PT Wiratman & Associates, Jakarta 

1977 – 1982 

 
Dan sejak 1982 sampai dengan 2022 beliau merintis berbagai perusahaan 
sebagai berikut 
 

No. Pekerjaan/Jabatan Masa Kerja 

1 Komisaris dan Pemegang saham, PT. Kajima 
Indonesia, Jakarta 

1989 

2 Komisaris Utama dan pemilik, PT Maris Utama 
Enterprise, Jakarta 

1990 

3 Komisaris Utama dan Pemegang saham, PT Airmas 
Asri, Jakarta 

1987 

4 Komisaris Utama dan Pemegang saham, PT Lingga 
Hamparan Krida, Jakarta 

1990 

5 Komisaris Utama, dan Pemegang saham PT Multi 
Eraguna Usaha, Jakarta 

1989 

6 Komisaris Utama dan Pemegang saham, PT 
Wahanagriya Aneka Pesona, Jakarta 

1990 

7 Pemegang Saham, PT Suryamas Centra Perkasa, 
Jakarta 

2003 

8 Komisaris dan Pemegang saham, PT Penta Valent, 
Jakarta 

1992 

9 Komisaris, PT Prima Sarana Gemilang 2010 
 

 
 
 

Komisaris Independen  
 
Drs. Mohammad Raylan, MM 
 
Warga Negara Indonesia, 65 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di 
Universitas Krisnadwipayana dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1985 
dan di Universitas Satyagama, Jakarta dengan gelar Magister Manajemen pada 
tahun 2006. 
 
berikut adalah riwayat pekerjaan beliau: 
 

No. Pekerjaan/Jabatan Masa Kerja 

1 

Bapepam-LK, Ka. Bagian Pemantauan 
Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan, Biro 
Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, 
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan. 

2008 - 2012 

2 OJK, Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan 
Sektor Jasa, Dept. Pengawasan Pasar Modal 2B. 2016 – 2017 

3 Komisaris Independen, PT Jaya Sukses Makmur 
Sentosa Tbk 2018 – sekarang 
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4 Komisaris Independen, PT Surya Fajar Sekuritas 2018 – sekarang 

5 Komite Audit, PT Garuda Food Putra Putri Jaya 
Tbk 2018 – sekarang 

6 Komisaris PT Kelola Mina Laut Tbk 2018 – 2019 
7 Komisaris Independen, PT Surya Fajar Sekuritas 2018 – sekarang 

8 Komisaris Independen, PT Wilton Makmur 
Indonesia (PT Renuka Coalindo Tbk) 2018 – sekarang 

 
 

DIREKSI 

 
 Direktur Utama 

 
Sukismo 
 
Warga Negara Indonesia, 68 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di 
Universitas Prasetya Mulya dengan gelar Magister Business Administration 
(Finance Module pada tahun 1986) dan (Marketing Module pada tahun 1990)  
 
berikut adalah riwayat pekerjaan beliau: 
 

No. Pekerjaan/Jabatan Masa Kerja 

1 Direktur Operasional, PT NVPD Soedarpo 
Corporation Tbk 

1996 – 2003 

2 Direktur Utama, PT Millennium Pharmacon 
International Tbk 

2003 – 2008 

3 Direktur Operasional, PT Penta Valent 2009 – 2016 
4 Wakil Direktur Utama, PT Penta Valent 2016 – 2017 
5 Direktur Utama, PT Penta Valent, Jakarta Barat 2017 - sekarang 

 

 

 
Direktur  
 
Franxiscus Afat Adinata Nursalim 
 
Warga Negara Indonesia, 52 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di 
Universitas Widya Mandala, Surabaya dengan gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 
1992 dan di STIE Nusantara, Jakarta dengan gelar Magister Ekonomi pada tahun 
1997. 
 
berikut adalah riwayat pekerjaan beliau: 
 

No. Pekerjaan/Jabatan Masa Kerja 

1 Direktur Utama, PT Sinar Niaga Sejahtera, 
Jakarta 

1998 – 2015 

2 Direktur Utama, PT Mega Perintis, Jakarta 2015 – 2022 
3 Komisaris Utama, PT Mega Perintis Tbk, Jakarta 2015 – sekarang 
4 Direktur, PT Penta Valent, Jakarta Barat 2022 – sekarang 
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Direktur  
 
Melisa Patricia 
 
Warga Negara Indonesia, 38 tahun, yang telah menyelesaikan Pendidikan di 
University Perth, Australia Barat dengan gelar Sarjana Sains dan Perdagangan 
pada tahun 2005. 
 
berikut adalah riwayat pekerjaan beliau: 
 

No. Pekerjaan/Jabatan Masa Kerja 

1 Direktur, PT Bemeroca Uniti Abadi Harmoni, 
Sidoarjo 

2012 - sekarang 

2 Wakil Presiden Direktur, PT Sariguna Primatirta 
Tbk, Sidoarjo 

2017 – sekarang 

3 Direktur Utama, PT Sentralsari Primasentosa, 
Sidoarjo 

2021 – sekarang 

4 Direktur, PT Penta Valent, Jakarta Barat 2022 – sekarang 
 

 
Terdapat hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris, dengan anggota Direksi, dimana 
Komisaris utama, Hermanto Tanoko, adalah orang tua dari Direktur, Melisa Patricia. 
 
Hubungan kekeluargaan antara pemegang saham dengan Perseroan adalah sebagai berikut: 
Nobertus Rahardjo Muljono selaku Komisaris Perseroan, merupakan Kakak dari Albertus Tjondro 
Muljono, dan Robertus Hartono, serta paman dari Diana Hartono.  
 
Albertus Tjondro Muljono, Robertus Hartono, dan Diana Hartono adalah pemegang saham individu 
dari pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum yaitu PT Multipidotama Mandiri. 
 
Hermanto Tanoko adalah orangtua dari Belinda Natalia, Robert Christian, dan Caroline Novilia, 
dimana ketiganya adalah pemegang saham individu di PT Bemeroca Uniti Abadi Harmoni, pemegang 
saham dari PT Tancorp Mega Buana selaku pemegang saham berbentuk badan hukum dari 
Perseroan. 
 
Melisa Tanoko adalah Saudara dari Belinda Natalia, Robert Christian, dan Caroline Novilia, dimana 
ketiganya adalah pemegang saham individu di PT Bemeroca Uniti Abadi Harmoni, pemegang saham 
dari PT Tancorp Mega Buana selaku pemegang saham berbentuk badan hukum dari Perseroan. 
 
Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara Hermanto Tanoko dengan para pemegang saham: 
Nobertus Rahardjo Muljono, Albertus Tjondro Muljono, Robertus Hartono, Diana Hartono, Yvon 
Tjandrawati, dan Ratnawati Muliono Bintoro. 
 
Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara Melisa Patricia dengan para pemegang saham: 
Nobertus Rahardjo Muljono, Albertus Tjondro Muljono, Robertus Hartono, Diana Hartono, Yvon 
Tjandrawati, dan Ratnawati Muliono Bintoro. 
 
Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi 
terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek. 
 
Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi, tidak terdapat hal yang 
dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan. 
 
Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi 
dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan 
penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.  
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Kompensasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi 
 
Komisaris Perseroan menerima kompensasi dalam bentuk gaji, bonus, dan tunjangan lain. Adapun 
berdasarkan Pasal 96 UUPT, besarnya gaji dan  tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan 
keputusan RUPS, atau dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan 
keputusan rapat Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 113 UUPT, gaji dan tunjangan 
yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS. 
 
Jumlah keseluruhan gaji atau kompensasi lain, bonus dan tunjangan lain, dan tunjangan-tunjangan 
dalam bentuk natura yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada komisaris dan direksi adalah sekitar 
Rp400 juta dan Rp500 juta, pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022. 
 

11. Sumber Daya Manusia 
 
Per 31 Juli 2022, Perseroan memiliki 980 karyawan tetap dan 217 karyawan tidak tetap. Berikut jumlah 
dan komposisi Karyawan Perseroan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 
 
Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan  

Status 31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

Tetap 980 984 1.023 1.096 
Tidak Tetap 217 208 56 120 
Jumlah 1.197 1.192 1.079 1.216 

 

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan  
 

Jabatan 31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

GM 3 2 2 2 
Manager 40 40 42 42 
Supervisor 122 123 119 116 
Senior staff 5 5 3 7 
Staff 664 664 695 755 
Non Staff 146 150 162 174 
Jumlah 980 984 1023 1096 

 
Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia 
 

Usia 31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

>55 Tahun 40 37 32 38 
44 - 55 Tahun 288 278 263 268 
31 - 45 Tahun 453 448 491 539 
s/d 30 Tahun 197 216 229 247 
< 21 Tahun 2 5 8 4 
Jumlah 980 984 1.023 1.096 

 

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Pendidikan 31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

S1 258 261 261 259 
Diploma 111 110 124 144 
SMA atau Sederajat 583 583 605 657 
< SMA 28 30 33 36 
Jumlah 980 984 1.023 1.096 
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Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Aktivitas Utama  

Aktivitas 31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

Kantor Cabang  891 895 933 995 
Kantor Pusat 89 89 90 101 
Jumlah 980 984 1.023 1.096 

 

Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Lokasi 

Lokasi 31 Juli 31 Desember 
2022 2021 2020 2019 

Kantor Pusat 89 89 90 101 
Medan 24 28 31 34 
Pekan Baru 19 20 22 23 
Padang 29 28 28 33 
B. Lampung 28 28 29 29 
Palembang 26 25 28 28 
Jambi 15 15 14 16 
B. Aceh 19 20 19 18 
Batam 18 17 18 19 
Jakarta 1 37 40 39 41 
Jakarta 2 53 49 48 54 
Bogor 27 28 27 31 
Bandung 46 45 42 50 
Cirebon 21 21 23 25 
Pontianak 25 24 25 28 
Tangerang 24 24 27 37 
Tasikmalaya 16 18 19 21 
Solo 28 30 33 37 
Semarang 49 50 50 57 
Yogyakarta 27 29 26 34 
Banjarmasin 39 40 42 43 
Denpasar 26 27 29 32 
Purwokerto 26 26 29 26 
Tegal 26 25 26 32 
Mataram 19 15 18 19 
Kupang 14 14 15 16 
Surabaya 36 35 43 42 
Malang 22 23 23 26 
Samarinda 22 22 24 21 
Makassar 30 31 31 29 
Manado 14 14 19 16 
Jember 25 24 26 21 
Palu 20 20 20 17 
Kendari 12 12 12 13 
Kediri 29 28 28 27 
Jumlah 980 984 1023 1096 

 
Kesejahteraan Karyawan  
 

Unit sumber daya manusia Perseroan mengelola kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. 
Perseroan dalam mengelola karyawan berdasarkan pada kepatuhan sesuai aturan ketenagakerjaan 
dengan sistem remunerasi berdasarkan struktur dan jabatan dalam organisasi sebagaimana diuraikan 
dalam peraturan perusahaan. Sedangkan, untuk karyawan kontrak dibayar sesuai dengan ketentuan 
upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah (Upah Minimum Regional). 
 
Program Pensiun dan Imbalan Kerja Jangka Panjang 
 

Perseroan memiliki fasilitas program pensiun bagi karyawan tetapnya yang dikelola oleh BPJS 
Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun Karyawan. Seluruh karyawan 
tetap Perseroan juga dilindungi oleh BPJS Kesehatan (dahulu Jamsostek) yang melibatkan kontribusi 
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baik dari pemberi kerja maupun masing-masing karyawan yang dihitung dari persentase gaji pokok 
karyawan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah di Indonesia.  
 
Perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan 
 
Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memilik perjanjian yang melibatkan antara 
karyawan dengan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, kecuali program ESA  
sebagaimana telah diungkapkan pada Prospektus. 
 

Keselamatan Pekerja  
 

Berikut ini adalah tingkat kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja, kecelakaan 
lingkungan, dan kematian akibat kecelakaan kerja yang dialami oleh Perseroan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 
 

Keterangan 31 Desember 
2021 

Kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya waktu kerja - 
Kecelakaan lingkungan  - 
Kematian akibat kecelakaan kerja - 

 

12. Keterangan Tentang Perkara Hukum Yang Dihadapi Oleh Perseroan, Direksi dan Komisaris 
Perseroan 

 
Berdasarkan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Perseroan, dan masing-masing 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 14 September 2022, pihak-pihak tersebut 
tidak    menerima somasi/klaim dan tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, 
dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di badan arbitrase mana pun  di  Indonesia  
maupun  di  luar  negeri  atau  perselisihan  dengan badan pemerintah  termasuk perselisihan 
sehubungan dengan kewajiban pajak, tata usaha negara atau pernah dinyatakan pailit atau  
mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang apa pun dan/atau terlibat dalam sengketa lain  
di  luar  pengadilan yang  dapat  mempengaruhi  secara  material  kegiatan  usaha  dan/atau 
kelangsungan kegiatan usaha masing-masing Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana 
Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan.  

 
 

13. Struktur Organisasi Perseroan 
 

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroaan pada saat prospektus ini diterbitkan: 
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14. Hubungan kepengurusan dan pengawasan  
 
Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk 
badan hukum dapat dilihat dari tabel berikut ini :  

Nama 
Perusahaan 

Perseroan TMB MS MPM 
PP PS PP PS   PP PS 

Sukismo DU - - - - - - - 
Franxiscus Afat 
Adinata Nursalim 

D - - - - - - - 

Melisa Patricia D - - - - - - - 
Hermanto Tanoko KU - K - - - - - 
Nobertus 
Rahardjo Muljono 

K - - - DU PS - - 

Drs Mohammad 
Raylan MM 

KI - - - - - - - 

 
Keterangan: 

KU   : Komisaris Utama 
KI   : Komisaris Independen 
DU   : Direktur Utama 
D   : Direktur 
K   : Komisaris 
PS  : Pemegang Saham 
PP  : Pengurus dan Pengawas 

 
15. Tata Kelola Perseroan 
 
Dewan Komisaris  
Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, Komisaris Independen, dan satu orang Komisaris. Hal 
tersebut telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 yaitu Emiten wajib memiliki Komisaris 
Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. 
 
Tugas dan Tanggung Jawab: 
Berdasarkan Peraturan OJK No. 332014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan 
Komisaris: 
1. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan 

pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. 
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawabnya 

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:  
 
a. Mengadakan rapat gabungan bersama Direksi sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi 

pengawasan dan pemberian nasihat dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan;  
b. Meneliti dan menelaah laporan berkala yang disiapkan oleh Direksi;  
c. Memberikan persetujuan atas rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran 

tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang disiapkan oleh Direksi;  
d. Menyusun pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

Direksi. 
 
Penentuan Remunerasi, besaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris 
ditentukan oleh RUPS. Adapun total Remunerasi, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan 
komisaris pada 31 Juli 2022 adalah sekitar Rp400 juta. 
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Dewan Direksi 
 
Perseroan dipimpin oleh Direktur Utama yang membawahi Direktur Operasional dan Direktur yang 
bertanggung jawab atas proyek serta administrasi keuangan. 
 
Tugas dan Tanggung Jawab: 
Berdasarkan Peraturan OJK No. 332014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi: 
1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk 

kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau 
Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.  

2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan anggaran dasar. 

3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. 
 
Sampai dengan saat ini direksi dan dewan komisaris belum pernah mengadakan rapat direksi maupun 
dewan komisaris. Sesuai dengan peraturan Peraturan OJK No. 33/2014 bahwa rapat direksi wajib 
dilaksanakan sedikitnya 1 kali dalam 1 bulan dan rapat dewan komisaris wajib dilaksanakan sedikitnya 
1 kali dalam 2 bulan. Sedangkan rapat gabungan antara Direksi dan Dewan Komisaris paling kurang 
1 kali dalam waktu 4 bulan. 
 
Komite Audit 
 
Sesuai dengan POJK No. 55/2015 di mana setiap perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit, 
maka berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No: 011/PV-SK.Dirkom/IX/2022 
tanggal 16 September 2022, Dewan Komisaris sepakat untuk mengangkat anggota Komite Audit 
Perseroan. 
 
Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai 
berikut: 
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik 

dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan 
informasi keuangan Perseroan, termasuk kepatuhan terhadap standar dan kebijakan akuntansi 
dalam proses penyusunannya; 

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan kegiatan Perseroan; 

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan 
akuntan eksternal atas jasa yang diberikannya; 

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang 
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa; 

5. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian internal yang memadai dalam pengelolaan 
perusahaan dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai 
penyempurnaan sistem pengendalian internal perusahaan dan implementasinya; 

6. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi 
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; 

7. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh 
Direksi; 

8. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan 
Perseroan; 

9. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik; 
10. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik; 
11. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau 

penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi; 
12. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan 

setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit; 
13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan 

kepentingan Perseroan;  
14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan; dan 
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15. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris terkait dengan peran dan tanggung jawab 
Dewan Komisaris. 

Susunan anggota komite audit Perseroan adalah sebagai berikut: 
Ketua : Drs Mohammad Raylan MM  
Anggota : - Ika Dian Lestari  
  - Sujud Prasetiyo  

 
Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Komite Audit Perseroan: 
 
Drs Mohammad Raylan MM 
 
Riwayat Hidup Drs Mohammad Raylan MM telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan 
Komisaris. 
 
Ika Dian Lestari 
 
Ika Dian Lestari merupakan Warga Negara Indonesia, 36 tahun. Mendapat gelar sarjana ekonomi 
jurusan akuntansi dari Universitas Brawijaya pada tahun 2008. 
 
Berikut adalah pengalaman kerja dari Ika Dian Lestari selama tiga tahun terakhir: 
- PT Kencana Tiara Gemilang – Finance & Accounting Supervisor (2018 – 2022) 
- PT Mount Scopus Indonesia – Cost Controller Supervisor (2013 – 2018) 
 
 
Sujud Prasetiyo 
 
Sujud Prasetiyo merupakan Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar sarjana ekonomi 
jurusan Akuntansi dari Universitas Bhayangkara pada tahun 2001. 
Berikut adalah pengalaman kerja dari Sujud Prasetiyo selama tiga tahun terakhir: 
 
- PT. Matahari Putra Makmur, Pasuruan – Finance & Accounting (2013 – 2014) 
- PT. Voda Indonesia, Surabaya, – Manager Finance & Accounting (2014 – 2022) 

 
Sekretaris Perusahaan  
 
Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 
062/PV-ALL/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022  dengan menunjuk Gunawan Hadi Kartono  sebagai 
Sekretaris Perseroan. 
 
Riwayat hidup Gunawan Hadi Kartono adalah sebagai berikut: 
 
Gunawan Hadi Kartono merupakan Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Mendapat gelar sarjana 
ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1997. 
 
Berikut adalah pengalaman kerja dari Gunawan Hadi Kartono selama tiga tahun terakhir: 
 
- PT. Penta Valent Tbk, Jakarta – GM Support (2022 – sekarang) 
- PT. Air Mancur, Jakarta, – Chief Financial Officer (2013 – 2019) 
 
 
Tugas dan Tanggung Jawab: 
 
Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Sekretaris 
Perseroan: 
1. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang 

pasar modal; 
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2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; 

3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi: 
• keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web 

Perseroan; 
• penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu; 
• penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS; 
• penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan 
• pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 

4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan 
pemangku kepentingan lainnya. 

 
Alamat Corporate Secretary : Jl. Kedoya Raya No. 33, Kedoya Utara, Kebon Jeruk 11520 
Telp     : +62 (21) 5673891 
Faks     : +62 (21) 5668005 
E-mail    : corpsec@ptpv.co.id 
 
Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014. 
 
Fungsi Nominasi dan Remunerasi 

Bahwa guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite 
Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Perseroan telah memiliki Piagam Fungsi 
Nominasi dan Remunerasi dengan ditetapkannya Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi oleh 
Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 13 
Oktober 2022. 

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dijalankan oleh 
Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.013/PV-SK.Dirkom/IX/2022 
tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi guna 
memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang 
Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 

Perseroan dalam menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilakukan oleh Dewan Komisaris. 
 
Riwayat hidup dari masing-masing anggota Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi Nominasi 
dan Remunerasi telah diungkapkan pada riwayat singkat Dewan Komisaris. 
   
Tugas, tanggung jawab dan wewenang fungsi nominasi dan remunerasi antara lain meliputi: 
1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: 

a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 
b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan 
c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi; 

3. Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi 
dan/atau anggota Dewan Komisaris; 

4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau 
penggantian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris; 

5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat minimal sebagaimana ditentukan oleh OJK 
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 

6. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit 
atau Komite lainnya kepada Dewan Komisaris; 

7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, 
kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan 
cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan 
Perseroan di masa yang akan datang; 
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8. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:  
a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; 

dan 
b. Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; 

9. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 
10. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi; 
11. Memberikan rekomendasi mengenai: 

a. Struktur remunerasi; 
b. Kebijakan atas remunerasi; dan 
c. Besaran atas remunerasi. 

12. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang 
diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 

 
Piagam Audit dan Unit Audit Internal 
 
Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam POJK No. 56/2015 dengan 
ditetapkannya Piagam Audit Internal oleh Direksi Perseroan Sesuai Surat Keputusan Direksi No: 
010/PV-SK.Dirkom/IX/2022 dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. 
 
Piagam Audit Internal ini berisikan fungsi dan ruang lingkup Satuan Kerja Audit Intern dalam 
memberikan jasa assurance dan consulting yang independen obyektif guna memberikan nilai tambah 
dan perbaikan operasional Perseroan. SKAI membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui 
penggunaan metode yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas risk 
management, internal control, dan governance processes. 
 
Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :  
a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;  
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko 

sesuai dengan kebijakan Perseroan;  
c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, 

akuntansi,  operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan 
lainnya;  

d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada 
semua tingkat manajemen; 

e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan 
Dewan Komisaris; 

f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah 
disarankan; 

g. Bekerja sama dengan Komite Audit;    
h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan    
i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. 
 
Wewenang Unit Audit Internal:  
a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;   
b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit 

serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; 
c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau 

Komite Audit; dan  
d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. 
 
Dan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi tentang penunjukan Unit Audit Internal telah membentuk 
Audit Internal yang anggotanya terdiri atas sebagai berikut : 

Ketua : Suwardi 
Anggota : David Nugroho 

 
Berikut adalah riwayat hidup dari masing-masing anggota Unit Audit Internal Perseroan: 
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Suwardi 
 
Suwardi merupakan Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Lulus dari SMEA Negeri  Sukoharjo pada 
tahun 1984 dan Lulus Program Pembelajaran Jarak Jauh Lembaga Manajemen PPM JAKARTA 
AKUNTASI KEUANGAN MODUL II pada tahun 2021. 
 
Berikut adalah pengalaman kerja dari Suwardi selama tiga tahun terakhir: 
- PT. Penta Valent – Departemen Internal Audit (1997 – sekarang) 
 
David Nugroho 
 
David Nugroho merupakan Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Mendapat gelar sarjana ekonomi 
jurusan Akuntansi dari Universitas Widyagama Malang pada tahun 2000 
 
Berikut adalah pengalaman kerja dari David Nugroho selama tiga tahun terakhir: 
- PT. Penta Valent – Staff Internal Audit (2005 – sekarang) 

 
Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan 
dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.  
 
Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan 
peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta 
melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal 
perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan 
sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.  
 
16. Asuransi 

 
Perseroan mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi atas aset-aset yang dianggap material oleh 
Perseroan dengan nilai pertanggungan yang cukup, dengan rincian sebagai berikut: 

 
No. Asuransi & Nomor 

Polis Obyek Pertanggungan Jenis & Nilai 
Pertanggungan Jangka Waktu 

1.  PT Zurich Asuransi 
Indonesia Tbk 
No. Polis: 
320222000595 
 
27 Februari 2022 

Mobil Suzuki APV  
No.Pol B 9154 BCY 

Angin Topan, Badai, Hujan 
Es, Banjir, Tanah dan 
Longsor 
 
Nilai Pertanggungan : 
Rp117.990.000,- (seratus 
tujuh belas juta sembilan 
ratus sembilan puluh ribu 
Rupiah) 

22 Februari 2023 

2.  PT Asuransi Adira 
Dinamika Tbk 
 
No. Polis: 
990222011022 
 
9 September 2022 

Mobil Suzuki Carry Pick Up 
 
No. Pol: B 9177 BXA  

Angin Topan, Badai, Hujan 
Es, Banjir, Tanah dan 
Longsor 
 
Nilai Pertanggungan: 
Rp126.000.000,- (seratus 
dua puluh enam juta 
Rupiah) 

9 September 
2023 

3.  PT Asuransi FPG 
Indonesia 
No. Polis: 
FPG.36.0109.22.00285 
 
30 Juli 2022 

1). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl.Kedoya Raya 
No.33 RT/RW 002/007, 
Kedoya Utara, Kebon Jeruk, 
Jakarta Barat. 
 

2). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Angkasa No.3, 
Kel. Harjamukti, Kec. 
Harjamuktir, Cirebon. 
 

Polis Asuransi Properti All 
Risk 
Nilai Pertanggungan : 
Rp5.600.000.000,- (lima 
miliar enam ratus juta 
Rupiah) 

30 Juli 2023 
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No. Asuransi & Nomor 
Polis Obyek Pertanggungan Jenis & Nilai 

Pertanggungan Jangka Waktu 

Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl.Bekasi Raya KM 
17 No.3, RT/RW 004/003, Kel. 
Jatinegara, Kec. Cakung, 
Jakarta Timur. 
 

3). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Pergudangan 
Modern Business Park Blok 
8A, Jl. KH. Hasyim Asyari No. 
79A, RT/RW 004/004, Kel. 
Buaran Indah, Kec. 
Tangerang, Kota Tangerang. 
 

4). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Paledang 
No.11, Bogor. 
 

5). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl.Maleber Barat 
No.8, Bandung. 
 

6). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Ampera 
No.39B, RT/RW 01/03, 
Kel.Pangluyungan, Kec. 
Cipedes, Tasikmalaya 
 

7). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Berbek Industri 
V/8, Waru Sidoarjo, Jawa 
Timur. 
 

8). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Perintis 
Kemerdekaan No.36, RT/RW 
010/007, Kel.Panggung, Kec. 
Tegal Timur, Tegal. 
 

9). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Wolter 
Monginsidi 999, Semarang. 
 

10). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Martadiredja 
No.788, Purwokerto. 
 

11). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl.Pagar Alam 
(Gg.PU) No.77, Kedaton, 
Bandar Lampung. 

 

12). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Sutoyo 5, No. 
09-11, Kel. Telaga Biru, Kec 
Banjarmasin Tengah, 
Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan. 
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No. Asuransi & Nomor 
Polis Obyek Pertanggungan Jenis & Nilai 

Pertanggungan Jangka Waktu 

13). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Gatot Subroto II 
D No.9, Denpasar. 
 

14). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. KH. Hasyim 
Ashari No. 7-8, Kel. Rajawali, 
Kec. Jambi Timur, Jambi. 
 

15). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Imam Bonjol 
No.6, Kaliwates, Jember. 
 

16). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Dewi Sartika 
No.8-10, Kel. Singonegaran, 
Kec. Pesantren, Kediri. 
 

17). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Abu Nawas II 
No.3, Kendari, Sulawesi 
Tenggara. 

 
18). Perabot kantor termasuk 

barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Sam Ratulangi 
V RT/RW 019/007, Kel. 
Oesapa Barat, Kec. Kelapa 
Lima, Kota Kupang. 
 

19). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Badak 64, Kel. 
Bonto Biraeng, Kec. 
Mamajang, Makassar. 

 
20). Perabot kantor termasuk 

barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Sulfat Tengah 
No.16, Malang. 

 
21). Perabot kantor termasuk 

barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Babe Palar 
No.44, Rike Lingk. II, Kel. 
Wanea, Kec. Wanea, Manado. 

 
22). Perabot kantor termasuk 

barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl.Banda Seraya 
No.59, Presak Barat, Pagutan, 
Mataram. 

 
23). Perabot kantor termasuk 

barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Kapten Muslim, 
Kel.Dwikora, Kec. Medan 
Helvetia, Medan. 

 
24). Perabot kantor termasuk 

barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Asahan No.3, 
Komplek GOR Agus Salim, 
Padang. 
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No. Asuransi & Nomor 
Polis Obyek Pertanggungan Jenis & Nilai 

Pertanggungan Jangka Waktu 

25). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Letnan Hadin 
No.1867, RT/RW 30,/11, Kel 
20 Ilir D, Kec Ilir Timur 1, 
Palembang. 
 

26). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl.Maleo No.53, 
Kel. Tanamodindi, Kec. 
Mantikulore, Kota Palu. 
 

27). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Rokan No.36, 
RT/RW 03/01, Kel. Tanjung 
RHU, Kec. Lima Puluh, Riau. 

 
28). Perabot kantor termasuk 

barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl.Budi Karya, Villa 
Gama Blok B9-B10, 
Pontianak. 

 
29). Perabot kantor termasuk 

barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl.KH. Wahid 
Hasyim Gg. Assalam No.49, 
Kel. Sempaja Selatan, Kec. 
Samarinda Utara, Samarinda. 

 
30). Perabot kantor termasuk 

barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl.Tentara Pelajar 
No.95, Tanjung Sari, RT/RW 
04/03, Ngesrep, Ngemplak, 
Boyolali. 

 
31). Perabot kantor termasuk 

barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl. Parangtritis, KM 
5,6, Panggung Harja, Bantul, 
Yogyakarta. 

 
32). Perabot kantor termasuk 

barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Jl.Manunggal 
(AMD) No.14, A-B Dusun 
Lampuuk Jaya, Gampong 
Batoh, Kec. Lueng Bata, 
Gamping Batoh, Banda Aceh. 
 

33). Perabot kantor termasuk 
barang-barang elektronik yang 
berlokasi di Komplek Ruko 
Trinusa Jaya Blok D No.21, 
Batam Center, Teluk Tering, 
Batam. 

4.  PT Asuransi FPG 
Indonesia 
No. Polis: 
FPG.36.0153.22.00084 
30 Juli 2022 

Bangunan yang terletak di 
Jl.Kedoya Raya No.33 RT/RW 
002/007, Kedoya Utara, Kebon 
Jeruk, Jakarta Barat 

Polis Asuransi Gempa Bumi 
Nilai Pertanggungan : 
Rp3.500.000.000,- (tiga 
miliar lima ratus juta Rupiah) 

30 Juli 2023 
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No. Asuransi & Nomor 
Polis Obyek Pertanggungan Jenis & Nilai 

Pertanggungan Jangka Waktu 

5.  PT Asuransi FPG 
Indonesia 
No. Polis: 
FPG.36.0109.22.00287 
30 Juli 2022 

Bangunan yang terletak di 
Jl.Kedoya Raya No.33 RT/RW 
002/007, Kedoya Utara, Kebon 
Jeruk, Jakarta Barat 

Polis Asuransi All Risk 
(melingkupi topan, badai, 
banjir dan kerusakan karena 
air) 
Nilai Pertanggungan : 
Rp3.500.000.000,- (tiga 
miliar lima ratus juta Rupiah) 

30 Juli 2023 

6.  PT Asuransi FPG 
Indonesia 
No. Polis: 
FPG.36.0109.22.00286 
 
30 Juli 2022 

1). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl.Kedoya Raya 
No.33 RT/RW 002/007, 
Kedoya Utara, Kebon Jeruk, 
Jakarta Barat. 
 

2). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Angkasa No.3, 
Kel. Harjamukti, Kec. 
Harjamuktir, Cirebon. 

 
3). Persediaan barang yang 

berlokasi di Jl.Bekasi Raya KM 
17 No.3, RT/RW 004/003, Kel. 
Jatinegara, Kec. Cakung, 
Jakarta Timur. 

 
4). Persediaan barang yang 

berlokasi di Pergudangan 
Modern Business Park Blok 
8A, Jl. KH. Hasyim Asyari No. 
79A, RT/RW 004/004, Kel. 
Buaran Indah, Kec. 
Tangerang, Kota Tangerang. 

 
5). Persediaan barang yang 

berlokasi di Jl. Paledang 
No.11, Bogor. 

 
6). Persediaan barang yang 

berlokasi di Jl.Maleber Barat 
No.8, Bandung. 
 

7). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Ampera 
No.39B, RT/RW 01/03, 
Kel.Pangluyungan, Kec. 
Cipedes, Tasikmalaya 

 
8). Persediaan barang yang 

berlokasi di Jl. Berbek Industri 
V/8, Waru Sidoarjo, Jawa 
Timur. 

 

9). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Perintis 
Kemerdekaan No.36, RT/RW 
010/007, Kel.Panggung, Kec. 
Tegal Timur, Tegal. 
 

10). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Wolter 
Monginsidi 999, Semarang. 

 
11). Persediaan barang yang 

berlokasi di Jl. Martadiredja 
No.788, Purwokerto. 
 

12). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl.Pagar Alam 

Polis Asuransi Properti All 
Risk. 
 
Nilai Pertanggungan: 
Rp103.200.000.000,- 
(seratus tiga miliar dua ratus 
juta Rupiah). 

30 Juli 2023 
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No. Asuransi & Nomor 
Polis Obyek Pertanggungan Jenis & Nilai 

Pertanggungan Jangka Waktu 

(Gg.PU) No.77, Kedaton, 
Bandar Lampung. 
 

13). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Sutoyo 5, No. 
09-11, Kel. Telaga Biru, Kec 
Banjarmasin Tengah, 
Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan. 
 

14). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Gatot Subroto II 
D No.9, Denpasar. 
 

15). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. KH. Hasyim 
Ashari No. 7-8, Kel. Rajawali, 
Kec. Jambi Timur, Jambi. 
 

16). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Imam Bonjol 
No.6, Kaliwates, Jember. 
 

17). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Dewi Sartika 
No.8-10, Kel. Singonegaran, 
Kec. Pesantren, Kediri. 
 

18). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Abu Nawas II 
No.3, Kendari, Sulawesi 
Tenggara. 
 

19). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Sam Ratulangi 
V RT/RW 019/007, Kel. 
Oesapa Barat, Kec. Kelapa 
Lima, Kota Kupang. 

 

20). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Badak 64, Kel. 
Bonto Biraeng, Kec. 
Mamajang, Makassar. 
 

21). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Sulfat Tengah 
No.16, Malang. 
 

22). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Babe Palar 
No.44, Rike Lingk. II, Kel. 
Wanea, Kec. Wanea, Manado. 

 
23). Persediaan barang yang 

berlokasi di Jl.Banda Seraya 
No.59, Presak Barat, Pagutan, 
Mataram. 
 

24). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Kapten Muslim, 
Kel.Dwikora, Kec. Medan 
Helvetia, Medan. 
 

25). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Asahan No.3, 
Komplek GOR Agus Salim, 
Padang. 
 

26). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Letnan Hadin 
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No. Asuransi & Nomor 
Polis Obyek Pertanggungan Jenis & Nilai 

Pertanggungan Jangka Waktu 

No.1867, RT/RW 30,/11, Kel 
20 Ilir D, Kec Ilir Timur 1, 
Palembang. 
 

27). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl.Maleo No.53, 
Kel. Tanamodindi, Kec. 
Mantikulore, Kota Palu. 
 

28). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Rokan No.36, 
RT/RW 03/01, Kel. Tanjung 
RHU, Kec. Lima Puluh, Riau. 
 

29). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl.Budi Karya, Villa 
Gama Blok B9-B10, 
Pontianak. 

 

30). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl.KH. Wahid 
Hasyim Gg. Assalam No.49, 
Kel. Sempaja Selatan, Kec. 
Samarinda Utara, Samarinda. 
 

31). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl.Tentara Pelajar 
No.95, Tanjung Sari, RT/RW 
04/03, Ngesrep, Ngemplak, 
Boyolali. 
 

32). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl. Parangtritis, KM 
5,6, Panggung Harja, Bantul, 
Yogyakarta. 
 

33). Persediaan barang yang 
berlokasi di Jl.Manunggal 
(AMD) No.14, A-B Dusun 
Lampuuk Jaya, Gampong 
Batoh, Kec. Lueng Bata, 
Gamping Batoh, Banda Aceh. 
 

34). Persediaan barang yang 
berlokasi di Komplek Ruko 
Trinusa Jaya Blok D No.21, 
Batam Center, Teluk Tering, 
Batam. 

 
35). Persediaan barang yang 

berlokasi di Jl. Berbek Industri 
V/8, Waru, Sidoarjo, Jawa 
Timur 

 
17. Hak Kekayaan Intelektual 
 

I. Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang Dimiliki 
 Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa 
Hak Atas Kekayaan Intelektual.  

II. Hak Atas Kekayaan Intelektual Yang Dikuasai 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak menguasai harta kekayaan berupa 
Hak Atas Kekayaan Intelektual. 
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18. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY / 
CSR) 

 
Perseroan secara aktif mendukung program yang dimaksudkan untuk memelihara kelestarian alam, 
maupun kesejahteraan sosial masyarakat yang berlokasi di dekat lokasi kegiatan usaha Perseroan. 
Hal ini dikarenakan Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat 
lokal, Perseroan dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Berikut 
adalah kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Perseroan selama 3 tahun terakhir: 

No Kegiatan Tahun Peruntukan 

1 Sumbangan Rutin untuk Sekolah Luar 
Biasa (SLB) Dian Grahita 2012 - sekarang Sumbangan 

Operasional 
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B. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA 
 

1. Umum  
 

Perseroan didirikan pada bulan September 1968 di Jakarta, Indonesia dengan nama CV Penta Valent. 
Selanjutnya, pada tahun 1972, Perseroan melakukan perubahan badan hukum menjadi Perseroan 
Terbatas. Perseroan adalah distributor produk-produk farmasi dan barang-barang konsumsi seperti 
kosmetik, personal care, toiletries dan household di Indonesia melalui 34 cabang dengan jangkauan 
nasional. 
 
Sejak tahun 2009 Perseroan meningkatkan kompetensinya untuk mendistribusikan produk-produk 
rantai dingin (Cold Chain Products/CCP) di mana produk harus dijaga pada rentang temperature 2° – 
8° C secara konstan pada waktu penyimpanan, pengiriman, sampai dengan diserahkan kepada 
Rumah Sakit atau Apotek. Untuk menjaga kualitas produk dengan memastikan produk berada pada 
rentang temperature tersebut diperlukan kemampuan, disiplin dan komitmen seluruh karyawan terkait 
untuk menjalankan tugasnya sesuai Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang 
ditetapkan oleh BPOM RI. 
 
Perseroan juga merupakan salah satu perusahaan yang telah menyelesaikan sertifikasi CDOB untuk 
Kantor Pusat dan seluruh 34 Cabang pada tahun 2019. Atas komitmen  dalam menerapkan dan upaya 
untuk memperoleh Sertifikat CDOB ini, Perseroan mendapatkan penghargaan (award) dari BPOM RI 
di tahun 2017. Pada saat ini BPOM RI memberlakukan status mandatory (wajib) bagi seluruh 
Pedagang Besar Farmasi (PBF), artinya tanpa Sertifikat CDOB sebuah PBF tidak diperbolehkan untuk 
menjalankan pekerjaan kefarmasian dalam hal ini mendistribusikan produk-produk farmasi. 
 
Untuk memperoleh Sertifikat CDOB memerlukan proses yang rumit dan panjang karena 
persyaratannya sangat banyak (lebih dari 300 check list yang harus dipenuhi) meliputi persyaratan 
infrastruktur, tenaga teknis, prosedur tetap (protap) tentang pembelian, penerimaan barang, 
penyimpanan barang, penjualan, pengiriman, adminstrasi, dan pelaporan. 
 
Sertifikasi CDOB dimaksudkan oleh BPOM untuk memastikan terjaganya kualitas produk-produk 
farmasi selama disimpan, ditransport sampai diserahkan kepada sarana pelayanan kesehatan 
(Rumak Sakit, Apotik, Klinik, Toko Obat dan sarana berijin lainnya), namun bagi Perseroan juga 
sangat bermanfaat karena Prinsipal hanya akan menunjuk distributor yang telah mempunyai Sertifikat 
CDOB, demikian juga Rumah Sakit akan membeli produk farmasi dari distributor yang sudah 
bersertifikasi CDOB. 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang 
telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan 
adalah sebagai berikut : 
 
Visi – Menjadi Perusahaan distributor produk kesehatan dan barang konsumsi nasional yang unggul 
dan terdepan di Indonesia 
 
Misi – Memberikan nilai tambah pada produk Kesehatan dan barang konsumsi bagi pelanggan dan 
prinsipal untuk pelayanan kesehatan nasional terbaik 

 
2. Kegiatan Usaha Perseroan 

 
Perseroan saat ini menjalankan usaha di bidang Distributor Produk Farmasi dan Produk Konsumsi. 
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Secara garis besar, Perseroan memiliki 2 Lini Usaha yaitu: 
• Lini Usaha Farmasi  
• Lini Usaha Barang Konsumsi (Consumer Goods) 

 

 
A. Lini Usaha Farmasi 

 
Lini usaha utama dalam kegiatan operasional Perseroan adalah distribusi produk farmasi atau obat-
obatan dan alat kesehatan. Produk farmasi atau obat-obatan dan alat kesehatan yang didistribusikan 
oleh Perseroan terbagi  menjadi 4 jenis yaitu: 
- Ethical: produk obat-obatan yang dijual secara terbatas dan memerlukan resep dokter. 
- OTC (Over The Counter) : produk obat-obatan yang dijual secara bebas. 
- Alat Kesehatan: alat-alat penunjang medis seperti pengukur tekanan darah, thermometer badan, 

dan lainnya. 
- Reagensia: bahan reaksi seperti tes gula darah, tes kehamilan, atau rapid test untuk covid19, test 

narkoba, dan lain-lain. 
- Food Suplement: mineral dan gizi untuk menambahkan kekurangan bahan-bahan asupan pada 

diet sehari-hari. 
 
 

 
B. Lini Usaha Barang Konsumsi (Consumer Goods) 

 
Lini usaha penunjang dalam kegiatan distribusi Perseroan adalah distribusi barang konsumsi, dimana 
terbagi menjadi 2 jenis produk yaitu: 

- Kosmetik: produk untuk kecantikan dan perawatan kulit termasuk makeup, parfum, nutrisi kulit, dan 
lainnya. 

- Toiletries: produk peralatan dan perlengkapan kebersihan dan hygiene sehari-hari seperti sabun, 
shampoo, pasta gigi, roll on, lotion, dan lainnya. 

 

§ Ethical (produk resep) 
§ Over The Counter (OTC) 
§ Alat Kesehatan  
§ Reagensia 
§ Food Supplement 

§ Kosmetik &  Personal Care 
§ Toiletries 
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Jenis Produk Contoh dan Ilustrasi Produk 
Obat-obatan  

 

Alat Kesehatan 

 
OTC 

 
Kosmetik 

 
Toiletries 
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3. Keunggulan Kompetitif 
 
Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut: 
 
a. Berpengalaman lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun 

Pengalaman lebih dari 54 tahun dalam bisnis distribusi farmasi dan barang konsumsi adalah 
pengalaman yang sangat berharga dan penting untuk menghadapi persaingan dan masalah-
masalah yang timbul dalam usaha, serta mengantisipasi tantangan yang ada dalam perjalanan 
usaha.  
 

b. Memiliki Sertifikasi dan Manajamen Mutu yang Tinggi 
Perseroan telah mengimplementasikan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sejak tahun 2015, 
dan mendapatkan penghargaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 
2017, sebagai Perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dalam penerapan dan pemenuhan 
sertifikasi CDOB untuk Kantor Pusat dan cabang-cabang yang dimilikinya. Hal tersebut menjadi 
keunggulan Perseroan dikarenakan, sejak tahun 2019, BPOM mewajibkan sertifikasi CDOB 
sebagai syarat utama bagi sebuah perusahaan distributor farmasi untuk beroperasi. 
 

c. Jaringan Distribusi yang luas 
Perseroan memiliki 34 Cabang di seluruh Indonesia yang melayani cakupan nasional guna 
menjangkau total lebih dari 16.500 outlet untuk produk farmasi dan lebih dari 8.200 outlet untuk 
produk konsumsi. Selain cabang, Perseroan memperluas jaringan distribusinya dengan 1 Sales 
Office, 8 Salesman Station dan 4 sub distributor untuk wilayah Papua dan Maluku. 
 

d. Memiliki Sistem Teknologi Informasi yang handal 
Guna mendukung luasnya cakupan area distribusi, serta jumlah pelanggan dan produk yang 
besar, Perseroan mengimplementasikan sistem Oracle sejak tahun 2017. Dengan sistem 
tersebut, Perseroan dapat menyediakan data online secara real time, cepat dan dapat diandalkan, 
sehingga menunjang kelancaran komunikasi dan aktifitas operasional baik pada principals 
maupun pelanggan. 
 

e. Memiliki principals dan pelanggan yang ternama 
Perseroan saat ini memiliki kontrak dengan prinsipal-prinsipal ternama yang memiliki merk produk 
farmasi yang terkenal dan merupakan pemimpin pasar di bidangnya. Selain itu Perseroan juga 
memiliki hubungan kerja yang erat dengan pelanggan yang ternama baik toko obat, apotek, 
maupun modern store ternama yang merupakan pemimpin pasar di bidangnya.  
 

4. Strategi Usaha 
 

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan 
bisnis selama ini serta untuk tahun-tahun kedepan: 
 
a. Memperluas jaringan distribusi 

Perseroan terus berupaya membangun jaringan distribusi dengan memperluas cakupan area 
distribusinya, hal tersebut dilakukan dengan menambah cabang, kantor penjualan (Depo dan 
Sales Office), dan sub-distributor. Perluasan jaringan distribusi dimaksudkan untuk memperluas 
cakupan distribusi di seluruh Indonesia. 
 

b. Menerapkan Otomasi Proses Kerja Salesman 
Perseroan terus mengupayakan untuk memaksimalkan produktivitas tenaga penjual dengan 
Otomasi Proses Kerja Salesman yang kedepannya akan menggunakan aplikasi yang 
terotomatisasi. Dengan aplikasi tersebut, tenaga penjual akan mendapatkan data dan evaluasi 
pelanggan secara real-time, data penjualan aktual berbanding target penjualan, data ketersediaan 
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stok, pembayaran, dan promosi, sehingga akan membantu tenaga penjual dan pelanggan untuk 
melakukan transaksi/ pemesanan lebih efektif. 
 

c. Pemenuhan Perijinan dan standar kualitas 
Perseroan senantiasa melakukan pemenuhan ijin maupun sertifikasi yang dibutuhkan baik Ijin 
Pedagang Besar Farmasi, Seritifikasi CDOB, Ijin Pedagang Besar Alat Kesehatan, dan Sertifikasi 
Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) untuk Kantor Pusat dan seluruh cabang yang 
dimilikinya. Dengan pemenuhan tersebut Perseroan akan dapat menjaga kualitas produk-produk 
yang dijual serta pelayanan yang diberikan, mengingat terdapat standarisasi yang terukur dan 
harus dipenuhi untuk memperoleh ijin dan sertifikasi tersebut maupun dalam menjalankan 
operasi. 
 

d. Menjalin Hubungan baik dan jangka Panjang dengan principals & pelanggan  
Manajemen Perseroan selalu berusaha membangun hubungan baik dengan principals dan 
pelanggan, dimana hal tersebut akan membantu kelancaran dan keberlangsungan usaha. 
Mayoritas principals dan pelanggan yang dimiliki Perseroan adalah pihak yang telah lama bekerja 
sama dengan Perseroan dan terus-menerus memperpanjang kontrak atau kemitraannya 
 

e. Menjalin kerjasama dengan principal-principal baru 
Manajemen juga menerapkan strategi untuk selalu mencari pemasok/prinsipal baru dan 
membangun hubungan yang lebih baik dengan berjalannya waktu. Dengan penambahan 
prinsipal, maka Perseroan juga otomatis akan menambah jumlah produk baru maupun lini produk 
yang dimilikinya, yang akan diharapkan akan mendukung peningkatan penjualan Perseroan. 

 
5. Proses Bisnis 

 
Perseroan telah menetapkan, menerapkan, memelihara dan senantiasa menerapkan proses bisnis 
sesuai dengan SOP internal Perseroan. Proses bisnis utama Perseroan terdiri dari : Supply Chain 
Management dan Sales Ordering System. Interaksi antara proses-proses tersebut dapat dilihat pada 
diagram Proses Bisnis dibawah ini: 

 
a. Supply Chain Management 

 
Supply Chain Management yaitu proses manajemen dalam penyediaan pasokan produk, mulai dari 
proses purchase order (PO) kepada prinsipal, warehousing, sampai distribusi kepada pelanggan. 
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1. Proses pengadaan melalui kantor pusat yang melakukan pemesanan produk kepada prinsipal 
sesuai potensi penjualan dan rencana jual kantor cabang 

2. Untuk produk farmasi, principal mengirimkan pesanan ke gudang pusat Perseroan yang 
selanjutnya diteruskan oleh kantor pusat ke cabang-cabang. Untuk barang konsumsi, principal 
mengirimkan langsung pesanan ke gudang cabang Perseroan, untuk selanjutnya didistirbusikan 
ke channel penjualan seperti supermarket, toko kosmetik, toko kelontong, atau modern channel 
outlet. 

3. Setelah barang tiba di cabang-cabang Perseroan, cabang-cabang tersebut akan 
mendistribusikannya kepada outlet sesuai pesanan (surat pesanan). 

4. Surat pesanan yang diterima oleh salesman langsung disampaikan ke kantor cabang Perseroan 
untuk diproses pemfakturan dan pengirimannya ke pelanggan sesuai standar pelayanan bagi 
masing-masing tipe pelanggan. 

5. Pelanggan menerima barang dari perseroan sesuai faktur atau surat pengiriman barang (DO), 
memeriksanya dan menyetujuinya dengan menandatangani faktur atau surat pengiriman barang 
(DO) dan menstampel surat tersebut. Perseroan akan memproses penagihan sesuai dengan 
perjanjian kredit dengan pelanggan. 

 
b. Sales Ordering System 

Sales Ordering System atau sistem pesanan penjualan yang dimiliki Perseroan telah 
mengintegrasikan sales man yang berhubungan langsung ke pelanggan dengan kantor-kantor 
cabang perseroan dan menyajikan data online secara real time, cepat dan dapat diandalkan 

 

 
 

1. Salesman Perseroan berinteraksi dengan sales promoter principal dan pelanggan untuk 
mendapatkan pesanan pembelian dalam bentuk Surat Pesanan (SP). 

2. Salesman akan mengirimkan Surat Pesanan (SP) kepada cabang Perseroan untuk diproses  
3. Kantor cabang akan melakukan proses verifikasi SP, menginput pesanan, dan mengirimkan kepada 

pelanggan sesuai standar Service Level Agreement (SLA) untuk masing-masing tipe pelanggan. 
 

c. Proses Pengendalian Mutu 

Perseroan melakukan proses pengendalian mutu atas proses distribusi yang dilakukannya sesuai 
dengan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), dalam hal ini Perseroan melakukan 
Inspeksi Diri yang merupakan bagian dari CDOB. Proses pengendalian mutu sebagaimana 
dipersyaratkan dalam CDOB mencakup: 
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1. Pengendalian mutu terhadap penyaluran produk: pengecekan kesesuaian fisik dan dokumen 
yang akan dikirim, kelengkapan informasi obat pada dokumen penyaluran sesuai ketentuan 
CDOB, tujuan pengiriman sesuai data pelanggan, kebenaran penyaluran termasuk kewajaran 
jumlah penyaluran, kebenaran pembayaran atas pesanan, control jasa pengiriman dan lain-lain. 

2. Pengendalian mutu terhadap persediaan: Perseroan menetapkan compliance yang sangat ketat 
di dalam penyimpanan persediaan, serta mekanisme kontrol persediaan, sehingga dapat 
menurunkan pencadangan impairment persediaan yang dipersyaratkan oleh Badan POM di 
CDOB 

3. Pengendalian mutu dalam ekspedisi: sebelum melakukan penunjukan sebuah perusahaan 
ekspedisi, berdasarkan pedoman CDOB peseroan harus melakukan kualifikasi terhadap 
perusahaan ekspedisi yang akan diajak bekerjasama dan melakukan pengecekan sarana 
transportasi maupun gudang penyimpanannya, serta mencantumkan syarat-syarat keamanan 
terhadap produk yang akan diangkut. Perseroan juga secara rutin memonitor agar semua 
persyaratan tsb telah dipenuhi dan dijalankan dengan baik oleh pihak expedisi. 

 
6. Pemasaran dan Jaringan Distribusi 

 
Perseroan saat ini memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 34 cabang di seluruh Indonesia, dan 
melayani lebih dari 16.500 outlet untuk pelanggan farmasi dan lebih dari 8.200 outlet pelangggan 
barang konsumsi. Dengan didukung oleh lebih 400 tenaga pemasar, serta kontrak dari 31 prinsipal 
untuk produk farmasi, dan 9 prinsipal untuk produk barang konsumsi, Perseroan telah mampu 
mendistribusikan lebih dari 5.000 produk. 

Perseroan memiliki strategi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan Perseroan kedepannya 
diantaranya: 
1. Membuka cabang-cabang baru sehingga dapat meningkatkan coverage. 
2. Berusaha senantiasa Menambah principal sehingga menambah alternatif produk kepada 

pelanggan dan meningkatkan product line. 
3. Meningkatkan daya saing dari sisi kecepatan pelayanan dan kualitas sehingga dapat memperluas 

market coverage dan memperbanyak customer. 
4. Meningkatkan knowledge & skill dari team sales & marketing melalui pelatihan, implementasi sales 

tools, coaching & mentoring, sehingga dapat meningkatkan market knowledge dan meningkatkan 
kemampuan mereka untuk bersaing di market. 

5. Menyediakan sistem sales tools yang mencakup database pelanggan, rencana kunjungan harian, 
target penjualan, laporan penjualan, inventory management, serta tracking pembayaran  yang lebih 
baik dengan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efektifitas tenaga penjualan serta 
memberikan layanan yang lebih baik & lebih cepat kepada pelanggan. 
 

Perseroan melakukan sistem penjualan dan distribusi, antara lain sebagai berikut: 

1. Salesman perseroan di semua kantor pemasaran cabang secara rutin menawarkan produk ke 
pelanggan-pelanggan.  

2. Setelah transaksi lengkap dengan pelanggan disepakati dan pelanggan memberikan Surat 
Pesanan (PO) kepada perseroan, maka perseroan memprosesnya secara internal apakah sesuai 
dengan kesepakatan, setelah sesuai maka dijalankan proses selanjutnya. 

3. Perseroan memproses internal faktur dan surat pengiriman (DO) sesuai surat pesanan (SP) 
pelanggan untuk melakukan pengiriman barangnya. 

4. Proses ini dilakukan sama disemua kantor cabang perseroan. 
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Berikut adalah detil jaringan distribusi yang dimiliki oleh Perseroan: 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berikut adalah daftar principal Perseroan yang terbagi atas keagenan tunggal (Exclusive Distribution 
Agents) dan Authorize Distributor (Non-Exclusive Distribution Agents): 
 

No. Nama Sejak Tahun 
 PHARMACY  
1 PT AKEMA HEALTHCARE INTERNATIONAL 2020 
2 PT ANTAR MITRA SEMBADA 2010 
3 PT AOMA PRIMA MEDIKA 2022 
4 PT CENDO PHARMACEUTICAL 1990 
5 PT DANPAC PHARMA 2009 
6 DIPA PHARMALAB INTERSAINS 2008 
7 PT ERELA 2005 
8 PT ERLIMPEX 2005 
9 PT ETERCON PHARMA 2010 
10 PT GLOBAL HEALTH PHARMACEUTICAL 2011 
11 PT GLOBAL ZEN PHARMA INDONESIA 2018 
12 PT GRACIA PERSADA ABADI   2021 
13 PT GRACIA PHARMINDO   2012 
14 PT GUARDIAN PHARMATAMA   2008 
15 PT HERMON ANUGERAH   2000 
16 PT LAPI LABORATORIES   2009 
17 PT LLOYD PHARMA INDONESIA 2021 
18 PT MARION SAM 2011 

Sales Station 

• Bangka 
• Sumbawa 
• Flores 
• Gorontalo 
• Ternate & Tidore  

Sub-Distributor 

• Jayapura 
• Merauke 
• Ambon 
• Flores 
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No. Nama Sejak Tahun 
19 PT MEDICARE PLUS INDONESIA   2016 
20 PT MEPROFARM   2005 
21 PT METISKA FARMA   2007 
22 PT NOVELL PHARMACEUTICAL LAB   2010 
23 PT NULAB PHARMACEUTICAL INDONESIA   2013 
24 PT OMRON HEALTHCARE INDONESIA   2022 
25 PT PRATAPA NIRMALA FAHRENHEIT   2016 
26 PT PROMEDRAHARDJO FARMASI   2010 
27 PT SATYA ABADI PHARMA   2012 
28 PT SIMEX PHARMACEUTICAL IND   2012 
29 PT SURYA DERMATO MEDICA   2007 
30 PT TEGUHSINDO LESTARITAMA   2007 
31 PT UNICHARM TRADING INDONESIA   2021 
 CONSUMER GOODS  
1 PT AULIA COSMETIC INDONESIA   2013 
2 PT COMMOTRADE   2007 
3 GUDANG REJEKI UTAMA 2016 
4 PT MARTINA BERTO TBK   2021 
5 PT MULTI ERAGUNA USAHA   1990 
6 PT PRISKILA PRIMA MAKMUR,  2007 
7 PT SEKAWAN KOSMETIK WASANTARA 2022 
8 PT SUMBER KOSMETIKA INDAH   2022 
9 PT WINS 2019 

 
Pemakai akhir produk yang didistribusikan Perseroan adalah konsumen, dan tidak ada industri yang 
menjadi pemakai akhir 
 

 
7. Penjualan 

 
Dalam periode laporan Keuangan Perseroan yaitu sejak Desember tahun 2019 hingga 2021 dan Juli 
2022, pendapatan usaha yang dihasilkan oleh Perseroan berasal dari penjualan produk farmasi dan 
barang konsumsi, dengan pembagian berdasarkan jenis produk sebagai berikut: 

 
Penjualan Lokal 31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 
Produk Farmasi 1.039.854.515.860 1.584.945.613.248 1.238.635.384.640 1.293.401.974.592 
Produk Konsumer 125.914.828.477 203.081.811.992 142.063.676.882 137.783.704.164 
Penjualan Bersih 1.165.769.344.337 1.788.027.425.240 1.380.699.061.522 1.431.185.678.756 

 
Data penjualan Perseroan menurut divisi (Jawa dan Luar Jawa) dapat dilihat ditabel dibawah ini: 

 

DIVISI 

Penjualan 

Total 31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Jawa 614.446.068.087  955.208.334.992  733.366.807.563  763.878.999.163  3.066.900.209.805  
Luar Jawa 551.323.276.250  832.819.090.248  647.332.253.959  667.306.679.593  2.698.781.300.050  

Total 1.165.769.344.337 1.788.027.425.240 1.380.699.061.522 1.431.185.678.756 5.765.681.509.855 

 
8. Prospek Usaha 

 
Industri Farmasi di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk tumbuh, ditandai dengan semakin 
bertambahnya jumlah industri farmasi di Indonesia, dimana dalam periode 5 tahun terakhir (2015 – 
2019), industri farmasi dalam negeri telah bertambah sebanyak 132 industri baru, yakni dari sejumlah 
198 industri pada tahun 2015 meningkat menjadi 230 industri pada tahun 2019, sedangkan industri 
bahan baku obat juga meningkat dari sejumlah 8 industri pada 2016 menjadi 14 industri di tahun 2019. 
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Sementara itu, dengan jumlah penduduk sebesar 270 juta jiwa, merupakan yang terbesar di Asia 
Tenggara dan menjadi terbesar keempat dunia, Indonesia memiliki ukuran pasar farmasi yang sangat 
besar. Indonesia merupakan pangsa pasar farmasi terbesar di kawasan ASEAN, yaitu mencapai 
27,8% dari total pangsa pasar ASEAN atau mencapai USD 5,93 miliar pada tahu 2014. Secara global 
pasar farmasi dikuasai oleh negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, serta negara 
negara di kawasan Eropa, sedangkan pasar farmasi Indonesia berada di peringkat ke-26 dunia. 
 
Tren total market share sector farmasi di Indonesia mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 65,9 triliun 
pada 2016 menjadi Rp. 88,36 triliun pada 2019 menunjukkan meningkatnya permintaan dan konsumsi 
terhadap obat-obatan. Peningkatan pasar farmasi juga didorong oleh respon terhadap penanganan 
pandemi COVID-19. Total pengeluaran kumulatif untuk vaksin COVID-19 sampai dengan tahun 2025 
diperkirakan mencapai USD 157 miliar, yang didorong oleh gelombang awal pelaksanaan vaksinasi 
yang diharapkan akan selesai pada tahun 2022 (mencapai sekitar 70% populasi dunia). Sumber: 
Membangun Kemandirian Industri Farmasi Nasional, Buku Analisis Pembangunan Industri - Edisi II 
2021, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 

Berdasarkan pada gambar di atas. prospek usaha Perseroan tetap bagus dan memiliki opportunity 
yang besar. Beberapa contoh diantaranya adalah: 

 
1. Ekonomi Indonesia triwulan III-2022 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 

5,72% (y-on-y). Sampai dengan triwulan III-2022, ekonomi Indonesia mengalami 
pertumbuhansebesar 5,40% (c-to-c). Industri jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang terus 
meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 10,46% pada tahun 2021 dan 7,12% (q-to-q) pada 
triwulan III pada tahun 2022. (Sumber: Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan, November 
2022, Pers Badan Pusat Statistik) 

2. Kebutuhan produk Kesehatan seperti multivitamin dan supplement yang terus meningkat karena 
kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. 

 
Ciri dari sebuah usaha dibidang farmasi adalah tidak terjadinya fluktuasi penjualan mengingat 
permintaan/kebutuhan akan produk-produk farmasi adalah stabil dan terus meningkat sejalan dengan 
peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat dari waktu ke 
waktu. Bahkan pada waktu terjadi pandemi di mana akivitas masyarakat sangat dibatasi, bisnis 
farmasi tidak mengalami penurunan dan bahkan meningkat secara signifikan. 

 
Jadi dengan demikian Perseroan memiliki opportunity yang besar untuk berkembang kedepan, baik 
untuk existing produk maupun produk-produk baru yang akan didistribusikan Perseroan. 

 
Terkait dengan perekonomian secara umum, perseroan optimis bahwa industri-industri akan terus 
mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahun sesuai dengan harapan dan pertumbuhan PDB 
Indonesia yang besarnya diperkirakan disekitar 5.0-5.5% setiap tahun. Populasi penduduk negara 



 

121 
 

kita yang mencapai 270 juta tentunya menjadi salah satu pendorong utama besarnya kebutuhan 
dalam berbagai sektor seperti pangan dan Kesehatan. 
 

 
 

 
Sumber: bps.go.id; Berita Resmi Statistik, 1 November 2022 

 
Berdasarkan Perkembangan indeks harga konsumen Oktober 2022 (sumber: bps.go.id; Berita Resmi 
Statistik, 1 November 2022) terjadi deflasi sebesar 0,11%, namun terdapat peningkatan inflasi 
sebesar 5,71% disbanding oktober tahun 2021. Berdasarkan andilnya menurut kelompok 
pengeluaran, konsumsi pada perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta perawatan 
pribadi dan jasa lainnya, menyumbang andil sebesar masing-masing 0,31% dan 0,34%, berada pada 
peringkat 5 dan 6 penyumbang andil inflasi terbesar pada oktober 2022. Sedangkan berdasarkan 
pertumbuhan Produk Domestic Bruto (PDB), pada triwulan III 2022, tedapat pertumbuhan 5,72% (y-
o-y), dimana terdapat peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 5,39% (y-o-y). 
 
Dengan indikator peningkatan konsumsi rumah tangga pada PDB kuartal III 2022, serta cukup 
signifikannya andil dari pengeluartan konsumsi pada perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah 
tangga, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebagai penyumbang inflasi oktober 2022 (y-o-y), 
yang dikeluarkan oleh BPS, Perseroan melihat telah terjadi pemulihan daya beli yang akan 
memberikan prospek yang menjanjikan ke depannya bagi lini usaha produk konsumsi Perseroan. Hal 
tersebut tentunya akan memberikan potensi atas penyerapan produk toiletries dan kosmetik 
Perseroan, yang berdasarkan data BPS, produk-produk tersebut masuk ke dalam kategori barang 
konsumsi perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta perawatan pribadi dan jasa 
lainnya. 
 
Sebagai distributor produk farmasi dan produk konsumsi, Perseroan beranggapan bahwa dengan 
penjelasan terkait Industri jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang terus meningkat dengan rata-rata 
pertumbuhan 10,46% pada tahun 2021 dan 7,12% (q-to-q) pada triwulan III pada tahun 2022, di atas, 
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akan memberi potensi atas peningkatan Kebutuhan produk Kesehatan seperti multivitamin dan 
supplement yang didistribusikan oleh Perseroan. Selain itu berdasarkan indikator peningkatan 
konsumsi rumah tangga sebesar 5,39% (y-o-y) pada PDB kuartal III 2022, serta cukup signifikannya 
andil dari pengeluartan konsumsi pada perlengkapan dan pemeliharaan rutin rumah tangga, serta 
perawatan pribadi dan jasa lainnya sebagai penyumbang inflasi oktober 2022 yang telah dijelaskan 
di atas, hal tersebut menunjukan potensi atas peningkatan permintaan produk-produk konsumsi 
seperti toiletries dan kosmetik yang didistribusikan oleh Perseroan. 
 
9. Kecenderungan Usaha Perseroan 

 
Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki 
kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan 
Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga 
tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat 
diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, 
pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan 
menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi 
atau kondisi keuangan masa datang. 

 
Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan 
membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal dapat melakukan penjualan yang dapat 
menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan principal dan pelanggan, serta dengan 
terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi 
Perseroan ke depannya. 

 
Hingga saat ini, tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap suatu pelanggan atau pemasok. 

 
 

10. Transaksi dengan Pihak Afiliasi 
 
 

Nama Pihak Jenis Nilai Transaksi per 31 
Juli 2022 Tujuan Transaksi 

PT Multi Eraguna Usaha Pembelian Persediaan Rp6.164.700.747 Transaksi usaha 
PT Bina Cipta Angkasa 
Jaya 

Sewa menyewa Rp579.722.222 Perusahaan menyewa 
beberapa tanah dan 
bangunan dari PT Bina 
Cipta Angkasa Jaya yang 
terletak di Jakarta, 
Semarang, Solo, 
Mataram dan Pekanbaru, 
dengan masa sewa 3 
sampai 5 tahun untuk 
keperluan operasional 
Perseroan 
 

 
Sifat hubungan dengan pihak afiliasi: 
- PT Multi Eraguna Usaha: Memiliki Personil Manajemen kunci dan pemegang saham yang sama 
- PT Bina Cipta Angkasa Jaya: Memiliki Personil Manajemen kunci dan pemegang saham yang 

sama 
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IX. EKUITAS 
 
Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada  tanggal 31 Juli 2022, dan 31 Desember 
2021, 2020, dan 2019 sesuai dengan Laporan keuangan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang 
berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 yang telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono, dan Chandra 
dengan opini tanpa modifikasian dalam laporannya pada tanggal 18 Oktober 2022, yang 
ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang 
berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Heliantono dan Rekan dengan 
opini tanpa modifikasian, yang masing-masing ditandatangani oleh Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CA., 
CPA dan Charlie Thyawarta, CPA. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 
31 Desember 2019 telah diaudit oleh KAP Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan dengan opini tanpa 
modifikasian, yang ditandatangani oleh Drs. Liasta Karo Karo Surbakti, CPA.   

(dalam ribuan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 
Modal saham - Nilai Nominal 
Rp1.000.000 per Saham pada tanggal 31 
Juli 2022 dan pada tanggal 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019. Modal Dasar - 
55,000 saham pada tanggal 31 Juli 2022, 
31 Desember 2021, 2020 dan 2019.  
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 
28,250 saham pada tanggal 31 Juli 2022 
dan 14,000 saham pada tanggal 31 
Desember 2021, 2020 dan 2019 

                                         
28.250.000  

                 
14.000.000  

                   
14.000.000  

                   
14.000.000  

Tambahan modal disetor           97.728.701          22.978.701           22.978.701          22.978.701  

Penghasilan komprehensif lainnya           (1.427.849)    (1.646.462)      (3.370.148)    (2.631.836) 

Saldo laba      

Telah ditentukan penggunaanya     

Untuk dana cadangan umum 100.000 - - - 

Belum ditentukan penggunaanya 10.333.712 79.323.535 60.047.169 59.777.588 

TOTAL EKUITAS 134.984.564 114.655.775  93.655.722  94.124.453  

 
Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum 
Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 368.000.000 (tiga ratus enam puluh 
delapan juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.  
 
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan 
tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran 
 
TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2022 
 
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya penerbitan saham Perseroan dan 
Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022, maka 
proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:    
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Uraian Modal Saham Agio Saham 
Tambahan 

modal 
disetor 

Penghasilan 
komprehensif 

lain 

Saldo Laba 
yang telah 
ditentukan 

penggunaannya 

Saldo Laba 
yang belum 
ditentukan 

penggunaannya 

Total 
Ekuitas 

Posisi Ekuitas menurut 
laporan keuangan pada 
tanggal 31 Juli 2022 

28.250.000 - 97.728.701 (1.427.849) 100.000 10.333.712 134.984.564 

Proforma Ekuitas pada 
tanggal 31 Juli 2022 jika 
diasumsikan terjadi 
pada tanggal tersebut 
Penawaran Umum 
sebanyak 368.000.000 
(tiga ratus enam puluh 
delapan juta saham 
biasa atas nama 
dengan nilai nominal 
Rp20,- (dua puluh 
Rupiah)  setiap saham 
dengan harga 
penawaran sebesar  
Rp[ ],- ([ ] Rupiah)  

7.360.000     

 

 

Total 35.610.000 [ ] [ ] (1.427.849) 100.000 10.333.712 [ ] 
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X. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Anggaran 
dasar Perseroan mengizinkan pembagian dividen interim sebelum akhir tahun buku dengan ketentuan 
bahwa dividen interim tidak mengakibatkan jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih 
kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen 
interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan 
Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan di mana terjadi pembagian dividen interim 
Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus 
dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan 
bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak 
dikembalikan oleh pemegang saham.  
 
Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan bermaksud untuk 
melakukan pembayaran dividen kas (Rupiah) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) untuk 
masa yang akan datang, mulai tahun 2023 berdasarkan dari laba bersih 2022. 
 
Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke 
waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan 
dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen 
sama sekali.  
 
Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain 
pada:  
- laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek 

bisnis di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan 
- kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 

 
Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen 
atau keduanya di masa yang akan datang.  
 
Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh 
hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan 
perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan 
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.  
 
Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang 
sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima 
dividen. 
 
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative 
covenant) dalam hal Perseroan mengumumkan dan membagikan dividen kepada pemegang saham 
Perseroan dalam perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan para krediturnya 
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XI. PERPAJAKAN 
 
Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 
 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam: 
1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak 
Penghasilan); 

2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak 
Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997; 

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 
tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi 
Penjualan Saham di Bursa Efek; 

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang 
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek 
sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.  

 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan 
sebagai 
berikut: 
a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan 

saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi 
penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh 
penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi 
penjualan saham. 
 

b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari 
seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (Initial Public 
Offering/IPO). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. 
Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan 
atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu 
(1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
 
Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan 
Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
dalam rangka IPO menjadi efektif. 
 

c. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan 
perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih 
untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, 
maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan 
sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. 

 
Perpajakan atas Dividen 
 
Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 
(berlaku efektif 1 Januari 2009), Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (efektif sejak 
2 November 2020) dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (efektif sejak 29 Oktober 2021), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang 
diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik 
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan 
bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang 
Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan 
Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau 
penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f 
UndangUndang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau 
diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang 
Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak 
Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham 
atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis 
dan mekanisme pembagian dividen sejenis. 
 
Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 
negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f 
angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib 
Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang 
diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat 
dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh 
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. 
 
Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a 
Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang 
oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha 
Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk 
Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib 
membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika 
menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak 
yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 
25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 
4 ayat 3 huruf f. 
 
Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib 
Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak 
Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib 
Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. 
Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau 
Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 
Keuangan No. 111/PMK.03/2010. 
 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 
tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun 
yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari 
saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek 
pajak penghasilan. 
 
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas 
yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif 
yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan 
penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda 
(P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda. 
 
WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, 
WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non-
Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu: 
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1. Form-DGT 1 atau;  
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui 

kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang 
diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta 
WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;  

3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara 
mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat: 
- Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;  
- Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan 

Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;  
- Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, 

tahun pajak berlakunya SKD; dan  
- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat 

kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda 
tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud. 

 
Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan 
sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan. 
 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan  
 
Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal 
Prospektus Awal ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. 
 

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN 
DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-
MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN 
MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI. 
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XII. PENJAMIN EMISI EFEK  
 
1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek 
 
Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek Penawaran Umum Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek No. 15 tanggal 16 September 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 11 
tanggal 14 Oktober 2022 Addendum II No. 20 tanggal 23 November 2022, Addendum III No. 25 
tanggal 14 Desember 2022, dan Addendum IV No. 43 tanggal 21 Desember 2022 yang seluruhnya 
dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
yang namanya tercantum di bawah ini menyetujui untuk menawarkan dan menjual saham baru yang 
dikeluarkan dari portepel kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya dengan kesanggupan 
penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam 
Penawaran Umum ini yaitu sebanyak-banyaknya 368.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan juta) 
saham biasa atas nama baru (saham baru) sehingga mengikatkan diri untuk membeli sisa saham 
yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran. 
 
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan Peraturan nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-
691/BL/2011, tanggal 30-12-2011 (tiga puluh Desember dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan 
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum berikut segenap perubahan dan/atau penambahannya. 
Penjamin Emisi Efek menyatakan menjamin secara kesanggupan penuh (full commitment) terhadap 
Penawaran Umum ini 
 
PT Lotus Andalan Sekuritas sebagai Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan 
Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7,  
POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020 
 
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi dalam Penawaran 
Umum Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

No. Penjamin Emisi 
Porsi Penjaminan 

Jumlah Saham Rp Persentase 
(%) 

     
 Penjamin Pelaksana Emisi Efek: 

 
   

1 PT Lotus Andalan Sekuritas     
     
 Jumlah    

 
Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:  
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara 

horizontal maupun vertikal; 
b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; 
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau 

komisaris yang sama; 
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, 

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, 

oleh pihak yang sama atau;  
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas 
menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana 
didefinisikan sebagai “Afiliasi” dalam UUPM. 
 
2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana 
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Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan 
menggunakan proses penawaran awal (book building) agar dapat diketahui minat dari investor 
atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan, di mana kisaran harga penawaran awal adalah 
sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) – Rp149,- (seratus empat puluh sembilan Rupiah) 
setiap saham.  

Penetapan rentang harga penawaran dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi 
seperti metode perhitungan Discounted Cash Flow atas proyeksi pendapatan konsolidasian 
Perseroan serta rasio multiple dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek 
regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan 
kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (bookbuilding). 

Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, 
yaitu rasio multiple seperti, Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book 
Value (PBV) adalah sebagai berikut: 

 

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp[ ] ([ ] Rupiah) juga mempertimbangkan hasil 
bookbuilding yang telah dilakukan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan 
kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti: 

a. Kondisi pasar modal, terutama Bursa Efek Indonesia pada saat bookbuilding dilakukan; 
b. Permintaan investor; 
c. Kinerja keuangan Perseroan; 
d. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha 

dan keterangan mengenai bidang usaha industri dan perdagangan di Indonesia; 
e. Status dari perkembangan terakhir Perseroan; 
f. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode 

penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan 
Perseroan; dan 

g. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat 
yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan di Bursa Efek regional yang 
dapat dijadikan perbandingan. 
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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran 
Umum ini adalah sebagai berikut: 
 
Kantor Akuntan Publik  :   Teramihardja, Pradhono & Chandra 
Nama Akuntan : Drs. Nursal, Ak., CA., CPA 
No. STTD : STD.AP-329/PM.22/2018 
Tanggal STTD : 5 Februari 2018 
Asosiasi profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia (lAPI) No. 530 
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik 

 
Tugas pokok akuntan publik adalah melaksanakan audit 
berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar 
tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan 
melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai 
bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu 
audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang 
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan 
keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi 
yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh 
manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan 
secara keseluruhan.  

 
Konsultan Hukum : Wardhana Kristanto Lawyers 
Nama Partner : Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M 

Firma Firdaus, S.H. 
No. STTD  : STTD.KH-166/PM.2/2018 Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M 

STTD.KH-253/PM.223/2018 Firma Firdaus, S.H 
Tanggal STTD : 18 Desember 2018 
No. Anggota HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 
Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) 

No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 
tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum 
Pasar Modal (“HKHPM”) No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 
Agustus 2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar 
Modal. 

 
Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran 
Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara 
independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode 
etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari 
segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang 
disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil 
pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam 
Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan 
atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif 
dan mandiri.  

 
Notaris   :   Rudy Siswanto, S. H 
No. STTD  : STTD.N-131/PM.2/2018 
No. Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 1512219681031 
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 

Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
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Undang Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 
Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia 

 
Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam 
Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan 
membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, 
antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, 
Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Efek. 

 
Biro Administrasi Efek :    PT Bima Registra 

 
No. STTD  : KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 
Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) 
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK 

 
Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam 
Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan 
koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer 
Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan 
dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang 
berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan 
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil 
penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek 
Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan 
dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum 
Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat 
Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan. 
 

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini 
menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. 
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XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR  
 

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub 
dalam:  
 
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (Pasal 3) 
 
2. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar. 
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan 

usaha sebagai berikut: 
a. Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk Manusia (KBLI 46441) 
b. Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk Manusia KBLI 46442) 

4. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan 
tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut: 
a. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (KBLI 46326) 
b. Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia (KBLI 46443) 
c. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL 

(yang tidak dapat diklasifikasikan lainnya) (KBLI 46499) 
d. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia 

(KBLI: 46691) 
e. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan (KBLI 46638) 

 MODAL (Pasal 4) 
 
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah) terbagi atas 

2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham, masing-masing saham 
bernilai nominal Rp20,- (dua puluh rupiah) 

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh 
sejumlah 1.412.500.000 (satu miliar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham 
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 28.250.000.000,- (dua puluh delapan miliar dua 
ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh oleh para pemegang saham. 

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan 
Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham disebut RUPS) 
dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan 
Komisaris dan harga tersebut tidak dibawah nilai nominal, pengeluaran saham tersebut dengan 
mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan 
dicatatkan. 

4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas 
saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib 
memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada 

saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang 
Saham disebut RUPS) mengenai penyetoran tersebut; 

b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di 
Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga; 

c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar 
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham 
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai 
pasar yang wajar.  

e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, 
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, 
dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan 
Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; 
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f. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan 
mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi 
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah 
dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.   

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas 
adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk 
memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  
a. Penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik 

yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, 
Perseroan wajib memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut juga 
“HMETD”) kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap 
persentase kepemilikan sahamnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;  

b. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham 
sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasal Modal yang mengatur Mengenai Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain 
untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 

c. Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa memberikan HMETD sebanyak-
banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya 
persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;  

d. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana 
ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;  

e. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang 
HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang Memesan tambahan Efek 
bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi 
jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak Diambil 
tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh 
masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas.  

f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang 
saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli 
siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak 
sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.  

g. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar 
dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, Dapat dilakukan 
oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek 
tersebut.  

h. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang 
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang 
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk 
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

6. Penambahan Modal Dasar Perseroan;  
a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan 

RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus 
disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor 
menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan 
sepanjang:  

i. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 
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ii. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
iii. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% 

(dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

iv. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
6.b).(iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus 
mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor 
memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan 
Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 
6.b).(iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi;  

v. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(i) Anggaran 
Dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b).(iv) anggaran Dasar.  

c. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif 
setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor 
menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai 
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan 
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan 
anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. 

7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan 
peraturan perundang undangan yang berlaku. 

SAHAM DAN SURAT SAHAM (Pasal 5) 
 
1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. 
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. 
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal. 
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) 

saham. 
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki 

bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau 
menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu 
sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. 

6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak 
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu 
ditangguhkan. 

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua 
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang undangan yang 
berlaku. 

8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa 
Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. 

9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian 
dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat 
saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya. 

10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang 
dimiliki oleh seorang pemegang saham. 

11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:  
a. nama dan alamat para pemegang saham;  
b. nomor surat saham;  
c. nilai nominal saham;  
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d. tanggal pengeluaran surat saham;  
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:  

a. nama dan alamat pemegang saham;  
b. nomor surat kolektif saham;  
c. nomor surat saham dan jumlah saham;  
d. nilai nominal saham;  
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;  

13. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur Utama 
atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya. 

14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak 
diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri 
atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama 
memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang 
pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang  mereka atau seorang lain 
sebagai kuasa mereka  dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang  berhak 
mempergunakan hak yang diberikan oleh atas saham tersebut.  

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang 
saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, 
nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang 
dianggap perlu.  

16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi 
tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang 
ditandatangani oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat 
Direksi bersama-sama dengan yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang 
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau tandatangan tersebut 
dicetak langsung pada konfirmasi tertulis. 

17. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan 
Kolektif sekurang kurangnya harus mencantumkan: 

e. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian 
yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;  

f. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;  
g. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;  
h. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis,  
i. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang 

sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; 
j. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis. 

18. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada 
semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. 

19. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas di 
Republik Indonesia.  

20. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan 
peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang 
undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. 
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PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 6)  
 
1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika: 

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham 
tersebut; dan 

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. 
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat 

saham; 
3. Dalam hal surat saham hilang, pengganti surat saham tersebut dapat dilakukan jika:  

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham 
tersebut;  

b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas 
hilangnya surat saham tersebut; 

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang 
dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan 

d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di 
mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum 
pengeluaran pengganti surat saham.  

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat 
kolektif saham; 

5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak 
berlaku lagi terhadap Perseroan. 

6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh 
pemegang saham yang berkepentingan. 

7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di 
Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan 
Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan 
di Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan peraturan Bursa Efek 
di Republik Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan. 

 
 
PENITIPAN KOLEKTIF (Pasal 7) 

4. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat 
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk 
kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

5. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam 
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian 
atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank 
Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. 

6. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio 
Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam 
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan 
saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan 
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. 

7. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama 
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk 
kontrak investasi kolektif dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama 
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian 
dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau 
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. 
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8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham 
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan 
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham 
dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. 

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut 
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk 
pemeriksaan perkara pidana. 

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau 
mengeluarkan suara dalam RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya 
dalam rekening efek tersebut. 

11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang 
namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan 
Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank 
Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang 
berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada 
Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh 
RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku 
di bidang pasar modal. 

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan 
yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari 
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam 
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa 
Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 
(satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. 

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan 
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan 
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan 
dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank 
Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Rekening 
pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. 

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak hak lain sehubungan dengan 
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank 
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi 
kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian. 

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham 
bonus atau hak hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif 
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib 
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki 
oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang 
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak hak lainnya, untuk selanjutnya 
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi 
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau 
hak-hak lainnya tersebut. 

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS (Pasal 8) 

1. Direksi berkewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham 
dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.  

2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat:  
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a. nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian;  

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;  
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;  
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau 

sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut atau 
tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;  

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;  
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. 

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta 
tanggal saham itu diperoleh. Direksi berkewajiban  untuk menyimpan dan memelihara Daftar 
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.  

4. Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus 
Perseroan, harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal/alamat dengan surat yang 
disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka 
semua surat-surat, panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika 
dialamatkan pada alamat pemegang saham yang terakhir dicatat dalam Daftar Pemegang 
Saham. 

5. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di kantor Perseroan. Setiap 
pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan 
Daftar Khusus diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan. 

6. Pemegang saham yang sah dari Perseroan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan 
kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. 

7. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 
1(satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan. Dengan memperhatikan 
ketentuan dalam Pasal 5 ayat 4 Anggaran Dasar ini, Perseroan berhak memperlakukan 
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai 
satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut. 

8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk 
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Setiap 
pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai 
suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut 
saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham saham harus 
dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal. 

 

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (Pasal 9) 

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar 
Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik baru telah 
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang 
berwenang peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat 
saham Perseroan dicatat.  

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh 
atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima 
pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus 
memenuhi peraturan Pasal Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan 
dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib 
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.  

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar 
Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar 
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Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada 
Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang 
tidak terpenuhi. 

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi 
Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan 
memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, 
setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di 
Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan. 

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematianseorang pemegang saham atau karena 
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan 
mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh direksi, dapat 
mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.  
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu 

tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan 
peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.  

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan 
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.  

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur baik 
untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku 
pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat (6) Pasal 9 ini. 

9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum 
tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang 
berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. 
 

DIREKSI (Pasal 10) 

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi. 
2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota 

Direksi diangkat menjadi Direktur Utama; dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang 
Perseroan Terbatas, peraturan perundang undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan 
peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; 

3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan 
pada saat diangkat dan selama menjabat : 
a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 
b. cakap melakukan perbuatan hukum; 
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 

1. tidak pernah dinyatakan pailit; 
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau,Anggota Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara 

dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang selama 

menjabat: 
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;  
b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan 

Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan 
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris 
kepada RUPS; dan 
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c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau 
pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan 
laporan tahunan dan atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang undangan; dan 
e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan; 

4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 diatas wajib dimuat dalam surat pernyataan 
dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan 
didokumentasikan oleh Perseroan; 

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang 
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas. 

6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: 
a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan publik lain; 
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik lain; 
c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang 

bersangkutan juga menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan 
lainnya. 

8. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; 
Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali; 

9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) 
tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana dia 
(mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah tanggal 
pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS; 

10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi sebelum masa 
jabatannya berakhir. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat tersebut kecuali 
bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS. 

11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 Pasal 
ini maka pemberhentian anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan memberikan 
kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila 
anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan. 

12. Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya 
berakhir dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan dan Perseroan 
wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota 
Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat 
permohonan pengunduran diri. 
- Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap masyarakat dan menyampaikan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya 
permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana 
tersebut diatas. 

- Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu tersebut diatas 
maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi 
sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 

13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban 
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
- Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah 

RUPS tahunan membebaskannya. 
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi 

menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan 
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oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan 
minimal jumlah anggota Direksi. 

15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatannya oleh Dewan 
Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan 
dalam ayat 3 pasal ini dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

16. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang 
diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat 
seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, atau menambah jumlah anggota 
Direksi baru. 

17. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan 
atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa 
masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari 
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang 
masih menjabat pada masa itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. 

18. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut :  
a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan 

pengadilan; atau 
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau 
c. meninggal dunia; atau  
d. diberhentikan karena keputusan RUPS. 

19. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum 
pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat dilimpahkan 
kepada Dewan Komisaris. 

20. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan 
jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan  puluh) hari 
setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 

21. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau 
belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan 
menjalankan kewajiban sebagai Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung 
jawab yang sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka 
berlaku ketentuan dalam pasal 14 ayat 18 anggaran dasar ini. 

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 11) 

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran 
Dasar Perseroan ini. 

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat 1 diatas maka: 
- Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur 

dalam peraturan-perundang undangan dan anggaran dasar; dan 
- Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 

tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan 
yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan 
tugasnya, kecuali: 

i. dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau 
kelalaiannya; 
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ii. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-
hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas 
tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 

iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian 
tersebut; 

3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam 
maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan 
Perseroan dengan  pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala 
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan 
pembatasan bahwa untuk: 
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang 

perseroan di bank bank); 
b. menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan 

memperhatikan ayat 4 tersebut di bawah ini; 
c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain 

tanpa mengurangi ijin yang berwenang; 
d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan pihak lain /badan hukum lain; 
e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) 

Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta 
kekayaan (aktiva) Perseroan; 

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut 
ditandatangani oleh Dewan Komisaris;  

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk melepaskan hak atas merek 
dan paten yang dimiliki Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau dengan nilai 
sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima 
puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu satu transaksi atau beberapa 
transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan 
RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 4 anggaran 
dasar Perseroan.  

5. a.  Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material harus mendapat persetujuan  
     RUPS Perseroan dengan syarat syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas  
     Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan  
     Kegiatan Usaha, termasuk bila ada perubahan-perubahannya dikemudian hari; 
b. Perbuatan hukum untuk melakukan transaksi afiliasi yang harus mendapat persetujuan 

pemegang saham independent dalam RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi 
Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, termasuk bila ada perubahan-perubahannya 
dikemudian hari; 

6. a.   Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta  
      mewakili Perseroan. 
b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, 

yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya 
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  

7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau 
lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, 
dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk 
melakukan tindakan tindakan tertentu. 

8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak 
menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan 
berdasarkan keputusan rapat Direksi. 
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9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan 
antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota Direksi yang 
bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan; Dalam 
hal terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam ayat ini maka: 

i. yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai 
benturan kepentingan dengan Perseroan; 

ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan 
dengan Perseroan; 

iii. Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan 
Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; 

10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan 
antara kepentingan ekonomis pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham atau 
pengendali dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus memperoleh persetujuan 
RUPS dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 5 
anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Peraturan dibidang Pasar Modal. 
 

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI (Pasal 12) 

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap 
bulan; dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara 
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib diungkapkan 
dalam laporan tahunan Perseroan;  

3. (i) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk tahun  
      berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. 
(ii) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan   
      rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat  
      diselenggarakan. 
(iii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun  
       sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada peserta  
       rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. 

4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili 
Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. 

5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis (surat tercatat), dikirimkan 
langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, yang ditegaskan 
dengan surat tercatat pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat 
lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut diadakan. 

6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, tanggal, waktu, tempat Rapat dan 
agenda rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut dan disertai 
dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. 

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan Atau ditempat kedudukan Bursa Efek di 
tempat mana saham Saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. 
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak 
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga  dan berhak mengambil keputusan 
yang sah dan mengikat. 

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan 
untuk menghadiri Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah 
seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai Rapat 
Direksi. 
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9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi 
lain berdasarkan surat kuasa. 

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 
(satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. 

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkanmusyawarah untuk mufakat. Dalam hal 
keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan 
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian 
dari jumlah suara yang dikeluarkan  dengan sah dalam Rapat tersebut. 

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi 
yang memutuskan. 

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan  
      1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. 
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau 
kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus 
menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam 
pengambilan suara mengenai hal hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. 

c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa 
tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan 
kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan dari yang hadir.  

14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi yang 
hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; sedangkan Berita Acara Rapat (risalah 
rapat) bersama antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditanda tangani oleh seluruh 
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh 
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. 
- Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menanda-tangani 

hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam 
surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara Rapat (risalah rapat).  

15. Berita Acara Rapat (risalah rapat)  Direksi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini 
merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi 
yang bersangkutan, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. 

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang Sah dan mengikat tanpa mengadakan 
Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara 
tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. 

17. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan 
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 

DEWAN KOMISARIS (Pasal 13) 

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris; 
2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, maka  

      1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Independen; 
(ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 

jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh 
anggota Dewan Komisaris; 

(iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama, satu dan lain 
dengan memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang undangan yang berlaku 
dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan 
usaha Perseroan;  
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3. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
  

4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Komisaris Independen wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 

merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut 
dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris 
Independen Perseroan atau pada periode berikutnya;  

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;  
c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota 

Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan 
d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan 

dengan kegiatan usaha Perseroan;  
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan 

Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:  
a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan publik lain; 
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) perusahaan publik lain;  
c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, 

anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota 
Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) perusahaan publik lain.  

d. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik dimana yang 
bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 

7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak 
bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-perundang undangan 
lainnya. 

8. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS; Anggota Dewan 
Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali; 

9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 (satu) periode masa jabatan paling 
lama 5 (lima) tahun, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS 
dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 setelah 
tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS; 

10.  (i)  Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan  
      dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut 
menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. 
(ii) Pernyataan Independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan 

dalam Laporan Tahunan. 
(iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang 

bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa 
jabatan Komite Audit berikutnya. 

11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Direksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan 
Komisaris. 

12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan 
Komisaris. 

13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. 
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TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 14) 

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan 
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai 
Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. 

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS 
lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan anggaran dasar. 

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. 

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk 
Komite lainnya. 

5. Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. 

6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris berhak 
dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan 
persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.  

7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama sama berhak memasuki gedung-
gedung, kantor kantor dan halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan 
selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, 
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan 
Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 

8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana  
diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita 
acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi. 

9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan 
alasannya. 

10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu 
untuk jangka waktu tertentu. 

11. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau 
keputusan RUPS. 

12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai 
seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus 
Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan 
sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan 
Dewan Komisaris.  Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka segala tugas 
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam 
anggaran dasar ini berlaku pula baginya. 

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat 
memberhentikan untuk sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari jabatannya  
(jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah 
bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya. 

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka 
perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) 
hari setelah tanggal pemberhentian sementara; 
- Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah 

pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, 
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dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semua; RUPS demikian ini 
hanya berhak dan berwenang untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan 
untuk sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau diberhentikan seterusnya, 
dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan 
sementara tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang 
diberhentikan sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan.  

15. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pasal ini tidak dapat mengambil 
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, 
maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.  

16. Rapat tersebut pada ayat 14 pasal ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang 
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau 
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh 
Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu 
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam 
hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang 
saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. 

17. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS yang 
bersangkutan, maka pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang 
bersangkutan, disertai alasannya. 

18. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau apabila karena sebab 
apapun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang 
kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk 
sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. 

RAPAT DEWAN KOMISARIS (Pasal 15) 

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan 
Dewan Komisaris Wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) 
kali dalam 4 (empat) bulan. 

2. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib 
diungkap dalam laporan tahunan Perseroan. 

3. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan 
Komisaris. 

4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan oleh Komisaris Utama. Dalam hal 
Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada 
pihak ketiga maka anggota Dewan Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan 
pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama. 

5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan Surat tercatat atau disampaikan secara 
langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan telegram atau teleks atau faksimile yang 
ditegaskan dengan secara tertulis, pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan 
Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum  Rapat tersebut diadakan. Apabila 
semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris, 
pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan 
dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan 
yangsah dan mengikat.  

6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat Rapat dan agenda 
rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan 
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. 

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kedudukan 
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah 
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Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan 
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak 
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.  

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama mengetuai Rapat, apabila Komisaris 
Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan 
kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari 
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. 

9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh 
anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan surat kuasa. 

10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang mengikat 
apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam 
Rapat tersebut. 

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan 
pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan 
dengan sah dalam Rapat tersebut. 

12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat 
Komisaris yang memutuskannya.  

13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan  
      1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.  
b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara 

langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak 
atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus 
menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk 
ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau 
kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan Komisaris menentukan lain. 

c. Pemungutan suara mengenai diri orang  dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda 
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali 
ketua Rapat memutuskan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.  

14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan 
Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara 
dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tandatangan tersebut tidak disyaratkan. 

15. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini 
merupakan bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan 
Komisaris yang bersangkutan, baik Para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga. 

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa 
mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan 
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul usul yang bersangkutan dan semua 
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis 
serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian 
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat 
Dewan Komisaris. 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 17) 

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari : 
a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Anggaran Dasar ini. 
b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang 

diadakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. 
Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar 
Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.  



 

150 
 

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) yaitu pelaksanaan RUPS 
dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang 
menggunakan:  
a. sistem penyelenggaran RUPS Secara Elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh Penyedia 

e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak 
lain yang disetujui oleh OJK; atau 

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan Perseroan tetap wajib terhubung 
dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk 
memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. 

- Dalam hal pelaksanaan e-RUPS, Perseroan tetap perlu mengikuti mekanisme pendaftaran, 
penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh 
Penyedia e-RUPS atau prosedur operational standar penyelenggaraan RUPS dari 
Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan. 
4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS; 

(1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:  
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per 

sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan 
dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. 

b. Dewan Komisaris;  
(2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diatas diajukan 

kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya; 
(3) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (2) yang disampaikan oleh pemegang 

saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1)a ditembuskan kepada Dewan Komisaris. 
(4) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diatas harus: 

a. dilakukan dengan itikad baik; 
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;  
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;  
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan anggaran dasar 

Perseroan;  
5. (1) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka  

      waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan  
      penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) diterima Direksi; 
(2) Direksi juga wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(2) diatas dari pemegang saham atau Dewan 
Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja Sebelum 
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5(1).  

6.  (1) -Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 
5.(1) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(1)a, dalam jangka 
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan 
RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib mengumumkan:  

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak 
diselenggarakan; dan 

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.  
(2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1), 

atau jangka waktu 15 (limabelas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan 
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1)a 
kepada Dewan Komisaris.  
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(3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam 
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(2) diterima Dewan Komisaris; 

(4) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas 
Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana 
dimaksud pada ayat 6 (3).  

7. (1) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana  
     dimaksud dalam ayat 6 (3) diatas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)  
     hari terhitung sejak tanggal Permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan  
     Komisaris, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:  

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak 
diselenggarakan; dan 

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.  
(2) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada 

ayat 7 (1), atau jangka waktu 15 (limabelas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat 
mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan izin 
diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1)a.  

8. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan 
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 (2) wajib menyelenggarakan RUPS. 

9. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau 
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan 
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (1) a wajib tidak mengalihkan 
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman 
RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Kedua Pengadilan Negeri.
  

10.  (1)  -Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud  
        dalam Pasal 5 (1) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat  
        4 (1) b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejah tanggal  
        permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, maka Direksi wajib  
        mengumumkan: 

a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak 
diselenggarakan; dan 

b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.  
(2) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (1) 

atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan 
sendiri RUPS. 

(3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling 
lambat (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada 
ayat 10 (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 10 (2) 
telah terlampaui.  

(4) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas 
Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana 
dimaksud pada ayat 10 (3).  

11.  (1) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana  
      dimaksud dalam ayat 5, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (3)  
      dan 10 (3), atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 wajib  
      dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur  
      dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.  
(2) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 11 (1) dalam 

pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi: 
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a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama 
pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada 
Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan 
pemegang saham; 

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada 
Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin 
penyelenggaraan RUPS jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan 
penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau 

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris 
jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. 

 
 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Pasal 18) 

1. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun buku berakhir kecuali ditentukan lain oleh OJK.  

2. Dalam RUPS Tahunan tersebut:  
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan/laporan keuangan yang telah diperiksa oleh 

Akuntan Publik dan Laporan Tahunan (mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil 
yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, 
kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang 
timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan 
peraturan Perundang undangan yang berlaku khususnya peraturan dibidang Pasar Modal. 

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. 
c. Diputuskan Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik 

yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan 
dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. 

- Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang 
diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite audit. 

- Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor 
akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan 
Komisaris, disertai penjelasan mengenai: 
- alasan pendelegasian kewenangan; dan  
- kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk.  

d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan/atau para anggota 
Dewan Komisaris dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris. Gaji, 
uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum 
pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum pemegang saham dapat 
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 

e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan secara sebagaimana mestinya dalam 
Rapat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.  

3. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul usul yang diajukan oleh:  
a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 

(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan 
dengan hak suara yang sah; 

b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima olehmDireksi 7 (tujuh) hari sebelum 
tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.  

4. Pengesahan Laporan tahunan dan perhitungan tahunan/laporan keuangan oleh RUPS 
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya 
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang 
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telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam 
perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. 

 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (Pasal 19) 

RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan bilamana dianggap perlu oleh 
Direksi atau Dewan Komisaris, atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang 
bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah 
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara.  

PROSEDUR, TEMPAT, WAKTU, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN 
PENYELENGGARAAN  RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (Pasal 20) 

1. PROSEDUR PENYELENGGARAAN RUPS 
a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan; 
b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan 
c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham; 

2. TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS 
(1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia. 
(2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 
(3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(2) wajib dilakukan di : 

a. Tempat kedudukan Perseroan; 
b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;  
c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama 

Perseroan; 
d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan; 

3. PEMBERITAHUAN MATA ACARA RUPS 
(1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu Menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat 

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman 
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. 

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(1) harus diungkapkan secara jelas 
dan rinci. 

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(2), 
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa 
Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.  

4. PENGUMUMAN RUPS 
(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 

(empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal 
pengumuman dan tanggal pemanggilan. 

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) paling kurang memuat: 
a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;  
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;  
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan 
d. tanggal pemanggilan RUPS; 

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 4, selain memuat hal yang disebut pada ayat 
4.(2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) wajib memuat informasi 
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang 
saham atau Dewan Komisaris.  
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5. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, 
selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 4.(2) dan (3), dalam pengumuman 
RUPS wajib memuat juga keterangan: 
a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran 

pemegang saham independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan 
b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.  

6. (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada  
     penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.  
(2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada 

ayat 6.(1) merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per 
duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar 
Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. 

(3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) diatas harus:  
a. dilakukan dengan itikad baik;  
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;  
c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;  
d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan  
e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran 

dasar. 
(4) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata 

acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 6.(1) sampai dengan ayat 6.(3). 

7. PEMANGGILAN RUPS; 
(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang saham paling lambat 21 (dua 

puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan 
tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.  

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(1) harus memuat informasi paling 
sedikit:  
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;  
b. waktu penyelenggaraan RUPS;  
c. tempat penyelenggaraan RUPS;  
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;  
e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan  
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang 

saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS 
diselenggarakan; dan 

g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. 
8. (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang  

      dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. 
(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 8.(1) wajib tersedia sejak tanggal 

dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. 
(3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan 

bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.(2), 
penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang 
undangan lain tersebut. 

(4) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota 
Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 
Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: 
a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan 

penyelenggaraan RUPS; atau  
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b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat 
pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(5) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, 
Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditanda tangani 
oleh Pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan 
bahwa:  
a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan 
b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang 

bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan.  

9. (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan  
      informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud  
      dalam Pasal 19.7.(2). 
(2) Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(1) memuat perubahan 

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib 
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20.7. 

(3) Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau 
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas 
perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS 
sebagaimana dimaksud pada ayat 9.(2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan 
tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. 

10. (1) Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan  
     dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari 
dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;  

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS 
kedua diselenggarakan; dan 

c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah 
diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. 

(2) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua Dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 10.(1) huruf a, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.(1).  

11. (1) Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan  
      Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.(1) harus disampaikan kepada Otoritas 

Jasa Keuangan paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. 
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 11.(2) memuat paling sedikit: 

a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan; 
b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua. 
c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua.

  
d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan 
e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. 

12. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan Sebelum mendapat penetapan dari Otoritas 
Jasa Keuangan Sebagaimana dimaksud dalam ayat 11.(1) 

13. HAK PEMEGANG SAHAM DAN KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS. 
- Hak Pemegang Saham: 
(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri 

RUPS. 
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(2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang 
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 
pemanggilan RUPS. 

(3) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS Ketiga, ketentuan pemegang saham yang 
berhak hadir sebagai berikut: 
a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham 

yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 
pemanggilan RUPS kedua; dan 

b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham 
yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 
pemanggilan RUPS ketiga. 

(4) Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2), pemegang 
saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat 
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang 
RUPS. 

(5) Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 9.(2), pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan 
pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 13.(2) tersebut.  

14. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 
17 ayat 6.(3)dan pasal 17 ayat 10.(3), serta pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat 8, daftar pemegang saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan 
lembaga penyimpanan dan penyelesaian kepada penyelenggara RUPS. 

15. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat 
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 
Perseroan; 

16. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS: 
Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan 
mata acara RUPS. 

17. Pemberian Kuasa Secara Elektronik: 
Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang 
saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.  

18. (1) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.13 dapat memberikan  
      kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara  
      dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 18.(1) dapat dilakukan pemegang 

saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem 
yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan 
oleh Perseroan. 

(3) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 18.(2) harus dilakukan paling lambat 1 
(satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. 

(4) Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam 
pemberian kuasa secara elektronik.  

19. (1) Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara  
      sebagaimana dimaksud dalam ayat 18.(2) tersebut diatas jika pemegang saham  
      mencantumkan pilihan suara. 
(2) Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan 

paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.  
20. (1) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi:  

a. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; 
b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 
c. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham;  
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(2) Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat 20.(1) huruf b. 

(3) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 20.(1) wajib: 
a. cakap menurut hukum; dan 
b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan; 

(4) Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 20.(3) harus telah terdaftar di dalam 
sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan 
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.  

(5) Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa 
untuk memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal.  

21. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta Pemberian dan perubahan suara melalui e-
RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem 
yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak 
membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh 
penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.  

22. (1) Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan  
      perubahan suara diatur oleh penyedia e-RUPS.  
(2) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme 

pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur 
dalam prosedur operarional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.  

23. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang Diterima dari pemegang saham dan harus 
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

24. Kegiatan sebagai penyedia e-RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh 
Otoritas Jasa Keuangan. 

25. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan e-RUPS sebagaimana diatur dalam 
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal. 

PIMPINAN RUPS, RISALAH/BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN MEDIA 
PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN (Pasal 21) 

1. PIMPINAN RUPS 
(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 
(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS 

dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. 
(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi tidak hadir atau 

berhalangan hadir Sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(1) dan ayat 1.(2), RUPS dipimpin 
oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk 
memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan 
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang 
tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS 
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS 
mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka 
RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. 
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(7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh 
salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang 
saham lainnya yang hadir dalam RUPS.  

2. TATA TERTIB RUPS 
(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham 

yang hadir. 
(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan 

sebelum RUPS dimulai. 
(3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada 

pemegang saham paling kurang mengenai:  
a. kondisi umum Perseroan secara singkat.  
b. mata acara rapat.  
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan  
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau 

pendapat.  
3. RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS 

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. 
(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) 

orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.  
(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(2) tidak disyaratkan apabila RUPS 

tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar 
di Otoritas Jasa Keuangan.  

- Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, 
risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris 
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) wajib disampaikan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. 

(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(4) jatuh 
pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja 
berikutnya. 

- Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana 
dimaksud diatas, penghitungan hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung 
sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana 
dimaksud pada ayat 3.(5). 

(6) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) wajib memuat informasi 
paling kurang:  
a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara 

RUPS.  
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;  
c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan 

persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; 
d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan 

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; 
e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat 

terkait mata acara rapat,jika pemegang saham diberikan kesempatan; 
f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;  
g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak 

memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan 
dengan pemungutan suara; 

h. keputusan RUPS; dan  
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i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika 
terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.  

(7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.3.(1) wajib diumumkan 
kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.  

4. MEDIA PENGUMUMAN DAN BAHASA PENGUMUMAN. 
(1) Kewajiban melalukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, 

dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini 
bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling 
sedikit: 
a. situs web penyedia e-RUPS;  
b. situs web bursa efek; dan 
c. situs web Perseroan;  
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan 
paling sedikit Bahasa Inggris.  

(2) Kewajiban melalukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, 
dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini 
bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek wajib dilakukan melalui paling 
sedikit:  
a. situs web penyedia e-RUPS;  
b. situs web Perseroan; dan  
c. situs web Otoritas Jasa Keuangan; 
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan 
paling sedikit Bahasa Inggris  

(3) Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat 4 ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang 
menggunakan Bahasa Indonesia. 

(4) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa asing 
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(3), 
informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan. 

5. (1) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan,  
      ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan,  
      pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana  
      dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 diatas,bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada  
      bursa efek dilakukan melalui paling sedikit: 

a. situs web bursa efek; dan 
b. situs web Perseroan;  
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan 
paling sedikit Bahasa Inggris  

(2) Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan 
mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan 
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 
diatas,bagi Perseroan yang sahamnya tercatat tidak pada bursa efek dilakukan melalui paling 
sedikit: 
a. situs web Perseroan; dan 
b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs 

web yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan; 
dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan 
paling sedikit Bahasa Inggris.  

(3) Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud 
pada ayat 5.(2) huruf b, bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut;  
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6. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat 3.(4)(5)(6)(7), dan pasal 21 ayat 4.(1)(2)(3) mutatis mutandis berlaku untuk 
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua 
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 8 dan penyelenggaraan RUPS 
oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 10.(2). 

7. Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan atas pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan 
pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4.(2) huruf c 
dan Pasal 21 ayat 5.(2) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM 
PEMEGANG SAHAM (Pasal 22) 

1. KEPUTUSAN RUPS 
(1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat 1.(1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. 
(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) 

wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 
RUPS. 

- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus 
dianggap ditolak.  

(4) Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan 
suara dalam RUPS harus memenuhi syarat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah 
satu acara RUPS yang bersangkutan; 

(5) Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka 
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Perseroan wajib:  
a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS 

terdekat; dan  
b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan 

tahunan.  
(6) Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan 

wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang, saham yang berhak paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan 
pembagian dividen tunai.  

2. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN 
(1) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk Mata acara yang harus diputuskan 

dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: 
a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 

jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua 

dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan 
jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara hadir atau diwakili. 

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika 
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara 
yang hadir dalam RUPS. 

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) huruf 
b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang 
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sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan atas permohonan Perseroan. 

(3) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
ayat 2.(1) dan ayat 2.(2) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS 
untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata 
acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh 
persen) jumlah kekayaan bersih. 

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar 
Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam 
rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling 

sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari Jumlah seuruh saham dengan hak suara yang sah; 
b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih 

dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; 
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat 

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam 
RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; 

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan 

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang 
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan atas permohonan Perseroan.  

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan 
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan 
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan 
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah 
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama 
lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan  
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, 
dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling 

sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; 
b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih 

dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir 
dalam RUPS. 

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat 
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS 
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; 

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian 
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan  

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang 
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan atas permohonan Perseroan.  
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5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham 
independen dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. RUPS dapat dilansungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen; 
b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih 

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
dimiliki oleh pemegang saham independen; 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat 
dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen; 

d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham 
independen yang hadir dalam RUPS; 

e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan 
hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
atas permohonan Perseroan;  

f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang 
mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham 
independen yang hadir dalam RUPS.  

6. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara 
perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang 
terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan 
ketentuan: 
a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari 

jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak 
tersebut hadir atau diwakili;  

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat 
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam 
RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi 
saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; 

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh 
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; 

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang 
terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum 
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. 

7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada 
klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham 
tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diberikan hak untuk hadir dan 
mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi 
saham tersebut. 

8. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun 
abstain dianggap memberikan Suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang 
mengeluarkan suara. 

9. Dalam hal pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk 
seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada 
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang 
berbeda.  
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- Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili 
pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat ini. 

10. Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengenai penambahan 
modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) dilakukan dengan dengan 
mengikuti ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; 

11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-
tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa 
ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. 

12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku 
kuasa dalam Rapat, Namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam 
pemungutan suara; 

13. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua 
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan 
tentang pengurangan modal tersebut. 
 

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN (Pasal 26) 

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka 
penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh 

pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah 
sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS;  

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS 
kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau 
kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas 
permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah 
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak 
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.  

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI (Pasal 27) 

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku maka 
pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh 

pemegang saham atau Kuasanya yang sah yang mewakili paling sediki 3/4 (tiga per empat 
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah 
sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS; 

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas tidak tercapai, maka RUPS 
kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau 
kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh 
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saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS disetujui lebih dari 3/4 (tiga per 
empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak tercapai, maka atas 
permohonan Perseroan, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah 
dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak 
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.  

2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar 
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. 

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. 

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan 
Pengadilan.  

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita 
Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar Ditempat kedudukan 
Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, serta memberitahukan kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 
Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang undangan yang 
berlaku. 

6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta Pendirian beserta perubahannya dikemudian 
hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS, dan 
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. 

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham yang masing-masing 
akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh 
untuk saham-saham yang mereka miliki masing masing. 
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XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM 
 
1. Penyampaian Minat Dan Pemesanan Saham 
 
Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam 
Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau 
pesanan pada masa Penawaran Umum.  
 
Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang 
ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan: 
 
a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);  

 
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh 
Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan 
disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum 
Elektronik. 
 

b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan 
menjadi nasabahnya; 
 
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh 
Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik 
oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di 
Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.  
 
Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT 
Lotus Andalan Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: 
ipo@lotussekuritas.com dengan mencantumkan informasi sebagai berikut: 
 
1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang 

bersangkutan) 
2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar) 
3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor 

telepon). 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui 
email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak 
bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pemesanan saham pemesan ke dalam Sistem 
Penawaran Umum Elektronik setelah menerima pesanan dari pemodal melalui email. 
  

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang 
bersangkutan menjadi nasabahnya. 
 
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh 
Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk 
diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan 
mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. 

 
Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap 
Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.  

 
Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti 
hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan 
Penjamin Emisi Efek.  
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Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan 
Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan 
penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk 
diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. 
 
1.1   Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan 
 
Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik 
dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang 
telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. 
 
Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan 
perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan 
dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran 
Umum Elektronik. 
 
Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian 
minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, 
minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan 
harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa 
penawaran saham. 
 
Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau 
memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan 
sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham 
yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi 
sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, 
sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui 
Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi 
dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum 
Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan 
Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik. 
 
1.2    Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan 
 
Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum 
Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan 
pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. 
 
Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus 
melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. 
Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem 
Penawaran Umum Elektronik. 

 
2. Pemesan yang Berhak 

 
Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun 
Pemodal harus memiliki: 
a. SID; 
b. Subrekening Efek Jaminan; dan 
c. RDN. 
Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang 
merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti. 
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3. Jumlah Pemesan 
 

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan 
perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) 
saham. 

 
4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif 

 
Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang 
Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan 
dengan KSEI. 

 
Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 

 
a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat 

Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang 
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana 
Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-
lambatnya pada tanggal distribusi saham. 

b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal 
pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham 
tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan 
Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan 
konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan 
Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat 
dalam Rekening Efek; 

c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek 
di KSEI. 

d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan 
efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada 
saham. 

e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada 
saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening 
Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang 
menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. 

f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang 
saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari 
Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan 
ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk. 

g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI 
melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi 
formulir penarikan efek. 

h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif 
Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan 
diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank 
Kustodian yang mengelola saham. 

i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib 
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI 
untuk mengadministrasikan saham tersebut. 

 
Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif 
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut 
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat 
dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan. 
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5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham 
 

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 17 – 19 Januari 
2023 pada jam berikut: 

Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan 
Hari Pertama 00:00 WIB – 23:59 WIB 
Hari Kedua 00:00 WIB – 23:59 WIB 
Hari Ketiga 00:00 WIB – 12:00 WIB 

 
6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham 

 
Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang 
tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, 
dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek. 
 
Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai 
pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 19 
Januari 2023. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek 
kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023. 
 
Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang 
melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek 
Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi 
Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. 
 
Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening 
Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan 
saham. 
 
Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi 
persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang 
merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan 
harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang 
merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. 
 
Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 
1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek. 
 
7. Penjatahan Saham 

 
PT Lotus Andalan Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang 
pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan 
Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 
tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan 
Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas 
Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”). 
 
Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan 
saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 
19 Januari 2023. 

a. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) 
 
Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:  
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1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang 
sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan 
menjadi 1 (satu) pesanan. 

2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada: 
a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat 

selain ritel.  
b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan 

Terpusat Ritel. 
 
3) Dalam hal terjadi: 

a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari 
pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga 
melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari 
pemodal tersebut tidak diperhitungkan.  

b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari 
pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga 
melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari 
pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. 

4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang 
diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan 
Sistem. 

5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 
lebih sedikit daripada jumlah pemesaan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil 
pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan 
hingga saham yang tersisa habis. 

6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi 
jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh 
Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut: 
a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal 

dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) 
satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 
(sepuluh) satuan perdagangan; 

b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan 
dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang 
melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan; 

c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan 
berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi; 

d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan 
perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan 

e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional 
sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang 
pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-
masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis. 

f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel 
(untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain 
ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua). 

 
Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 
ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:  
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 Golongan Penawaran Umum Batasan minimal % alokasi 
awal saham* 

Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian 
Alokasi untuk Penjatahan Terpusat 

Penyesuaian I Penyesuaian II Penyesuaian III 
2,5x ≤ X < 10x 10x ≤ X < 25x ≥ 25x 

 I. IPO ≤ Rp250 miliar Min. 15% atau Rp20 miliar 17,5% 20% 25% 
 II. Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500   miliar Min. 10% atau Rp37.5 miliar 12,5% 15% 20% 

 III. Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun Min 7,5% atau Rp 50 miliar 10% 12,5% 17,5% 

 IV. IPO > Rp1 triliun Min 2,5% atau Rp 75 miliar 5% 7,5% 12,5% 

 
Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah 
Penawaran Umum sebesar Rp[ ],- ([ ] Rupiah). Untuk Penawaran  Umum golongan I  paling sedikit 
sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah Saham yang  ditawarkan atau senilai Rp[ ],- ([ ] Rupiah).  
Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan 
Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:  
a. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi 

sebesar 12,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;  
b. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 

15% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau  
c. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20%  dari 

jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya. 
 
 
b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan 
pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi 
ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan 
pasti (fixed allotment) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) 
dari jumlah saham yang ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/ atau melakukan 
penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti. 

 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi 
penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari 
alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan 
jumlah saham yang tersedia. 
 
Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya 
melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila 
memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:  
i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan 

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan 
Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan 
kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, 
dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.  

ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai 
Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 
5% (lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan 

 
Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:  
a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham 

dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan 
efek sehubungan dengan Penawaran Umum;  

b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau  
c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan 

Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 
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8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan 
Penawaran Umum Perdana Saham 
 

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. 
IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau 
membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan: 
 
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: 

a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh 
persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut; 

b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang 
berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau 

c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha 
Perseroan yang ditetapkan oleh OJK. 
 

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran 

Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau 
pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, 
Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;  

b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan 
Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam poin a);  

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK 
paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan  

d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran 
Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka 
Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling 
lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. 

 
b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai 

kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: 
 
1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa 
Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan 
di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total 
penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan; 

2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan 
kembali penundaan masa Penawaran Umum 

3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan 
informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah 
penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 
satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling 
lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping 
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam 
media massa lainnya; dan 

4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK 
paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud. 

 
Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan 
sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem. 

 
9. Pengembalian Uang Pemesanan 
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Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah 
saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, 
dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum 
saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik. 
 

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham 
 
Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa 
Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan. 
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XVI. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham  
 
Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, pada tanggal 17 Januari 2023 sampai 
dengan tanggal 19 Januari 2023, yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran 
Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat 
diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-
IPO.co.id. 
 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 
 

PT Lotus Andalan Sekuritas 
 

The City Tower 7th Floor 
Jl. M.H. Thamrin No.81,  

Jakarta 10310 
Tel: (62-21) 2395 1000 
Fax: (62-21) 2395 1099  

Website: www.lots.co.id 
email: cs@lotussekuritas.com 
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XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 
 



 

 
Pulomas Office Park, 
Building II, 3rd Floor Suite #01-02 
JL. Jend. Ahmad Yani No. 2 
Jakarta 13210, Indonesia 
www.wklfirm.com 
Phone. (62 21) 29378870 
Fax. (62 21) 47867841 
Email. wklawyers@wklfirm.com 

 
 
Ref. No. : 544/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/XII/2022 
 
Jakarta, 21 Desember 2022 
 
 
 
 
Kepada Yth, 
PT Penta Valent Tbk 
Jl. Kedoya Raya, RT/RW 002/007, Kel. Kedoya Utara,  
Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta. 
 
U.p.:  Direktur Utama 
 
 
Perihal  :  PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM 

PERDANA SAHAM OLEH PT PENTA VALENT TBK 
 
 
Dengan Hormat, 
 
Yang bertanda-tangan di bawah ini, Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M. dan Firma Firdaus, S.H., rekan 
(partner) dari Kantor Konsultan Hukum (Law Office) Wardhana Kristanto Lawyers, berkantor di 
Pulomas Office Park Building II, 3rd Floor Suite #01-02, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2, Jakarta 13210, 
yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal) 
pada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut  di bawah pendaftaran STTD.KH-
166/PM.2/2018 tertanggal 26 Juni 2018 dan STTD.KH-253/PM.223/2018 tertanggal 18 Desember 2018 
serta terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  dengan  
No. 200126 dan anggota HKHPM No. 201828, telah ditunjuk oleh PT Penta Valent Tbk. (selanjutnya 
disebut sebagai Perseroan  suatu perseroan berkedudukan di Jakarta Barat, sesuai dengan 
Surat Penunjukan No. 15/PV/-ALL/IX/2022 tanggal 04 Agustus 2022 untuk melakukan Uji Tuntas 
Aspek Hukum (legal due diligence) atas Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang 
berlaku di bidang pasar modal, dan selanjutnya membuat Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (legal 
due diligence report) (untuk selanjutnya disebut  Uji Tuntas Aspek ) dan 
memberikan pendapat dari aspek hukum (selanjutnya disebut sebagai Pendapat Hukum  
 
Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum dan Pendapat Hukum disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku 
di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan 
menawarkan kepada masyarakat melalui penawaran umum perdana saham yang akan 
dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut Penawaran Umum Saham 
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Perdana ) sebanyak-banyaknya sebesar 368.000.000 (tiga ratus enam puluh delapan 
juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sebanyak-banyaknya 20,67% 
(dua puluh koma enam puluh tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor 
penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp20,- 
(dua puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga 
Penawaran Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) sampai dengan Rp149,- (seratus empat puluh 
sembilan Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir 
Pemesanan Pembelian Saham  Umum  
 
Bahwa Perseroan juga akan mengadakan program Employee Stock Allocation  yang telah 
memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak-banyaknya sebesar 
18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu) lembar saham biasa atas nama yang merupakan 
Saham Baru sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang pelaksanaannya 
akan dilakukan bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perseroan. Pelaksanaan 
program ESA dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan rencana 
Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah memperoleh persetujuan para 
pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran 
No. 12 tanggal 14 September 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta 
Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, 
serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291367 
tanggal 15 September 2022, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-
AH.01.09-0054977 tanggal 15 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 
AHU-0182028.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022. 
 
Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, PT Lotus Andalan Sekuritas 
(selanjutnya disebut Penjamin Pelaksana Emisi Efek  atau Penjamin Emisi Efek  telah 
menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 15 tanggal 16 September 2022 
sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 11 tanggal 14 Oktober 2022, Addendum II No. 
20 tanggal 23 November 2022, Addendum III No. 25 tanggal 14 Desember 2022, dan Addendum 
IV No. 43 tanggal 21 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., 
Notaris di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek  Sesuai dengan 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, berjanji dan mengikatkan diri, secara 
sendiri dan tidak bersama-sama atas dasar kesanggupan penuh full commitment  berdasarkan 
hasil Penawaran Awal (bookbuilding), untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak 
diambil bagian atau dipesan oleh Masyarakat dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan 
Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing dengan memperhatikan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  
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Untuk melakukan penawaran umum perdana ini Perseroan telah memperoleh Persetujuan 
Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas sesuai dengan Surat No.: S-10119/BEI.PP2/11-2022 tanggal 
28 November 2022. yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia BEI  
 
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, 
Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai 
berikut: 
 
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: 

a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara 
lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang 
terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan 
peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 

b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan 
Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 
 

2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan 
informasi lebih lanjut yang diperlukan.  

 
 

DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM 
 
1. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, 

sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat 
ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi lain. 
 

2. Dalam memberikan Pendapat Hukum kami telah meneliti dan memeriksa: 
a. ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut 

ketentuan hukum perusahaan yang bergerak di bidang industri dan penawaran 
umum melalui Bursa Efek di Indonesia, serta pasar modal; 

b. dokumen-dokumen Emiten baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain 
yang kemudian dicocokkan dengan aslinya, yang mana menurut keterangan 
dan/atau pernyataan Perseroan dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli 
maupun apabila dalam bentuk fotocopy adalah benar dan sesuai aslinya, yang telah 
diserahkan kepada kami untuk keperluan Uji Tuntas Aspek Hukum dan sebagaimana 
yang telah diuraikan dalam Pendapat Hukum ini. 
 

3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada dokumentasi dan fakta  
berupa anggaran dasar termasuk perubahan terakhir, struktur permodalan dan susunan 
pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, perijinan dan/atau pendaftaran, harta 
kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-perjanjian yang penting dan/atau material 
yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara yang melibatkan Perseroan (apabila ada) 
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sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh 
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.  

 
4. Pendapat Hukum ini diberikan dengan berdasarkan pada Uji Tuntas Aspek Hukum yang 

mencakup semua aspek hukum Emiten, kecuali: 
a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat 

pendirian dan anggaran dasar terakhir;  
b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya:  

3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum 
tanggal pernyataan pendaftaran. 

 
5. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan standar profesi Konsultan Hukum 

Pasar Modal sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum 
Pasar Modal ("HKHPM") No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang 
Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.   

 
 
ASUMSI 
 
Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan 
mengingat dan mendasarkannya pada asumsi sebagai berikut: 
 
1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli dan/atau fotokopi yang 

diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Uji 
Tuntas Aspek Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan adalah diperoleh 
secara sah dan asli, selain itu dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan 
kepada kami adalah otentik dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami 
dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya dan tidak ada rekayasa dalam bentuk 
apapun yang dapat mempengaruhi hasil Uji Tuntas Aspek Hukum kami. 

 
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang 

diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan uji tuntas Penawaran 
Umum Saham Perdana Perseroan adalah sah, benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal 
Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum. 

 
 
PEMBATASAN DAN KUALIFIKASI 
 
Pendapat Hukum Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini diberikan dengan 
mengingat dan mendasarkannya pada pembatasan dan kualifikasi sebagai berikut: 
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1. Bahwa Pendapat Hukum ini didasarkan hanya pada salinan dokumen-dokumen, 
pernyataan dan keterangan yang telah diberikan oleh Perseroan kepada kami sampai 
dengan tanggal Pendapat Hukum ini, baik berupa anggaran dasar termasuk perubahan 
terakhir, struktur permodalan dan susunan pemegang saham untuk 3 (tiga) tahun terakhir, 
perijinan dan/atau pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan, perjanjian-
perjanjian yang penting dan/atau material yang mengikat Perseroan, dan perkara-perkara 
yang melibatkan Perseroan (apabila ada) sampai pada tanggal Pendapat Hukum ini, dan 
perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Saham 
Perdana Perseroan. 

 
2. Bahwa Pendapat Hukum ini hanya menyangkut aspek yuridis dan tidak mencakup aspek 

lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu 
transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya 
berdasarkan Pernyataan Direksi dan keterangan dari karyawan Perseroan yang berwenang 
baik secara lisan maupun tertulis yang telah kami minta untuk keperluan tersebut. Kami 
tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dan/atau 
kontigenitas finansial dari suatu transaksi dan/atau dimana Perseroan menjadi pihak atau 
mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya terkait. 

 
3. Bahwa sehubungan dengan pemeriksaan aspek perpajakan, Pendapat Hukum ini hanya 

mencakup pemeriksaan terhadap kewajiban pajak Perseroan, utang pajak Perseroan, 
perkara perpajakan dan/atau penyelesaian tanggungjawab pajak Perseroan, yang mana 
pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kepatuhan pajak Perseroan dengan hanya 
memperhatikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang terdaftar.  

 
4. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dengan pembatasan kecuali dinyatakan lain secara 

tegas dalam Pendapat Hukum ini, maka Pendapat Hukum ini meliputi aspek hukum 
terhitung sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini. 

 
5. Bahwa Pendapat Hukum ini diberikan dan hanya dapat dipergunakan untuk keperluan 

Penawaran Umum Perdana, khususnya sebagai salah satu kelengkapan dokumen yang 
perlu disampaikan oleh Perseroan kepada pihak yang berwenang di bidang pasar modal 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.  

 
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam 

rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan ini adalah terbatas pada, dan sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 
tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksananya serta peraturan 
dan kode etik yang berlaku. 
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PENDAPAT HUKUM 
 
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen dan atas dasar pernyataan-pernyataan dan 
keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami serta 
menunjuk pada Uji Tuntas Aspek Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut: 
 
1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang sah berdasarkan hukum Negara Republik 

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan merupakan suatu badan usaha yang berdiri 
sendiri yang dapat menggugat atau digugat serta memiliki kewenangan untuk memiliki 
harta kekayaan dan menjalankan usahanya sesuai ketentuan anggaran dasarnya dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya 
peraturan di bidang Perseroan Terbatas.  
 

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16 tanggal 04 April 1972 diperbaiki 
dengan Akta Nomor 48 tanggal 16 Agustus 1972 yang seluruhnya dibuat di hadapan Bebasa 
Daeng Lalo, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. Y.A.5/2-5/8 tanggal 10 
November 1972, telah terdaftar dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta 
dengan No.3044 dan telah diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 104 dan 
Tambahan Berita Negara No. 566 tanggal 29 Desember 1972. Bahwa pendirian dan 
perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut telah mengalami 
beberapa kali perubahan dan perubahan terakhirnya termuat pada Akta Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran No. 12 tanggal 14 September 2022 yang dibuat 
di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. 
AHU-0066286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, serta telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291367 tanggal 
15 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0182028.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, yang mana para pemegang 
saham menyetujui untuk merubah nama Perseroan menjadi  Penta Valent Tbk serta 
merubah anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang pasar modal, menyetujui perubahan maksud dan tujuan 
dalam Pasal 3 Anggaran Dasar serta mengubah nilai nominal saham yang semula 
Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp20,- (dua puluh Rupiah) per 
saham Akta 12/2022   

 
3. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sejak akta pendirian dan anggaran 

dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No.40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan (Bapepam-LK) Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan 
yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan 
RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan 
Hak Memesan Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka 
Dengan Memberikan Hak Memesan Terlebih Dahulu, dan Peraturan Badan Pusat Statistik 
No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020). 
 

4. Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan 
sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta 
kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Akta 12/2022 adalah sebagai berikut: 

 
a. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar; 
 
b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan 

kegiatan usaha sebagai berikut:  
 
1) Kegiatan Usaha Utama: 

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Obat Farmasi Untuk 
Manusia, mencakup usaha perdagangan besar obat farmasi untuk 
keperluan rumah tangga, seperti obat-obatan dan suplemen kesehatan 
untuk manusia. (Kode KBLI: 46441); 

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Obat Tradisional Untuk 
Manusia, mencakup usaha perdagangan besar obat tradisional atau jamu 
dan suplemen kesehatan untuk manusia. (Kode KBLI: 46442); 

 
2) Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan 

adalah menjalankan usaha-usaha di bidang: 
- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu, 

mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu. (Kode KBLI: 
46326);  

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Kosmetik Untuk Manusia, 
mencakup usaha perdagangan besar kosmetik untuk manusia seperti 
parfum, sabun, bedak dan lainnya. (Kode KBLI: 46443);  

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan 
Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (yang tidak dapat 
diklasifikasikan lainnya), mencakup usaha perdagangan besar berbagai 
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barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang 
dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman 
suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah 
tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga 
pendidikan. (Kode KBLI: 46499);  

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat 
Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia, mencakup usaha 
perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran 
untuk manusia. (Kode KBLI: 46691);  

- Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Berbagai Macam Material 
Bangunan, mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material 
bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain. (Kode KBLI: 46638). 

 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah menyesuaikan maksud dan 
tujuan Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) dan hanya melakukan kegiatan 
usaha sesuai dengan maksud dan tujuan pada anggaran dasar Perseroan.  
 
Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang saat ini benar-
benar dijalankan oleh Perseroan adalah perdagangan besar obat farmasi untuk manusia dan 
perdagangan besar obat tradisional untuk manusia. 
 

5. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tertuang dalam 
maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah memiliki perizinan sesuai 
dengan maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang 
adalah perdagangan besar obat farmasi untuk manusia dan perdagangan besar obat 
tradisional untuk manusia. Perseroan telah memenuhi kewajibannya terkait perizinan dan 
pendaftaran masih berlaku secara sah, dan Perseroan telah memenuhi persyaratan 
dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari instansi yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam masing-masing perizinan dan persetujuan 
yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan sesuai 
dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali atas 
pemenuhan perizinan-perizinan berikut: 

 
- Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan belum memenuhi kewajiban 

untuk memiliki Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB), dimana 
sesuai dengan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan Perseroan sedang 
melakukan proses pengurusan pendaftaran atas izin tersebut pada instansi terkait yang 
saat ini berada pada tahapan pemenuhan persyaratan. Sehubungan dengan hal 
tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 444 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 
tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, apabila kantor pusat Perseroan dan 
seluruh cabangnya tidak memiliki CDAKB maka terdapat potensi kantor pusat 



Pendapat Hukum               
PT Penta Valent Tbk                                          Ref. No. : 544/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/XII/2022 
 
 
 

 

9 

Perseroan dan seluruh cabangnya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, 
penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, dan/atau 
pencabutan perizinan berusaha yang dapat menyebabkan Perseroan tidak dapat 
menjalankan kegiatan usaha pedagang besar alat kesehatan. 

 
- Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan Cabang Bandung, 

Purwokerto, Palembang, Tangerang, Tasikmalaya, Kendari dan Makassar belum 
memenuhi kewajiban untuk memiliki Sertifikat Standar Pedagang Besar Alat 
Kesehatan yang Telah Terverifikasi, dimana sesuai dengan uji tuntas aspek hukum yang 
kami lakukan kantor-kantor cabang Perseroan tersebut sedang melakukan proses 
pengurusan verifikasi pada instansi terkait yang pada saat ini berada pada tahapan 
pemenuhan persyaratan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 444 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis 
Risiko, apabila Perseroan Cabang Bandung, Purwokerto, Palembang, Tangerang, 
Tasikmalaya, Kendari dan Makassar tidak memiliki Sertifikat Standar Pedagang Besar 
Alat Kesehatan yang Telah Terverifikasi, maka terdapat potensi atas kantor-kantor 
cabang Perseroan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, 
penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif, dan/atau 
pencabutan perizinan berusaha yang dapat menyebabkan kantor-kantor cabang 
Perseroan tersebut tidak dapat menjalankan kegiatan usaha pedagang besar alat 
kesehatan. 
 

Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan dan sesuai dengan Surat 
Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Oktober 2022, sampai dengan saat ini Perseroan 
tidak pernah menerima teguran dan/atau sanksi apapun sehubungan dengan belum 
dipenuhinya perizinan dan/atau pendaftaran tersebut. Perseroan meyakini dengan belum 
diperolehnya perizinan dan/atau pendaftaran tersebut, tidak akan menghalangi Perseroan 
melaksanakan kegiatan usahanya dan Perseroan menjamin tidak ada sebuah keadaan 
dan/atau hal yang akan mengakibatkan pendaftaran dan/atau perijinan dimaksud menjadi 
tidak dapat diperoleh. Sehubungan dengan pemenuhan perizinan-perizinan tersebut, 
Perseroan juga berkomitmen untuk memenuhi target penyelesaian yang diestimasikan 
akan diperoleh pada 31 Desember 2022 sebagaimana dinyatakan pada Surat Pernyataan 
Direksi Perseroan tanggal 22 November 2022. 
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan penggunaan 
karyawan/tenaga kerja di Perseroan, Perseroan telah memenuhi peraturan-peraturan 
terkait ketenagakerjaan yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan usahanya. 
 
Bahwa atas izin-izin yang telah diperoleh Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam 
LPSH, tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan 
dari instansi yang berwenang atas setiap perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh 
Perseroan dan/atau digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan. 
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6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang 

Saham Secara Edaran No. 12 tanggal 14 September 2022 yang dibuat di hadapan Rudy 
Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0066286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, serta telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291367 tanggal 15 September 
2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182028.AHU.01.11.Tahun 2022 
tanggal 15 September 2022, susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
Modal Dasar  : Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi 

atas 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham 
dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp20,- 
(dua puluh Rupiah). 

 
Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor  : Rp28.250.000.000,- (dua puluh delapan miliar dua ratus lima 

puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 1.412.500.000 (satu miliar 
empat ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham dengan nilai 
nominal masing-masing saham sebesar Rp20,- (dua puluh 
Rupiah). 

 
Bahwa atas struktur permodalan dan/atau perubahan struktur permodalan yang dilakukan 
sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang 
kami lakukan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, serta telah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta anggaran dasar 
Perseroan. 

 
7. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang 

Saham Secara Edaran No. 12 tanggal 14 September 2022 yang dibuat di hadapan Rudy 
Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
0066286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, serta telah diberitahukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291367 tanggal 15 September 
2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0182028.AHU.01.11.Tahun 2022 
tanggal 15 September 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
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Pemegang Saham Jumlah 
Saham 

Nilai Nominal 
(Rp20,-/saham) 

Persentase 
(%) 

Modal Dasar 2.750.000.000 55.000.000.000  

Modal Ditempatkan/Disetor:    

PT Tancorp Mega Buana 712.500.000 14.250.000.000 50,44 

PT Maramakmur Selaras 357.000.000 7.140.000.000 25,28 

PT Multi Pidotama Mandiri 343.836.000 6.860.000.000 24,28 

Jumlah 1.412.500.000 28.250.000.000 100,00 

Sisa Saham dalam Portepel 1.337.500.000 26.750.000.000  

 
Bahwa penyetoran modal oleh para pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 33 UUPT, khususnya atas setoran modal yang dilakukan oleh PT Tancorp 
Mega Buana berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti 
RUPSLB No. 09 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat di hadapan  Rudy Siswanto, S.H. Notaris di 
Kota Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk meratifikasi 
dan menegaskan kembali peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang telah diambil 
bagian dan dilakukan penyetoran secara tunai oleh PT Tancorp Mega Buana sebanyak 
14.250 (empat belas ribu dua ratus lima puluh) saham yang keseluruhan penyetoran atas 
peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah diterima oleh Perseroan tanpa 
adanya suatu kekurangan. Persetujuan mana dituangkan dalam Akta Pernyataan 
Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran No. 12 tanggal 14 September 2022 yang dibuat 
di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapatkan 
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. 
AHU-0066286.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, serta telah diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291367 tanggal 
15 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0182028.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022. 
 
Bahwa atas perubahan kepemilikan saham dan/atau pengalihan-pengalihan saham untuk 
jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini telah 
dilakukan secara sah dan berkesinambungan, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku serta anggaran dasar Perseroan. 
 
Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang 
Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan POJK 25/2017, setiap pihak yang memperoleh 
efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga 
pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu                              
6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa 



Pendapat Hukum               
PT Penta Valent Tbk                                          Ref. No. : 544/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/XII/2022 
 
 
 

 

12 

Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat 
ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan 
pendaftaran menjadi Efektif. Dengan demikian, saham-saham milik PT Tancorp Mega Buana 
dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas 
Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran 
menjadi efektif. 

 
8. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 

tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana 
Pendanaan Terorisme, Pemilik Manfaat dari Perseroan adalah Hermanto Tanoko, yang 
mana pelaporannya telah disampaikan pada tanggal 15 Setember 2022 melalui sistem 
pendaftaran pada AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
 
Bahwa Hermanto Tanoko merupakan pemilik manfaat dari Perseroan yang memenuhi 
kriteria memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada Perseroan melalui 
PT Tancorp Mega Buana sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden 
No. 13 Tahun 2018. 
 

9. Bahwa atas saham-saham yang akan diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana 
Perseroan akan memiliki hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh 
Perseroan dan telah dimiliki oleh pemegang saham Perseroan hingga tanggal Pendapat 
Hukum ini. 
 

10. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Direksi Perseroan telah melaksanakan kewajibannya 
untuk mencatat perubahan kepemilikan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan telah 
membuat Daftar Khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 
11. Setiap pemilik saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 

berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat 
pada saham-saham tersebut sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang 
saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen 
yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai 
dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimilikinya. 

  
12. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Edaran No. 12 tanggal 14 
September 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta 
mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0054977 
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tanggal 15 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0182028.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal 15 September 2022, adalah sebagai berikut : 
 
DIREKSI 

 
Direktur Utama : Sukismo 
Direktur  : Melisa Patricia 
Direktur  : Franxiscus Afat Adinata Nursalim 

 
DEWAN KOMISARIS 

 
Komisaris Utama : Hermanto Tanoko 
Komisaris : Nobertus Rahardjo Muljono 
Komisaris Independen : Drs. Mohammad Raylan MM 

 
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan 
masing-masing Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun dan sesuai dengan 
ketentuan Pasal 13 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing 
Komisaris Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. 
 
Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah dilakukan dan telah 
memenuhi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku khususnya namun tidak terbatas pada POJK No. 33/POJK.04/2014 
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. 
 
SEKRETARIS PERUSAHAAN 
 
Bahwa Perseroan telah mengangkat Gunawan Hadi Kartono sebagai Sekretaris Perusahaan 
berdasarkan Surat Ketetapan Direksi No. 062/PV-ALL/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 
tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). 
 
Berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, pengangkatan Sekretaris 
Perusahaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. 

 
KOMITE AUDIT 
 
Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit dengan ditetapkannya Piagam 
Komite Audit oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Komite Audit pada 
tanggal 16 September 2022. 
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Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Pembentukan dan 
Penunjukan Komite Audit No. 011/PV-SK.Dirkom/IX/2022tanggal 16 September 2022, dengan 
susunan sebagai berikut: 
 
Ketua : Mohammad Raylan 
Anggota : Ika Dian Lestari 
Anggota : Sujud Prasetiyo 
 
Berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Piagam Komite Audit dan 
pengangkatan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja 
Komite Audit. Adapun anggota Komite Audit Perseroan. 

 
PIAGAM AUDIT DAN UNIT AUDIT INTERNAL 

 
Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal dengan ditetapkannya Piagam 
Audit Internal oleh Direksi Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal (Audit Charter) 
tanggal 16 September 2022. 

 
Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 010/PV-SK.Dir/IX/2022 tanggal 16 
September 2022 tentang Pengangkatan Ketua Unit Audit Internal, Perseroan telah 
membentuk Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut: 
 
Ketua : Suwardi 
Anggota : David Nugroho 
 
Berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan, Piagam Unit Audit Internal dan 
pengangkatan Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam 
Unit Audit Internal. 
 
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 

 
Bahwa guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang 
Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Perseroan telah memiliki 
Piagam Fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan ditetapkannya Piagam Fungsi Nominasi 
dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Piagam Fungsi Nominasi 
dan Remunerasi pada tanggal 13 Oktober 2022. 
 
sampai dengan tanggal Surat Pernyataan Direksi ini, fungsi nominasi dan remunerasi 
Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 
No.013/PV-SK.Dirkom/IX/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Anggota 
Komite Nominasi Dan Remunerasi guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
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Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi 
Emiten atau Perusahaan Publik. 
 

13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban 
penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan wajib, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. Dimana pada tahun buku 2021 Perseroan memiliki laba bersih sehingga Perseroan 
membentuk cadangan wajib sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atau sebesar 
0,35% (nol koma tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan 
pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2022 yang dinyatakan 
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 4 tanggal 16 Mei 2022 yang dibuat di hadapan 
Martina, S.H., Notaris di Jakarta. 

 
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki dan/atau menguasai harta 

kekayaan berupa tanah, kendaraan bermotor, surat berharga dan/atau bangunan, kecuali 
atas kepemilikan atas, 2 (dua) tanah, 42 (empat puluh dua) unit kendaraan bermotor dan 
penguasaan atas 33 (tiga puluh tiga) bangunan berdasarkan perjanjian sewa menyewa 
sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum. Bahwa 
kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai 
Perseroan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku tidak sedang dalam sengketa dan sedang dijaminkan 
pada pihak manapun kecuali atas 1 (satu) tanah milik Perseroan yang terletak di Sidoarjo 
yang sedang dijaminkan pada PT Bank CTBC Indonesia yang telah dilakukan dengan cara 
yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
15. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum kami dan 

sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 19 Oktober 2022, harta kekayaan 
yang dimiliki dan/atau dikuasai Perseroan telah dilindungi oleh asuransi-asuransi yang masih 
berlaku dan mengikat para pihak dengan nilai pertanggungan yang cukup memadai dalam 
menutupi jumlah kerugian atas harta kekayaan terkait. 

 
16. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak melakukan penyertaan saham pada 

perseroan terbatas lain baik secara langsung maupun tidak langsung. 
 
17. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas aspek hukum kami, Perseroan 

berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dimana 
Perseroan menjadi pihak didalamnya. Sesuai dengan uji tuntas aspek hukum kami, 
pembuatan dan pelaksanaan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-
pihak didalamnya serta masih berlaku bagi para pihak sampai dengan tanggal Pendapat 
Hukum ini, dan tidak melanggar anggaran dasar Perseroan, serta ketentuan-ketentuan 
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan serta 
perjanjian-perjanjian lain dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya. Dalam pelaksanaan 
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perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan tersebut, sebagaimana telah disebutkan 
dalam Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum kami, pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan 
sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban didalam perjanjian-
perjanjian tersebut. Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah 
memenuhi kewajibannya atas perjanjian kredit yang mengikat Perseroan serta tidak 
terdapat cidera janji atau kelalaian atas kewajiban Perseroan tersebut. 
 

18. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, atas perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan, 
dengan pihak terafiliasi yaitu antara Perseroan dengan PT Bina Cipta Angkasa Jaya yang 
memiliki sifat hubungan afiliasi sebagai perusahaan yang memliki pemegang saham yang 
sama dengan Perseroan. 

 
Atas isi dari perjanjian-perjanjian tersebut telah mengatur ketentuan-ketentuan yang secara 
umum wajar secara hukum untuk diatur di dalam suatu perjanjian sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
 
Bahwa sehubungan dengan Perjanjian-perjanjian dengan pihak terafilasi tersebut, sesuai 
dengan Uji Tuntas Aspek Hukum dan pernyataan dari Perseroan yang kami lakukan, isi dari 
perjanjian-perjanjian tersebut telah dibuat dan/atau mengatur syarat dan kondisi yang 
secara umum wajar  length) secara hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk apabila perjanjian-perjanjian 
tersebut dilakukan pada pihak ketiga lainnya. 
 
Bahwa mengingat terhadap perjanjian antara Perseroan dengan pihak terafiliasi  telah 
diungkapkan dalam prospektus Penawaran Umum Perdana dan apabila setelah 
diperolehnya pernyataan efektif tidak terdapat perubahan syarat dan kondisi atas perjanjian-
perjanjian tersebut yang dapat merugikan Perseroan, maka sesuai dengan Pasal 5 huruf d 
POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, 
perjanjian tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan Perseroan 
sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum perdana atau sebelum 
disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sebagai Perusahaan Publik. Oleh karena itu, 
Perseroan tidak wajib melakukan pemenuhan prosedur sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 serta tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. 

 
19. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini, terhadap 

perjanjian-perjanjian dan/atau perikatan-perikatan yang mengikat Perseroan, tidak terdapat 
ketentuan pembatasan yang dapat menghalangi Perseroan untuk melaksanakan 
Penawaran Umum Perdana Perseroan termasuk rencana penggunaan dananya dan tidak 
terdapat ketentuan yang merugikan kepentingan pemegang saham publik. Dengan 
demikian, tidak terdapat kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan 
melakukan pemberitahuan dari dan/atau kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana 
Penawaran Umum Perdana Perseroan dan rencana penggunaan dananya. 
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20. Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan Penawaran Umum Saham 

Perdana ini, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai 
berikut: 

 
a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 16 tanggal 16 September 2022 

sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 12 tanggal 14 Oktober 2022, 
Addendum II No.21 tanggal 23 November 2022, Addendum III No. 26 tanggal 14 
Desember 2022, dan Addendum IV No. 44 tanggal 21 Desember 2022  yang seluruhnya 
dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, oleh dan antara 
Perseroan dengan PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek  (selanjutnya 
disebut  Pengelolaan Administrasi Saham  

 
b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 15 tanggal 16 September 2022 

sebagaimana telah diubah dengan Addendum I No. 11 tanggal 14 Oktober 2022 
Addendum II No. 20 tanggal 23 November 2022, Addendum III No. 25 tanggal 14 
Desember 2022, dan Addendum IV No. 43 tanggal 21 Desember 2022 yang seluruhnya 
dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, (selanjutnya disebut 

 Penjaminan Emisi  
 

Bahwa Perjanjian-Perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham 
ini secara sah berlaku dan mengikat bagi para pihak yang terikat di dalamnya, dan tidak 
bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan 
yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, 
dan/atau Sukuk Secara Elektronik. 

 
21. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan, tidak 

terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana dan/atau 
Penjamin Emisi Efek. 
 

22. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, bahwa saham yang ditawarkan dan dijual 
melalui Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan akan dicatatkan pada Bursa Efek 
Indonesia dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku dimana saham-
saham Perseroan dicatatkan. 
 
Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya 
masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa 
paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan 
Penawaran Umum, dengan ketentuan: 
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a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi: 
1) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh 

persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut; 
2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap kelangsungan Perseroan; dan/atau 
3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan 

usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK berdasarkan Formulir 
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan IX.A.2. 

 
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan 
Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa 
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja 
setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban 
mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan 
informasi tersebut dalam media massa lainnya; 

2) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau 
pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama 
dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1); 

3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) 
kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud. 

 
23. Bahwa berdasarkan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan dan sebagaimana 

diungkapkan dalam Prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum 
Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk modal 
kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan 
dengan rincian antara lain untuk biaya operasional seperti biaya angkut, biaya kantor, biaya 
penjualan, biaya sewa dan lainnya, pembelian barang dagangan dan pelunasan hutang 
usaha kepada pemasok. 

 
Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi 
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ( POJK  apabila terdapat dana hasil 
Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib: 
 
a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;  
b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;  
c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan  
d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi 

antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.  
 
Sesuai dengan Pasal 9 POJK 30/2015, dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana 
tersebut, Perseroan wajib: 
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a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran 
Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan 

b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. 
 
Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum 
kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang 
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Realisasi penggunaan dana 
hasil Penawaran Umum tersebut juga wajib dipertanggungjawabkan secara berkala setiap 
tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan 
realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) 
bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada 
tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum Saham 
Perdana. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan 
berikutnya. 
 
Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan rencana 
penggunaan dana terkait Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, terkait 
penggunaan dana sebagaimana diuraikan di atas, merupakan transaksi yang tidak 
mengandung benturan kepentingan dan apabila dilakukan dengan pihak yang tidak 
terafiliasi maka tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan 
Transaksi Benturan Kepentingan ( POJK No. 42/2020 ). Namun apabila dilakukan dengan 
pihak yang terafiliasi maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020 yang mana 
Perseroan tidak wajib memenuhi Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 karena merupakan 
pelaksanaan kegiatan usaha yang dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan 
dan Perseroan wajib memastikan transaksi afiliasi tersebut sesuai dengan praktik bisnis 
yang berlaku umum sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) POJK 42/2020. Selanjutnya, 
apabila dana yang akan digunakan untuk modal kerja tersebut termasuk dalam batasan 
nilai yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan 
Usaha (  ) maka transaksi material tersebut merupakan transaksi yang 
dikecualikan dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020 karena merupakan kegiatan usaha 
yang dilakukan Perseroan, akan tetapi transaksi material tersebut wajib diungkapkan dalam 
laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) 
dan ayat (2) POJK 17/2020; 

 
24. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, aspek-aspek hukum yang diungkapkan dalam 

prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan uji tuntas aspek hukum atas Perseroan. 
 

25. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan 
serta keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada kami, tidak terdapat 
teguran, somasi, ataupun perkara-perkara perdata, pidana dan hubungan industrial, 
perkara administrasi dan perpajakan serta perkara-perkara lain, baik yang melibatkan 
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Perseroan serta anggota Komisaris dan Direksi Perseroan, maupun yang melibatkan 
pemegang saham Perseroan. 

 
26. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan uji tuntas dan pernyataan-pernyataan 

dan keterangan-keterangan yang diberikan Perseroan kepada kami, tidak terdapat 
pendaftaran atau masalah-masalah yang menyangkut kepailitan sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang dan tidak terdapat perkara permohonan pembubaran atas Perseroan, 
serta tidak terdapat pemeriksaan atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

 
Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif dan bertanggung jawab sebagai 
Konsultan Hukum yang mandiri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-undang 
Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan 
pelaksanaannya. 
 
Bahwa dengan diterbitkannya Pendapat Segi Hukum No. Ref.: 544/WKL/TAW-FF-AI-AB-
IFA/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, maka Pendapat Hukum kami sebagaimana termaktub 
dalam surat kami No.: 493/WKL/TAW-FF-AI-AB-IFA/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dengan ini 
dinyatakan tidak berlaku seluruhnya dan seterusnya. 
 
Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat 
Hukum ini. 
 
 

Hormat kami, 
WARDHANA KRISTANTO LAWYERS 

                                     
Teddy A. Wardhana, S.H., LL.M. 

STTD.KH-166/PM.2/2018 
Firma Firdaus, S.H. 

No.STTD.KH-253/PM.223/2018 
 
 

 
Tembusan: 
1. Yang Terhormat Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan; 
2. Yang Terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. 
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LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

 
 
Laporan No. 00358/2.0851/AU.1/05/0272-1/1/X/2022 

 
 
 
Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi 

PT Penta Valent Tbk 

 INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT 
 
 
Report No. 00358/2.0851/AU.1/05/0272-1/1/X/2022 
 
 
 
The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors 
PT Penta Valent Tbk 

 
Opini  Opinion 
 
Kami telah mengaudit laporan keuangan interim PT Penta 
Valent Tbk (“Perusahaan”), yang terdiri dari laporan posisi 
keuangan interim tanggal 31 Juli 2022, serta laporan laba rugi 
dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan 
ekuitas, dan laporan arus kas interim untuk periode tujuh 
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas 
laporan keuangan interim, termasuk ikhtisar kebijakan 
akuntansi signifikan. 

 We have audited the interim financial statements of PT Penta 
Valent Tbk (the “Company”), which comprise the interim 
statement of financial position as of July 31, 2022, and the 
interim statements of profit or loss and other comprehensive 
income, changes in equity, and cash flows for the seven-
month period then ended, and notes to the financial 
statements, including a summary of significant accounting 
policies. 

 
Menurut opini kami, laporan keuangan interim terlampir 
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 
posisi keuangan interim Perusahaan tanggal 31 Juli 2022, 
serta kinerja keuangan interim dan arus kas interimnya untuk 
periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, 
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 

 In our opinion, the accompanying interim financial 
statements present fairly, in all material respects, the interim 
financial position of the Company as of July 31, 2022, and its 
interim financial performance and its interim cash flows for 
the seven-month period then ended, in accordance with 
Indonesian Financial Accounting Standards. 

 
Basis Opini   Basis for Opinion 
 
Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit 
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. 
Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan 
lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor 
terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. 
Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan 
etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di 
Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika 
lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa 
bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat 
untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami. 

 We conducted our audit in accordance with Standards on 
Auditing established by the Indonesian Institute of Certified 
Public Accountants. Our responsibilities under those 
standards are further described in the Auditor’s 
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 
paragraph of our report. We are independent of the Company 
in accordance with the ethical requirements that are relevant 
to our audit of the financial statements in Indonesia, and we 
have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance 
with these requirements. We believe that the audit evidence 
we have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for our opinion. 

 
Hal Audit Utama   Key Audit Matters 
 
Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan 
profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan 
dalam audit kami atas laporan keuangan interim periode kini. 
Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas 
laporan keuangan interim secara keseluruhan, dan dalam 
merumuskan opini kami atas laporan keuangan interim 
terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal 
audit utama tersebut. 

 Key audit matters are those matters that, in our professional 
judgment, were of most significance in our audit of the 
interim financial statements of the current period. These 
matters were addressed in the context of our audit of the 
interim financial statements as a whole, and in forming our 
opinion thereon, and we do not provide a separate opinion 
on these matters. 
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Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha   Allowance for impairment of trade receivables 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, piutang usaha- bersih Perusahaan 
adalah sebesar Rp316.057.467.924, yang mencakup 48,7% 
dari total aset Perusahaan, terdiri dari total piutang usaha 
sebesar Rp319.721.181.360 dan penyisihan atas penurunan 
nilai piutang usaha sebesar Rp3.663.713.436. 

 As of July 31, 2022, the Company's net trade receivables of  
Rp 316,057,467,924, which accounted for approximately 
48.7% of the Company's total assets, comprise of gross trade 
receivables of Rp319,721,181,360 and a corresponding 
allowance for impairment of trade receivables of 
Rp3,663,713,436. 

 
Sesuai dengan PSAK 71 Instrumen Keuangan, Perusahaan 
menentukan penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha 
berdasarkan kerugian kredit ekspektasian (“ECL”) dengan 
menerapkan pendekatan yang disederhanakan, yang 
menggunakan ECL sepanjang umur dengan basis masa 
depan. Tingkat kerugian kredit ekspektasian adalah 
berdasarkan tarif default historis dengan pengelompokan 
pelanggan ke segmen yang memiliki pola kerugian serupa, 
disesuaikan dengan informasi masa depan. Pada setiap 
tanggal pelaporan, tarif default yang diamati secara historis 
diperbarui dan perubahan dalam estimasi ke depan dianalisa 
kembali. Sesuai yang diungkapkan pada Catatan 3 atas 
laporan keuangan interim, penilaian ini melibatkan 
pertimbangan manajemen, estimasi dan asumsi yang 
signifikan. 

 In accordance with PSAK 71 Financial Instruments, the 
Company determines allowance for impairment of trade 
receivables based on expected credit loss (“ECL”) by 
applying the simplified approach, which uses a lifetime ECL 
on a forward-looking basis. The expected credit loss rates 
are based on historical default rates for groupings of various 
customer segments that have similar have similar loss 
patterns, adjusted with forward looking information. At every 
reporting date, the historical observed default rates are 
updated and changes in the forward-looking estimates are 
analyzed. As disclosed in Note 3 to the interim financial 
statements, these assessments involve significant 
management judgment, estimates and assumptions. 

 
Kebijakan akuntansi Perusahaan, pertimbangan, estimasi dan 
asumsi akuntansi yang signifikan, dan pengungkapan 
mengenai piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 2d, 2f, 3 
dan 5 atas laporan keuangan interim. 

 The Company’s accounting policy, significant accounting 
judgements, estimates and assumptions, and disclosures of 
trade receivables are disclosed in Notes 2d, 2f, 3 and 5 to the 
interim financial statements. 

 
Bagaimana hal ini ditangani dalam audit   How the matter was addressed in the audit 
 
• Kami telah melaksanakan prosedur untuk memahami dan 

mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian 
internal Perusahaan yang relevan sehubungan dengan 
penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha 
berdasarkan kredit ekspektasian atas piutang usaha. 

 • We performed procedures to understand and evaluate the 
design and implementation of the Company’s relevant 
internal controls in respect of the allowance for 
impairment of trade receivables based on expected credit 
losses of trade receivables. 

 
• Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data 

yang digunakan dalam model kerugian kredit 
ekspektasian dan memeriksa keakuratan matematis dari 
perhitungan tersebut. 

 • We evaluated accuracy and completeness of data used in 
the expected credit loss model and checked mathematical 
accuracy of the calculation. 

 
• Kami mengevaluasi kewajaran dari asumsi utama (yaitu 

definisi gagal bayar, pengelompokan pelanggan, 
karakteristik risiko kredit, dan informasi masa depan) 
yang digunakan manajemen untuk mengestimasi 
penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha 
berdasarkan kerugian kredit ekspektasian. 

 • We evaluated the reasonableness of key assumptions  
(i.e. definition of default, grouping of various customer 
segments, credit risk characteristics, and forward looking 
information) used by management to estimate the 
allowance for impairment of trade receivables based on 
expected credit losses. 

 
Hal Lain   Other Matters 
 
Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen 
lain yang menyatakan opini tanpa modifikasian atas laporan 
keuangan tersebut, masing-masing pada tanggal 2 Agustus 
2022, 1 Agustus 2022 dan 22 Juni 2020. 

 The financial statements of the Company as of December 31, 
2021, 2020, 2019 and for the years then ended were audited 
by another independent auditor who expressed an unmodified 
opinion on those financial statements on August 2, 2022, 
August 1, 2022, and June 22, 2020, respectively. 

 
 
  



Rödl & Partner Teramihardja, Pradhono & Chandra 
 
 
 

  The original report included herein is in Indonesian language. 
 

 

 
 

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain interim, 
laporan perubahan ekuitas interim dan laporan arus kas 
interim dan catatan atas laporan keuangan terkait  untuk 
periode tujuh bulan yang berakhir 31 Juli 2021 tidak diaudit 
atau direviu dan oleh karena itu kami tidak menyatakan opini 
maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut. 

 The interim statements of profit or loss and other 
comprehensive income, changes in equity, cash flows, and 
notes to the financial statements for the seven-month period 
ended July 31, 2022, were neither audited nor reviewed and 
accordingly, we do not express an opinion or any other form 
of assurance on those statements. 

 
Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor 
Independen No. 00341/2.0851/AU.1/05/0272-1/1/IX/2022 
tertanggal 16 September 2022 atas laporan keuangan 
Perusahaan tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode tujuh 
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sebelum 
penerbitan kembali laporan keuangan Perusahaan dibawah 
ini. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum, 
Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut 
di atas dengan pengungkapkan tambahan tertentu. 

 We have previously issued Independent Auditors’ Report No. 
00341/2.0851/AU.1/05/0272-1/1/IX/2022 dated September 
16, 2022 on the financial statements of the Company as of 
July 31, 2022 and for the seven months period then ended, 
prior to the reissuance of the financial statements of the 
Company mentioned below. In connection with the proposed 
Public Offering, the Company reissued the above-mentioned 
financial statements with certain additional disclosures. 

 
Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk 
dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan 
rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di 
Pasar Modal Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan 
Otoritas Jasa Keuangan (“Penawaran Umum”), serta tidak 
ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk 
tujuan lain. 

 This report has been prepared solely for inclusion in the 
offering document in connection with the proposed initial 
public offering of the equity securities of the Company in 
Indonesia Capital Market in reliance on rules and 
regulations of the Indonesia Financial Services Authority 
(“Public Offering”), and is not intended to be and should not 
be used for any other purposes. 

 
Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang 

Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan 

Keuangan 

 Responsibilities of Management and Those Charged with 
Governance for the Financial Statements 

 
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan 
penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas 
pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen 
untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang 
bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang 
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 

 Management is responsible for the preparation and fair 
presentation of these financial statements in accordance with 
Indonesian Financial Accounting Standards, and for such 
internal control as management determines is necessary to 
enable the preparation of financial statements that are free of 
material misstatement, whether due to fraud or error. 

 
Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen 
bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan 
dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, 
mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang 
berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan 
basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen 
memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau 
menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang 
realistis selain melaksanakannya. 

 In preparing the financial statements, management is 
responsible for assessing the Company’s ability to continue 
as a going concern, disclosing, as applicable, matters related 
to going concern and using the going concern basis of 
accounting unless management either intends to liquidate the 
Company or to cease operations, or has no realistic 
alternative but to do so. 

 
Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung 
jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan 
Perusahaan. 

 Those charged with governance are responsible for 
overseeing the Company’s financial reporting process. 
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Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan 

Keuangan 

 Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements 

 
Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai 
tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas 
dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh 
kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan 
laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan 
memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun 
bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang 
dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu 
mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut 
ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan 
maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara 
individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan 
secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang 
diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan 
tersebut. 

 Our objectives are to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements as a whole are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error, and to 
issue an auditor’s report that includes our opinion. 
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not 
a guarantee that an audit conducted in accordance with 
Standards on Auditing will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can arise from 
fraud or error and are considered material if, individually or 
in the aggregate, they could reasonably be expected to 
influence the economic decisions of users taken on the basis 
of these financial statements. 

 
Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, 
kami menerapkan pertimbangan profesional dan 
mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami 
juga: 

 As part of an audit in accordance with Standards on 
Auditing, we exercise professional judgment and maintain 
professional skepticism throughout the audit. We also: 
 

 
• Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian 

material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan 
oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan 
melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap 
risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup 
dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. 
Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material 
yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang 
disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat 
melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara 
sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian 
internal. 

 • Identify and assess the risks of material misstatement of 
the financial statements, whether due to fraud or error, 
design and perform audit procedures responsive to those 
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and 
appropriate to provide a basis for our opinion. The risk 
of not detecting a material misstatement resulting from 
fraud is higher than for one resulting from error, as 
fraud may involve collusion, forgery, intentional 
omissions, misrepresentations, or the override of internal 
control. 

 
• Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian 

internal yang relevan dengan audit untuk mendesain 
prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, 
tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas 
keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan. 

 • Obtain an understanding of internal control relevant to 
the audit in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose 
of expressing an opinion on the effectiveness of the 
Company’s internal control. 

 
• Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang 

digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan 
pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen. 

 • Evaluate the appropriateness of accounting policies used 
and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures made by management. 
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• Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi 
kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan 
bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu 
ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa 
atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan 
signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk 
mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami 
menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian 
material, kami diharuskan untuk menarik perhatian 
dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait 
dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan 
tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu 
untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami 
didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga 
tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau 
kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan 
tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha. 

 • Conclude on the appropriateness of management's use of 
the going concern basis of accounting and, based on the 
audit evidence obtained, whether a material uncertainty 
exists related to events or conditions that may cast 
significant doubt on the Company's ability to continue as 
a going concern. If we conclude that a material 
uncertainty exists, we are required to draw attention in 
our auditor's report to the related disclosures in the 
financial statements or, if such disclosures are 
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of 
our auditor's report. However, future events or 
conditions may cause the Company to cease to continue 
as a going concern. 

   
• Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan 

keuangan secara keseluruhan, termasuk 
pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan 
mencerminkan transaksi dan peristiwa yang 
mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai 
penyajian wajar. 

 • Evaluate the overall presentation, structure and content 
of the financial statements, including the disclosures, and 
whether the financial statements represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair 
presentation. 

 
Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung 
jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup 
dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit 
signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam 
pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama 
audit. 

 We communicate with those charged with governance 
regarding, among other matters, the planned scope and 
timing of the audit and significant audit findings, including 
any significant deficiencies in internal control that we 
identify during our audit. 

 
Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang 
bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah 
mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai 
independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, 
serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh 
terhadap idependensi kami, dan, jika relevan, pengamanan 
terkait. 

 We also provide those charged with governance with a 
statement that we have complied with relevant ethical 
requirements regarding independence, and to communicate 
with them all relationships and other matters that may 
reasonably be thought to bear on our independence, and 
where applicable, related safeguards. 
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Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang 
bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal 
tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan 
keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit 
utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan 
auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan 
melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau 
ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami 
menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan 
dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari 
mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara 
wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi 
tersebut.    

 From the matters communicated with those charged with 
governance, we determine those matters that were of most 
significance in the audit of the financial statements of the 
current period and are therefore the key audit matters. We 
describe these matters in our auditor’s report unless law or 
regulation precludes public disclosure about the matter or 
when, in extremely rare circumstances, we determine that a 
matter should not be communicated in our report because the 
adverse consequences of doing so would reasonably be 
expected to outweigh the public interest benefits of such 
communication. 
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PT PENTA VALENT TBK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN 
TANGGAL 31 JULI 2022, 
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019 
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) 
 

 PT PENTA VALENT TBK 
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION 

AS OF JULY 31, 2022, 
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019 

(EXPRESSED IN RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) 
 

 
 
     Catatan/   31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
     Notes   July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

ASET                  ASSETS 
 
ASET LANCAR                CURRENT ASSETS 
Kas dan setara kas  2e, 4  7.480.666.874   3.484.381.641   8.230.342.177   27.670.948.736  Cash and cash equivalents 
Piutang usaha - bersih  2f, 5  316.057.467.924   254.172.226.001   227.833.083.250   240.087.955.898  Trade receivables - net 
Piutang lain-lain               Other receivables 
 Pihak ketiga  6  61.557.764.800   64.961.787.464   42.902.351.924   28.884.774.360  Third parties  
Persediaan - bersih  2h, 7  182.219.427.834   162.684.643.331   98.816.720.910   94.202.570.752  Inventories - net 
Pajak dibayar di muka  2n, 17  52.189.729.377   56.083.998.100   6.142.373.070   -  Prepaid taxes 
Uang muka dan biaya dibayar                Advance and prepaid 
 di muka  2i, 8  532.730.088   505.234.386   144.922.879   6.488.163.710  expenses  
                 

Jumlah Aset Lancar     620.037.786.897   541.892.270.923   384.069.794.210   397.334.413.456  Total Current Assets 
                 

ASET TIDAK LANCAR                NON-CURRENT ASSETS 
Aset pajak tangguhan - bersih  2n, 17  8.982.672.941   8.374.411.070   8.789.493.322   9.760.566.958  Deferred tax assets – net 
Taksiran pengembalian pajak  2n, 17  2.994.047.594   -   -   -  Estimated claim for tax refund 
Aset tetap - bersih   2k, 2l, 9  4.698.937.588   4.757.278.691   3.388.105.921   3.470.901.735  Fixed assets - net  
Aset hak-guna - bersih  2m, 10  12.622.275.869   7.913.414.804   5.670.697.532   -  Right-of-use assets - net 
Aset takberwujud - bersih  2j  -   -   -   1.296.830.919  Intangible assets- net  
                  

Jumlah Aset Tidak Lancar     29.297.933.992   21.045.104.565   17.848.296.775   14.528.299.612  Total Non-Current Assets 
                  

JUMLAH ASET     649.335.720.889   562.937.375.488   401.918.090.985   411.862.713.068  TOTAL ASSETS 
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PT PENTA VALENT TBK 
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan) 
TANGGAL 31 JULI 2022, 
31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019 
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) 
 

 PT PENTA VALENT TBK 
 STATEMENTS OFFINANCIAL POSITION (continued) 

AS OF JULY 31, 2022, 
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019 

(EXPRESSED IN RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) 
 

 
 
     Catatan/   31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
     Notes   July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

LIABILITAS DAN EKUITAS                 LIABILITIES AND EQUITY 
  
LIABILITAS JANGKA PENDEK                CURRENT LIABILITIES 
Utang bank  11  -   29.691.053.328   19.189.999.879   34.999.999.893  Bank loans 
Utang usaha               Trade payables 
 Pihak berelasi  2g, 12, 16  2.020.108.404   3.104.010.637   2.962.726.680   2.879.577.424  Related parties  
 Pihak ketiga  12  419.335.385.701   369.834.125.954   238.840.993.409   233.789.291.309  Third parties  
Utang lain-lain              Other payables 
 Pihak berelasi  2g, 13, 16  56.500.000.000   -   -   -  Related party 
 Pihak ketiga  13  484.283.849   872.639.543   1.321.677.109   973.474.003 Third parties 
Biaya masih harus dibayar  14, 16  882.148.614   331.597.417   258.969.636   366.277.616  Accrued expenses 
Utang pajak  2n,17  382.446.911   465.629.667   424.268.124   446.734.779  Taxes payable 
Utang jangka panjang yang    
 jatuh tempo dalam waktu               Current maturities of 
 satu tahun               long-term debts  
 Liabilitas sewa  2m, 10  475.000.000   -   -   -  Lease liabilities 
 Utang pembiayaan konsumen  15  -   -   16.942.784   30.428.488  Consumer finance payables 
                  

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek     480.079.373.479   404.299.056.546   263.015.577.621   273.485.783.512  Total Current Liabilities 
                  
 

LIABILITAS JANGKA PANJANG                NON-CURRENT LIABILITIES 
Utang jangka panjang - setelah                
 dikurangi bagian yang jatuh               Long-term debts - net of 
 tempo dalam waktu satu tahun               current maturities  
 Utang pembiayan konsumen  15  -   -   -   16.942.784  Consumer finance payables 
 Liabilitas sewa  2m,10  235.598.564   235.598.564   -   -  Lease liabilities  
Utang lain-lain               Other payables 
 Pihak berelasi  2g, 13, 16  -   9.371.390.000   9.371.390.000   9.371.390.000  Related parties 
Estimasi liabilitas atas               Estimated liabilities for 
 imbalan kerja karyawan  2o,18  34.036.184.564   34.375.555.862   35.875.400.316   34.864.143.107  employees’ benefit  
                  

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang     34.271.783.128   43.982.544.426   45.246.790.316   44.252.475.891  Total Non-Current Liabilities 
                  

Jumlah Liabilitas     514.351.156.607   448.281.600.972   308.262.367.937   317.738.259.403  Total Liabilities 
                  

 
EKUITAS                 EQUITY 
Modal saham - nilai nominal                Capital stock - Rp 1,000,000 
 Rp 1.000.000 per saham pada               par value per share  
 tanggal 31 Juli 2022 dan pada               as of July 31, 2022 and  
 tanggal 31 Desember 2021,                as of December 31, 2021,  
 2020 dan 2019                2020 and 2019 
 Modal dasar - 55.000 saham pada              Authorized - 55,000 
  tanggal 31 Juli 2022 dan pada               shares as of July 31, 2022  
  tanggal 31 Desember 2021,              and December 31, 2021, 2020 
  2020 dan 2019               and 2019   
                  Issued and fully paid - 
 Modal ditempatkan dan               28,250 shares as of 
  disetor penuh - 28.250 saham               July 31, 2022 
  pada tanggal 31 Juli 2022 dan               and 14,000 shares as of 
  14.000 saham pada tanggal               December 31, 2021,  
  31 Desember 2021, 2020 dan 2019 19  28.250.000.000   14.000.000.000   14.000.000.000   14.000.000.000  2020 and 2019   
Tambahan modal disetor  20  97.728.701.286   22.978.701.286   22.978.701.286   22.978.701.286  Additional paid-in capital 
Penghasilan komprehensif lain    (1.427.849.142)   (1.646.461.539)   (3.370.147.576)   (2.631.835.861 ) Other comprehensive income 
Saldo laba                 Retained earnings 
 Telah ditentukan penggunaanya               Appropriated for general  
  Untuk dana cadangan umum  21  100.000.000   -   -   -  reserve 
 Belum ditentukan penggunaanya      10.333.712.138   79.323.534.769   60.047.169.338   59.777.588.240  Unappropriated 
                  

Jumlah Ekuitas      134.984.564.282   114.655.774.516   93.655.723.048   94.124.453.665  Total Equity 
                  

JUMLAH LIABILITAS                TOTAL LIABILITIES 
DAN EKUITAS     649.335.720.889   562.937.375.488   401.918.090.985   411.862.713.068  AND EQUITY 
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Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 
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PT PENTA VALENT TBK 
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN 
KOMPREHENSIF LAIN  
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA 
TANGGAL-TANGGAL 31 JULI 2022 DAN 2021 (TIDAK 
DIAUDIT), DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019 
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) 
 

 PT PENTA VALENT TBK 
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND 

 OTHER COMPREHENSIVE INCOME 
FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS ENDED 

JULY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED), 
AND FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019 
(EXPRESSED IN RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) 

 
 
 
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
            2021 (Tidak 
     Catatan/       Diaudit/ 
     Notes   2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

PENJUALAN BERSIH  2p, 22 1.165.769.344.337  1.000.527.664.345  1.788.027.425.240  1.380.699.061.522  1.431.185.678.756  NET SALES 
 
BEBAN POKOK PENJUALAN  2p, 16, 23  (1.060.707.217.835)   (908.853.660.393)  (1.620.774.587.738)  (1.253.414.756.195 ) (1.291.335.161.864) COST OF GOODS SOLD 
                    

LABA BRUTO    105.062.126.502   91.674.003.952   167.252.837.502   127.284.305.327   139.850.516.892  GROSS PROFIT 
                    

Beban penjualan  2p, 24  (41.779.076.619)  (34.080.102.332)  (60.685.369.892)  (48.808.374.466 )  (44.539.410.627) Selling expenses 
                     General and 
Beban umum dan administrasi  2p, 25  (48.061.938.686)  (43.781.408.515)  (76.936.015.983)  (71.503.414.203 )  (83.494.533.941) administrative expenses 
Pendapatan keuangan  2p  34.771.394   58.887.952   71.177.571   754.803.453   512.013.023  Finance income 
Beban bunga  2p  (2.318.931.881)  (1.547.314.324)  (2.870.498.693)  (3.065.538.933 )  (3.688.746.708) Interest expenses 
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih 2p  (333.172.958)  (610.819.139)  (149.789.219)  47.820.561   80.094.202  Others income (expense) - net 
                    

LABA  SEBELUM BEBAN                   INCOME BEFORE  
PAJAK PENGHASILAN    12.603.777.752   11.713.247.594   26.682.341.286   4.709.601.739   8.719.932.841  INCOME TAX EXPENSE 
                    

MANFAAT (BEBAN) PAJAK                   INCOME TAX BENEFIT 
PENGHASILAN  2n, 17                (EXPENSE) 
Kini        (3.563.522.160)  (3.130.446.660)  (7.477.061.460)  (3.395.671.180 )  (4.560.374.250) Current 
Tangguhan     669.921.777   (50.400.446)  71.085.605   (1.044.349.461 )  823.878.538  Deferred 
                    

Beban pajak penghasilan    (2.893.600.383)  (3.180.847.106)  (7.405.975.855)  (4.440.020.641 )  (3.736.495.712) Income tax expense 
                    

LABA PERIODE BERJALAN    9.710.177.369   8.532.400.488   19.276.365.431   269.581.098   4.983.437.129  INCOME FOR THE PERIODS 
                    

                     OTHER COMPREHENSIVE 
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN                 INCOME (LOSS) 
Pos yang Tidak Akan                   Item that Will Not be Reclassified 

 Direklasifikasikan ke Laba Rugi                  Subsequently to Profit or Loss  
Keuntungan (kerugian) aktuaria dari                 Actuarial gain (loss) 

 liabilitas atas imbalan kerja                   on employees’  
 karyawan  2o, 18  280.272.303   829.223.335   2.209.853.894   (811.587.540 )  (1.595.768.656) benefits liabilities  

Pajak penghasilan atas kerugian                  Income tax of actuarial gain 
 (keuntungan) aktuaria dari liabilitas                 (loss) on employees’  
 atas imbalan kerja karyawan  2n, 17   (61.659.906)  (182.429.134)  (486.167.857)  73.275.825   398.942.164  benefits liabilities  

                    

Laba (rugi) komprehensif lain                   Other comprehensive income (loss) 
 periode berjalan - Setelah Pajak   218.612.397   646.794.201   1.723.686.037   (738.311.715 )  (1.196.826.492) for the period - Net of Tax  
                    

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF               TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 
PERIODE BERJALAN    9.928.789.766   9.179.194.689   21.000.051.468   (468.730.617 )  3.786.610.637   (LOSS) FOR THE PERIOD 
 

     
             

 

Laba per Saham  2s, 28  10,20   12,19   27,54    0,39   7,12  Earning per Share 
 

     
             

 

 
   



  The original financial statements included herein are in Indonesian language. 

 

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 
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4 

 

PT PENTA VALENT TBK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA 
TANGGAL-TANGGAL 31 Juli 2022 DAN 2021  
(TIDAK DIAUDIT), 
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019 
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) 

 

 PT PENTA VALENT TBK  
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 

FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS ENDED 
JULY 31, 2022 AND 2021  

(UNAUDITED), 
AND FOR THE YEARS ENDED 

DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019 
(EXPRESSED IN RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) 

 
 

 

         Saldo Laba/Retained Earnings         
                    

             Penghasilan (Rugi)        
          Tambahan Modal   Komprehensif lain/        
          Disetor/    Other    Telah Ditentukan    Belum Ditentukan 
      Modal Saham/    Additional Paid-in    Comprehensive    Penggunaannya/    Penggunaannya/    Jumlah Ekuitas/ 
   Catatan   Share Capital    Capital     Income (Loss)    Appropriated    Unappropriated    Total Equity 
                     

Saldo 31 Desember 2018     14.000.000.000   22.978.701.286   (1.435.009.369 )  -   54.794.151.111   90.337.843.028  Balance as of December 31, 2018 
 
Laba tahun berjalan      -   -   -   -   4.983.437.129   4.983.437.129  Income for the year 
 
Rugi komprehensif lain  18  -   -   (1.196.826.492 )  -   -   (1.196.826.492) Other comprehensive loss 
                     

Saldo 31 Desember 2019     14.000.000.000   22.978.701.286   (2.631.835.861 )  -   59.777.588.240   94.124.453.665  Balance as of December 31, 2019 
                     

Laba tahun berjalan     -   -      -   269.581.098   269.581.098  Income for the year 
 
Rugi komprehensif lain  18  -   -   (738.311.715 )  -   -   (738.311.715) Other comprehensive loss 
                     

Saldo 31 Desember 2020     14.000.000.000   22.978.701.286   (3.370.147.576 )  -   60.047.169.338   93.655.723.048  Balance as of December 31, 2020 
                     

Laba tahun berjalan      -   -   -   -   19.276.365.431   19.276.365.431  Income for the year 
 
Penghasilan komprehensif lain   18  -   -   1.723.686.037   -   -   1.723.686.037  Other comprehensive income 
                     

Saldo 31 Desember 2021     14.000.000.000   22.978.701.286   (1.646.461.539 )     79.323.534.769   114.655.774.516  Balance as of December 31, 2021 
                     

Setoran modal saham  19, 20  14.250.000.000   74.750.000.000   -   -   -   89.000.000.000  Additional paid-in capital  
 
Laba periode berjalan     -   -   -   -   9.710.177.369   9.710.177.369  Income for the period 
 
Dana cadangan umum  21        -   100.000.000   (100.000.000 )  -  General reserve 
 
Dividen tunai  21   -   -   -   -   (73.700.000.000 )  (73.700.000.000) Cash dividend 
 
Dividen interim  21   -   -   -   -   (4.900.000.000 )  (4.900.000.000) Interim dividend 
 
Penghasilan komprehensif lain  18  -   -   218.612.397   -   -   218.612.397  Other comprehensive income 
                     

Saldo 31 Juli 2022     28.250.000.000   97.728.701.286   (1.427.849.142 )  100.000.000   10.333.712.138   134.984.564.282  Balance as of July 31, 2022                      
 



  The  Financial Statements are Originally Issued 
in Indonesian language. 

 

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. 

 
 

The accompanying Notes to the  Financial Statements 
 form an integral part of these  financial statements. 
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PT PENTA VALENT TBK 
LAPORAN ARUS KAS 
UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA 
TANGGAL-TANGGAL 31 JULI 2022 DAN 2021 (TIDAK 
DIAUDIT), DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 2020 DAN 2019 
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) 
 

 PT PENTA VALENT TBK 
 STATEMENTS OF CASH FLOWS 

FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS ENDED 
JULY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED), 

AND FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019 

(EXPRESSED IN RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) 
 

 
 
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
     Catatan/      2021 (Tidak Diaudit/ 
     Notes   2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

ARUS KAS DARI                   CASH FLOWS FROM  
AKTIVITAS OPERASI                   OPERATING ACTIVITIES 
Penerimaan kas dari pelanggan      1.101.070.937.138   931.926.544.684   1.762.362.675.335   1.392.738.662.566   1.421.179.134.720  Cash receipts from customers 
Pembayaran kas kepada pemasok    (1.028.317.645.211)  (819.927.203.779)  (1.575.480.371.609)  (1.266.889.076.349 )  (1.291.463.536.711) Cash paid to suppliers 
Pembayaran kas kepada karyawan    (50.794.704.666)  (48.464.944.050)  (80.745.103.824)  (76.578.803.180 )  (75.528.465.466) Cash paid to employees 
Pembayaran beban usaha   24, 25  (33.259.717.129)  (27.899.836.280)  (51.085.149.570)  (37.167.697.848 )  (45.973.889.818) Payments of operating expenses  
Pembayaran beban bunga      (2.182.712.703)  (1.547.314.324)  (2.870.498.693)  (3.065.538.933 )  (3.688.746.708) Payments of interest expenses 
Pembayaran pajak    17  (2.746.483.787)  (40.239.594.742)  (57.377.324.947)  (9.560.510.905 )  (4.500.648.236) Payments of tax 
Penerimaan dari pendapatan bunga    34.771.394   58.887.952   71.177.571   754.803.453   512.013.023  Receipts from interest income 
Pembayaran operasi lainnya     (514.704.491)  (699.000.956)  (237.971.038)  (4.906.712 )  (8.996.705) Payments of other operations 
                    

Kas Bersih yang Diperoleh dari                   Net Cash Provided by 
 (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi    (16.710.259.455)  (6.792.461.495)  (5.362.566.775)  226.932.092   526.864.099  (Used in) Operating Activities  
                    

ARUS KAS DARI                   CASH FLOWS FROM  
AKTIVITAS INVESTASI                   INVESTING ACTIVITIES 
Perolehan aset tetap   9  (584.877.518)  (501.991.909)  (4.098.596.802)  (919.537.422 )  (842.135.151) Acquisitions of fixed assets 
Hasil penjualan aset tetap   9  181.531.533   88.181.819   88.181.819   52.727.273   89.090.910  Proceeds from sale of fixed assets 
Perolehan aset hak-guna   10  (6.727.665.999)  (2.256.454.025)  (5.857.089.443)  (2.960.300.000 )  -  Acquisitions right-of-use assets 
                    

Kas Bersih yang Digunakan untuk                  Net Cash Used in 
 Aktivitas Investasi     (7.131.011.984)  (2.670.264.115)  (9.867.504.426)  (3.827.110.149 )  (753.044.241) Investing Activities  
                    

ARUS KAS DARI                   CASH FLOWS FROM  
AKTIVITAS PENDANAAN                   FINANCING ACTIVITIES  
Setoran modal saham   19  89.000.000.000   -   -   -   -  Additional paid-in capital  
Pembayaran utang lain-lain   13, 16  (9.371.390.000)  -   -   -   -  Payment of other payables 
Penerimaan utang lain-lain   13, 16  56.500.000.000   -   -   -   -  Receipts of other payables 
Perolehan utang bank   26  672.390.638.832   827.223.444.421  1.382.972.442.187  1.632.919.544.145  1.332.827.005.522  Proceeds from f bank loans 
Pembayaran utang bank   26  (702.081.692.160)  (820.894.436.495 ) (1.372.471.388.738)  (1.648.729.544.159 ) (1.318.825.276.987) Payment of bank loans 
Pembayaran dividen tunai   21  (73.700.000.000)  -   -   -   -  Payments of cash dividends 
Pembayaran dividen interim   21  (4.900.000.000)  -   -   -   -  Payments of interim dividends 
Pembayaran utang pembiayaan                    Payment of consumer 
 konsumen    26  -   (16.942.784)  (16.942.784)  (30.428.488 )  (26.338.492) finance payables 
                    

Kas Bersih yang Diperoleh dari                    Net Cash Provided by (Used in)  
 (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan   27.837.556.672   6.312.065.142   10.484.110.665   (15.840.428.502 )  13.975.390.043  Financing Activities 
                    

                      NET INCREASE (DECREASE) 
KENAIKAN (PENURUNAN)                   IN CASH AND  
BERSIH KAS DAN SETARA KAS    3.996.285.233   (3.150.660.468)  (4.745.960.536)  (19.440.606.559 )  13.749.209.901  CASH EQUIVALENTS 
 
KAS DAN SETARA KAS                   CASH AND CASH EQUIVALENTS 
AWAL PERIODE     3.484.381.641   8.230.342.177   8.230.342.177   27.670.948.736   13.921.738.835  AT BEGINNING OF PERIOD 
                    

                        
KAS DAN SETARA KAS                   CASH AND CASH EQUIVALENTS 
AKHIR PERIODE     7.480.666.874   5.079.681.709   3.484.381.641   8.230.342.177   27.670.948.736  AT END OF PERIOD  
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PT PENTA VALENT TBK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TANGGAL 31 JULI 2022  
DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR 
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 JULI 2022 DAN 2021 (TIDAK 
DIAUDIT), DAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021,  
2020 DAN 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT 
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN) 
 

 PT PENTA VALENT TBK 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

AS OF JULY 31, 2022  
AND FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS ENDED 

JULY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED), 
AND AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019  

AND FOR THE YEARS  
THEN ENDED 

(EXPRESSED IN RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) 
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1. U M U M  1. GENERAL 
 

a. Pendirian Perusahaan  a. Establishment of the Company 
 

PT Penta Valent (“Perusahaan”) didirikan pada tahun 
1968 di Jakarta, Indonesia dengan nama CV Penta 
Valent, selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris 
Bebasa Daeng Lalo, S.H., No. 48 tanggal 16 Agustus 
1972. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/2-5/8 
tanggal 10 November 1972 dan telah diumumkan 
dalam Tambahan Nomor 104 dalam Lembaran 
Negara Nomor 566 Tahun 1972 tanggal 10 
November 1972. Perseroan berubah status dari 
Perseroan Terbatas (PMDN) dalam negeri menjadi 
Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang 
Penanaman Modal Asing (PMA). 

 PT Penta Valent (the “Company”) was established in 
1968 in Jakarta, Indonesia under the name of CV 
Penta Valent, hereinafter, based on Notarial Deed 
No. 48 of Bebasa Daeng Lalo, S.H., dated August 
16, 1972. The deed of establishment was approved 
by the Minister of Law and Human Rights of the 
Republic of Indonesia in its Decision Letter No. 
Y.A.5/2-5/8 dated November 10, 1972 and was 
published in Supplement No. 104 of the Sate Gazette 
No. 566 year 1972 dated November 10, 1972. the 
Company changed its status from a domestic Limited 
Liability Company (PMDN) to a limited liability 
Company under the Foreign Capital Investment Law 
(PMA).      

 
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami 
beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta 
Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 9 tanggal  
17 Mei 2022, sehubungan dengan peningkatan 
modal ditempatkan dan disetor penuh. Akta 
perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan 
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 
AHU-AH.01.03-0239427 tanggal 19 Mei 2022. 

 The Company’s Articles of Association has been 
amended from time to time the latest of which was 
covered by Notarial Deed No. 9 of Rudy Siswanto, 
S.H., dated May 17, 2022, concerning the increase in 
issued and fully paid capital. This amendment was 
approved by the Minister of Law and Human Rights 
of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. 
AHU-AH.01.03-0239427, dated May 19, 2022. 

 
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar 
Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan 
adalah menjalankan kegiatan usaha perdagangan 
besar. Perusahaan saat ini bergerak di bidang 
distribusi produk farmasi, alat Kesehatan dan produk 
konsumsi.   

 In accordance with Article 3 of the Company's 
Articles of Association, the scope of activities of the 
Company consist of general trading. Currently, the 
Company is primarily engaged in distribution 
pharmaceutical products, medical equipment and 
consumer products.  

 
Perusahaan memiliki tiga puluh empat (34) cabang 
yang berlokasi di berbagai kota di Indonesia dan 
kantor pusatnya beralamat di Jalan Kedoya Raya  
No. 33, Kedoya Utara, Jakarta. 

 The Company has thirty four (34) branches wich are 
located in various cities in Indonesia and its head 
office is located at Jalan Kedoya Raya No. 33, 
Kedoya Utara, Jakarta. 

 
Perusahaan mulai beroperasi pada tahun 1968.   The Company started its commercial operations in 

1968.  
 

PT Tancorp Global Sentosa, perusahaan yang 
didirikan di Indonesia, adalah entitas induk terakhir 
dari Perusahaan. 

 PT Tancorp Global Sentosa, a company incorporated 
in Indonesia, is the ultimate parent entity of the 
Company. 

 
b. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan  b. The Boards of Commissioners and Directors and 

Employees  
 

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan 
pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 
dan 2019 adalah sebagai berikut: 

 The Company’s Boards of Commissioners and 
Directors as of July 31, 2022, December 31, 2021, 
2020 and 2019 are as follows: 

 
    31 Juli 2022/   31 Desember 2021/ 
    July 31, 2022   December 31, 2021 
         

  Dewan Komisaris      Board of Commissioners 
 Komisaris Utama  : Hermanto Tanoko   Nobertus Rahardjo Muljono : President Commissioner 
 Komisaris  : Nobertus Rahardjo Mujono  Albertus Tjondro Muljono :  Commissioner 
 Komisaris  : -   Stephanus Widya :  Commissioner  

  
  Dewan Direksi    Board of Directors 

 Direktur Utama  : Sukismo   Sukismo :  President Director 
 Direktur  : Melisa Patricia   Robertus Hartono Moeljono :  Director 
 Direktur  : Budi Agusti   - :  Director 
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1. U M U M (lanjutan)  1. GENERAL (continued) 
 

b. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan 
(lanjutan) 

 b. The Boards of Commissioners and Directors and 
Employees (continued) 

 
    31 Desember 2020/   31 Desember 2019/ 
    December 31, 2020   December 31, 2019 
         

  Dewan Komisaris      Board of Commissioners 
 Komisaris Utama  : Nobertus Rahardjo Muljono  Nobertus Rahardjo Muljono : President Commissioner 
 Komisaris  : Albertus Tjondro Muljono   Albertus Tjondro Muljono :  Commissioner 
 Komisaris  : Stephanus Widya   - :  Commissioner  

  
  Dewan Direksi    Board of Directors 

 Direktur Utama  : Sukismo   Sukismo :  President Director 
 Direktur  : Robertus Hartono Moeljono  Robertus Hartono Moeljono :  Director 
 Direktur  : -   Stephanus Widya :  Director 

 
Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 
dan 2019, jumlah karyawan Perusahaan masing-
masing sejumlah 1.197 orang, 1.192 orang, 1.079 
orang dan 1.216 orang (tidak diaudit). 

 As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 
2019, the Company has a total of 1,197 employees, 
1,192 employees, 1,079 employees and 1,216 
employees, respectively (unaudited). 

 
c. Penerbitan Laporan Keuangan  d. Issuance of the Financial Statements 

 
Laporan keuangan tanggal 31 Juli 2022 dan untuk 
periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 
tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh 
Direksi Perusahaan pada tanggal 16 September 
2022. Direksi Perusahaan yang menandatangani 
Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas 
penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan 
tersebut. 

 The financial statements as of July 31, 2022 and for 
the seven-month period ended are completed and 
authorized for issuance by the Company’s Board of 
Directors on September 16, 2022. The Company’s 
Directors who signed the Directors’ Statement are 
responsible for the fair preparation and presentation 
of such financial statements. 

 
 
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN  2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 
a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan   a. Basis of Preparation of Financial Statements 

 
Laporan keuangan telah disusun dan disajikan 
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di 
Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan 
Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan 
Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) 
yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta 
Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua 
OJK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 
yang terdapat di dalam Peraturan dan Pedoman 
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan 
yang diterbitkan oleh OJK. Kebijakan ini telah 
diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun 
yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain. 

 The financial statements have been prepared and 
presented in accordance with Indonesian Financial 
Accounting Standards (“SAK”), which comprise the 
Statements of Financial Accounting Standards 
(“PSAK”) and Interpretations to Financial Accounting 
Standards (“ISAK”) issued by the Financial 
Accounting Board of the Indonesian Institute of 
Accountants, also Indonesian Institute of Accountants 
and Rule No. VIII.G.7, Attachment of Chairman of 
OJK’s decision No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 
2012 on the Regulations and Guidelines on Financial 
Statement Presentation and Disclosures issued by 
OJK. These policies have been consistently applied 
to all years presented, unless otherwise stated. 

 
Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 
No. 1, “Penyajian Laporan Keuangan” dan PSAK 
No. 3, “Laporan Keuangan Interim”. 

 The financial statements have been prepared in 
accordance with PSAK No. 1, “Presentation of 
Financial Statements” and PSAK No. 3, “Interim 
Financial Statements”. 

 
Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep 
akrual, kecuali laporan arus kas, dengan 
menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti 
yang disebutkan dalam catatan atas laporan 
keuangan yang relevan. 

 The financial statements have been prepared on the 
accrual basis, except for the statements of cash 
flows, using the historical cost concept of accounting, 
except as disclosed in the relevant notes herein. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)  a. Basis of Preparation of Financial Statements 

(continued) 
 

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan 
metode langsung dengan mengelompokkan arus 
kas dalam aktivitas-aktivitas operasi, investasi dan 
pendanaan. 

 The statements of cash flows have been prepared 
using direct method which classify cash flows into 
operating, investing and financing activities. 

 
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam 
laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan 
mata uang fungsional Perusahaan . 

 The reporting currency used in the financial 
statements is Rupiah, which is the Company 
functional currency. 

 
b. Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi 

Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun 
Berjalan 

 b. New and Revised Statements an Interpretation of 
Financial Accounting Standards Effective in the 
Current Year 

 
Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian 
atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta 
interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun 
buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 
2022, yaitu: 

 The following are revision, amendments and 
adjustments of standards and interpretation of 
standard issued by DSAK - IAI and effectively 
applied for the year starting on or after January 1, 
2022, are as follows: 

 
- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang 

Referensi ke Kerangka Konseptual; 
 - Amendments to PSAK 22: Business 

Combinations regarding Reference to 
Conceptual Frameworks; 

- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas 
Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang 
Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi 
Kontrak; 

 - Amendments to PSAK 57: Provisions, 
Contingent Liabilities, and Contingent Assets 
regarding Aggravating Contracts - Contract 
Fulfillment Costs; 

- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil 
Sebelum Penggunaan yang Diintensikan; 

 - Amendments PSAK 16: Property, Plant and 
Equipment regarding Proceeds before Intended 
Use; 

- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): 
Instrumen Keuangan; dan 

 - PSAK 71 (Annual Improvement 2020): Financial 
Instruments; and 

- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.  - PSAK 73 (Annual Improvement 2020): Leases. 
 

Implementasi dan standar-standar tersebut tidak 
memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah 
yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun 
sebelumnya. 

 The implementation of the above standards had no 
significant effect on the amounts reported for the 
current period or prior financial year. 

 
c. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar  c. Current and Non-current classification 

 
Perusahaan menyajikan aset dan liabilitas dalam 
laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi 
lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila: 

 The Company presents assets and liabilities in the 
statement of financial position based on current/non-
current classification. An asset is current when it is: 

 
i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam 

siklus operasi normal, 
 i. expected to be realised or intended to be sold 

or consumed in the normal operating cycle, 
ii. untuk diperdagangkan,  ii. held primarily for the purpose of trading, 
iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal 

pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali 
yang dibatasi penggunaannya atau akan 
digunakan untuk melunasi suatu liabilitas 
dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal 
pelaporan. 

 iii. expected to be realised within 12 months after 
the reporting period, or cash or cash equivalent 
unless restricted from being exchanged or 
used to settle a liability for at least 12 months 
after the reporting period. 

 
Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak 
lancar. 

 All other assets are classified as non-current. 

 
Aset pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset 
tidak lancar. 

 Deferred tax assets are classified as non-current 
assets. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 (continued) 

 
c. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar (lanjutan)  c. Current and Non-current classification 

(continued) 
 

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:  A liability is current when it is: 
 

i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,  i. expected to be settled in the normal operating 
cycle, 

ii. untuk diperdagangkan,  ii. held primarily for the purpose of trading, 
iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal 

pelaporan, atau 
 iii. due to be settled within 12 months after the 

reporting period, or 
iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk 

menangguhkan pelunasannya dalam paling 
tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 

 iv. there is no unconditional right to defer the 
settlement of the liability for at least 12 months 
after the reporting period. 

 
d. Instrumen Keuangan   d. Financial Instruments  

 
Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang 
memberikan aset keuangan bagi satu Perusahaan 
dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi 
Perusahaan lain. 

 A financial instrument is any contract that gives rise 
to a financial asset of one Company and a financial 
liability or equity instrument of another Company. 

 
 1. Aset Keuangan    1. Financial Assets 
 
 Pengakuan dan pengukuran awal   Initial recognition and measurement 
 
 Perusahaan mengklasifikasikan aset 

keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan 
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,  
(b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan  
(c) aset keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi. 

  The Company classifies its financial assets into 
the following category: (a) financial assets 
measured at fair value through profit or loss,  
(b) financial assets measured at fair value 
through other comprehensive income, and  
(c) financial assets measured at amortised cost.  

 
 Aset keuangan Perusahaan meliputi kas dan 

setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain 
diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang 
diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan 
tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada 
nilai wajar melalui laba rugi. 

  The Company financial assets include cash 
and cash equivalents, trade receivables and 
other receivables classified as financial assets 
at amortized cost. The Company has no 
financial assets at fair value through profit or 
loss. 

 
 Perusahaan menggunakan 2 (dua) dasar untuk 

mengklasifikasikan aset keuangan yaitu model 
bisnis Perusahaan dalam mengelola aset 
keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual 
dari aset keuangan (“SPPI”). 

  The Company used 2 (two) methods to classify 
its financial assets, which based on the 
Company’s business model in managing the 
financial assets, and the contractual cash flow 
of the financial assets (“SPPI”). 

 
 Pengujian SPPI   SPPI test 
 
 Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, 

Perusahaan menilai persyaratan kontraktual 
keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka 
memenuhi pengujian SPPI. 

  As a first step of its classification process, the 
Company assesses the contractual terms of 
financial to identify whether they meet the SPPI 
test. 

 
 Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini 

didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset 
keuangan pada pengakuan awal dan dapat 
berubah selama umur aset keuangan (misalnya, 
jika ada pembayaran pokok atau amortisasi 
premi/diskon). 

  Principal for the purpose of this test is defined 
as the fair value of the financial asset at initial 
recognition and may change over the life of the 
financial asset (for example, if there are 
repayments of principal or amortisation of the 
premium/discount). 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
d. Instrumen Keuangan (lanjutan)  d. Financial Instruments (continued) 

 
 1. Aset Keuangan (lanjutan)   1. Financial Assets (continued) 
 
 Pengujian SPPI (lanjutan)   SPPI test (continued) 
 
 Elemen bunga yang paling signifikan dalam 

perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas 
nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk 
membuat penilaian SPPI, Perusahaan 
menerapkan pertimbangan dan memperhatikan 
faktor-faktor yang relevan seperti mata uang 
dimana aset keuangan didenominasikan dan 
periode pada saat suku bunga ditetapkan. 

  The most significant elements of interest within 
a arrangement are typically the consideration 
for the time value of money and credit risk. To 
make the SPPI assessment, the Company 
applies judgment and considers relevant 
factors such as the currency in which the 
financial asset is denominated, and the period 
for which the interest rate is set. 

 
 Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang 

memberikan eksposur lebih dari de minimis atas 
risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual 
yang tidak terkait dengan dasar pengaturan 
pinjaman, tidak menimbulkan arus kas 
kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam 
kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan 
untuk diukur pada Fair Value through Profit or 
Loss (“FVTPL”). 

  In contrast, contractual terms that introduce a 
more than de minimis exposure to risks or 
volatility in the contractual cash flows that are 
unrelated to a basic lending arrangement, do 
not give rise to contractual cash flows that are 
solely payments of principal and interest on the 
amount outstanding. In such cases, the 
financial asset is required to be measured as 
Fair Value through Profit or Loss (“FVTPL”). 

 
 Penilaian model bisnis   Business model assessment 
 
 Perusahaan menentukan model bisnisnya 

berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan 
bagaimana Perusahaan mengelola kelompok 
atas keuangannya untuk mencapai tujuan 
bisnisnya. 

  The Company’s determines its business model 
at the level that best reflects how it manages 
the group of financial assets to achieve its 
business objective. 

 
Model bisnis Perusahaan tidak dinilai 
berdasarkan masing-masing instrumennya, 
tetapi pada tingkat portofolio secara agregat 
yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-
faktor yang dapat diamati seperti: 

 The Company business model is not assessed 
on an instrument-by-instrument basis, but at a 
higher level of aggregated portfolios and is 
based on observable factors such as: 

 
• Bagaimana kinerja model bisnis dan aset 

keuangan yang dimiliki dalam model bisnis 
tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada 
personel manajemen kunci; 

 • How the performance of the business 
model and the financial assets held within 
that business model are evaluated and 
reported to the Company’s key 
management personnel; 

• Risiko yang mempengaruhi kinerja model 
bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki 
dalam model bisnis tersebut) dan, 
khususnya, bagaimana cara risiko tersebut 
dikelola; 

 • The risks that affect the performance of the 
business model (and the financial assets 
held within that business model) and, in 
particular the way those risks are managed; 

• Bagaimana manajer bisnis dikompensasi 
(misalnya, apakah kompensasi didasarkan 
pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau 
pada arus kas kontraktual yang tertagih); 

 • How business managers are compensated 
(for example, whether the compensation is 
based on the fair value of the assets 
managed or on the contractual cash flows 
collected); 

• Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang 
diharapkan, juga merupakan aspek penting 
dari penilaian Perusahaan . 

 • The expected frequency, value, and timing 
of sales are also important aspects of the 
Company assessment. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
d. Instrumen Keuangan (lanjutan)  d. Financial Instruments (continued) 

 
 1. Aset Keuangan (lanjutan)   1. Financial Assets (continued) 
 
 Penilaian model bisnis (lanjutan)   Business model assessment (continued) 
 

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario 
yang diharapkan secara wajar tanpa 
mempertimbangkan skenario “worst case” atau 
“stress case”. Jika arus kas setelah pengakuan 
awal direalisasikan dengan cara yang berbeda 
dari yang awal diharapkan, Perusahaan  tidak 
mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki 
yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi 
memasukkan informasi tersebut dalam 
melakukan penilaian atas aset keuangan yang 
baru atau yang baru dibeli selanjutnya. 

 The business model assessment is based on 
reasonably expected scenarios without taking 
“worst case” or “stress case” scenarios into 
account. If cash flows after initial recognition are 
realised in a way that is different from the 
Company original expectations, the Company 
does not change the classification of the 
remaining financial assets held in that business 
model, but incorporates such information when 
assessing newly originated or newly purchased 
financial assets going forward. 

 

Aset keuangan yang diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi jika aset keuangan 
dikelola dalam model bisnis yang bertujuan 
untuk memiliki aset keuangan dalam rangka 
mendapatkan arus kas kontraktual dan 
persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang 
pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas 
yang semata dari pembayaran pokok dan bunga 
(“SPPI”) dari jumlah pokok terutang. 

 Financial assets are measured at amortized cost 
if the financial asset is managed in a business 
model aimed at owning a financial asset in order 
to obtain a contractual cash flow and the 
contractual requirements of a financial asset that 
on a given date increases the cash flow solely 
from the principal and interest payments (“SPPI”) 
of the amount owed. 

 

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang 
diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui 
pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi 
dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan menggunakan suku bunga 
efektif. 

 At initial recognition, the financial assets 
measured at amortized cost are recognized at 
the fair value plus the transaction fee and 
subsequently measured at amortized cost by 
using the effective interest rate. 

 

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang 
diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat 
dalam laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain dan diakui sebagai 
“Pendapatan Keuangan”. Ketika penurunan nilai 
terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai 
pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan 
diakui didalam laporan keuangan sebagai 
“Kerugian penurunan nilai”. 

 Interest income from financial assets measured 
at amortized cost is recorded in the statements 
of profit and loss and other comprehensive 
income and is recognized as "Finance Income". 
When a decline in value occurs, the impairment 
loss is recognized as a deduction of the recorded 
value of the financial asset and is acknowledged 
in the financial statements as "Impairment loss". 

 
 Penurunan nilai aset keuangan   Impairment of financial assets 
 

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, 
dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai 
pada setiap akhir periode pelaporan. Aset 
keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti 
objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih 
peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal 
aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan 
tersebut berdampak pada estimasi arus kas 
masa depan atas aset keuangan yang dapat 
diestimasi secara andal. 

 Financial assets, other than those at FVTPL, are 
assessed for indicators of impairment at the end 
of each reporting date. Financial assets are 
considered to be impaired when there is 
objective evidence that, as a result of one or 
more events that occurred after the initial 
recognition of the financial asset, the estimated 
future cash flows of the investment have been 
affected. 

 

 

 

 

 



These  Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language. 
 

PT PENTA VALENT TBK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
TANGGAL 31 JULI 2022  
DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 JULI 2022 DAN  
2021 (TIDAK DIAUDIT), DAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 
2020 DAN 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT 
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN 
 

 PT PENTA VALENT TBK 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

AS OF JULY 31, 2022  
AND FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS  

ENDED JULY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED), 
AND AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019 AND 

AND FOR THE YEARS  
THEN ENDED 

(EXPRESSED IN RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) 

 

 
12 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
d. Instrumen Keuangan (lanjutan)  d. Financial Instruments (continued) 

 
 1. Aset Keuangan (lanjutan)   1. Financial Assets (continued) 
 

 Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)   Impairment of financial assets (continued) 
 

Penerapan PSAK 71 “Instrumen Keuangan” 
telah mengubah metode perhitungan kerugian 
penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang 
telah terjadi (incurred loss) sesuai PSAK 55 
“Instrumen Keuangan Pengakuan dan 
Pengukuran” dengan pendekatan Kerugian 
Kredit Ekspektasian (“ECL”). Perusahaan 
menerapkan pendekatan yang disederhanakan 
(simplified) dalam menghitung kerugian kredit 
ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian 
sepanjang umur (lifetime). 

 The adoption of PSAK 71 “Financial Instrument” 
changed the method of calculating impairment 
from incurred loss in accordance with PSAK 55 
“Financial Instrument: Recognition and 
Measurement” to Expected Credit Loss (“ECL”). 
The Company adopts simplified expected credit 
loss approach which is using lifetime expected 
credit loss. 

 

 2. Liabilitas Keuangan   2. Financial Liabilities 
 
 Pengakuan dan pengukuran awal   Initial recognition and measurement 
 
 Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai 

liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan 
menentukan klasifikasi liabilitas keuangan 
mereka pada saat pengakuan awal. 

  Financial liabilities are classified as financial 
liabilities at fair value through profit or loss or 
financial liabilities at amortized cost. The 
Company determines the classification of its 
financial liabilities at initial recognition. 

 

 Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai 
wajarnya. Biaya transaksi yang dapat 
diatribusikan secara langsung dengan perolehan 
liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan 
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) 
ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar 
liabilitas keuangan, yang sesuai, pada 
pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat 
diatribusikan secara langsung dengan perolehan 
liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi langsung diakui dalam laba 
rugi. 

  Financial liabilities are initially measured at fair 
value. Transaction costs that are directly 
attributable to the acquisition of financial 
liabilities (other than financial liabilities at fair 
value through profit or loss) are added to or 
deducted from the fair value of the financial 
liabilities, as appropriate, on initial recognition. 
Transaction costs directly attributable to the 
acquisition of financial liabilities at fair value 
through profit or loss are recognized 
immediately in profit or loss. 

 

 Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang 
bank, utang usaha, utang lain-lain, biaya masih 
harus dibayar, utang pembiayaan konsumen dan 
liabilitas sewa diklasifikasikan sebagai liabilitas 
keuangan yang diukur dengan biaya 
diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas 
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui 
laba rugi. 

  The Company’s financial liabilities consist of 
bank loans, trade payables, other payables, 
accrued expenses, consumer finance payables 
and lease liabilities classified as financial 
liabilities at amortized cost. The Company has 
no financial liabilities at fair value through profit 
or loss. 

 

 Pengukuran selanjutnya   Subsequent measurement 
 
 Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan 

yang dikenakan bunga diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi dengan menggunakan 
metode Suku Bunga Efektif (“SBE”). 

  After initial recognition, interest-bearing financial 
liabilities are subsequently measured at 
amortized cost using the Effective Interest Rate 
(“EIR”) method. 

 

 Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga 
dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman 
terkait dalam bagian liabilitas lancar. 
Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam 
laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan 
pengakuannya serta melalui proses amortisasi 
SBE. 

  At the reporting dates, accrued interest 
expenses is recorded separately from the 
associated borrowings within the current 
liabilities section. Gains and losses are 
recognized in profit or loss when the liabilities 
are derecognized as well as through the EIR 
amortization process. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
d. Instrumen Keuangan (lanjutan)  d. Financial Instruments (continued) 

 
 2. Liabilitas Keuangan (lanjutan)   2. Financial Liabilities (continued) 
 
 Pengukuran selanjutnya (lanjutan)   Subsequent measurement (continued) 
 
 Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan 

mempertimbangkan diskonto atau premium atas 
perolehan dan komisi atau biaya yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. 
Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan 
dalam laba rugi. 

  Amortized cost is calculated by taking into 
account any discount or premium on acquisition 
and fee or costs that are an integral part of the 
EIR. The EIR amortization is included in finance 
charges in profit or loss. 

 
 Penghentian pengakuan   Derecognition 
 
 Suatu liabilitas keuangan dihentikan 

pengakuannya pada saat kewajiban yang 
ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau 
dibatalkan atau kadaluwarsa. 

  A financial liability is derecognized when it is 
extinguished, that is when the obligation 
specified in the contract is discharged or 
cancelled or expired. 

 
 Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan 

liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman 
yang sama atas persyaratan yang secara 
substansial berbeda, atau bila persyaratan dari 
liabilitas keuangan tersebut secara substansial 
dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi 
persyaratan tersebut dicatat sebagai 
penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal 
dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan 
selisih antara nilai tercatat masing-masing 
liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba 
rugi. 

  When an existing financial liability is replaced by 
another from the same lender on substantially 
different terms, or the terms of an existing 
financial liability are substantially modified, such 
an exchange or modification is treated as 
derecognition of the original financial liability and 
recognition of a new financial liability, and the 
difference in the respective carrying amounts is 
recognized in the profit or loss. 

 
 3. Reklasifikasi Instrumen Keuangan   3. Reclassification of Financial Instruments  
 
 Perusahaan diperkenankan untuk melakukan 

reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika 
Perusahaan mengubah model bisnis untuk 
pengelolaan aset keuangan dan Perusahaan 
tidak diperkenankan untuk melakukan 
reklasifikasi atas liabilitas keuangan. 

  The Company is allowed to reclassify the 
financial assets owned if the Company changes 
the business model for the management of 
financial assets and the Company is not allowed 
to reclassify the financial liabilities. 

 
 Perubahan model bisnis sifatnya harus 

berdampak secara signifikan terhadap kegiatan 
operasional Perusahaan seperti memperoleh, 
melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. 
Selain itu, Perusahaan perlu membuktikan 
adanya perubahan tersebut kepada pihak 
eksternal. 

  Changes in the business model should 
significantly impact the Company's operational 
activities such as acquiring, releasing or ending 
a line of business. In addition, the Company 
needs to prove the change to external parties. 

 
 Yang bukan merupakan perubahan model bisnis 

adalah: (a) Perubahan intensi berkaitan dengan 
aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi 
perubahan signifikan dalam kondisi pasar),  
(b) Hilangnya sementara pasar tertentu untuk 
aset keuangan, dan (c) Pengalihan aset 
keuangan antara bagian dari Perusahaan 
dengan model bisnis berbeda. 

  The following are not considered as change in 
business model: (a) the change of intention 
relates to certain financial assets (even in 
situations of significant changes in market 
conditions), (b) temporary loss of certain 
markets for financial assets, and (c) the transfer 
of financial assets between parts of the 
Company and different business models. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
d. Instrumen Keuangan (lanjutan)  d. Financial Instruments (continued) 

 
 4. Saling Hapus dari Instrumen Keuangan   4. Offsetting of Financial Instruments  
 
 Aset keuangan dan liabilitas keuangan 

disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan 
dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan 
memiliki hak yang dapat dipaksakan secara 
hukum untuk melakukan saling hapus atas 
jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk 
menyelesaikan secara neto atau untuk 
merealisasikan aset dan menyelesaikan 
liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus 
harus ada pada saat ini daripada bersifat 
kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa 
depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, 
baik dalam situasi bisnis normal dan dalam 
peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan, atau 
kebangkrutan.  

  Financial assets and financial liabilities are 
offset and the net amount presented in the 
statement of financial position when the 
Company has a legally enforceable right to set 
off the recognized amounts; and intends either 
to settle on a net basis, or to realise the asset 
and settle the liability simultaneously. A right to 
set-off must be available today rather than being 
contingent on a future event and must be 
exercisable by any of the counterparties, both in 
the normal course of business and in the event 
of default, insolvency, or bankruptcy. 

 
e. Kas dan Setara Kas  e. Cash and Cash Equivalents 

 
Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan 
deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan 
atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak 
digunakan sebagai jaminan atas utang dan 
pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya. 

 Cash and cash equivalents consist of cash on hand, 
cash in banks and unrestricted time deposits with 
maturity periods less of three (3) months or less at  
the time of placement with no restriction as to usage, 
or not pledge as collateral for loans and other 
borrowings. 

 
f. Piutang Usaha  f. Trade Receivables 

 
Piutang usaha disajikan dalam jumlah bersih setelah 
dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai 
piutang usaha. Kebijakan akuntansi untuk 
penyisihan atas penurunan nilai dijabarkan dalam 
Catatan 2d. 

 Trade receivables are recorded net of allowance for 
impairment of trade receivables. The accounting 
policy for allowance for impairment is described in 
Note 2d. 

 
g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi  g. Transactions with Related Parties 

 
 Perusahaan  memiliki transaksi dengan pihak 

berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam 
PSAK No. 7 “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. 

  The Company  has transactions with related parties 
as defined under PSAK No. 7 “Related Party 
Disclosures”. 

 
 Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan 

pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam 
catatan atas laporan keuangan. 

  All significant transactions and balances with related 
parties have been disclosed in the notes to the 
financial statements. 

 
h. Persediaan  h. Inventories 

 
Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan 
atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. 
Biaya perolehan ditentukan dengan metode First-In-
First-Out (FIFO). Nilai realisasi bersih persediaan 
adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha 
biasa dikurangi estimasi biaya yang diperlukan 
untuk menjual. 

 Inventories are stated at cost or net realizable value, 
whichever is lower. Cost is determined based on the 
First-In-First-Out method. Net realizable value is the 
estimated selling price in the ordinary course of 
business, less estimated cost necessary to make the 
sales. 

 
Penyisihan untuk persediaan usang (jika ada) 
ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap 
keadaan fisik persediaan pada akhir tahun. 

 Allowance for inventories obsolescence (if any) is 
provided based on the review of the physical 
condition of the inventories at the end of each year. 

 
i. Biaya Dibayar di Muka  i. Prepaid Expenses 

 
Biaya dibayar di muka dibebankan sesuai masa 
manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan 
dengan menggunakan metode garis lurus. 

 Prepaid expenses are amortized over the periods 
benefited using straight line method. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 

j. Aset Takberwujud  j. Intangible Assets 
 

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah 
diukur pada pengakuan awal sebesar biaya 
perolehan. Setelah pengakuan awal, aset 
takberwujud dinyatakan pada biaya perolehan 
dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan 
akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. 

 Intangible assets acquired separately are measured 
on initial recognition at cost. Following initial 
recognition, intangible assets are carried at cost less 
any accumulated amortization and any accumulated 
impairment losses, if any. 

 

Aset takberwujud adalah berupa lisensi perangkat 
lunak, termasuk seluruh biaya langsung terkait 
persiapan untuk tujuan penggunaan, diamortisasi 
dengan metode garis lurus antara 1 - 4 tahun. 

 Intangible assets comprising of software license, 
include all direct costs related to preparation of the 
assets for their intended use, amortized using the 
straight-line method between 1 - 4 years. 

 

Pada setiap akhir periode pelaporan, umur manfaat 
dan metode amortisasi di-reviu oleh manajemen 
Perusahaan, dan jika sesuai dengan keadaan, 
disesuaikan secara prospektif. 

 At each reporting date, the useful lives and 
amortization method are reviewed by the 
management of the Company and adjusted 
prospectively, if appropriate. 

 

k. Aset Tetap   k. Fixed Assets 
 

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya 
perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan 
biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan 
langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi 
yang diinginkan agar aset siap digunakan. 

 All fixed assets are initially recognized at cost, which 
comprises its purchase price and any costs directly 
attributable in bringing the asset to its working 
condition and to the location where it is intended to 
be used. 

 

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan 
pada biaya perolehan dikurangi akumulasi 
penyusutan dan kerugian penurunan nilai. 

 Subsequent to initial recognition, are carried at cost 
less any subsequent accumulated depreciation and 
impairment losses. 

 
Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, 
umur manfaat dan metode penyusutan di-reviu oleh 
manajemen Perusahaan, dan jika sesuai dengan 
keadaan, disesuaikan secara prospektif. 

 At the end of each reporting periods, the residual 
values, useful lives and methods of depreciation of 
fixed assets are reviewed by the management of the 
Company and adjusted prospectively, if appropriate, 
at each reporting period. 

 
 Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset 
tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud 
penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan 
metode garis lurus berdasarkan estimasi umur 
manfaat ekonomis sebagai berikut: 

 Depreciation of fixed assets starts when it is 
available for use and is computed using the straight-
line based on the estimated useful lives of the 
assets as follows: 

 
    Tahun/Years Persentase   
       
Bangunan  20 5%   Building 
Kendaraan   5   20%  Vehicles 
Peralatan kantor  5  20%   Office equipments 
Renovasi bangunan sewa   2 – 5  50% - 20%  Leasehold improvements 

 
Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan 
tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat 
bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut 
dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh 
tempo. 

 Lands are stated at cost and not amortized as the 
management is of the opinion that it is probable the 
tittles of land rights can be renewed/extended upon 
expiration. 

 
Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam 
bentuk Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna 
Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”) ketika 
tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian 
dari biaya perolehan tanah pada akun “Aset Tetap” 
dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan 
atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas 
tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP diakui pada 
laporan posisi keuangan konsolidasian dan 
diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek 
antar umur hukum hak dan umur ekonomi tanah. 

 Legal cost of land rights in the form of Business 
Usage Rights (“Hak Guna Usaha” or “HGU”), 
Building Usage Rights (“Hak Guna Bangunan” or 
“HGB”) and Usage Rights (“Hak Pakai” or “HP”) 
when the land was acquired initially are recognized 
as part of the cost of the land under the “Fixed 
Assets” account and not amortized. Meanwhile the 
extension or the legal renewal cost of land rights in 
the form of HGU, HGB and HP are recognized in the 
consolidated statements of financial position and are 
amortized over the shorter of the rights’ legal life and 
land’s economic life. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
k. Aset Tetap (lanjutan)  k. Fixed Assets (continued) 

 
Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan 
pada laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain pada saat terjadinya; pengeluaran 
dalam jumlah signifikan dan yang memperpanjang 
masa manfaat aset atau yang memberikan 
tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi. 

 The costs of repairs and maintenance are charged 
to the  statements of profit or loss and other 
comprehensive income as incurred; significant 
renewals and betterments are capitalized. 

 
Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau 
yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap 
yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi 
diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain pada tahun yang bersangkutan. 

 When assets are retired or otherwise disposed of, 
their net book values are removed from the accounts 
and any resulting gain or loss is reflected in the  
statements of profit or loss and other comprehensive 
income for the year. 

 
Penilaian atas nilai tercatat aset dilakukan atas 
penurunan dan kemungkinan penurunan nilai 
tercatat aset jika terjadi peristiwa atau perubahan 
keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat 
mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi. 

 The carrying amounts of assets are reviewed for 
impairment and possible impairment on its carrying 
value when events or changes in circumstances 
indicate that their carrying values may not be fully 
recoverable. 

 
l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan  l. Impairment of Non-Financial Assets Value 

 
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan  
menilai apakah terdapat indikasi suatu aset 
mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi 
tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk 
aset individual. Jika tidak mungkin untuk 
mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, 
maka Perusahaan  menentukan nilai terpulihkan dari 
Unit Penghasil Kas (UPK) yang mana aset tercakup 
(aset dari UPK). 

 The Company  assesses at each end of reporting 
period, whether there is any indication that an asset 
may be impaired. If such indication exists, 
recoverable amount shall be estimated for the 
individual asset. If it is not possible to estimate the 
recoverable amount of the individual asset, the 
Company  determines the recoverable amount of the 
Cash Generating Unit (CGU) to which the asset 
belongs (the asset’s of CGU). 

 
Jumlah terpulihkan dari suatu aset (baik aset 
individual maupun UPK) adalah jumlah yang lebih 
tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya untuk 
menjual dengan nilai pakainya. 

 An asset’s (either individual asset or CGU) 
recoverable amount is the higher of the asset’s fair 
value less costs to sell and its value in use. 

 
Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai 
terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap 
mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset 
diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. 
Rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi 
dan penghasilan komprehensif lain sebagai “Rugi 
Penurunan Nilai”. 

 When the carrying amount of the asset exceeds its 
recoverable amount, the asset is considered 
impaired and is written down to its recoverable 
amount. Impairment losses are recognized in the  
statements of profit or loss and other comprehensive 
income as “Impairment Losses”. 

   
Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas 
masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan 
menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang 
menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu 
uang dan risiko spesifik atas aset. 

 In assessing the value in use, the estimated future 
cash flows are discounted to their present value 
using a pre-tax discount rate that reflects current 
market assessments of the time value of money and 
the risks specific to the asset. 

 
Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk 
menjual, digunakan harga transaksi pasar terakhir, 
jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, 
Perusahaan  menggunakan model penilaian yang 
sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. 
Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian 
berganda atau indikator nilai wajar lain yang 
tersedia. 

 In determining fair value less costs to sell, recent 
market transactions are taken into account, if 
available. If no such transactions can be identified, 
the Company  uses an appropriate valuation model 
in used to determine the fair value of the asset. 
These calculations are corroborated by valuation 
multiples or other available fair value indicators. 
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(lanjutan) (continued) 
 

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)  l. Impairment of Non-Financial Assets Value 
(continued) 

 
Kerugian penurunan nilai, jika ada, diakui pada laba 
rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten 
dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya. 

 Impairment losses, if any, are recognized in profit or 
loss under expense categories that are consistent 
with the functions of the impaired assets. 

 
Penilaian dilakukan pada setiap akhir periode 
pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi 
penurunan nilai yang telah diakui dalam periode 
sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin 
tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika 
indikasi tersebut ada, maka Perusahaan 
mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. 
Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam 
periode sebelumnya untuk aset selain goodwill 
dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-
asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah 
terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai 
terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset 
dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. 

 An assessment is made at the end of each reporting 
period as to whether there is any indication that 
previously recognized impairment losses recognized 
for an asset other than goodwill may no longer exist 
or may have decreased. If such indication exists, the 
recoverable amount, is estimated. A previously 
recognized impairment loss for an asset other than 
goodwill is reversed only if there has been a change 
in the assumptions used to determine the asset’s 
recoverable amount since the last impairment loss is 
recognized. That is the case, the carrying amount of 
the asset is increased its recoverable amount. 

 
Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah 
tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya 
maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, 
seandainya tidak ada rugi yang telah diakui untuk 
aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan 
rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi 
dan penghasilan komprehensif lain. Setelah 
pembalikan tersebut diakui, penyusutan aset 
tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk 
mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, 
dikurang nilai sisanya, dengan dasar yang 
sistematis selama sisa umur manfaatnya. 

 The reversal is limited so that the carrying amount of 
the asset does not exceed its recoverable amount, 
nor exceeds the carrying amount that would have 
been determined, net of depreciation, had no 
impairment loss been recognized for the asset in 
prior periods. Reversal of an impairment loss is 
recognized in the  statements of profit or loss and 
other comprehensive income. After such a reversal 
is recognized, depreciation charge on the said asset 
is adjusted in future periods to allocate the asset's 
revised carrying amount, less any residual value, on 
a systematic basis over its remaining useful life. 

 
m. Sewa  m. Leases 

 
Perusahaan menilai pada awal kontrak apakah 
suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa. Artinya, jika 
kontrak memberikan hak untuk mengendalikan 
penggunaan aset terindentifikasi untuk suatu 
periode waktu sebagai imbalan untuk imbalan. 

 The Company assesses at contract inception 
whether a contract is, or contains, a lease. That is, if 
the contract conveys the right to control the use of 
an identified asset for a period of time in exchange 
for consideration. 

 

 

 
Sebagai penyewa  As a lessee 

 
Perusahaan menerapkan pendekatan pengakuan 
dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali 
untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai 
rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk 
melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna 
yang memberikan hak untuk menggunakan aset 
pendasarnya. 

 The Company applies a single recognition and 
measurement approach for all leases, except for 
short-term leases and leases of low-value assets. 
The Company recognizes lease liabilities to make 
lease payments and right-of-use assets representing 
the right to use the underlying assets. 
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(lanjutan) (continued) 
 

m. Sewa (lanjutan)  m. Leases (continued) 
 

Aset hak-guna   Right-of-use assets 
 

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan 
mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset 
hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana 
meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa 
yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang 
dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, 
ditambah dengan biaya langsung awal yang 
dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan 
dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan 
aset pendasar atau untuk merestorasi aset 
pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan 
sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. 

 The Company recognises a right-of-use assets and 
a lease liability at the lease commencement date. 
The right-of-use assets is initially measured at cost, 
which comprises the initial amount of the lease 
liability adjusted for any lease payment made at or 
before the commencement date, plus any initial 
direct cost incurred and an estimate of costs to 
dismantle and remove the underlying asset or to 
restore the underlying asset to the condition required 
by the terms and conditions of the lease, less any 
lease incentives received. 

 
Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan 
metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga 
tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat 
aset hak-guna atau akhir masa sewa. 

 The right-of-use assets is subsequently depreciated 
using the straight-line method from the 
commencement date to the earlier of the end of the 
useful life of the right-of-use assets or the end of the 
lease term. 

 
Jika kepemilikan aset sewa beralih kepada 
Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya 
perolehan merefleksikan penyewa akan 
mengeksekusi opsi beli, depresiasi dihitung dengan 
menggunakan estimasi umur manfaat aset. Aset 
hak-guna juga diuji penurunan nilainya sesuai 
dengan PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset“. 

 If ownership of the lease assets transfers to the 
Company at the end of the lease term or the cost 
reflects the exercise of a purchase option, 
depreciation is calculated using the estimated useful 
life of the asset. The right-of-use assets are also 
subject to impairment in accordance with PSAK 48 
“Impairment of Assets”. 

 
Liabilitas sewa   Lease liabilities 

 
Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan 
mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini 
pembayaran sewa yang harus dilakukan selama 
masa sewa. Pembayaran sewa mencakup 
pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap 
secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, 
pembayaran sewa variabel yang bergantung pada 
indeks atau arif, dan jumlah yang diharapkan akan 
dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran 
sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi 
pembelian yang secara wajar pasti akan 
dilaksanakan oleh Perusahaan dan pembayaran 
denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa 
mencerminkan Perusahaan melaksanakan opsi 
untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang 
tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui 
sebagai beban (kecuai terjadi untuk menghasilkan 
persediaan) pada periode di mana peristiwa atau 
kondisi yang memicu terjadinya pembayaran. 

 At the commencement date of the lease, the 
Company recognizes lease liabilities measured at 
the present value of lease payments to be made 
over the lease term. The lease payments to be made 
over the lease term. The lease payments include 
fixed payments (including in-substance fixed 
payments) less any lease incentives receivable, 
variable lease payments that depend on an index or 
a rate, and amounts expected to be paid under 
residual value guarantees. The lease payments also 
include the exercise price of a purchase option 
reasonably certain to be exercised by the Company 
and payments of penalties for terminating the lease, 
if the lease term reflects the Company exercising the 
option to terminate. Variable lease payments that do 
not depend on the index or a rate are recognized as 
expenses (unless they are incurred to produce 
inventories) in the period in which the event or 
condition that triggers the paymet occurs. 
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(lanjutan) (continued) 
 

m. Sewa (lanjutan)  m. Leases (continued) 
 

Sebagai penyewa (lanjutan)  As a lessee (continued) 
 

Liabilitas sewa (lanjutan)  Lease liabilities (continued) 
 

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, 
Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman 
inkremental pada tanggal dimulainya sewa karena 
tingkat suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat 
segera ditentukan. Setelah tanggal pemulaan, 
jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk 
mencerminkan penambahan bunga dan dikurangi 
untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, 
nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada 
modifikasi, perubahan jangka waktu sewa (misalnya, 
perubahan pembayaran masa depan akibat 
perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk 
pembayaran sewa) atau perubahan peniliaian opsi 
untuk membeli aset yang mendasarinya. 

 In calculating the present value of lease payments 
the Company uses its incremental borrowing rate at 
the lease commencement date because the interest 
rate implicit in the lease is not readily determinable. 
After the commencement date, the amount of lease 
liabilities is increased to reflect the accretion of 
interest and reduced for the lease payment made. In 
addition, the carrying amount of lease liabilities is 
remeasured if there is a modification, a change in 
the lease term, a change in the lease payments 
(e.g., changes to future payments resulting from a 
change in an index or rate used to determine such 
lease payments) or a change in the assessment of 
an option to purchase the underlying asset. 

 
Sewa Jangka-Pendek dan Sewa Aset Bernilai-
Rendah 

 Short-Term Leases and Leases of Low-Value Assets 

 
Perusahaan  memilih untuk tidak mengakui aset 
hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-
pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau 
kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. 
Perusahaan  mengakui pembayaran sewa terkait 
dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-
lurus selama masa sewa. 

 The Company  has elected not to recognize right-of-
use assets and lease liabilities for short-term leases 
that have a lease term of 12 months or less and 
leases of low-value assets. The Company  
recognizes the lease payments associated with 
these leases as an expense on a straight-line basis 
over the lease term. 

 
Sebagai pemberi sewa  As a lessor 

 
Sewa yang dalam pengaturannya Perusahan tidak 
mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan 
manfaat terkait dengan kepemilikan suatu aset 
diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan 
sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus 
selama masa sewa dan disertakan dalam 
pendapatan pada laba rugi karena sifat operasinya. 
Biaya langsung awal yang timbul dalam negosiasi 
dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai 
tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa 
sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan 
sewa. 

 Leases in which the Company does not transfer 
substantially all the risks and rewards incidental to 
ownership of an asset are classified as operating 
leases. Lease income arising is accounted for on a 
straight-line basis over the lease terms and is 
included in other operating income in the profit or 
loss due to its operating nature. Initial direct costs 
incurred in negotiating and arranging an operating 
lease are added to the carrying amout of the leased 
asset and recognized over the lease term on the 
same basis as lease income. 

 
Metode untuk mengalokasikan penerimaan kotor ke 
periode akuntansi disebut sebagai “metode 
aktuarial“. Metode aktuarial mengalokasikan sewa 
antara pendapatan keuangan dan pembayaran 
kembali dari modal di setiap periode akuntansi 
dimana pendapatan keuangan akan muncul sebagai 
tingkat imbal balik tetap pada investasi bersih 
penyewa di dalam suatu sewa. 

 The method for allocating gross earnings to 
accounting periods is referred to as the “actuarial 
method”. The actuarial method allocates rentals 
between finance income and repayment of capital in 
each accounting period in such a way that finance 
income will emerge as a constant rate of return on 
the lessors net investment in the lease. 
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(lanjutan) (continued) 
 

n. Pajak Penghasilan  n. Income Tax 
 

Pajak kini  Current tax 
 

 Aset atau liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan 
diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat 
direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas 
perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang 
digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah 
yang telah berlaku atau secara substantif telah 
berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat 
Perusahaan beroperasi dan menghasilkan 
pendapatan kena pajak. 

 Current income tax assets and liabilities for the 
current period are measured at the amount expected 
to be recovered from or paid to the tax authority. The 
tax rates and tax laws used to compute the amount 
are those that have been enacted or substantively 
enacted as the reporting date in the countries where 
the Company operate and generate taxable income. 

 
 Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari 
penghasilan atau beban operasi lain karena tidak 
dianggap sebagai bagian dari beban pajak 
penghasilan. 

 Interests and penalties are presented as part of other 
operating income or expenses since they are not 
considered as part of income tax expense. 

 
 Pajak tangguhan  Deferred tax 

 
 Pajak tangguhan diakui menggunakan metode 
liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar 
pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai 
tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir 
periode pelaporan. 

 Deferred tax is provided using the liability method on 
temporary differences between the tax bases of 
assets and liabilities and their carrying amounts for 
financial reporting pusposes at the end of the 
reporting period. 

 
 Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua 
perbedaan temporer yang kena pajak 

 Deferred tax liabilities are recognized for all taxable 
temporary differences. 

 
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh 
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan 
akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila 
kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia 
sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan 
tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat 
dimanfaatkan, kecuali: 

 Deferred tax assets are recognized for all deductible 
temporary differences and carry forward of unused 
tax losses, to the extent that it is probable that 
taxable profit will be available againts which 
deductible temporary differences, and carry forward 
of unused tax losses can be utilized, except: 

 
Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah 
pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan 
ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan 
terdapat laba kena pajak yang memungkinkan 
semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan 
tersebut untuk direalisasi. Penelaahan dilakukan 
pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak 
tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset 
pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang 
kemungkinan besar laba kena pajak mendatang 
akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan 
tersebut dipulihkan. 

 The carrying amount of deferred tax assets is 
reviewed at the end of each reporting period and 
reduced to the extent that it is no longer probable 
that sufficient taxable profit will be available to allow 
all or part of the deferred tax assets to be utilized. 
Unrecognized deferred tax assets are reassessed at 
the end of each reporting period and are recognized 
to the extent that it has become probable that future 
taxable profits will allow the deferred tax assets to be 
recovered. 

 
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan 
menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan 
berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau 
liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan 
peraturan pajak yang berlaku atau yang secara 
substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. 

 Deferred tax assets and liabilities are measured at 
the tax rates that are expected to apply to the year 
when the asset is realized or the liability is settled, 
based on tax rates and tax laws that have been 
enacted or substantively enacted as at the reporting 
date. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
n. Pajak Penghasilan (lanjutan)  n. Income Tax (continued) 

 
 Pajak tangguhan (lanjutan)  Deferred tax 9continued) 

 
Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus 
ketika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara 
hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini 
terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas 
pajak tangguhan tersebut terkait dengan 
Perusahaan kena pajak yang sama dan otoritas 
perpajakan yang sama, atau Perusahaan yang 
bermaksud untuk merealisasikan aset dan 
menyelesaikan liabilitas lancar berdasarkan jumlah 
neto. 

 Deferred tax assets and deferred tax liabilities are 
offset when a legally enforceable right exist to offset 
current tax assets against current tax liabilities, or the 
deferred tax assets and the deffered tax liabilities 
relate to the same taxable Company and the same 
taxation authority, or the Company intends to settle 
its current asset and liabilities on a net basis. 

 
Pajak Pertambahan Nilai  Value Added Tax 

 
Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto 
atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) 
kecuali: 
• PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa 

yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, 
yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian 
dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian 
dari item beban-beban yang diterapkan; dan 

• Piutang dan utang yang disajikan termasuk 
dengan jumlah PPN. 

 Revenue, expenses and assets are recognized net 
of the amount of Value Added Tax (“VAT”) except: 
• Where the VAT incurred on a purchase of assets 

or services is not recoverable from the taxation 
authority, in which case the VAT is recognized 
as part of the cost of acquisition of the asset or 
as part of the expense of the asset or as part of 
the expense item as applicable; and 

• Receivables and payables that are stated with 
the amount of VAT included. 

 
Jumlah PPN Neto yang terpulihkan dari, atau 
terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai 
bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi 
keuangan. 

 The net amount of VAT recoverable from, or payable 
to, the taxation authorities is included as part of 
receivables or payables in the statements of 
financial position. 

 
o. Imbalan Kerja Karyawan  o. Employees‘ Benefits 

 
Imbalan kerja jangka pendek  Short-term employee benefits 

 
Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja jangka 
pendek ketika jasa diberikan oleh karyawan dan 
imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam 
waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut 
diberikan. 

 The Company recognizes short-term employee 
benefits liability when services are rendered and the 
compensation for such services are to be paid within 
twelve months after the rendering of such services. 

 
Imbalan pascakerja  Post-employment benefits 

 
Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 24 
“Imbalan Kerja”. Penyisihan tersebut diestimasi 
dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode 
“Project Unit Credit”. 

 The Company has applied PSAK No. 24 “Employee 
Benefits”. The said provision are estimated using the 
“Projected-Unit-Credit” actuarial valuation method. 

 
Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan 
kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi 
keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau 
dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan 
komprehensif lain pada periode terjadinya. 
Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi 
periode berikutnya. 

 Re-measurements, comprising of actuarial gains 
and losses, are recognized immediately in the 
statements of financial position with a corresponding 
debit or credit to retained earnings through other 
comprehensive income in the period in which the 
occur. Re-measurement are not reclassified to profit 
or loss in subsequent periods. 

 
Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada 
saat yang lebih awal antara: 

 Past service costs are recognized in profit or loss at 
the earlier between: 

 
i) Ketika program amandemen atau kurtailmen 

terjadi; atau 
ii) Ketika Perusahaan mengakui biaya 

restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait. 

 i) The date of the plant amendment or 
curtailment, and  

ii) The date the Company recognizes related 
restructuring costs. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
o. Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)  o. Employees‘ Benefits (continued) 

 
Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat 
diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan 
kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut 
pada kewajiban obligasi neto pada akun “Beban 
Umum dan Administrasi” pada laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain: 

 Net interest is calculated by applying the discount 
rate to the net defined benefit liability. The Company 
recognized the following changes in the net defined 
benefit obligation under “General and Administrative 
Expenses” as appropriate in the statement of profit 
or loss and other comprehensive income: 

 
i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa 

lalu, keuntungan atau kerugian atas 
penyelesaian (curtailment) tidak rutin dan 

ii) Beban atau penghasilan bunga neto. 

 i) Service costs comprising current service costs, 
past-service costs, gains and losses on 
curtailments and non-routine settlements, and 

ii) Net interest expense or income. 
 

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban  p. Revenue and Expense Recognition 
 

Perusahaan menerapkan PSAK 72, “Pendapatan 
dari Kontrak dengan Pelanggan”, yang 
mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk 
memenuhi 5 (lima) langkah analisis sebagai berikut: 

 The Company has adopted PSAK 72, “Revenue 
from Contracts with Customers”, which requires 
revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of 
assessments as follows: 

 
1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.  1. Identify contract (s) with a customer. 
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam 

kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan 
janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan 
barang atau jasa yang memiliki karakteristik 
berbeda ke pelanggan. 

 2. Identify the performance obligations in the 
contract. Performance obligations are promises 
in a contract to transfer to a customer goods or 
services that have different characteristics to 
customer. 

3.  Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi 
diskon, retur, insentif penjualan dan pajak 
pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu 
Perusahaan sebagai kompensasi atas 
diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan 
di kontrak. 

 3.  Determine the transaction price, net of 
discounts, returns, sales incentives and value 
added tax, which an Company expects to be 
entitled in exchange for transferring the 
promised goods or services to a customer. 

4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban 
pelaksanaan dengan menggunakan dasar 
harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap 
barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di 
kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara 
langsung, harga jual berdiri sendiri relatif 
diperkirakan berdasarkan biaya yang 
diharapkan ditambah marjin. 

 4.  Allocate the transaction price to each 
performance obligation on the basis of the 
relative stand-alone selling prices of each 
distinct goods or services promises in the 
contract. Where these are not directly 
observable, the relative standalone selling price 
are estimated based on expected cost plus 
margin. 

5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban 
pelaksanaan telah dipenuhi dengan 
menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan 
ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki 
kendali atas barang atau jasa tersebut). 

 5.  Recognise revenue when performance 
obligation is satisfied by transferring a promised 
goods or services to a customer (which is when 
the customer obtains control of that goods or 
services). 

 
Untuk penjualan barang, kewajiban pelaksanaan 
umumnya terpenuhi, dan pendapatan diakui, pada 
saat pengendalian atas barang telah berpindah 
kepada pelanggan (pada suatu titik waktu). 

 For sale of goods, performance obligation is typically 
satisfied, and revenue is recognized, when the 
control of goods has been transferred to the 
customer (a point in time). 

 
Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual).  Expenses are recognized when these are incurred 

(accrual basis). 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
q. Pengukuran Nilai Wajar  q. Fair Value Measurement 

 
 Perusahaan mengukur pada pengakuan awal 
instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang 
diakuisisi pada kombinasi bisnis. Perusahaan juga 
mengukur jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil 
Kas (“UPK”) tertentu berdasarkan nilai wajar 
dikurangi biaya pelepasan (Fair Value Less Cost of 
Disposal atau “FVLCD”), piutang yang tidak 
dikenakan bunga pada nilai wajar. 

 The Company initially measures financial 
instruments at fair value, and assets and liabilities of 
the acquirees upon business combinations. The 
Company also measures certain recoverable 
amounts of the Cash - Generating Unit (“CGU”) 
using Fair Value Less Cost of Disposal (“FVLCD”), 
and non-interest bearing receivables at their fair 
values. 

 
 Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari 
menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar 
untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi 
teratur antara pelaku pasar pada tanggal 
pengukuran. Pengukuran nilai wajar 
mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual 
aset atau mengalihkan liabilitas terjadi: 

 Fair value is the price that would be received to sell 
an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between market participants at the 
measurement date. The fair value measurement is 
based on the presumption that the transaction to sell 
the asset or transfer the liability takes place either: 

 
i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas 

tersebut, atau 
ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang 

paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas 
tersebut. 

 i) In the principal market for the asset or liability, or 
 
ii) In the absence of a principal market, in the most 

advantageous market for the asset or liability. 

 

 Pasar utama atau pasar yang paling 
menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh 
Perusahaan. 

 The principal or the most advantageous market must 
be accessible to by the Company. 

 

 Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan 
menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku 
pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas 
tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar 
bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya. 

 The fair value of an asset or a liability is measured 
using the assumptions that market participants 
would use when pricing the asset or liability, 
assuming that market participants act in their 
economic best interest. 

 

 
 Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-
keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku 
pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik 
dengan menggunakan aset dalam penggunaan 
tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya 
kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan 
aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan 
terbaiknya. 

 A fair value measurement of a non-financial asset 
takes into account a market participant’s ability to 
generate economic benefits by using the asset in its 
highest and best use or by selling it to another 
market participant that would use the asset in its 
highest and best use. 

 
 Perusahaan menggunakan teknik penilaian yang 
sesuai dengan keadaan dan data yang memadai 
tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan 
memaksimalkan masukan (input) yang dapat diamati 
(observable) yang relevan dan meminimalkan 
masukan (input) yang tidak dapat diamati 
(unobservable). 

 The Company uses valuation techniques that are 
appropriate in the circumstances and for which 
sufficient data are available to measure fair value, 
maximizing the use of relevant observable inputs 
and minimizing the use of unobservable inputs. 

 
Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur 
atau diungkapkan dalam laporan keuangan 
dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan 
level masukan (input) paling rendah yang signifikan 
terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan 
sebagai berikut: 

 All assets and liabilities for which fair value is 
measured or disclosed in the financial statements 
are categorized within the fair value hierarchy, 
described as follows, based on the lowest level input 
that is significant to the fair value measurement as a 
whole: 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
q. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)  q. Fair Value Measurement (continued) 

 
i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) 

di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang 
identik yang dapat diakses Perusahaan pada 
tanggal pengukuran. 

ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan 
tingkat masukan (input) yang paling rendah 
yang signifikan terhadap pengukuran nilai 
wajar yang dapat diamati (observable) baik 
secara langsung atau tidak langsung. 

iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan 
tingkat masukan (input) yang paling rendah 
yang signifikan terhadap pengukuran nilai 
wajar yang tidak dapat diamati (unobservable) 
baik secara langsung atau tidak langsung. 

 i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in 
active markets for identical assets or liabilities. 

 
 
ii) Level 2 - Valuation techniques for which the 

lowest level input that is significant to the fair 
value measurement is directly or indirectly 
observable. 

 
iii) Level 3 - Valuation techniques for which the 

lowest level input that is significant to the fair 
value measurement is directly or indirectly 
unobservable. 

 
Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan 
keuangan secara berulang, Perusahaan 
menentukan apakah terdapat perpindahan antara 
level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi 
ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level 
masukan (input) paling rendah yang signifikan 
terhadap pengukuran nilai wajar secara 
keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan. 

 For assets and liabilities that are recognized in the 
financial statements on recurring basis, the 
Company determines whether transfers have 
occurred between Levels in the hierarchy by re-
assessing categorization (based on the lowest level 
input that is significant to the fair value measurement 
as a whole) at the end of each reporting period. 

 
r. Informasi Segmen  r. Segment Information 

 
Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan 
yang terlibat baik dalam menyediakan produk 
(segmen usaha), maupun dalam menyediakan 
produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen 
geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang 
berbeda dari segmen lainnya. 

 A segment is a distinguishable component of the 
Company that is engaged either in providing certain 
products (business segment) or in providing 
products within a particular economic environment 
(geographical segment), which is subject to risks 
and rewards that are different from those in other 
segments. 

 
Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen 
termasuk item-item yang dapat diatribusikan secara 
langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang 
dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk 
segmen tersebut. 

 Segment revenue, expenses, results, assets and 
liabilities include items directly attributable to a 
segment as well as those that can be allocated on a 
reasonable basis to that segment. 

 
s. Laba per Saham Dasar  s. Basic Earnings per Share 

 
Laba per saham dasar dihitung dengan membagi 
laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham 
Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang 
saham biasa yang beredar pada periode yang 
bersangkutan dan setelah memperhitungkan efek 
retroaktif perubahan nilai nominal saham 
Perusahaan dari Rp 1.000.000 per saham menjadi 
Rp 20 per saham (Catatan 32). 

 Basic earnings per share are computed by dividing 
profit attributable to the equity holders of the 
Company by the weighted average number of 
ordinary shares outstanding in the respective period 
and after taking into account the retroactive effect of 
the change in the par value of the Company's shares 
from Rp 1.000,000 per share to Rp 20 per shares 
(Note 32). 

 
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk periode 
tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021, masing-masing 
sejumlah 952.063.679 saham dan 700.000.000 
saham, serta untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, 
masing-masing sejumlah 700.000.000 saham 
(Catatan 28). 

 The weighted average number of shares for the 
seven-month periods ended July 31, 2022 and  
July 31, 2021 are 952,063,679 shares and 
700,000,000 shares, respectively and for the years 
ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are 
700,000,000 shares,, respectively (Note 28). 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 
(lanjutan) 

 2.  SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
(continued) 

 
t. Biaya Emisi Saham  t. Stock Issuance Costs 

 
Beban-beban yang terjadi sehubungan dengan 
rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran 
Umum Perdana Saham ditangguhkan dan akan 
disajikan sebagai pengurang akun Tambahan Modal 
Disetor setelah proses Penawaran Umum Perdana 
Saham dilaksanakan. 

 Expenses incurred in connection with the Company's 
plan to conduct the Initial Public Offering are 
deferred and will be presented as a deduction from 
the Additional Paid-in Capital account after the Initial 
Public Offering process is carried out. 

 
u. Provisi  u. Provision 

 
Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban 
kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) 
yang akibat peristiwa masa lalu, besar 
kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut 
mengakibatkan arus keluar sumber daya yang 
mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang 
andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat 
dibuat. 

 Provisions are recognized when the Company has a 
present obligation (legal or constructive) where, as a 
result of a past event, it is probable that an outflow 
of resources embodying economic benefits will be 
required to settle the obligation and a reliable 
estimate can be made of the amount of the 
obligation. 

 
Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan 
disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik 
yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk 
menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak 
terjadi, maka provisi dibatalkan. 

 Provisions are reviewed at each reporting date and 
adjusted to reflect the current best estimate. If it is 
no longer probable that an outflow of resources 
embodying economic benefits will be required to 
settle the obligation, the provision is reversed. 

 
v. Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan  v. Events after the Reporting Date 

 
Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang 
memberikan tambahan informasi mengenai posisi 
keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan 
(peristiwa penyesuai), jika ada, dicerminkan dalam 
laporan keuangan. Peristiwa setelah tanggal 
pelaporan yang bukan peristiwa penyesuaian 
diungkapkan dalam Catatan atas laporan keuangan, 
jika material. 

 Events after the report date that provide additional 
information about the Company’s   financial position 
at the reporting date (adjusting events), if any, are 
reflected in the financial statements. Events that are 
not adjusting events are disclosed in the Notes to 
the financial statements, when material. 

 
 
3.  PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG 

SIGNIFIKAN 
 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, 

ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 
 

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan 
manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan 
asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang 
dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan 
dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam 
membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di 
masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi 
yang dibuat. 

 The preparation of the financial statements, in conformity 
with Indonesian Financial Accounting Standards, requires 
management to make judgments, estimations and 
assumptions that affect amounts reported therein. Due to 
inherent uncertainty in making estimates, actual results 
reported in future periods may differ from those 
estimates. 

 
 Pertimbangan  Judgments 

 
Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam 
rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang 
memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang 
diakui dalam laporan keuangan: 

 The following judgments are made by management in the 
process of applying the Company’s accounting policies 
that have the most significant effects on the amounts 
recognized in the financial statements: 

 
 Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan  Classification of Financial Assets and Liabilities 

 
Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan 
liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas 
keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang 
ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset 
keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan 
kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan 
pada Catatan 2d. 

 The Company determines the classifications of certain 
assets and liablities as financial assets and financial 
liabilities by judging if they meet the definition set forth in 
PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and 
financial liabilities are accounted for in accordance with 
the Company accounting policies disclosed in Note 2d. 
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3.  PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG 
SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, 
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued) 

 
 Pertimbangan (lanjutan)  Judgments (continued) 

 
 Sewa   Leases 
 
 Perusahaan  menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan 

pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa 
yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'Sewa 
Operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang 
disepakati atau diamandemen, pada atau setelah  
1 Januari 2020. 

 The Company has adopted PSAK 73, which sets the 
requirement for recognition of lease liabilities in relation 
to leases which had previously been classified as 
'operating leases'. This policy is applied to contracts 
entered into or amended, on or, after January 1, 2020. 

 
 Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan  menilai 

apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. 
Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika 
kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan 
penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka 
waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. 

 At the inception of a contract, the Company assesses 
whether the contract is, or contains, a lease. A contract is 
or contains a lease if the contract conveys the right to 
control the use of an identified asset for a period of time 
in exchange for consideration. 

 
 Estimasi dan Asumsi   Estimates and Assumptions 

 
Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi 
ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang 
memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material 
terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode 
pelaporan keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah 
ini. Perusahaan  mendasarkan asumsi dan estimasi pada 
parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan 
disusun. 

 The key assumptions concerning the future and other key 
sources of estimation uncertainty at the reporting date 
that have a significant risk of causing a material 
adjustment to the carrying amounts of assets and 
liabilities within the next financial reporting period are 
disclosed below. The Company based its assumptions 
and estimates on parameters available when the financial 
statements were prepared. 

 
Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa 
depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau 
situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut 
dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya. 

 Existing assumptions and circumstances about future 
developments may change due to market changes or 
circumstances arising beyond the control of the 
Company. Such changes are reflected in the assumptions 
when they occur. 

 
 Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan   Allowance for Declining in Value of Inventories 
 

Penyisihan penurunan nilai persediaan diestimasi 
berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk 
namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan 
yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya 
penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk 
penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan 
disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang 
mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih 
rinci diungkapkan dalam Catatan 7. 

 Allowance for declining in value of inventories is 
estimated based on available facts and circumstances, 
including but not limited to, the physical condition of the 
inventories held, the selling price of the market, the 
estimated cost of completion and the estimated cost 
incurred for the sale. The provision is re-evaluated and 
adjusted if additional information exists that affects the 
estimated amount. Further details are disclosed in Note 7. 

 
 Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha   Allowance for Impairment of Trade Receivables 
 

Perusahaan menggunakan matriks provisi untuk 
menghitung ECL atas piutang usaha. Tarif provisi 
didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk 
mengelompokan pelanggan ke segmen yang memiliki 
pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya 
berdasarkan tarif default yang diamati Perusahaan 
secara historis. Perusahaan akan mengkalibrasi matriks 
tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian 
kredit historis dengan informasi kedepan. Misalnya, jika 
prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk 
selama tahun depan yang dapat menyebabkan 
peningkatan jumlah default di sektor usaha Perusahaan, 
tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal 
pelaporan, tarif default yang diamati secara historis 
diperbarui dan perubahan dalam estimasi ke depan 
dianalisa kembali. 

 The Company uses a provision matrix to calculate ECLs 
for trade receivables. The provision rates are based on 
days past due for Companyings of various customer 
segments that have similar loss patterns. The provision 
matrix is initially based on the Company’s historical 
observed default rates. The Company will calibrate the 
matrix to adjust the historical credit loss experience with 
forward-looking information. For instance, if forecast 
economic conditions are expected to deteriorate over the 
next year which can lead to an increased number of 
defaults in the Company’s industry sector, the historical 
default rates are adjusted. At every reporting date, the 
historical observed default rates are updated and 
changes in the forward-looking estimates are analysed. 
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3.  PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG 
SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, 
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued) 

 
 Estimasi dan Asumsi (lanjutan)   Estimates and Assumptions (continued) 
 

 Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha 
(lanjutan) 

 Allowance for Impairment of Trade Receivables 
(continued) 

 
Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati 
secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL 
adalah estimasi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap 
perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. 
Pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan dan 
prakiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili actual 
default pelanggan di masa depan. 

 The assessment of the correlation between historical 
observed default rates, forecast economic conditions and 
ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is 
sensitive to changes in circumstances and of forecast 
economic conditions. The Company’s historical credit loss 
experience and forecast of economic conditions may also 
not be representative of customer’s actual default in the 
future. 

 
 Imbalan Kerja   Employees’ Benefits 

 
Penentuan liabilitas imbalan kerja Perusahaan 
bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh 
aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah 
tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat 
diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat 
pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, 
umur pensiun dan tingkat kematian. Perusahaan 
berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan 
sesuai. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 
18. 

 The determination of the Company’s employees’ benefits 
liabilities is dependent on its selection of certain 
assumptions used by the independent actuaries in 
calculating such amounts. Those assumptions include, 
among others, discount rates, annual salary increase 
rate, annual employee turn-over rate, disability rate, 
retirement age and mortality rate. The Company believed 
that its assumptions are reasonable and appropriate. 
Further details are disclosed in Note 18. 

 
 Penyusutan Aset Tetap  Depreciation of Fixed Assets 

 
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan 
menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran 
masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi 
masa manfaat ekonomis aset tetap antara 2 sampai 
dengan 20 tahun. Ini adalah umur secara umum 
diharapkan dalam industri dimana Perusahaan 
menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian 
dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa 
manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya 
biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. 
Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9. 

 The costs of fixed assets are depreciated on a straight-
line basis over their estimated useful lives. Management 
properly estimates the useful lives of these fixed assets to 
be within 2 to 20 years. These are common life 
expectations applied in the industries where the Company 
conduct their businesses. Changes in the expected level 
of usage and technological development could impact the 
economic useful lives and the residual value of these 
assets, and therefore future depreciation charges could 
be revised. Further details are disclosed in Note 9. 

 
 Penyusutan Aset Hak-Guna  Depreciation of Right-of-Use Assets 

 
Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan 
metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat 
ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat 
ekonomis aset hak-guna antara 3 (tiga) sampai dengan  
5 (lima) tahun, yang merupakan umur yang secara umum 
diharapkan dalam industri dimana Perusahaan 
menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian 
dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa 
manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya 
biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. 

 The costs of right-of-use assets are depreciated on a 
straight-line basis over their estimated useful lives. 
Management estimates the useful lives of these leased 
assets to be within 3 (three) to 5 (five) years. These are 
common life expectancies applied in the industries where 
the Company conducts its businesses. Changes in the 
expected level of usage could impact the economic useful 
lives and the residual values of these assets, and 
therefore future depreciation charges could be revised. 

 

 Pajak Penghasilan  Income Tax 
 

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan 
provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi 
dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya 
adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. 
Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan 
badan berdasarkan estimasi apakah terdapat tambahan 
pajak penghasilan badan. 

 Significant judgement is involved in determining provision 
for corporate income tax. There are certain transaction 
and computation for which the ultimate tax determination 
is uncertain during the ordinary course of business. The 
Company recognize liabilities for expected corporate 
income tax issues based on estimates of whether 
additional corporate income tax will be due. 
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3.  PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG 
SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, 
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued) 

 
 Estimasi dan Asumsi (lanjutan)   Estimates and Assumptions (continued) 
 
 Instrumen Keuangan  Financial Instruments 

 
Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan 
tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan 
penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen 
signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan 
menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, 
jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila 
Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang 
berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas 
keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung 
laba atau rugi Perusahaan. 

 The Company carries certain financial assets and 
liabilities at fair value, which requires the use of 
accounting estimates. While significant components of 
fair value measurement were determined using verifiable 
objective evidences, the amount of changes in fair value 
would differ if the Company utilized a different valuation 
methodology. Any changes in a fair value of these 
financial assets and liabilities would directly affect the 
Company’s profit or loss. 

 
 Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan  Impairment of Non-Financial Assets 

 
Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila 
terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan 
nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang 
diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan 
dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan 
signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk 
menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada 
nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai 
yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil 
operasi Perusahaan. 

 Impairment review is performed when certain impairment 
indicators are present. Determining the fair value of 
assets requires the estimation of cash flows expected to 
be generated from the continued use and ultimate 
disposition of such assets. Any significant changes in the 
assumptions used in determining the fair value may 
materially affect the assessment of recoverable values 
and any resulting impairment loss could have a material 
impact on results of the Company’s operations. 

 
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi 
atas penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan 
pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019. 

 Management believes that there is no event or change in 
circumtances that may indicate any impairment in the 
value of its non-financial assets as of July 31, 2022, 
December 31, 2021, 2020 and 2019. 

 

 
4. KAS DAN SETARA KAS  4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 
 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Kas - Rupiah     474.207.956   481.009.899   481.010.901   426.100.000  Cash on Hand - Rupiah 
                 

Bank                 Cash in Banks 
Rupiah                Rupiah 
PT Bank Central Asia Tbk     3.346.784.351   1.284.404.576   6.775.319.706   6.056.141.965  PT Bank Central Asia Tbk 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk    2.539.490.851   584.156.595   119.702.528   11.039.184.975  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
                   PT Bank Pembangunan Daerah 
PT Bank Pembangunan Daerah               Sulawesi Selatan  
 Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat   377.349.073   18.362.642   283.926.198   83.041.309  dan Sulawesi Barat  
PT Bank Syariah Indonesia                PT Bank Syariah Indonesia 
 (Persero) Tbk     345.424.763   17.508.647   -   -  (Persero) Tbk 
PT Bank Negara Indonesia                PT Bank Negara Indonesia 
 (Persero) Tbk     126.322.951   108.984.648   178.388.157   293.224.932  (Persero) Tbk 
PT Bank Pembangunan Daerah               PT Bank Pembangunan Daerah 
 Jawa Tengah     117.699.902   121.439.972   90.770.113   259.781.180  Jawa Tengah 
PT Bank Pembangunan Daerah               PT Bank Pembangunan Daerah 
 Jawa Barat dan Banten Tbk     72.505.182   74.663.506   22.396.178   4.141.783  Jawa Barat dan Banten Tbk 
PT Bank Central Asia Syariah     35.379.077   5.913.051   -   -  PT Bank Central Asia Syariah 
PT Bank Pembangunan Daerah               PT Bank Pembangunan Daerah 
 Jawa Timur Tbk     25.549.975   2.116.994   79.928.818   2.454.431  Jawa Timur Tbk 
PT Bank Mega Tbk     15.765.626   2.081.512   2.903.693   3.495.693  PT Bank Mega Tbk 
PT Bank Pan Indonesia Tbk     3.098.671   3.068.671   3.240.787   3.382.468  PT Bank Pan Indonesia Tbk 
PT Bank Sulut Go     1.088.496   334.786.582   192.755.098   -  PT Bank Sulut Go 

                 

Sub-jumlah     7.006.458.918   2.557.487.396   7.749.331.276   17.744.848.736  Sub-total 
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4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)  4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued) 
 

        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Deposito berjangka                Time deposit 
Rupiah                Rupiah 
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk    -   445.884.346   -   8.500.000.000 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
 PT Bank Central Asia Tbk     -   -   -   1.000.000.000  PT Bank Central Asia Tbk 

                 

Sub-jumlah     -   445.884.346   -   9.500.000.000  Sub-total 
                 

Jumlah     7.480.666.874   3.484.381.641   8.230.342.177   27.670.948.736  Total 
                  

Tingkat bunga deposito berjangka per tahun            Annual interest rate of time  
                  deposits  

  Mata uang Rupiah     -   2,25%   -   5,50% - 6,25%  Rupiah Currency 
                

 
Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019, tidak terdapat kas dan setara kas Perusahaan yang 
dibatasi penggunaannya, dijaminkan atau ditempatkan 
pada pihak-pihak berelasi dan tidak terdapat saldo kas 
dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat 
digunakan oleh Perusahaan. 

 As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, 
none of the Company’s cash and cash equivalents are 
restricted in use, pledged or placed at related parties and 
there is no significant cash and cash equivalents 
balances that cannot be used by the Company. 

 
 
5. PIUTANG USAHA - BERSIH  5. TRADE RECEIVABLES - NET 

 
 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Rupiah               Rupiah 
Pihak ketiga                Third parties 

  Produk farmasi    280.312.722.735   217.438.129.769   201.302.854.754   208.915.411.869 Pharmaceutical products 
  Produk konsumer     39.408.458.625   37.973.000.086   28.892.562.762   32.971.403.585 Consumer products 
  Dikurangi penyisihan atas penurunan             Less allowance for impairment  

   nilai piutang usaha     (3.663.713.436)   (1.238.903.854)   (2.362.334.266)   (1.798.859.556 ) of trade receivables 
                

Piutang Usaha - Bersih     316.057.467.924   254.172.226.001   227.833.083.250   240.087.955.898 Trade Receivebles - Net 
                  

 
Analisis umur piutang usaha tersebut pada tanggal  
31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah 
sebagai berikut: 

 The aging analysis of trade receivables as of July 31, 
2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Belum jatuh tempo     240.838.424.463   195.098.053.845   167.409.272.031   177.289.850.654  Not yet due 
Lewat jatuh tempo:                Past due: 
 1 - 30 hari     48.968.821.906   34.468.707.412   32.856.020.639   34.015.383.344  1 - 30 days  
 31 - 60 hari     11.870.707.483   8.704.248.688   9.458.298.854   11.912.629.165  31 - 60 days  
 61 - 90 hari     5.480.475.924   2.998.705.033   4.794.292.412   4.610.411.878  61 - 90 days  
 Lebih dari 90 hari     12.562.751.584   14.141.414.877   15.677.533.580   14.058.540.413  Over 90 days  

                 

Jumlah     319.721.181.360   255.411.129.855   230.195.417.516   241.886.815.454  Total 
  Dikurangi penyisihan atas penurunan             Less allowance for impairment of 

  nilai piutang usaha     (3.663.713.436)   (1.238.903.854)   (2.362.334.266)   (1.798.859.556 )  trade receivables 
                 

Piutang Usaha - Bersih     316.057.467.924   254.172.226.001   227.833.083.250   240.087.955.898  Trade Receivebles - Net 
                  

 

Mutasi penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha 
adalah sebagai berikut: 

 Movement of allowance for impairment of trade 
receivables is as follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Saldo awal      1.238.903.854   2.362.334.266   1.798.859.556   1.798.859.556  Beginning balances 
Perubahan selama periode berjalan    2.424.809.582   (1.123.430.412)   563.474.710   -  Changes during the period 

                 

  Saldo akhir      3.663.713.436   1.238.903.854   2.362.334.266   1.798.859.556  Ending balances 
                  

 

Berdasarkan hasil penelaahan atas saldo piutang usaha 
pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019, manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas 
penurunan nilai piutang usaha tersebut cukup untuk 
menutupi kemungkinan kerugian yang timbul akibat tidak 
tertagihnya piutang. 

 Based on the assessment on the outstanding trade 
receivables as of July 31, 2022, December 31, 2021, 
2020 and 2019, management believes that the above 
allowance for impairment of trade receivables is adequate 
to cover any possible losses arising from the uncollectible 
receivables. 
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6. PIUTANG LAIN-LAIN  6. OTHER RECEIVABLES 
 
 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 
 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Pihak ketiga                Third parties 
Piutang klaim      61.275.274.051   64.782.273.664   42.809.995.712   28.814.974.360  Claim receivables  
Piutang karyawan     282.490.749   179.513.800   92.356.212   69.800.000  Employees’ loan 

                 

Jumlah     61.557.764.800   64.961.787.464   42.902.351.924   28.884.774.360  Total 
                  

 
Piutang klaim merupakan piutang atas klaim pelanggan, 
potongan penjualan dan lainnya yang menjadi 
tanggungan pemasok. 

 Claim receivables consists of receivables for customers’ 
claims, sales discount and others to be borne by 
suppliers. 

 
Berdasarkan hasil penelaahan atas saldo piutang lain-
lain pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 
dan 2019, manajemen Perusahaan berkeyakinan 
seluruh piutang lain-lain dapat ditagihkan, sehingga 
penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang lain-
lain belum diperlukan. 

 Based on the assessment on the outstanding other 
receivables as of July 31, 2022, December 31, 2021, 
2020 and 2019, the Company’s management believes 
that all other receivables are collectible, therefore 
allowance for impairment losses of other receivables were 
not necessary. 

 
 
7. PERSEDIAAN - BERSIH  7. INVENTORIES - NET 

 
 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Produk farmasi     153.956.994.130   138.347.697.130   85.091.469.844   76.079.606.659  Pharmaceutical product 
Produk konsumer     30.792.713.497   25.968.768.235   14.711.942.573   19.257.225.821  Consumer product 

                 

Jumlah     184.749.707.627   164.316.465.365   99.803.412.417   95.336.832.480  Total 
Dikurangi penyisihan atas penurunan               Less allowance for declining 
 nilai persediaan     (2.530.279.793)   (1.631.822.034)   (986.691.507)   (1.134.261.728)  in value of inventories 

                 
  Bersih    182.219.427.834   162.684.643.331   98.816.720.910   94.202.570.752  Net 

                  
 

Mutasi penyisihan atas penurunan nilai persediaan 
adalah sebagai berikut: 

 Movement of allowance for declining in value of 
inventories are as follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Saldo awal      1.631.822.034   986.691.507   1.134.261.728   1.134.261.728  Beginning balance 
Perubahan selama periode                 Changes during the 
 berjalan - bersih     898.457.759   645.130.527   (147.570.221)   -  period - net 

                 

  Saldo akhir      2.530.279.793   1.631.822.034   986.691.507   1.134.261.728  Ending balance 
                   
 

Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit), serta untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019, Jumlah persediaan yang 
dibebankan sebagai beban pokok penjualan masing-
masing adalah sebesar Rp 1.060.707.217.835,  
Rp 908.853.660.393, Rp 1.620.774.587.738,  
Rp 1.253.414.756.195 dan Rp 1.291.335.161.864. 

 For the seven-month periods ended July 31, 2022 and 
2021 (unaudited), and for the years ended December 31, 
2021, 2020 and 2019, the inventories charged to cost of 
goods sold amounted to Rp 1,060,707,217,835,  
Rp 908,853,660,393, Rp 1,620,774,587,738,  
Rp 1,253,414,756,195 and Rp 1,291,335,161,864, 
respectively. 

 
Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa 
penyisihan atas penurunan nilai persediaan tersebut 
cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi 
akibat penurunan nilai persediaan. 

 As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019,  
the Company’s management believes that the above 
allowance for declining in value of inventories is adequate 
to cover possible losses that may arise from decline in 
value of inventories. 
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7. PERSEDIAAN – BERSIH (lanjutan)  7. INVENTORIES – NET (continued) 
 

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko 
kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan 
secara keseluruhan masing-masing sebesar  
Rp 101,7 milyar, Rp 66,3 milyar, Rp 76,9 milyar dan  
Rp 80,5 milyar. Manajemen berpendapat bahwa nilai 
pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi 
kemungkinan kerugian atas risiko tersebut. 

 As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, 
inventory are covered by insurance against losses by fire 
and other risks under blanket policies with total coverage 
amounting to Rp 101.7 billion, Rp 66.3 billion,  
Rp 76.9 billion and Rp 80.5 billion, respectively. 
Management believes that total insurance coverage is 
adequate to cover possible losses that may arise from 
such risks. 

 
 
8. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA  8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES 

 
 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 
 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Uang Muka                Advances 
Sewa      350.000.000   195.000.000   -   -  Rent 
Lain-lain     175.827.850   182.098.840   -   53.183.085  Others 

                 

Sub-jumlah     525.827.850   377.098.840   -   53.183.085  Sub-total 
                 

Biaya Dibayar di Muka                Prepaid Expenses 
Asuransi     6.902.238   88.006.809   96.847.876   84.552.766  Insurance 
Sewa       -   -   -   6.350.427.859  Rental 
Lain-lain     -   40.128.737   48.075.003   -  Others 

                 

Sub-jumlah     6.902.238   128.135.546   144.922.879   6.434.980.625  Sub-total 
                 

Jumlah     532.730.088   505.234.386   144.922.879   6.488.163.710  Total 
                  

 
 
9. ASET TETAP  9. FIXED ASSETS 

 
 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 

 
      31 Juli 2022/July 31, 2022  
                   

      Saldo Awal/                Saldo Akhir/ 
      Beginning    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
      Balance    Addition    Deduction   Reclassification   Balance 
                   

Biaya Perolehan                      Cost 
Pemilikan Langsung                      Direct Ownership 
Tanah      947.145.000   -   -   -   947.145.000  Land  
Bangunan     918.480.000   -   -   -   918.480.000   Buildings 
Kendaraan     6.805.629.238   -   429.300.000  -   6.376.329.238  Vehicles 
Peralatan kantor    15.673.225.720   584.877.518   9.693.187.655  -   6.564.915.583  Office equipments 
Renovasi bangunan sewa  4.513.484.403   -   -   -   4.513.484.403  Leasehold improvements 
                   

Jumlah Biaya Perolehan  28.857.964.361   584.877.518   10.122.487.655  -   19.320.354.224  Total Cost 
                     
Akumulasi Penyusutan                     Accumulated Depreciation 
Pemilikan Langsung                     Direct Ownership 
Bangunan     918.480.000   -   -   -   918.480.000   Buildings 
Kendaraan     6.456.982.804   80.884.533   429.300.000   -   6.108.567.337  Vehicles 
Peralatan kantor    13.963.848.349   389.659.232   9.693.187.655   -   4.660.319.926  Office equipments 
Renovasi bangunan sewa  2.761.374.517   172.674.856   -   -   2.934.049.373  Leasehold improvements 
                   

Jumlah Akumulasi                 Total Accumulated 
 Penyusutan    24.100.685.670   643.218.621   10.122.487.655   -   14.621.416.636  Depreciation 
                   

Nilai Buku     4.757.278.691            4.698.937.588  Book Value 
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9. ASET TETAP (lanjutan)  9. FIXED ASSETS (continued)  
 

      31 Desember 2021/December 31, 2021  
                   

      Saldo Awal/                Saldo Akhir/ 
      Beginning    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
      Balance    Addition    Deduction   Reclassification   Balance 
                   

Biaya Perolehan                      Cost 
Pemilikan Langsung                      Direct Ownership 
Tanah      947.145.000   -   -   -   947.145.000  Land  
Bangunan     918.480.000   -   -   -   918.480.000   Buildings 
Kendaraan     6.681.259.238   150.500.000   149.780.000  123.650.000   6.805.629.238  Vehicles 
Peralatan kantor    14.918.113.321   755.112.399   -   -   15.673.225.720  Office equipments 
Renovasi bangunan sewa  1.320.500.000   3.192.984.403   -   -   4.513.484.403  Leasehold improvements 
                   

Sub-jumlah     24.785.497.559   4.098.596.802   149.780.000  123.650.000   28.857.964.361  Sub-total  
 

Aset sewa pembiayaan  123.650.000   -   -   (123.650.000)   -  Leased assets 
                     
Jumlah Biaya Perolehan  24.909.147.559   4.098.596.802   149.780.000  -   28.857.964.361  Total Cost 
                    
Akumulasi Penyusutan                     Accumulated Depreciation 
Pemilikan Langsung                     Direct Ownership 
Bangunan     918.480.000   -   -   -   918.480.000   Buildings 
Kendaraan     6.441.760.678   126.361.501   149.780.000  38.640.625   6.456.982.804  Vehicles 
Peralatan kantor    13.329.860.335   633.988.014   -   -   13.963.848.349  Office equipments 
Renovasi bangunan sewa  792.300.000   1.969.074.517   -   -   2.761.374.517  Leasehold improvements 
                   

Sub-jumlah     21.482.401.013   2.729.424.032   149.780.000  38.640.625   24.100.685.670  Sub-total 
 

Aset sewa pembiayaan  38.640.625   -   -   (38.640.625)   -  Leased assets 
                   
Jumlah Akumulasi                 Total Accumulated 
 Penyusutan    21.521.041.638   2.729.424.032   149.780.000  -   24.100.685.670  Depreciation 
                   

Nilai Buku     3.388.105.921            4.757.278.691  Book Value  
                   

 

      31 Desember 2020/December 31, 2020  
                   

      Saldo Awal/                Saldo Akhir/ 
      Beginning    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
      Balance    Addition    Deduction   Reclassification   Balance 
                   

Biaya Perolehan                      Cost 
Pemilikan Langsung                      Direct Ownership 
Tanah      947.145.000   -   -   -   947.145.000  Land  
Bangunan     918.480.000   -   -   -   918.480.000   Buildings 
Kendaraan     6.703.409.238   138.000.000   160.150.000  -   6.681.259.238  Vehicles 
Peralatan kantor    14.169.075.899   781.537.422   32.500.000  -   14.918.113.321  Office equipments 
Renovasi bangunan sewa  1.320.500.000   -   -   -   1.320.500.000  Leasehold improvements 
                   

Sub-jumlah     24.058.610.137   919.537.422   192.650.000  -   24.785.497.559  Sub-total  
 

Aset sewa pembiayaan  123.650.000   -   -   -   123.650.000  Leased assets 
                     
Jumlah Biaya Perolehan  24.182.260.137   919.537.422   192.650.000  -   24.909.147.559  Total Cost 
                     
Akumulasi Penyusutan                    Accumulated Depreciation 
Pemilikan Langsung                     Direct Ownership 
Bangunan     918.480.000   -   -   -   918.480.000   Buildings 
Kendaraan     6.504.946.128   96.964.550   160.150.000  -   6.441.760.678  Vehicles 
Peralatan kantor    12.736.547.899   625.812.436   32.500.000  -   13.329.860.335  Office equipments 
Renovasi bangunan sewa  528.200.000   264.100.000   -   -   792.300.000  Leasehold improvements 
                   

Sub-jumlah     20.688.174.027   986.876.986   192.650.000  -   21.482.401.013  Sub-total 
 

Aset sewa pembiayaan  23.184.375   15.456.250   -   -   38.640.625  Leased assets 
                   
Jumlah Akumulasi                 Total Accumulated 
 Penyusutan    20.711.358.402   1.002.333.236   192.650.000  -   21.521.041.638  Depreciation 
                   

Nilai Buku     3.470.901.735            3.388.105.921  Book Value  
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9. ASET TETAP (lanjutan)  9. FIXED ASSETS (continued)  
 

      31 Desember 2019/December 31, 2019  
                   

      Saldo Awal/                Saldo Akhir/ 
      Beginning    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
      Balance    Addition    Deduction   Reclassification   Balance 
                   

Biaya Perolehan                      Cost 
Pemilikan Langsung                      Direct Ownership 
Tanah      947.145.000   -   -   -   947.145.000  Land  
Bangunan     918.480.000   -   -   -   918.480.000   Buildings 
Kendaraan     6.708.709.238   139.500.000   144.800.000  -   6.703.409.238  Vehicles 
Peralatan kantor    13.466.440.748   702.635.151   -   -   14.169.075.899  Office equipments 
Renovasi bangunan                  Leasehold 
 Sewa     1.320.500.000   -   -   -   1.320.500.000  Improvement 
                   

Sub-jumlah     23.361.274.986   842.135.151   144.800.000  -   24.058.610.137  Sub-total  
 

Aset sewa pembiayaan  123.650.000   -   -   -   123.650.000  Leased assets 
                     
Jumlah Biaya Perolehan  23.484.924.986   842.135.151   144.800.000  -   24.182.260.137  Total Cost 
                     
Akumulasi Penyusutan                    Accumulated Depreciation 
Pemilikan Langsung                     Direct Ownership 
Bangunan     918.480.000   -   -   -   918.480.000   Buildings 
Kendaraan     6.578.823.250   70.922.878   144.800.000   -   6.504.946.128  Vehicles 
Peralatan kantor    12.098.575.088   637.972.811   -   -   12.736.547.899  Office equipments 
Renovasi bangunan sewa  264.100.000   264.100.000   -   -   528.200.000  Leasehold improvements 
                   

Sub-jumlah     19.859.978.338   972.995.689   144.800.000   -   20.688.174.027  Sub-total 
 

Aset sewa pembiayaan  7.728.125   15.456.250   -   -   23.184.375  Leased assets 
                   
Jumlah Akumulasi                 Total Accumulated 
 Penyusutan    19.867.706.463   988.451.939   144.800.000   -   20.711.358.402  Depreciation 
                   

Nilai Buku     3.617.218.523            3.470.901.735  Book Value 
                   
 

Beban penyusutan aset tetap untuk periode tujuh bulan 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 
(tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, 
masing-masing adalah sebesar Rp 643.218.621,  
Rp 431.216.055, Rp 2.729.424.032, Rp 1.002.333.236 dan 
Rp 988.451.939, yang dibebankan sebagai berikut: 

 Depreciation expense for the seven-month periods ended 
July 31, 2022 and 2021 (unaudited), and for the years 
ended December 31, 2021, 2020 and 2019 amounted to 
Rp 643,218,621, Rp 431,216,055, Rp 2,729,424,032,  
Rp 1,002,333,236 and Rp 988,451,939, respectively, 
which are charged as follows: 

 
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
           2021 (Tidak Diaudit/      
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Beban penjualan (Catatan 24)    80.884.533   68.262.138   126.361.501   112.420.800   70.922.878  Selling expenses (Note 24) 
Beban umum dan administrasi                  General and administrative 
 (Catatan 25)    562.334.088   362.953.917   2.603.062.531   889.912.436   917.529.061  expenses (Note 25) 

                    

Jumlah    643.218.621   431.216.055   2.729.424.032   1.002.333.236   988.451.939  Total 
                    

 

Rincian penjualan dan penghapusan aset tetap pada 
tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 
adalah sebagai berikut: 

 The details of sale and disposal of fixed assets as of July 
31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019 are as 
follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Biaya perolehan     10.122.487.655   149.780.000   192.650.000   144.800.000  Cost 
Akumulasi penyusutan     (10.122.487.655 )  (149.780.000 )  (192.650.000 )  (144.800.000 ) Accumulated depreciation 

                 

Nilai buku     -   -   -   -  Net book value 
Harga jual     181.531.533   88.181.819   52.727.273   89.090.910  Proceeds from sales 

                 

Laba penjualan aset tetap     181.531.533   88.181.819   52.727.273   89.090.910  Gain on sale of fixed assets 
                  
 

Laba penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari 
“Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih” dalam laporan 
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 

 Gain on sale of fixed assets is presented as part of 
“Others Income (Expense) - Net” in the statements of 
profit or loss and other comprehensive income. 
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9. ASET TETAP (lanjutan)  9. FIXED ASSETS (continued)  
 

Pada tanggal 31 Juli 2022, nilai perolehan aset tetap 
Perusahaan yang telah disusutkan penuh namun masih 
digunakan adalah sebesar Rp 9.659.972.289, yang terdiri 
dari renovasi bangunan, kendaraan dan peralatan kantor.  

 As of July 31, 2022, the costs of the Company’s fixed 
assets that have been fully depreciated but still being 
utilized amounted to Rp 9,659,972,289, which consist of 
buildings, vehicles and office equipment.  

 
Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019 tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai 
sementara. 

 As of July 31 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019, 
there are no fixed assets that are not used temporarily.  

 
Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019 tidak terdapat aset tetap yang dihentikan dari 
penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai 
tersedia untuk dijual.  

 As of July 31 2022, 31 December 2021, 2020 and 2019,  
there are no fixed assets that are discontinued from 
active use and not classified as held for sale.  

   

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 
dan 2019, aset tetap tersebut telah diasuransikan 
terhadap risiko kerugian total dengan nilai pertanggungan 
secara keseluruhan sekitar Rp 7,4 milyar, Rp 3,6 milyar, 
Rp 11,8 milyar, Rp 11,8 milyar pada PT Asuransi FPG 
Indonesia, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk dan PT 
Asuransi Wahana Tata Tbk (pihak ketiga). Manajemen 
berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup 
untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko 
tersebut. 

 As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019,, 
fixed assets are covered by insurance against total risks 
under blanket policies with total coverage amounting to 
approximately Rp 7.5 billion, Rp 3.6 billion, Rp 11.8 
billion, Rp 11.8 billion with PT Asuransi FPG Indonesia, 
PT Asuransi Adira Dinamika Tbk and PT Asuransi 
Wahana Tata Tbk (third party). Management believes that 
the total insurance coverage is adequate to cover 
possible losses that may arise from such risks. 

 
Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat dari seluruh 
aset Perusahaan tersebut dapat dipulihkan, sehingga 
tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai atas aset 
tersebut. 

 Management believes that the carrying values of all the 
Company’s assets are fully recoverable, and hence, no 
writedown for impairment in asset values is necessary. 

 
 
10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA  10. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES 
 

Rekonsiliasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:  The reconciliation of right-of-use assets is as follows: 
 
           31 Juli 2022/July 31, 2022   
                       
      Saldo Awal/            Saldo Akhir/   
      Beginning    Penambahan/    Pengurangan/    Ending   
      Balance    Addition    Deduction    Balance   
                    

 Biaya Perolehan              Cost 
 Bangunan   17.649.605.033   7.202.665.999   4.525.000.000   20.327.271.032   Buildings 
                    

 Jumlah Biaya Perolehan  17.649.605.033   7.202.665.999   4.525.000.000   20.327.271.032   Total Cost 
                    

 Akumulasi Penyusutan              Accumulated Depreciation 
 Bangunan   9.736.190.229   2.493.804.934   4.525.000.000   7.704.995.163   Buildings 
                    
 Jumlah Akumulasi               Total Accumulated 
  Penyusutan  9.736.190.229   2.493.804.934   4.525.000.000   7.704.995.163   Depreciation 
                    

 Nilai Buku Bersih  7.913.414.804         12.622.275.869   Net Book Value 
     

 
        

 
 

 
          31 Desember 2021/December 31, 2021     

                       
      Saldo Awal/            Saldo Akhir/   
      Beginning    Penambahan/    Pengurangan/    Ending   
      Balance    Addition    Deduction    Balance   
                    

 Biaya Perolehan              Cost 
 Bangunan   15.578.067.026   6.092.688.007   4.021.150.000   17.649.605.033   Buildings 
                    

 Jumlah Biaya Perolehan  15.578.067.026   6.092.688.007   4.021.150.000   17.649.605.033   Total Cost 
                    

 Akumulasi Penyusutan              Accumulated Depreciation 
 Bangunan   9.907.369.494   3.849.970.735   4.021.150.000   9.736.190.229   Buildings 
                    

 Jumlah Akumulasi               Total Accumulated 
  Penyusutan  9.907.369.494   3.849.970.735   4.021.150.000   9.736.190.229   Depreciation 
                    

 Nilai Buku Bersih  5.670.697.532         7.913.414.804   Net Book Value 
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10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)  10. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES 
(continued) 

 
           31 Desember 2020/December 31, 2020   
                       
          Penyesuaian         
          sehubungan         
          dengan           
          penerapan           
          PSAK 73/           
          Adjustment           
      Saldo Awal/    in relation to        Saldo Akhir/   
      Beginning    implementation    Penambahan/    Ending   
      Balance    of PSAK 73    Addition    Balance   
                    

 Biaya Perolehan              Cost 
 Bangunan   -   12.617.767.026   2.960.300.000   15.578.067.026   Buildings 
                    

 Jumlah Biaya Perolehan  -   12.617.767.026   2.960.300.000   15.578.067.026   Total Cost 
                    

 Akumulasi Penyusutan              Accumulated Depreciation 
 Bangunan   -   6.336.989.174   3.570.380.320   9.907.369.494   Buildings 
                    

 Jumlah Akumulasi               Total Accumulated 
  Penyusutan  -   6.336.989.174   3.570.380.320   9.907.369.494   Depreciation 
                    

 Nilai Buku Bersih  -         5.670.697.532   Net Book Value 
     

 
        

 
 

 
Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain untuk periode tujuh bulan 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 
2021 (tidak diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 
masing-masing sebesar Rp 2.493.804.934,  
Rp 2.164.966.383, Rp 3.849.970.735 dan  
Rp 3.570.380.320, yang dibebankan sebagai berikut: 

 Depreciation charged to the statements of profit or loss 
and other comprehensive income for the seven-month 
periods ended July 31, 2022 and 2021 (unaudited), and 
for the years ended December 31, 2021 and 2020 
amounted to Rp 2,493,804,934, Rp 2,164,966,383,  
Rp 3,849,970,735 and Rp 3,570,380,320, respectively, 
which are recognized as follows: 

 
        Periode tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
           2021 (Tidak Diaudit/      
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Beban penjualan (Catatan 24)    2.493.804.934   2.164.966.383   3.849.970.735   3.570.380.320   -  Selling expenses (Note 24) 
                    

Jumlah    2.493.804.934   2.164.966.383   3.849.970.735   3.570.380.320   -  Total 
                    

 
Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:  The detail of lease liabilities is as follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Liabilitas sewa                Lease liabilities 
Jangka pendek     475.000.000   -   -   -  Current 
Jangka panjang     235.598.564   235.598.564   -   -  Non-current 

                 

Jumlah     710.598.564   235.598.564   -   -  Total 
                  

    
Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut: 

 Amounts recognized in the statements of profit or loss 
and other comprehensive income are as follows: 

       
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
           2021 (Tidak Diaudit/      
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Beban penyusutan aset hak-guna   2.493.804.934   2.164.966.383   3.849.970.735   3.570.380.320   - Depreciation of right-of-use assets 
Bunga atas liabilitas sewa    24.148.853   -   10.483.632   -   -            Interest on lease liabilities 
 
 
 
 
 



These  Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language. 
 

PT PENTA VALENT TBK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
TANGGAL 31 JULI 2022  
DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 JULI 2022 DAN  
2021 (TIDAK DIAUDIT), DAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 
2020 DAN 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT 
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN 
 

 PT PENTA VALENT TBK 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

AS OF JULY 31, 2022  
AND FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS  

ENDED JULY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED), 
AND AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019 AND 

AND FOR THE YEARS  
THEN ENDED 

(EXPRESSED IN RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) 

 

 
36 

10. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA (lanjutan)  10. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES 
(continued) 

 
Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul 
dari sewa adalah sebagai berikut: 

 Summary of component of changes in the liabilities 
arising from leases is as folllow: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Saldo awal     235.598.564   -   -   -  Beginning balance 
Arus kas     -   -   -   -  Cash flows 
Perubahan non kas - penambahan    475.000.000   235.598.564   -   -  Non-cash changes - additions 

                 

Saldo akhir     710.598.564   235.598.564   -   -  Ending balance 
                  

 
 
11. UTANG BANK  11. BANK LOANS 
 
 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 
 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk     -   29.691.053.328   19.189.999.879   34.999.999.893  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
                  

 
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri)  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri) 
 

Berdasarkan perubahan perjanjian kredit terakhir pada 
tanggal 12 Juli 2021, Perusahaan dan Bank Mandiri 
menyetujui antara lain, sebagai berikut: 

 Based on the latest amendment loan agreement dated 
July 12, 2021, the Company and Bank Mandiri approved 
among other, as follows: 

 
- Melakukan perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja 

Revolving yang mempunyai maksimum limit 
pinjaman sebesar Rp 12.500.000.000. Fasilitas ini 
telah diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Juli 
2022 dan digunakan untuk membiayai modal kerja 
Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 
10,25% per tahun pada tahun 2022 (2021: 10,25%, 
2020: 10,75%, 2019: 12,00%). 

 - Agreed to extend its existing Revolving working 
Capital Credit facility which has a maximum credit 
limit of Rp 12,500,000,000. This facility was 
extended up to July 17, 2022 and is used to finance 
the Company’s working capital. The loan bears an 
interest rate of 10.25% per annum in 2022 (2021: 
10.25%, 2020: 10.75%, 2019: 12.00%). 

 
- Melakukan perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja 

Transaksional yang mempunyai maksimum limit 
pinjaman sebesar Rp 37.500.000.000. Fasilitas ini 
telah diperpanjang sampai dengan tanggal  
17 Juli 2022 dan digunakan untuk membiayai modal 
kerja Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan bunga 
sebesar 10,25% per tahun pada tahun 2022 (2021: 
10,25%, 2020: 10,75%, 2019: 12,00%). 

 - Agreed to extend its existing Transactional working 
Capital Credit facility which has a maximum credit 
limit of Rp 37,500,000,000. This facility was 
extended up to July 17, 2022 and is used to finance 
the Company’s working capital. The loan bears an 
interest rate of 10.25% per annum in 2022 (2021: 
10.25%, 2020: 10.75%, 2019: 12.00%). 

 

- Melakukan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas 
dan Perubahan Ketentuan Fasilitas NCL (Bank 
Garansi) yang mempunyai maksimum limit pinjaman 
sebesar Rp 20.000.000.000. Fasilitas ini telah 
diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Juli 2022. 

 - Agreed to extend and changes the stipulation its 
existing NCL (Bank Guarantee) facility which has a 
maximum credit limit of Rp 20,000,000,000. This 
facility was extended up to July 17, 2022. 

 
Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pinjaman atas 
fasilitas Pinjaman KMK Revolving dan Pinjaman KMK 
Transaksional masing-masing sebesar Rp 4.691.053.328 
dan Rp 25.000.000.000. 

 As of December 31, 2021, the outstanding balance of the 
Revolving KMK Loan and Transactional KMK Loan 
amounted to Rp 4,691,053,328 and Rp 25,000,000,000, 
respectively. 

 
Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo pinjaman atas 
fasilitas Pinjaman KMK Revolving dan Pinjaman KMK 
Transaksional masing-masing sebesar Rp 4.689.999.879 
dan Rp 14.500.000.000. 

 As of December 31, 2020, the outstanding balance of the 
Revolving KMK Loan and Transactional KMK Loan 
amounted to Rp 4,689,999,879 and Rp 14,500,000,000, 
respectively. 

 
Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo pinjaman atas 
fasilitas Pinjaman KMK Revolving dan Pinjaman KMK 
Transaksional masing-masing sebesar Rp 4.999.999.893 
dan Rp 30.000.000.000. 

 As of December 31, 2019, the outstanding balance of the 
Revolving KMK Loan and Transactional KMK Loan 
amounted to Rp 4,999,999,893 and Rp 30,000,000,000, 
respectively. 
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11. UTANG BANK (lanjutan)  11. BANK LOANS (continued) 
 
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan)  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (continued) 
 

Seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri tersebut 
dijamin dengan piutang sebesar Rp 76.748.280.000 
(Catatan 5), persediaan sebesar Rp 42.758.880.000 
(Catatan 7), tanah dan bangunan atas nama Stephanus 
Widya dan diikat Hak Tanggungan sebesar  
Rp 10.000.000.000, tanah dan bangunan atas nama  
PT Maramakmur Selaras dan diikat Hak Tanggungan 
dengan sebesar Rp 25.000.000.000 (Catatan 9) serta 
jaminan saham milik PT Maramakmur Selaras dan  
PT Multi Pidotama Mandiri, masing-masing sebesar  
Rp 7.140.000.000 dan Rp 6.860.000.000 (Catatan 16). 

 All loan facilities from Bank Mandiri are secured by 
receivables amounting to Rp 76,748,280,000 (Note 5), 
inventory amounting to Rp 42,758,880,000 (Note 7), land 
and building on behalf of Stephanus Widya with Mortgage 
Deeds amounting to Rp 10,000,000,000, land and 
building on behalf of PT Maramakmur Selaras with 
Mortgage Deeds amounting to Rp 25,000,000,000 (Note 
9) and Shares of guarantee owned by PT Maramakmur 
Selaras dan PT Multi Pidotama Mandiri amounting to  
Rp 7,140,000,000 dan Rp 6,860,000,000, Respectively 
(Note 16). 

 
Selama periode perjanjian kredit, Perusahaan tanpa 
pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri tidak boleh 
melakukan hal-hal antara lain melakukan perubahan 
anggaran dasar, memindahtangankan barang jaminan, 
membagikan dividen, menjaminkan harta kekayaan 
Perusahaan kepada pihak lain dan menyewakan barang 
jaminan. 

 During the period of the loan, the Company without 
written notification to Bank Mandiri is not allowed to carry 
out activities, among others, such as amend the Articles 
of Association, transfer collateral assets, distribute 
dividends, collateralized the Company’s assets to other 
parties and rent out collateral assets. 

 
Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di atas, 
Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan 
tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu EBITDA 
dan Laba bersih bernilai positif, rasio lancar lebih dari 
100% dan debt service coverage ratio (DSCR) minimum 
1,5 kali. 

 In connection with the above loan facilities, the Company 
is required to meet certain requirements such as 
maintaining certain financial ratios EBITDA and positive 
net income, current ratio minimum 100% and debt service 
coverage ratio (DSCR) of at least 1.5 times. 

 
Seluruh fasilitas pinjaman diatas, telah dilunasi pada 
tanggal 15 Juli 2022. 

 All of the loan facilities above have been settled on  
July 15, 2022. 

 
 
12. UTANG USAHA  12. TRADE PAYABLES 

 
 Rincian utang usaha adalah sebagai berikut:  The details of trade payables are as follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Pihak berelasi (Catatan 16)     2.020.108.404   3.104.010.637   2.962.726.680   2.879.577.424  Related party (Note 16) 
Pihak ketiga - Rupiah     419.335.385.701   369.834.125.954   238.840.993.409   233.789.291.309  Third parties - Rupiah 

                 

Jumlah     421.355.494.105   372.938.136.591   241.803.720.089   236.668.868.733  Total 
                  
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019, tidak terdapat jaminan yang diberikan Perusahaan 
atas utang usaha di atas. 

 As of July 31, 2022, December 31, 2021, 2020 and 2019, 
there were no collateral provided by the Company for the 
above trade payables. 

 
Analisis umur utang usaha tersebut pada tanggal  
31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah 
sebagai berikut: 

 The aging analysis of trade payables as of July 31, 2022, 
December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Belum jatuh tempo     249.892.233.655   240.109.094.549   200.454.248.735   179.120.830.338  Not yet due 
Lewat jatuh tempo:                Past due: 
 1 - 30 hari     100.424.577.674   68.564.013.234   33.707.709.161   37.411.592.319  1 - 30 days  
 31 - 60 hari     25.425.756.143   25.463.788.347   5.004.146.405   16.825.265.171  31 - 60 days  
 61 - 90 hari     25.719.204.600   23.656.258.131   951.472.930   1.852.153.004  61 - 90 days  
 91 - 120 hari     17.345.335.178   11.828.610.260   193.594.368   989.859.457  91 - 120 days  
 Lebih dari 120 hari     2.548.386.855   3.316.372.070   1.492.548.490   469.168.444  Over 120 days  

                 

Jumlah     421.355.494.105   372.938.136.591   241.803.720.089   236.668.868.733  Total 
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13. UTANG LAIN-LAIN  13. OTHER PAYABLES 
 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

 Jangka pendek               Current  
 Pihak berelasi (Catatan 16)               Related party (Note 16) 
  PT Tancorp Global Sentosa      56.500.000.000   -   -   - PT Tancorp Global Sentosa 
 Pihak ketiga      484.283.849   872.639.543   1.321.677.109   973.474.003 Third parties 
                

 Jumlah jangka pendek     56.984.283.849   872.639.543   1.321.677.109   973.474.003 Total current  
                

 Jangka panjang               Non-current 
 Pihak berelasi (Catatan 16)               Related party (Note 16) 
  PT Maramakmur Selaras      -   4.779.408.900   4.779.408.900   4.779.408.900 PT Maramakmur Selaras 
  PT Multi Pidotama Mandiri     -   4.591.981.100   4.591.981.100   4.591.981.100 PT Multi Pidotama Mandiri 
                

 Jumlah jangka panjang     -   9.371.390.000   9.371.390.000   9.371.390.000 Total non-current 
                

 Jumlah     56.984.283.849   10.244.029.543   10.693.067.109   10.344.864.003 Total  
                 

 
Pada tanggal 14 Juli 2022, Perusahaan memperoleh 
pinjaman dari PT Tancorp Global Sentosa sebesar  
Rp 56.500.000.000, dan dikenakan bunga per tahun 
sebesar Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 
2% atau ekuivalen 5,5%, dengan jangka waktu selama  
3 bulan (Catatan 16). 

 On July 14, 2022, The Company obtained loan from  
PT Tancorp Global Sentosa amounted to  
Rp 56,500,000,000, with annual interest rate of Jakarta 
Interbank Office Rate (JIBOR) plus 2% or equivalent to 
5.5%, with term of this facility is 3 months (see Note 16). 

 
Pada tanggal 19 Mei 2022, seluruh saldo utang lain-lain 
kepada PT Maramakmur Selaras dan PT Multi Pidotama 
Mandiri telah dilunasi. 

 On May 19, 2022, the all outstanding other payables to 
PT Maramakmur Selaras and PT Multi Pidotama Mandiri  
have been fully paid. 

 
 
14. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR  14. ACCRUED EXPENSES 

 
 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                  

Jasa profesional     137.539.832   60.000.000   60.000.000   46.683.673  Professional fee 
Bunga pinjaman (Catatan 16)     136.219.178   -   -   -  Interest loan (Note 16) 
Listrik, air dan telepon     62.460.168   38.780.852   171.465.036   202.156.196  Electricity, water and telephone 
Lain-lain     545.929.436    232.816.565   27.504.600   117.437.747  Other 

                 

Jumlah     882.148.614   331.597.417   258.969.636   366.277.616  Total 

                  
 
 

15. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN  15. CONSUMER FINANCE PAYABLES 
 

 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 
 

        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                  

PT BCA Finance     -   -   16.942.784   47.371.272  PT BCA Finance 
                 

Dikurangi bagian yang jatuh tempo                
 dalam waktu 1 tahun     -   -   (16.942.784 )   (30.428.488 ) Less current portion 

                 

Bagian jangka panjang     -   -   -   16.942.784  Long-term portion 
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16.  SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK 
BERELASI 

 16. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED 
PARTIES 

 
Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan 
transaksi usaha dan keuangan dengan pihak-pihak 
berelasi tertentu. Perusahaan melakukan transaksi 
berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang disepakati 
bersama dengan pihak-pihak berelasi. 

 In normal business activities, the Company engages in 
trade and financial transactions with certain related 
parties. The Company engaged in the transactions under 
agreed terms and conditions with related parties 

 
Rincian saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi 
adalah sebagai berikut:  

 The details of accounts and transactions with related 
parties are as follows: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                  

Aset hak-guna                    Right-of-use assets 
PT Bina Cipta Angkasa Jaya     5.872.944.444   2.286.666.667   1.348.749.994   -  PT Bina Cipta Angkasa Jaya 
                   
Persentase terhadap jumlah asset      0,90   0,41    0,34     - Percentage to total liabilities  
                   
Utang Usaha                    Trade Payables 
PT Multi Eraguna Usaha     2.020.108.404   3.104.010.637   2.962.726.680   2.879.577.424  PT Multi Eraguna Usaha 
                   
Persentase terhadap jumlah liabilitas      0,39   0,69    9,61     1,00  Percentage to total liabilities 
                   
Utang lain-lain                    Other payables  
PT Tancorp Global Sentosa     56.500.000.000   -   -   -  PT Tancorp Global Sentosa 
PT Maramakmur Selaras      -   4.779.408.900   4.779.408.900   4.779.408.900  PT Maramakmur Selaras 
PT Multi Pidotama Mandiri     -   4.591.981.100   4.591.981.100   4.591.981.100  PT Multi Pidotama Mandiri 

                  

Jumlah     56.500.000.000   9.371.390.000   9.371.390.000   9.371.390.000  Total 
                   
Persentase terhadap jumlah liabilitas      10,98   2,09    3,04     2,95  Percentage to total liabilities  
                   
Biaya masih harus dibayar - bunga                   Accrued expenses - interest 
 pinjaman                loan 
PT Tancorp Global Sentosa     136.219.178   -   -   -  PT Tancorp Global Sentosa 
                   
Persentase terhadap jumlah liabilitas      0,03   -    -     -  Percentage to total liabilities 
                   
Pembelian                    Purchases 
PT Multi Eraguna Usaha     6.164.700.747   10.511.333.782   10.288.517.353   9.929.535.509  PT Multi Eraguna Usaha 
                   
Persentase terhadap jumlah pembelian      0,57   0,62    0,82     0,76 Percentage to total purchases 
                   
Beban penjualan - penyusutan                  Selling expenses - depreciation 
 aset hak-guna                of right-of-use assets 
PT Bina Cipta Angkasa Jaya     579.722.222   862.083.327   829.999.992   -  PT Bina Cipta Angkasa Jaya 
                   
Persentase terhadap jumlah akun yang                     Percentage to total  
 bersangkutan       23,25   22,39    23,25        of related account 
                   
 
Syarat dan ketentuan transaksi dengan pihak-pihak 
berelasi 

 Terms and conditions of the transactions with related 
parties 

 
• Pada tanggal 14 Juli 2022, Perusahaan memperoleh 

pinjaman dari PT Tancorp Global Sentosa sebesar  
Rp 56.500.000.000, dan dikenakan bunga per tahun 
sebesar Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) 
ditambah 2% atau ekuivalen 5,5%, dengan jangka 
waktu selama 3 bulan (lihat catatan 13). 

 • On July 14, 2022, the Company obtained loan from  
PT Tancorp Global Sentosa amounted to  
Rp 56,500,000,000, with annual interest rate of 
Jakarta Interbank Office Rate (JIBOR) plus 2% or 
equivalent to 5.5%, with term of this facility is 3 
months (see Note 13). 

 

• Utang lain-lain kepada PT Maramakmur Selaras dan 
PT Multi Pidotama Mandiri masing-masing adalah 
sebesar Rp 4.779.408.900 dan Rp 4.591.981.100, 
merupakan penjualan saham milik Maritzberg 
Investment Limited. Pinjaman tersebut tidak 
dikenakan bunga dan tidak memiliki jangka waktu 
pinjaman (lihat catatan 13). Seluruh fasilitas pinjaman 
diatas, telah dilunasi pada tanggal 19 Mei 2022. 

 • Other payables to PT Maramakmur Selaras and  
PT Multi Pidotama Mandiri amounted to  
Rp 4,779,408,900 and Rp 4,591,981,100, 
respectively, in connection with sale of shares owned 
by Maritzberg Investment Limited. That loan which 
does not have any fixed repayment terms and non-
interest bearing (see Note 13). All of the loan facilities 
above have been settled on May 19, 2022. 
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16.  SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK 
BERELASI (lanjutan) 

 16. ACCOUNTS AND TRANSACTIONS WITH RELATED 
PARTIES (continued) 

 
• Pinjaman Perusahaan yang diperoleh dari PT Bank 

Mandiri (Persero) Tbk, dijaminkan dengan saham 
yang dimiliki oleh PT Maramakmur Selaras dan PT 
Multi Pidotama Mandiri pada Perusahaan (lihat 
Catatan 11 dan 13). 

 • The Company loans obtained from PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk, which is secured by shares owned by 
PT Maramakmur Selaras and PT Multi Pidotama 
Mandiri in the Company (see Note 11 and 13). 

 
• Berdasarkan perjanjian sewa menyewa, Perusahaan 

menyewa beberapa tanah dan bangunan dari PT Bina 
Cipta Angkasa Jaya yang terletak di Jakarta, 
Semarang, Solo, Mataram dan Pekanbaru, dengan 
masa sewa 3 sampai 5 tahun yang akan berakhir 
pada berbagai tanggal antara tahun 2024 sampai 
dengan tahun 2027 dan dapat diperpanjang sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

 • Based on the lease agreement, the Company lease 
several land and buildings from PT Bina Cipta 
Angkasa Jaya located at Jakarta, Semarang, Solo, 
Mataram, and Pekanbaru, with a rental period of 3 
until 5 years that will expire on various dates between 
2024 until 2027 and can be extended according to the 
agreements of both parties. 

 
Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi adalah 
sebagai berikut: 

 The nature of relationship with the related parties are as 
follows: 

 
  Pihak-pihak berelasi/   Hubungan/    Jenis transaksi/ 
  Name of Related Parties   Relationship    Nature of Transactions 

          

PT Tancorp Global Sentosa Entitas induk terakhir/    Pinjaman/loan 
   Ultimate parent entity     
      Pinjaman & jaminan pinjaman/ 
PT Maramakmur Selaras Pemegang saham/Shareholders   Loan & guarantee loan  
PT Multi Pidotama Mandiri Pemegang saham/Shareholders   Pinjaman & jaminan pinjaman/ 
       Loan & guarantee loan 
PT Multi Eraguna Usaha Memiliki personil manajemen kunci    Transaksi usaha/ 
    dan pemegang saham yang sama     Business transaction 
   Have the same key management personnel  
    and shareholders     

PT Bina Cipta Angkasa Jaya  Memiliki personil manajemen kunci   Transaksi sewa/ 
    dan pemegang saham yang sama/    Lease transaction 
   Have the same key management personnel 
    and shareholders 

 
Manajemen kunci Perusahaan terdiri dari semua anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi. 

 The Company’s key management consists of all 
members of the Boards of Commissioners and Directors. 

 
Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit), serta untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019, jumlah beban yang 
diakui Perusahaan sehubungan dengan kompensasi 
bruto bagi manajemen kunci Perusahaan adalah sebagai 
berikut:  

 For the Seven-month periods ended July 31, 2022 and 
2021 (unaudited), and for the years ended December 31, 
2021, 2020 and 2019, total amount of expenses 
recognized by the Company relating to gross 
compensation for the key management is as follows: 

 
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
       Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
            2021 (Tidak Diaudit/  
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

(dalam jutaan rupiah)                  (in billions of Rupiah) 
Imbalan kerja jangka pendek    900   1.487   2.549   2.440   2.168  Short-term employees’ benefit 

                    
 

Jumlah dalam tabel di atas merupakan jumlah yang 
diakui sebagai biaya selama periode pelaporan 
sehubungan dengan kompensasi yang diberikan kepada 
personil manajemen kunci tersebut. 

 The amounts disclosed in the table are the amounts 
recognized as an expense during the reporting period 
related to the compensation of key management 
personnel. 
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17. PERPAJAKAN  17. TAXATION 
 

 a.  Pajak dibayar di muka dan utang pajak  a. Prepaid taxes and taxes payable 
 

 Pajak dibayar di muka  Prepaid taxes 
 
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan - 
bersih Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2022,  
31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar  
Rp 52.189.729.377, Rp 56.083.998.100 dan  
Rp 6.142.373.070, yang disajikan dalam akun 
“Pajak Dibayar di Muka” pada laporan posisi 
keuangan. 

 Value Added Tax (VAT) In - net of the Company as 
of July 31, 2022, December 31, 2021 and 2020 
amounting to Rp 52,189,729,377,  
Rp 56,083,998,100 and Rp 6,142,373,070, which 
presented as “Prepaid Taxes” in the statements of 
financial positions. 

 
 Utang pajak  Taxes payables 

 
 Utang pajak terdiri dari:  Taxes payable consists of: 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

Pajak Penghasilan:                 Income Taxes: 
 Pasal 21     133.882.438    208.852.886   208.692.321   276.813.495  Article 21  
 Pasal 22     -   -   -   750.000  Article 22 
 Pasal 23     55.659.295   14.917.665   4.917.688   -  Article 23  
 Pasal 25     29.123.098   45.747.800   14.207.029   73.210.640  Article 25  
 Pasal 29     163.782.080   196.111.316   196.451.086   24.218.788  Article 29  
Pajak Pertambahan Nilai     -   -   -   71.741.856  Value Added Tax 

                 

Jumlah     382.446.911   465.629.667   424.268.124   446.734.779  Total 
                  

 
 b.  Beban pajak penghasilan  b. Income tax expense 

 

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak 
penghasilan menurut laporan laba rugi dan 
penghasilan komprehensif lain dengan taksiran 
penghasilan kena pajak untuk periode tujuh bulan 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 
2021 (tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019 adalah sebagai berikut: 

 The reconciliation between income (loss) before 
income tax expense per statements of profit or loss 
and other comprehensive income and estimated 
taxable income for the Seven-month periods July 31, 
2022 and 2021 (unaudited), and for the years ended 
December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows: 

 
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
            2021 (Tidak Diaudit/  
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 

                    
  Laba sebelum beban                  Income before income 
    pajak penghasilan menurut                 tax expense per   
    laporan laba rugi dan                  statements of profit or loss  
    penghasilan komprehensif                 and other comprehensive  
    lain    12.603.777.752   11.713.247.594   26.682.341.286   4.709.601.739   8.719.932.841  income  

    Beda temporer:                  Temporary differences: 
    Estimasi liabilitas atas                  Estimated liabilities for  
    imbalan kerja karyawan   (59.098.995)  (784.534.542)  3.893.976.120   5.122.435.570   4.978.602.758  employees’ benefits   
    Penyisihan atas penurunan                 Allowance for impairment  
    nilai piutang usaha    2.424.809.582   (163.833.602)  (1.123.430.412)  563.474.710   -  trade receivables 
    Penyisihan atas penurunan                 Allowance for declining in  
    nilai persediaan    898.457.760   313.605.117   645.130.527   (147.570.221 )  -  value of inventories 
    Penyusutan    (219.069.358)  405.670.089   (429.922.836)  919.874.077   (80.666.135) Depreciation  
  Beda tetap:                  Permanent differences: 
   Beban pajak    172.339.900   2.373.317.925   1.052.323.886   166.713.710   -  Tax expense 
   Sumbangan dan representasi   139.690.621   186.938.729   781.624.032   1.900.446.171   -  Donation and representation 
   Pendapatan yang telah dikenakan                Income already subjected   
    pajak penghasilan final   (34.771.394)  (58.887.952)  (71.177.571)  (754.803.453 )  (512.013.023) to final income tax 
    Lain-lain    271.692.732   243.779.922   2.555.778.737   2.954.697.170   5.135.640.844  Others  

                    

  Taksiran penghasilan                  Estimated taxable income 
    kena pajak Perusahaan -                 of the Company -  
    periode berjalan    16.197.828.600   14.229.303.280   33.986.643.769   15.434.869.473   18.241.497.285  current period  

                    
 

Taksiran penghasilan kena pajak untuk periode tujuh 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 masih 
merupakan estimasi. Perusahaan akan melakukan 
perhitungan penghasilan kena pajak untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 pada 
akhir tahun. 

 The estimated taxable income for seven-month 
periods ended July 31, 2022 is still an estimation. 
The Company will conduct the calculation for taxable 
income for the year ended December 31, 2022 at 
end of year. 
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17. PERPAJAKAN (lanjutan)  17. TAXATION (continued) 
 

 b.  Beban pajak penghasilan (lanjutan)  b. Income tax expense (continued) 
 

  Laba kena pajak hasil rekonsiliasi pada tahun 2021, 
2020 dan 2019 tersebut adalah sesuai dengan 
jumlah SPT yang telah dilaporkan kepada Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP). 

   The taxable income after reconciliation for 2021, 2020 
and 2019 conforms with the related amount reflected 
in the Company’s Annual Income Tax Returns 
submitted to the Tax Service Office. 

 

Beban pajak penghasilan (periode berjalan) dan 
perhitungan taksiran utang pajak penghasilan adalah 
sebagai berikut: 

 Income tax expense (current period) and the 
computation of the estimated income tax payable are 
as follows: 

 
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
            2021 (Tidak Diaudit/  
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

   Taksiran penghasilan kena pajak                 Estimated taxable income 
    (dibulatkan)    16.197.828.000   14.229.303.000   33.986.643.000   15.434.869.000   18.241.497.000  (rounded off)  

                    

   Beban pajak penghasilan -                 Income tax expense - 
    tahun berjalan    3.563.522.160   3.130.446.660   7.477.061.460   3.395.671.180   4.560.374.250  current year  

                    

   Pajak penghasilan dibayar di muka                Prepayments of income tax 
    (Pasal 22, 23 dan 25)    (6.557.569.754)  (3.762.284.348)  (7.455.455.724)  (3.209.943.594 )  (4.541.399.962) (Article 22, 23 and 25) 
                     

  Taksiran utang (lebih bayar)                 Estimated for income 
    pajak penghasilan -                  tax payable (overpayment) - 
    periode berjalan    (2.994.047.594)  (631.837.688)  21.605.736   185.727.586   18.974.288  current periods 
                     

  Utang pajak penghasilan -                 Income tax payable - 
    periode sebelumnya    196.111.316   196.451.086   196.451.086   24.218.788   18.739.788  previous period 
  Pembayaran    (32.329.236)  (21.945.506)  (21.945.506)   (13.495.288 )  (13.495.288) Payment 
                     

  Jumlah Pajak Penghasilan                  Total Income Taxes 
   Pasal 29    163.782.080  174.505.580   196.111.316   196.451.086   24.218.788  Article 29 
                     
    
 

  Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang 
dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang 
berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan 
dengan beban pajak penghasilan seperti yang 
tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain untuk periode tujuh bulan yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 
(tidak diaudit), serta untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 
adalah sebagai berikut: 

   A reconciliation between income tax expense as 
computed by applying the prevailing tax rate to profit 
before income tax expense and income tax expense 
as shown in the statements of profit or loss and other 
comprehensive income for the Seven-month periods 
July 31, 2022 and 2021 (unaudited), and for the years 
ended December 31, 2021, 2020 and 2019 are as 
follows: 

 
       Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
            2021 (Tidak Diaudit/  
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

  Laba sebelum beban                  Income before income 
    pajak penghasilan menurut                 tax expense per   
    laporan laba rugi dan                  statements of profit or loss and  
    penghasilan komprehensif lain   12.603.777.752   11.713.247.594   26.682.341.286   4.709.601.739   8.719.932.841   other comprehensive income  

                     

  Beban pajak penghasilan dengan                Income tax expense computed 
    tarif yang berlaku    (2.772.831.105)  (2.576.914.471)  (5.870.115.083)  (1.036.112.383)  (2.179.983.210) using the prevailing tax rate  

                    

                     Tax effect of permanent 
  Pengaruh pajak atas beda tetap:                 differences:  
   Pajak    (37.914.778)  (522.129.944)  (231.511.255)   (36.677.016)  (211.581.417) Tax 
   Sumbangan dan representasi   (30.731.937)  (41.126.520)  (171.957.287)  (418.098.157)  (248.968.785) Donation and representation 
   Pendapatan yang telah dikenakan                income already subjected   
    pajak penghasilan final   7.649.707   12.955.349   15.659.066   166.056.760   128.003.256  to final income tax 
    Lain-lain    (59.772.270)  (53.631.520)  (562.271.322)   (650.033.377)  (823.360.009) Others 
    Penyesuian atas perubahan                 Adjustment in changes 
    tarif pajak    -   -   (585.779.974)  (2.465.156.468)  (400.605.547) of tax rate 
                     

   Beban pajak penghasilan                 Income tax expense 
    menurut laporan laba rugi dan                per statements  
    penghasilan komprehensif                 of profit or loss and other  
    lain    (2.893.600.383)  (3.180.847.106)  (7.405.975.855)  (4.440.020.641)  (3.736.495.712) comprehensive income 
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17. PERPAJAKAN (lanjutan)  17. TAXATION (continued) 
  
 c.  Aset pajak tangguhan  c. Deferred tax assets 

 
  Pajak tangguhan yang berasal dari pengaruh beda 

temporer yang signifikan antara pelaporan komersial 
dan pajak adalah sebagai berikut: 

   The deferred tax effects of the significant temporary 
differences between commercial and tax reporting 
are as follows: 

 
      31 Juli 2022/July 31, 2022 
                

          Dikreditkan    Dibebankan      
          (Dibebankan)    pada Penghasilan     
          pada   Komprehensif Lain/     
          Laba Rugi/    Charged     
      Saldo Awal/    Credited    to Other    Saldo Akhir/  
      Beginning    (Charged) to    Comprehensive    Ending  
      Balance    Profit or Loss    Income    Balance  
                
  Estimasi liabilitas atas 
   imbalan kerja              Estimated liabilities 
   karyawan  7.562.622.290   (13.001.779 )  (61.659.906 )  7.487.960.605   for employees’ benefits 

  Penyisihan atas  
   penurunan nilai              Allowance for impairment 

   piutang usaha  272.558.848   533.458.108   -   806.016.956   of trade receivables 
  Penyusutan  180.229.084   (48.195.259 )  -   132.033.825   Depreciaton 
  Penyisihan atas  
   penurunan nilai              Allowance for declining in 

   persediaan  359.000.848   197.660.707   -   556.661.555    value of inventories 
                
  Aset pajak 
   tangguhan - bersih  8.374.411.070   669.921.777   (61.659.906 )  8.982.672.941   Deferred tax assets - net 

   
         

 
     31 Desember 2021/December 31, 2021 
                

          Dikreditkan    Dikreditkan      
          (Dibebankan)    pada Penghasilan     
          pada   Komprehensif Lain/     
          Laba Rugi/    Credited     
      Saldo Awal/    Credited    to Other    Saldo Akhir/  
      Beginning    (Charged) to    Comprehensive    Ending  
      Balance    Profit or Loss    Income    Balance  
                
  Estimasi liabilitas atas 
   imbalan kerja              Estimated liabilities 
   karyawan  7.892.588.070   156.202.077   (486.167.857 )  7.562.622.290   for employees’ benefits 

  Penyisihan atas  
   penurunan nilai              Allowance for impairment 

   piutang usaha  519.713.539   (247.154.691 )  -   272.558.848    of trade receivables 
  Penyusutan  160.119.581   20.109.503   -   180.229.084   Depreciaton 
  Penyisihan atas  
   penurunan nilai              Allowance for declining in 

   persediaan  217.072.132   141.928.716   -   359.000.848    value of inventories 
                
  Aset pajak 
   tangguhan - bersih  8.789.493.322   71.085.605   (486.167.857 )  8.374.411.070   Deferred tax assets - net 
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17. PERPAJAKAN (lanjutan)  17. TAXATION (continued) 
 

 c.  Aset pajak tangguhan (lanjutan)  c. Deferred tax assets (continued) 
 

     31 Desember 2020/December 31, 2020 
                        

          Dikreditkan    Dikreditkan      
          (Dibebankan)    pada Penghasilan     
          pada   Komprehensif Lain/     
          Laba Rugi/    Credited     
      Saldo Awal/    Credited    to Other    Saldo Akhir/  
      Beginning    (Charged) to    Comprehensive    Ending  
      Balance    Profit or Loss    Income    Balance  
                
  Estimasi liabilitas atas 
   imbalan kerja              Estimated liabilities 
   karyawan  8.716.035.777   (896.723.532 )  73.275.825   7.892.588.070   for employees’ benefits 

  Penyisihan atas  
   penurunan nilai              Allowance for impairment 

   piutang usaha  449.714.889   69.998.650   -   519.713.539    of trade receivables 
  Penyusutan  311.250.860   (151.131.279 )  -   160.119.581   Depreciation 
  Penyisihan atas  
   penurunan nilai              Allowance for declining in 

   persediaan  283.565.432   (66.493.300 )  -   217.072.132    value of inventories 
                
  Aset pajak 
   tangguhan - bersih  9.760.566.958   (1.044.349.461)   73.275.825   8.789.493.322   Deferred tax assets - net 

   
         

 
 

     31 Desember 2019/December 31, 2019 
                       

              Dikreditkan      
          Dikreditkan    pada Penghasilan     
          pada   Komprehensif Lain/     
          Laba Rugi/    Credited     
      Saldo Awal/    Credited    to Other    Saldo Akhir/  
      Beginning    to    Comprehensive    Ending  
      Balance    Profit or Loss    Income    Balance  
                
  Estimasi liabilitas atas 
   imbalan kerja              Estimated liabilities 
   karyawan  7.473.048.541   844.045.072   398.942.164   8.716.035.777   for employees’ benefits 

  Penyisihan atas  
   penurunan nilai              Allowance for impairment 

   piutang usaha  449.714.889   -   -   449.714.889    of trade receivables 
  Penyusutan  331.417.394   (20.166.534 )  -   311.250.860   Depreciation 
  Penyisihan atas  
   penurunan nilai              Allowance for declining in 

   persediaan  283.565.432   -   -   283.565.432    value of inventories 
                
 Aset pajak 
   tangguhan - bersih  8.537.746.256   823.878.538   398.942.164   9.760.566.958   Deferred tax assets - net 

   
          

 
d.  Administrasi  d. Administration 

 
Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, 
Perusahaan menghitung, menetapkan dan 
membayar secara sendiri pajak penghasilannya 
(self-assessment). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak 
dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat 
terutangnya pajak. 

 Under the taxation laws of Indonesia, the Company 
submits tax return on the basis of self assessment. 
The Directorate General of Taxation (DGT) may 
assess or amend taxes within 5 (five) years of the 
time the tax becomes due. 
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17. PERPAJAKAN (lanjutan)  17. TAXATION (continued) 
 

d.  Administrasi  d. Administration 
 

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah 
menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif 
pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri 
dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 
22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% 
mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta tarif 
pajak penghasilan untuk wajib pajak dalam negeri 
yang berbentuk Perseroan Terbuka dengan jumlah 
keseluruhan saham yang disetor dan 
diperdagangkan pada Bursa Efek Indonesia paling 
sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu, 
dapat memperoleh pengurangan tarif sebesar 3% 
lebih rendah. 

  
 

On March 31, 2020, the Government issued a 
Government Regulation in lieu of the Law of the 
Republic of Indonesia Number 1/2020 which 
stipulates, among others, reduction to the tax rates for 
corporate income tax payers and permanent 
establishments entities from previously 25% to 
become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% 
starting fiscal year 2022 and onwards, and the 
corporate income tax rate for Limited Liability 
Companies with at least 40% of their paid-in shares 
listed on the Indonesia Stock Exchange and meeting 
certain requirements, would be reduced further by 
3%. 

 
  Pada Oktober 2021, Pemerintah Indonesia 

mengesahkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 
tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang 
mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 20% 
menjadi 22% untuk tahun 2022 dan seterusnya. 

   On October 2021, the Government of Indonesia 
approved the Law No. 7 year 2021 regarding 
harmonization of tax regulation which changed the 
corporate income tax rate from 20% to 22% or year 
2022 onwards. 

 
  Tarif pajak tersebut digunakan sebagai acuan untuk 

pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan 
tangguhan. 

   The tax rates were used as reference to measure 
the current and deferred tax assets and liabilities. 

 
 

18. ESTIMASI LIABILITAS ATAS IMBALAN KERJA 
KARYAWAN 

 18. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES’ 
BENEFITS 

 
Perusahaan mencatat estimasi liabilitas atas imbalan 
kerja karyawan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019, berdasarkan perhitungan aktuarial 
yang dilakukan oleh PT Sakura Aktualita Indonesia, 
aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal  
1 September 2022 dan 22 Maret 2022, 15 April 2021 dan 
29 Maret 2020, masing-masing menggunakan metode 
“Projected Unit Credit”. 

 The Company recorded the estimated liabilities for 
employees’ benefits as of July 31, 2022, December 31, 
2021, 2020 and 2019, based on the actuarial calculation 
prepared by PT Sakura Aktualita Indonesia, an 
independent actuary, which report dated September 1, 
2022, March 22, 2022, April 15, 2021 and March 29, 
2020, applied the “Projected Unit Credit” method, 
respectively. 

 

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan 
aktuaria tersebut adalah sebagai berikut: 

 Key assumptions used for actuarial calculation are as 
follows: 

 
         31 Juli 2022/   31 Desember 2021/ 31 Desember 2020/ 31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022   December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2019 
                      

Tingkat diskonto   7,50%   7,00%    7,00%   7,75%   Discount rate 
Tingkat kenaikan gaji   7,00%   7,00%    7,00%   7,00%   Salary increment rate 
Tingkat mortalitas   TMI-IV   TMI-IV   TM III   TM III   Mortality rate 
Usia pensiun   55 tahun/years   55 tahun/years   45 tahun/years   55 tahun/years   Retirement age 

 
Analisis liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan 
yang disajikan sebagai “Estimasi Liabilitas atas Imbalan 
Kerja Karyawan” di laporan posisi keuangan, beban 
imbalan kerja karyawan yang dicatat dalam laporan laba 
rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai 
berikut: 

 Analysis of estimated liabilities for employees’ benefits 
presented as “Estimated Liabilities for Employees’ 
Benefits” in the statements of financial position, and 
employees’ benefits expense as recorded in the 
statements of profit or loss and other comprehensive 
income are as follows: 

 

a. Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan   a. Estimated liabilities for employees’ benefits 
 

        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

 Nilai kini liabilitas imbalan               Present value of employees’ 
  kerja      34.036.184.564   34.375.555.862   35.875.400.316   34.864.143.107  benefits obligation 

                 

 Liabilitas yang diakui                Liabilities recognized in the 
  dalam laporan posisi                statements 
  keuangan     34.036.184.564   34.375.555.862   35.875.400.316   34.864.143.107  of financial position 
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18. ESTIMASI LIABILITAS ATAS IMBALAN KERJA 
KARYAWAN (lanjutan) 

 18. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEES’ 
BENEFITS (continued) 

 
b. Mutasi nilai bersih atas liabilitas imbalan kerja 

karyawan  
 b. The change in liabilities of employees’ benefits 

 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

                    Beginning balance of 
 Saldo awal liabilitas bersih    34.375.555.862   35.875.400.316   34.864.143.107   29.892.194.163  net liabilities  
 Beban imbalan kerja karyawan              Employees’ benefit expense 
  periode berjalan     2.174.611.724   3.893.976.120   5.122.435.570   4.978.602.758  for current period  
 Manfaat yang dibayarkan    (2.233.710.719)   (3.183.966.680)   (4.922.765.901)   (1.602.422.470)  Benefit paid 
                    Other comprehensive 
 Rugi (laba) komprehensif lain    (280.272.303)   (2.209.853.894)   811.587.540   1.595.768.656  loss (income) 

                 

 Saldo akhir liabilitas     34.036.184.564   34.375.555.862   35.875.400.316   34.864.143.107  Ending balance of liabilities 
        

          
  

 
c. Beban imbalan kerja karyawan   c. Employees’ benefits expense 

 
        Periode Tujuan Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
        2022    2021    2021    2020    2019 
                    

    Biaya jasa kini    938.517.098   1.040.760.064   2.503.466.137   3.059.555.603   2.881.362.263  Current service costs 
  Biaya bunga    1.236.094.626   979.327.481   1.747.669.428   2.062.879.967   2.097.240.495  Interest costs 
 Biaya jasa lampau    -   (350.805.066)  (357.159.445)  -   -  Past service costs 

                    

  Beban imbalan kerja karyawan                 Employees‘ benefits 
   yang diakui pada periode                 expense recognized in 
   berjalan    2.174.611.724   1.669.282.479   3.893.976.120   5.122.435.570   4.978.602.758  the current period 
                    

 
Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas 
tersebut di atas cukup untuk memenuhi ketentuan yang 
berlaku. 

 Management believes that the above estimated liabilities 
are adequate to cover the prevailing requirements. 

 
Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan 
perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji, 
dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap kewajiban 
imbalan pascakerja pada tanggal 31 Juli 2022,  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019. 

 The following table shows the sensitivity to the possibility 
of changes in the discount rates and salary increment 
rate, with other variables held constant, of the obligation 
for post-employment as of July 31, 2022, December 31, 
2021, 2020 and 2019. 

 
        Perubahan                  
        Asumsi/                 
        Change In    31 Juli 2022/    31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/  
        Assumption    July 31, 2022    December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019  
                    

  Tingkat bunga diskonto    Kenaikan 1%/              Discount rate 
        Increase 1%   32.402.240.880   32.306.427.500   33.757.624.434   32.856.338.271 
        Penurunan 1%/     
        Decrease 1%   37.003.479.710   36.673.908.193   38.227.789.481   37.094.378.317 
  Tingkat kenaikan gaji    Kenaikan 1%/              Salary increment rate 
        Increase 1%   36.819.945.341   36.499.697.976   38.049.483.387   36.925.331.233 
        Penurunan 1%/   
        Decrease 1%   32.521.377.225   32.419.511.325   33.873.366.986   32.966.070.589 
 
 
19. MODAL SAHAM  19. SHARE CAPITAL 
 

Komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 
31 Juli 2022 adalah sebagai berikut: 

 The composition of the Company’s shareholders and their 
share ownership as of July 31, 2022 are as follows: 

 

        Jumlah    Persentase       
        Saham/    Kepemilikan/      
        Number of   Percentage of    Jumlah/ 
Pemegang Saham     Shares   Ownership     Total   Shareholders 
                    

PT Tancorp Mega Buana     14.250  50,443%    14.250.000.000  PT Tancorp Mega Buana 
PT Maramakmur Selaras     7.140  25,274%    7.140.000.000  PT Maramakmur Selaras 
PT Multi Pidotama Mandiri     6.860  24,283%    6.860.000.000  PT Multi Pidotama Mandiri 
               

Jumlah      28.250  100,000%    28.250.000.000  Total 
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19. MODAL SAHAM (lanjutan)  19. SHARE CAPITAL (continued) 
 

Komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 
31 Desember 2021, 2020 dan 31 Desember 2019 adalah 
sebagai berikut: 

 The composition of the Company’s shareholders and their 
share ownership as of December 31, 2021, 2020 and 
2019 are as follows: 

 

        Jumlah    Persentase       
        Saham/    Kepemilikan/      
        Number of   Percentage of    Jumlah/ 
Pemegang Saham     Shares   Ownership     Total   Shareholders 
                    

PT Maramakmur Selaras     7.140  51,00%    7.140.000.000  PT Maramakmur Selaras 
PT Multi Pidotama Mandiri     6.860  49,00%    6.860.000.000  PT Multi Pidotama Mandiri 
               

Jumlah       14.000  100,000%    14.000.000.000  Total 
          
 

Berdasarkan Akta Notaris Rudy Siswanto, SH., No. 9 
tanggal 17 Mei 2022 mengenai Pernyataan Keputusan 
Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Penta 
Valent, Para Pemegang Saham menyetujui, antara lain, 
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh 
menjadi Rp 28.250.000.000 yang terdiri dari 28.250 
saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham 
dan penerbitan saham baru kepada PT Tancorp Mega 
Buana sejumlah Rp 14.250.000.000. 

 Based on Notarial Deed by of Notary Rudy Siswanto, 
SH., No. 9 dated May 17, 2022 regarding the Statement 
of Shareholders’ Circular Decisions in lieu of an 
extraordinary general meeting of shareholders PT Penta 
Valent, the Company’s shareholders approved among 
others, the increase of   the  Company’s   issued and fully 
paid  capital  to Rp 28,250,000,000, which consist of 
28,250 shares with a nominal value of Rp 1,000,000 per 
share and issuance of new shares to PT Tancorp Mega 
Buana amounting to Rp 14,250,000,000. 

 

Perubahan ini disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat 
Keputusan No. AHU-0093261.AH.01.11.Tahun 2022 
pada tanggal 19 Mei 2022. 

 The amendment was approved by the Minister of Law 
and Human Rights of the Republic of Indonesia in its 
Decision Letter No. AHU-0093261.AH.01.11.Tahun 2022, 
dated May 19, 2022. 

 

Peningkatan modal saham yang berasal dari setoran 
modal saham dari PT Tancorp Mega Benua bertujuan 
untuk memperkuat posisi permodalan Perusahaan dan 
menambah modal kerja Perusahaan yang pada akhirnya 
akan meningkatkan kinerja operasional Perusahaan. 

 The increase in of   the Company’s  share capital derived 
from paid up share capital from PT Tancorp Mega Benua 
aims to strengthen the Company's capital position and 
increase the Company's working capital which will 
ultimately improve the Company's operational 
performance. 

 

 Pengelolaan Modal  Capital Management 
 

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah 
untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat 
untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan 
bagi pemegang saham. 

 The primary objective of the Company’s capital 
management is to ensure that they maintain healthy 
capital ratios in order to support their business and 
maximize shareholder value. 

 

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang 
Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk 
menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan 
yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan 
tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan 
dibayar penuh. Persyaratan permodalan eksternal 
tersebut akan dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) tahunan 
berikutnya. 

 The Company is also required by the Limited Liability 
Company Law No. 40 Year 2007 to contribute and 
maintain a non-distributable reserve fund until the said 
reserve reaches 20% of the issued and fully paid share 
capital. This externally imposed capital requirements will 
be considered with by the Company in next Annual 
General Shareholders Meeting (“AGM”). 

 

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan 
melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi 
ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur 
permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan usulan 
pembayaran dividen kepada pemegang saham, 
menerbitkan saham baru atau mengusahakan tambahan 
pendanaan melalui pinjaman. 

 The Company manages its capital structure and make 
adjustments to it, in light of changes in economic 
conditions. In order to maintain and adjust the capital 
structure, the Company may adjust the proposed 
dividend payment to shareholders, issue new shares, or 
raise additional debt financing. 

 

Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun 
proses dalam manajemen modal untuk periode tujuh 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 
2020 dan 2019. 

 No changes were made in the objectives, policies or 
processes for managing capital for the seven-month 
period ended July 31, 2022, and the years ended 
December 31, 2021, 2020 and 2019. 
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19. MODAL SAHAM (lanjutan)  19. SHARE CAPITAL (continued) 
 
 Pengelolaan Modal (lanjutan)  Capital Management (continued) 
 

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur 
pemodalan yang sehat untuk mengamankan akses 
terhadap pendanaan pada biaya yang wajar. 

 The Company’s policy is to maintain a healthy capital 
structure in order to secure access to finance at a 
reasonable cost. 
 
 

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR   20. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL 
 
        31 Juli 2022/   31 Desember 2021/  31 Desember 2020/  31 Desember 2019/ 
        July 31, 2022   December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                 

 Agio saham atas pengeluaran               Share premium on issuance 
  Saham baru kepada               of new shares to 
  PT Tancorp Mega Buana                PT Tancorp Mega Buana 
    (Catatan 19)     74.750.000.000   -   -   - (Note 19) 
                   Impact of applying 
Dampak penerapan PSAK No. 70    22.978.701.286   22.978.701.286   22.978.701.286   22.978.701.286  PSAK No. 70 

                  

 Jumlah     97.728.701.286   22.978.701.286   22.978.701.286   22.978.701.286  Total 
                 

 
 
21. DIVIDEN TUNAI DAN DANA CADANGAN UMUM  21. CASH DIVIDENDS AND GENERAL RESERVES 
 

Berdasarkan Akta Notaris  Martina, S.H., No. 4 tanggal   
16 Mei 2022 mengenai Pernyataan Keputusan Sirkuler 
Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahunan PT Penta Valent, Para 
Pemegang Saham menyetujui, antara lain, pembagian 
dividen tunai kumulatif sebesar Rp 73.700.000.000 atau 
setara dengan Rp 5.264.286 per lembar saham dari 
laporan keuangan Perusahaan per tanggal 31 Desember 
2021 dan dividen tunai  interim sebesar  
Rp 4.900.000.000 atau setara dengan Rp 350.000 per 
lembar saham berdasarkan laporan keuangan interim 
Perusahaan tanggal 30 April 2022.. Para Pemegang 
Saham juga menyetujui untuk mencadangkan sejumlah 
Rp 100.000.000 dari saldo laba Perusahaan, sebagai 
dana cadangan umum Perusahaan. 

 Based on Notarial Deed by of Notary Martina, S.H., No. 4 
dated May 16, 2022 regarding the Statement of 
Shareholders’ Circular Decisions in lieu of an annual 
general meeting of shareholders PT Penta Valent, the 
Company’s shareholders approved among others, the 
distribution of cumulative cash dividends of  
Rp 73,700,000,000 or equivalent with Rp 5,264,286 per 
share of the Company's financial statements as of 
December 31, 2021 and cash interim dividend of  
Rp 4,900,000,000 or equivalent with Rp 350,000 per 
share based on the Company's interim financial 
statements as of April 30, 2022. Shareholders also 
agreed to appropriate a reserve of Rp. 100,000,000 of 
the Company's retained earnings, as the Company's 
general reserve fund. 

 
 

22. PENJUALAN BERSIH  22. NET SALES 
 

 

 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 
 

        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
            2021 (Tidak Diaudit/   
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Penjualan lokal - Rupiah                  Local sales - Rupiah 
Pihak ketiga                  Third parties 
Produk farmasi   1.039.854.515.860   899.174.406.151  1.584.945.613.248  1.238.635.384.640  1.293.401.974.592  Pharmaceutical products 
Produk konsumer    125.914.828.477   101.353.258.194   203.081.811.992   142.063.676.882   137.783.704.164  Consumer products  

                    

Penjualan bersih   1.165.769.344.337  1.000.527.664.345  1.788.027.425.240  1.380.699.061.522  1.431.185.678.756  Net sales 
                    

 
Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit), dan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat penjualan yang 
dilakukan kepada pihak-pihak berelasi: 

 There is no portion of sales made to related parties for 
the seven-month periods ended July 31, 2022 and 2021 
(unaudited), and for the years ended December 31, 2021, 
2020 and 2019, there were no sales to related parties. 

 
Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit), dan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019, tidak terdapat penjualan dengan 
jumlah penjualan melebihi 10% dari jumlah penjualan 
bersih. 

 For the seven-month periods ended July 31, 2022 and 
2021 (unaudited), and for the years ended December 31, 
2021, 2020 and 2019, there were no sales with amount 
exceeding 10% of net sales. 
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23. BEBAN POKOK PENJUALAN  23. COST OF GOODS SOLD 
 

 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 
 

        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
            2021 (Tidak Diaudit/   
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                      

 Persediaan awal    164.316.465.365    99.803.412.417   99.803.412.417   95.336.832.480   83.071.551.839  Beggining  inventories 
  Pembelian bersih   1.080.242.002.337   965.061.878.956  1.684.642.510.159  1.258.028.906.353  1.303.600.442.505  Purchases – net 
                    

  Persediaan tersedia untuk dijual  1.244.558.467.702  1.064.865.291.373  1.784.445.922.576  1.353.365.738.833  1.386.671.994.344  Inventories availabe for sale 
Persediaan akhir     (184.749.707.627)  (156.325.236.097)  (164.316.465.365)  (99.803.412.417 )  (95.336.832.480) Ending inventories 

  Perubahan penyisihan penurunan               Change in allowance for declining 
   nilai untuk persediaan - bersih   898.457.760   313.605.117   645.130.527   (147.570.221 )  -  in value of inventories 
                    

Beban pokok penjualan    1.060.707.217.835   908.853.660.393   1.620.774.587.738   1.253.414.756.195   1.291.335.161.864  Cost of goods sold 
                    

 
Sebagian pembelian, yaitu sekitar 0,57%, 0,58%, 0,62%, 
0,82% dan 0,76% masing-masing pada periode tujuh 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 
(tidak diaudit) dan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 
2021 dan 2020, dilakukan dengan pihak berelasi (Catatan 
16). 

 A portion of purchases approximately 0.57% and 0.58%, 
0.62%, 0.82% and 0.76% For the seven-month periods 
ended July 31, 2022 and 2021 (unaudited), and for the 
years ended December 31, 2021, 2020 and 2019, 
respectively, were made from related party (Note 16). 

 
Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit), dan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019, pembelian dari 
pemasok pihak ketiga dengan jumlah pembelian melebihi 
10% dari jumlah penjualan bersih adalah sebagai berikut: 

 For the seven-month periods ended July 31, 2022 and 
2021 (unaudited), and for the years ended December 31, 
2021, 2020 and 2019, purchase from third parties with 
total purchase exceeding 10% of net sales was as 
follows: 

 
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
            2021 (Tidak Diaudit/   
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Pembelian                  Purchases 
PT Guardian Phartama    130.939.522.771   132.414.900.655   223.933.332.624   170.178.403.210   194.690.507.645  PT Guardian Phartama 
PT Meprofarm    121.092.244.314   138.881.755.596   207.115.374.406   124.613.170.844   126.659.310.975  PT Meprofarm 
PT Cendo Pharmaceutical                  PT Cendo Pharmaceutical 
 Industries    105.939.527.162   148.591.595.713   185.928.287.188   146.436.105.323   177.207.147.080  Industries 

                    

Bersih      357.971.294.247   419.888.251.964   616.976.994.218   441.227.679.377   498.556.965.700  Net  
                    

 
 
24. BEBAN PENJUALAN   24. SELLING EXPENSES 
 
 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 

 
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
            2021 (Tidak Diaudit/   
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Gaji, upah dan                  Salary, wages and 
 kesejahteraan karyawan    14.513.287.142   13.370.554.195   23.077.305.557   19.862.892.867   20.378.967.148   employee benefit 
Pengangkutan dan pengiriman    11.693.604.443   10.126.185.278   18.800.537.377   13.699.996.990   12.196.852.111  Transportation and deliveries 
Komisi      7.894.499.435   4.676.489.401   8.892.073.308   5.089.871.788   5.655.518.886  Commission 
                     Depreciation of right-of-use 
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 10)   2.493.804.934   2.164.966.383   3.849.970.735   3.570.380.320   -  assets (Note 10) 
Penjualan kanvas    1.507.377.262   1.416.622.649   2.476.287.906   2.309.030.304   2.313.118.047  Canvas sales 
Imbalan kerja (Catatan 18)    927.558.218   470.027.689   1.121.439.717   1.365.160.037   1.321.896.538  Employee benefits (Note 18) 
Gudang    580.938.728   517.940.433   751.747.674   791.566.851   635.352.775  Warehouse 
Kendaraan    428.271.767   245.268.281   522.037.056   506.446.981   868.543.865  Vehicles 
Representasi    136.294.021   77.491.050   160.824.032   613.642.929   75.474.318  Representation 
Penyusutan (Catatan 9)    80.884.533   68.262.138   126.361.501   112.420.800   70.922.878  Depreciation (Note 9) 
Lain-lain    1.522.556.136   946.294.835   906.785.029   886.964.599   1.022.764.061  Others 

                    

Jumlah    41.779.076.619   34.080.102.332   60.685.369.892   48.808.374.466   44.539.410.627  Total 
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25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI  25. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 
 
 Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  The details of this account are as follows: 

 
        Periode Tujuan Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
            2021 (Tidak Diaudit/   
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Gaji dan tunjangan    36.009.128.890   32.575.590.443   54.396.673.999   51.770.588.200   53.556.883.267  Salaries and allowances 
Listrik dan air    1.297.438.670   1.509.465.862   2.165.955.909   2.369.872.577   2.290.961.333  Electricity and water 
Imbalan kerja (Catatan 18)    1.247.053.506   1.199.254.790   2.772.536.404   3.757.275.533   3.656.706.220  Employees’ benefits (Note 18) 
Komunikasi    837.644.620   1.697.723.722   2.167.175.380   1.118.106.992   1.858.095.356  Communication 
Fotokopi dan cetakan    825.721.787   749.237.344   1.330.042.285   1.126.067.124   1.209.353.206  Print and photocopy 
Perbaikan dan pemeliharaan    784.757.126   745.206.608   1.183.067.850   1.770.439.839   3.606.856.799  Repairs and maintenance 
Penyusutan (Catatan 9)    562.334.088   362.953.917   2.603.062.531   889.912.436   917.529.061  Depreciation (Note 9) 
Perlengkapan kantor    547.555.448   507.991.778   933.206.267   816.099.243   760.980.541  Office tools 
Transportasi    442.165.123   191.968.677   542.100.573   359.530.610   1.210.934.483  Transportation 
Kurir      299.653.457   318.504.387   564.140.052   507.842.483   524.160.329  Courier 
Jasa profesional    273.759.010   94.050.000   173.962.244   170.000.000   510.118.662  Professional fee 
Asuransi dan pajak    256.031.685   2.458.977.875   1.918.143.081   295.025.148   141.892.066  Insurance and taxes 
Biaya materai    213.656.815   218.787.180   415.867.983   320.523.090   436.405.910  Stamp duty 
Lain-lain    4.465.038.461   1.151.695.932   5.770.081.425   6.232.130.928   12.813.656.708  Others 

                    

Jumlah    48.061.938.686   43.781.408.515   76.936.015.983   71.503.414.203   83.494.533.941  Total 
                    

 
 

26. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS 
KAS 

 26. SUPPLEMENTARY INFORMATION TO THE 
STATEMENTS OF CASH FLOWS 

 
a. Aktivitas non-kas  a. Non-cash activities  

 
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended July 31,    Years ended December 31, 
                      
            2021 (Tidak Diaudit/   
        2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

   Perolehan aset hak-guna                Acquisition of right-of-use assets  
   Melalui liabilitas sewa    475.000.000   -   235.598.564   -   -  through lease liabilities 

 
b. Rekonsiliasi utang neto  b. Net debt reconciliation  

 
            31 Juli 2022/July 31, 2022         
                  

                Transaksi      
        1 Januari 2022/        non-kas/    31 Juli 2022/  
        January 1,    Arus kas/    Non-cash    July 31,  
        2022    Cash flows    Movements    2022  
                  

  Utang bank    29.691.053.328   (29.691.053.328 )  -   -   Bank loans 
  Liabilitas sewa    235.598.564   -   475.000.000   710.598.564  Lease liabilities 
 
           31 Desember 2021/December 31, 2021      
                  

                Aktivitas    31 Desember  
        1 Januari 2021/        Non-kas/    2021/  
        January 1,    Arus Kas/    Non-cash   December 31,  
        2021    Cash Flows    Activities    2021  
                  

  Utang bank    19.189.999.879   10.501.053.449   -   29.691.053.328   Bank loans 
  Utang pembiayaan konsumen  16.942.784   (16.942.784 )  -   -  Consumer finance payables 
  Liabilitas sewa    -   -   235.598.564   235.598.564  Lease liabilities 
 
           31 Desember 2020/December 31, 2020         
                  

                Aktivitas    31 Desember  
        1 Januari 2020/        Non-kas/    2020/  
        January 1,    Arus Kas/    Non-cash   December 31,  
        2020    Cash Flows    Activities    2020  
                  

  Utang bank    34.999.999.893   (15.810.000.014 )  -   19.189.999.879   Bank loans 
  Utang pembiayaan konsumen  47.371.272   (30.428.488 )  -   16.942.784  Consumer finance payables 
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26. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS 
KAS (lanjutan) 

 26. SUPPLEMENTARY INFORMATION TO THE 
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued) 

 
b. Rekonsiliasi utang neto (lanjutan)  b. Net debt reconciliation (continued) 

 
         31 Desember 2019/December 31, 2019       
                  

                Aktivitas    31 Desember  
        1 Januari 2019/        Non-kas/    2019/  
        January 1,    Arus Kas/    Non-cash   December 31,  
        2019    Cash Flows    Activities    2019  
                  

  Utang bank    20.998.271.358   14.001.728.535   -   34.999.999.893   Bank loans 
  Utang pembiayaan konsumen  73.709.764   (26.338.492 )  -   47.371.272  Consumer finance payables 
 
 
27. PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN  27. SIGNIFICANT AGREEMENTS 

 
 Perjanjian kerjasama   Cooperation agreements 

 
Perusahaan mengadakan perjanjian distribusi dengan 
beberapa pihak ketiga yang bergerak di  bidang produksi 
obat resep, obat non-resep, alat kesehatan, dan produk 
konsumer untuk mendistribusikan produk perusahaan-
perusahaan tersebut  sesuai dengan syarat dan kondisi 
yang ditetapkan dalam perjanjian. Jangka waktu 
perjanjian berkisar antara 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun 
dan dapat diperpanjang dengan otomatis atau dihentikan 
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 

 The Company entered into distribution agreements with 
several third parties which engaged in the production of 
prescription medicine, non-prescription medicine, medical 
device and consumer products to distribute the products 
of such companies, in accordance with terms and 
condition as determined in the agreement. The 
agreements are valid for a period of 1 (one) year to 5 
(five) years and are automatically renewable or 
terminated according to the agreement of both parties. 

 
 Perjanjian sewa   Rental agreements 
 

Perusahaan telah menandatangani beberapa perjanjian 
sewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu antara 2 
tahun sampai dengan 5 tahun dengan pihak ketiga dan 
pihak berelasi untuk beberapa lokasi cabang yang akan 
berakhir pada berbagai tanggal antara tahun 2023 
sampai dengan tahun 2027. 

 The Company entered into several land and building 
rental agreements for a period of 2 years to 5 years, with 
third parties and related party for several branch locations 
that will expired in various period between year 2023 and 
2027. 

 
 

28. LABA PER SAHAM  28. EARNING PER SHARE 
 

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:  The calculation of earning per share is as follows: 
 

        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended Juli 31,    Years ended December 31, 
                      
        2022    2021    2021    2020    2019 
                    

Laba periode/tahun berjalan    9.710.177.369   8.532.400.488   19.276.365.431   269.581.098   4.983.437.129  Profit for the period/year 
                    

Jumlah rata-rata                  Weighted average 
 tertimbang saham *)    952.063.679   700.000.000   700.000.000   700.000.000   700.000.000  number of shares *) 

                    

Laba per saham dasar    10,20   12,19   27,54   0,39   7,12  Basic earnings  per share 
                    

 
*) Setelah penyesuaian secara retroaktif atas perubahan 

nilai nominal saham Perusahaan dari Rp 1.000.000 
per saham menjadi Rp 20 per saham (lihat Catatan 
32). 

 *) After retroactively adjusting the change in the nominal 
value of the Company's shares from Rp 1.000,000 per 
share to Rp 20 per share (see Note 32). 

 
 
29. SEGMEN OPERASI  29. OPERATING SEGMENT 

 
Segmen Usaha  Business Segment 

 
Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan 
informasi yang digunakan oleh manajemen untuk 
mengevaluasi kinerja setiap segmen usaha dan 
mengalokasikan sumber daya. 

 The following segment information is prepared based on 
the information that is used by management to evaluating 
the performance of each business segment and in 
determining the allocation of resources. 
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29. SEGMEN OPERASI  29. OPERATING SEGMENT 
 

Segmen Usaha (lanjutan)  Business Segment (continued) 
 

Perusahaan terutama mengklasifikasikan aktivitas 
usahanya menjadi dua segmen usaha utama, yaitu  
(a) Produk Farmasi dan (b) Produk Konsumer. Informasi 
segmen Perusahaan berdasarkan bidang usaha adalah 
sebagai berikut: 

 The Company primarily classifies its business activities 
into two main core business segments, namely  
(a) Pharmaceutical Products and (b) Consumer Products. 
The Company’s segment information based on business 
activities are as follows: 

  
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Juli 2022/ 
        Seven-Month Period Ended July 31, 2022  
                  

         Produk Farmasi/   Produk Konsumer/     
         Pharmaceutical     Consumer     Total/ 
         Product     Product     Total 
                 

Penjualan bersih    1.039.854.515.860    125.914.828.477    1.165.769.344.337    Net sales  
                 

Beban pokok penjualan     (948.164.782.026 )   (112.542.435.809)  (1.060.707.217.835 )   Cost of goods sold 
                 

Hasil segmen      91.689.733.834    13.372.392.668   105.062.126.502    Segment results 
                 

Beban penjualan            (41.779.076.619 )   Selling expenses 
                    General and administrative  
Beban umum dan administrasi           (48.061.938.686 )   expenses 
Pendapatan keuangan            34.771.394    Finance income 
Beban bunga             (2.318.931.881 )   Interest expenses 
Beban lain-lain bersih            (333.172.958 )   Other expense - net 

                 

                    Income before income tax 
Laba sebelum beban pajak penghasilan           12.603.777.752     expense 
 
Beban pajak penghasilan - neto           (2.893.600.383 )   Income tax expense - net 

                 

Laba periode berjalan            9.710.177.369    Income for the period 
 
Laba komprehensif lain,                Other comprehensive income, 
 setelah pajak            218.612.397    net of tax 

                 

Jumlah laba komprehensif                Total comprehensive income 
 periode berjalan            9.928.789.766    for the period 
                 

Informasi lainnya                Other information 
Aset                649.335.720.889    Assets 
Liabilitas              514.351.156.607    Liabilities 
Depresiasi dan amortisasi            3.137.023.555    Depreciation and amortisation 

 
        Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/ 
        Year Ended December 31, 2021  
                  

         Produk Farmasi/   Produk Konsumer/     
         Pharmaceutical     Consumer     Total/ 
         Product     Product     Total 
                 

Penjualan bersih    1.584.945.613.248    203.081.811.992    1.788.027.425.240    Net sales  
                 

Beban pokok penjualan    (1.441.679.968.659 )   (179.094.619.079)   (1.620.774.587.738 )   Cost of goods sold 
                 

Hasil segmen     143.265.644.589    23.987.192.913    167.252.837.502    Segment results 
                 

Beban penjualan            (60.685.369.892 )   Selling expenses 
                    General and administrative  
Beban umum dan administrasi           (76.936.015.983 )   expenses 
Pendapatan keuangan            71.177.571    Finance income 
Beban bunga             (2.870.498.693 )   Interest expenses 
Beban lain-lain – bersih            (149.789.219 )   Other expense - net 

                 

Laba sebelum beban                Income before income tax 
 pajak penghasilan            26.682.341.286     expense 
 
Beban pajak penghasilan - neto           (7.405.975.855 )   Income tax expense - net 

                 

Laba periode berjalan            19.276.365.431    Income for the period 
 
Laba komprehensif lain,                Other comprehensive income, 
 setelah pajak            1.723.686.037    net of tax 

                 

Jumlah laba komprehensif                Total comprehensive income 
 periode berjalan            21.000.051.468    for the period 
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29. SEGMEN OPERASI (lanjutan)  29. OPERATING SEGMENT (continued) 
 

Segmen Usaha (lanjutan)  Business Segment (continued) 
 

        Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021/ 
        Year Ended December 31, 2021  
                  

         Produk Farmasi/   Produk Konsumer/     
         Pharmaceutical     Consumer     Total/ 
         Product     Product     Total 
                 

 
Informasi lainnya:                Other information 
Aset                562.937.375.488    Assets 
Liabilitas              448.281.600.972    Liabilities 
Penyusutan dan amortisasi            6.579.394.767    Depreciation and amortization 

 
        Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020/ 
        Year Ended December 31, 2020  
                  

         Produk Farmasi/   Produk Konsumer/     
         Pharmaceutical     Consumer     Total/ 
         Product     Product     Total 
                 

Penjualan bersih    1.238.635.384.640    142.063.676.882    1.380.699.061.522    Net sales 
                 

Beban pokok penjualan    (1.129.117.243.518 )   (124.297.512.677)   (1.253.414.756.195 )   Cost of goods sold 
                 

Hasil segmen     109.518.141.122    17.766.164.205    127.284.305.327    Segment results 
                 

Beban penjualan            (48.808.374.466 )   Selling expenses 
                    General and administrative  
Beban umum dan administrasi           (71.503.414.203 )   expenses 
Pendapatan keuangan            754.803.453    Interest expenses 
Beban bunga             (3.065.538.933 )   Finance costs 
Pendapatan lain-lain bersih            47.820.561    Other income - net 

                 

                    Income before income tax 
Laba sebelum beban pajak penghasilan         4.709.601.739     expense 
 
Beban pajak penghasilan - neto           (4.440.020.641 )  Income tax expense - net 

                 

Laba periode berjalan            269.581.098    Income for the period 
 
Rugi komprehensif lain,               Other comprehensive loss, 
 setelah pajak            (738.311.715 )  net of tax 

                 

Jumlah rugi komprehensif                Total comprehensive loss 
 periode berjalan            (468.730.617 )   for the period 
                 

Informasi lainnya:               Other information 
Aset                401.918.090.985   Assets 
Liabilitas              308.262.367.937   Liabilities 
Penyusutan dan amortisasi            4.572.713.556   Depreciation and amortisation 

 
        Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ 
        Year Ended December 31, 2019  
                  

         Produk Farmasi/   Produk Konsumer/     
         Pharmaceutical     Consumer     Total/ 
         Product     Product     Total 
                 

Penjualan bersih    1.293.401.974.592    137.783.704.164    1.431.185.678.756    Net sales  
                 

Beban pokok penjualan    (1.165.089.945.631 )   (126.245.216.233)   (1.291.335.161.864 )   Cost of goods sold 
                 

Hasil segmen     128.312.028.961    11.538.487.931    139.850.516.892    Segment results 
                 

Beban penjualan            (44.539.410.627 )   Selling expenses 
                    General and administrative  
Beban umum dan administrasi           (83.494.533.941 )   expenses 
Pendapatan keuangan            512.013.023    Finance income 
Beban bunga             (3.688.746.708 )   Interest expenses 
Pendapatan lain-lain bersih            80.094.202    Other income - net 

                 

                    Income before income tax 
Laba sebelum beban pajak penghasilan         8.719.932.841     expense 
 
Beban pajak penghasilan - neto           (3.736.495.712 )   Income tax expense - net 

                 

Laba periode berjalan            4.983.437.129    Income for the period 
 
Rugi komprehensif lain,                Other comprehensive loss, 
 setelah pajak            (1.196.826.492 )   net of tax 
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29. SEGMEN OPERASI (lanjutan)  29. OPERATING SEGMENT (continued) 
 

        Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019/ 
        Year Ended December 31, 2019  
                  

         Produk Farmasi/   Produk Konsumer/     
         Pharmaceutical     Consumer     Total/ 
         Product     Product     Total 
                 

Jumlah laba komprehensif                Total comprehensive income 
 periode berjalan            3.786.610.637    for the period 
                 

Informasi lainnya:                Other information 
Aset                411.862.713.068    Assets 
Liabilitas              317.738.259.403    Liabilities 
Penyusutan dan amortisasi            988.451.939    Depreciation and amortisation 

 
Segmen Geografis  Geographical Segment 

 

Berikut ini adalah segmen Perusahaan berdasarkan 
pasar geografis: 

 Following are the Company’s segments based on 
geographical markets: 

 
        Periode Tujuh Bulan yang Berakhir    Tahun yang Berakhir pada Tanggal 
        pada Tanggal 31 Juli/    31 Desember/ 
        Seven-month periods Ended Juli 31,    Years ended December 31, 
                      
        2022    2021    2021    2020    2019 
                    

Penjualan bersih                  Net sales 
Jawa      614.446.068.087   542.862.925.432   955.208.334.992   733.366.807.563   763.878.999.163  Java 
Luar jawa    551.323.276.250   457.664.738.913   832.819.090.248   647.332.253.959   667.306.679.593  Outside Java 

                    

Jumlah   1.165.769.344.337  1.000.527.664.345  1.788.027.425.240  1.380.699.061.522  1.431.185.678.756  Total 
                    

 
 

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN 

 30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND 
POLICIES 

 
Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi 
dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko kredit, 
risiko likuiditas serta risiko tingkat bunga. Kebijakan akan 
pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat 
secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa 
parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik 
di Indonesia maupun internasional. 

 Potential risks arising from financial instruments of the 
Company relates to credit risk, liquidity risk and interest 
rate risk. Policies on the importance of managing these 
risks level have increased significantly by considering 
some parameters change and volatility of financial 
markets both in Indonesia and internationally. 

 
Direksi Perusahaan menelaah dan menyetujui kebijakan 
risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi 
mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini. 

 The Company’s Directors review and approve risk 
policies covering the risk tolerance in the strategy to 
manage the risks which are summarized below. 

 
 Faktor-faktor Risiko Keuangan  Financial Risk Factors 
 
 Risiko Kredit  Credit Risk 

 
Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan 
mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien 
atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas 
kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat 
secara signifikan. Perusahaan mengelola dan 
mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan 
jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan dan 
memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan 
tersebut. 

 Credit risk is the risk that the Company will incur a loss 
arising from the customer, client or other party who failed 
to meet their contractual obligations. There is no 
significant concentration of credit risk. The Company 
manages and controls credit risk by setting limits of 
acceptable risk for customers and monitor the exposure 
associated with these restrictions. 

 
Perusahaan melakukan hubungan usaha hanya dengan 
pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perusahaan 
memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan 
melakukan perdagangan secara kredit harus melalui 
prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah 
piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi 
risiko penurunan nilai piutang. 

 The Company conducts business relationships only with 
recognized and credible third parties. The Company has 
a policy to go through customer credit verification 
procedures. In addition, the balance of receivables are 
monitored continuously to reduce the risk for doubtful 
accounts. 
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30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND 
POLICIES (continued) 

 
 Risiko Likuiditas  Liquidity Risk 
 

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perusahaan tidak 
bisa memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. 
Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan yang 
ketat atas arus kas masuk (cash-in) dan kas keluar (cash-
out) untuk memastikan tersedianya dana untuk 
memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh 
tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan 
liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang 
jatuh tempo diperoleh dari penjualan kepada pelanggan. 
Perusahaan juga secara rutin mengevaluasi proyeksi 
arus kas dan arus kas aktual dan terus menelaah kondisi 
pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan 
dana. Kegiatan ini antara lain dapat meliputi pinjaman 
bank. 

 Liquidity risk is the risk that the Company are unable to 
meet its obligations when they fall due. The management 
evaluates and monitors cash-in flows and cash-out flows 
to ensure the availability of fund to settle the due 
obligation. In general, fund needed to settle the current 
and long-term liabilities is obtained from sales activities to 
customers. The Company also regularly evaluate cash 
flows projections and actual cash flows and continue to 
examine the condition of financial markets to take a 
fundraising initiative. These activities may include bank 
loans. 

 
 Risiko Tingkat Suku Bunga  Interest Rate Risk 

 
Risiko tingkat suku bunga adalah risiko di mana arus kas 
di masa depan akan berfluktuasi karena perubahan 
tingkat suku bunga pasar. Perusahaan terpengaruh risiko 
perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan 
utang bank dan utang lain-lain- pihak berelasi. 

 Interest rate risk is the risk that the future cash flows of a 
financial instrument will fluctuate because of changes in 
market interest rates. The Company’s exposures to the 
risk of changes in market interest rates relates primarily to 
the Company’s bank loans and other payables - related 
party. 

 
Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga 
pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat mengambil 
langkah-langkah yang paling menguntungkan 
Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen tidak 
menganggap perlunya melakukan swap suku bunga pada 
saat ini. 

 The Company closely monitors the market interest rate 
fluctuation and market expectation so it can take 
necessary actions benefited most to the Company in due 
time. The management currently does not consider the 
necessity to enter into any interest rate swaps. 

 
 Nilai Wajar Instrumen Keuangan  Fair Value of Financial Instruments 

 
Nilai tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen 
keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan posisi 
keuangan tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 
dan 2019, adalah sebagai berikut: 

 The fair values of the financial assets and liabilities are 
the carrying values and the estimated fair values of the 
Company financial instruments that are carried in the 
statements of financial position as of July 31, 2022, 
December 31, 2021, 2020 and 2019, are as follows: 

 
         31 Juli 2022/    31 Desember 2021/  
         July 31, 2022    December 31, 2021  
                    

         Nilai Tercatat/   Nilai Wajar/   Nilai Tercatat/   Nilai Wajar/ 
         Carrying Value   Fair Values   Carrying Value   Fair Values 
                    

Aset Keuangan Lancar               Current Financial Assets 
Kas dan setara kas   7.480.666.874   7.480.666.874   3.484.381.641   3.484.381.641   Cash and cash equivalents 
Piutang usaha   316.057.467.924   316.057.467.924   254.172.226.001   254.172.226.001   Trade receivables 
Piutang lain-lain   61.557.764.800   61.557.764.800   64.961.787.464   64.961.787.464   Other receivables 

                    

Jumlah aset keuangan lancar   385.095.899.598   385.095.899.598   322.618.395.106   322.618.395.106   Total current financial assets 
                     

Jumlah Aset Keuangan   385.095.899.598   385.095.899.598   322.618.395.106   322.618.395.106   Total Financial Assets 
                  

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek               Current Financial Liabilities 
Utang bank   -   -   29.691.053.328   29.691.053.328   Bank loans 
Utang usaha   421.355.494.105   421.355.494.105   372.938.136.591   372.938.136.591   Trade payables 
Utang lain-lain   56.984.283.849   56.984.283.849   872.639.543   872.639.543   Other payables 
Biaya masih harus dibayar   882.148.614   882.148.614   331.597.417   331.597.417   Accrued expenses 
Liabilitas sewa   475.000.000   475.000.000   -   -   Lease liabilities 

                    

Jumlah liabilitas keuangan               Total current 
 jangka pendek   479.696.926.568   479.696.926.568   403.833.426.879   403.833.426.879   financial liabilities 
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30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND 
POLICIES (continued) 

 
 Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)  Fair Value of Financial Instruments (continued) 

 
         31 Juli 2022/    31 Desember 2021/  
         July 31, 2022    December 31, 2021  
                    

         Nilai Tercatat/   Nilai Wajar/   Nilai Tercatat/   Nilai Wajar/ 
         Carrying Value   Fair Values   Carrying Value   Fair Values 
                    

Liabilitas Keuangan Jangka Panjang               Non-Current Financial Liabilities 
Utang jangka panjang - setelah                
 dikurangi bagian yang jatuh               Long-term debts - net of 
 tempo dalam waktu satu tahun               current maturities 
 Liabilitas sewa   235.598.564   235.598.564   235.598.564   235.598.564   Lease liabilities 
Utang lain-lain   -   -   9.371.390.000   9.371.390.000   Other payables 

                    

Jumlah liabilitas keuangan               Total non-current 
 jangka panjang   235.598.564   235.598.564   9.606.988.564   9.606.988.564   financial liabilities 

                    

 Jumlah liabilitas keuangan   479.932.525.132   479.932.525.132   413.440.415.443   413.440.415.443   Total Financial Liabilities 
                  

 

         31 Desember 2020/   31 Desember 2019/  
         December 31, 2020   December 31, 2019  
                    

         Nilai Tercatat/   Nilai Wajar/   Nilai Tercatat/   Nilai Wajar/ 
         Carrying Value   Fair Values   Carrying Value   Fair Values 
                    

Aset Keuangan Lancar               Current Financial Assets 
Kas dan setara kas   8.230.342.177   8.230.342.177   27.670.948.736   27.670.948.736   Cash and cash equivalents 
Piutang usaha   227.833.083.250   227.833.083.250   240.087.955.898   240.087.955.898   Trade receivables 
Piutang lain-lain   42.902.351.924   42.902.351.924   28.884.774.360   28.884.774.360   Other receivables 

                    

Jumlah aset keuangan lancar   278.965.777.351   278.965.777.351   296.643.678.994   296.643.678.994   Total current financial assets 
                  

Liabilitas Keuangan Jangka Pendek               Current Financial Liabilities 
Utang bank   19.189.999.879   19.189.999.879   34.999.999.893   34.999.999.893   Bank loans 
Utang usaha   241.803.720.089   241.803.720.089   236.668.868.733   236.668.868.733   Trade payables 
Utang lain-lain   1.321.677.109   1.321.677.109   973.474.003   973.474.003   Other payables 
Biaya masih harus dibayar   258.969.636   258.969.636   366.277.616   366.277.616   Accrued expenses 
Utang jangka panjang yang     
 jatuh tempo dalam waktu               Current maturities of 
 satu tahun               long-term debts 
 Utang pembiayaan konsumen   16.942.784   16.942.784   30.428.488   30.428.488   Consumer finance liabilities 

                    

Jumlah liabilitas keuangan               Total current 
 jangka pendek   262.591.309.497   262.591.309.497   273.039.048.733   273.039.048.733   financial liabilities 

                    

Liabilitas Keuangan Jangka Panjang               Non-Current Financial Liabilities 
Utang jangka panjang - setelah                
 dikurangi bagian yang jatuh               Long-term debts - net of 
 tempo dalam waktu satu tahun               current maturities 
 Utang pembiayaan konsumen   -   -   16.942.784   16.942.784   Consumer finance liabilities 
Utang lain-lain   9.371.390.000   9.371.390.000   9.371.390.000   9.371.390.000   Other payables 

                    

Jumlah liabilitas keuangan               Total non-current 
 jangka panjang   9.371.390.000   9.371.390.000   9.388.332.784   9.388.332.784   financial liabilities 

                    

 
 Jumlah liabilitas keuangan   271.962.699.497   271.962.699.497   282.427.381.517   282.427.381.517   Total Financial Liabilities 
                  

 
Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan ditentukan 
berdasarkan jumlah dimana instrumen tersebut dapat 
dipertukarkan dalam transaksi kini antara pihak-pihak 
yang berkeinginan (willing parties) dan bukan merupakan 
penjualan yang dipaksakan atau likuidasi. 

 The fair values of the financial assets and liabilities are 
determined based on the amount at which the instrument 
could be exchanged in a current transaction between 
willing parties, other than in a forced sale or liquidation. 

 
Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan 
posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau 
disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah 
tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau 
karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. 

 Financial instruments presented in the statements of 
financial position are carried at fair value, otherwise, they 
are presented at carrying amounts as either these are 
reasonable approximation of fair values or their fair 
values cannot be realiably measured. 

 
Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk 
mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok 
instrumen keuangan yang praktis untuk memperkirakan 
nilai tersebut: 

 The following methods and assumptions were used to 
estimate the fair value of each class of financial 
instrument for which it is practical to estimate such value: 
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30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 30. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND 
POLICIES (continued) 

 
 Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)  Fair Value of Financial Instruments (continued) 

 
Nilai tercatat dari kas dan setara kas, piutang usaha, 
piutang lain-lain, utang bank, utang usaha, utang lain-lain 
dan biaya masih harus dibayar mendekati nilai wajarnya 
karena bersifat jangka pendek. 

 The carrying value of cash and cash equivalents, trade 
receivables, other receivables, bank loan, trade payables, 
other payables and accrued expenses approximate their 
fair values due to their short-term nature. 

 
Nilai wajar atas liabilitas sewa dan utang pembiayaan 
konsumen dinilai menggunakan diskonto arus kas 
berdasarkan tingkat suku bunga efektif. 

 The fair value of lease liabilities and consumer finance 
payables are determined by discounting cash flows at 
effective interest rate. 

 
 

31. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE 
PELAPORAN 

 31. SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE REPORTING 
PERIOD 

 
 a. Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang 

saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta 
Notaris Rudy Siswanto, S.H., No. 12 tanggal  
14 September 2022, para pemegang saham 
menyetujui, antara lain: 

  a. Based on the statement of the Company’s 
shareholders resolution which has been notarized by 
the Notarial Deed of Rudy Siswanto, S.H., No. 12 
dated September 14, 2022, the shareholders 
approved, among others: 

 
• Mengubah status Perusahaan yang semula 

perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka. 
 • Change in the Company’s status which was 

previously a limited Company to become a listed 
Company. 

 
• Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 85 POJK 

No.3/2021, pemegang saham Perusahaan dengan 
ini menetapkan Tuan Hermanto Tanoko sebagai 
Pengendali Perusahaan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar 
Modal. 

 • In order to comply with the provisions of Article 85 of 
OJK Regulation No.3/2021, the Shareholders of the 
Company, hereby, designate Mr. Hermanto Tanoko 
as the Controller of the Company pursuant to the 
applicable laws and regulations in the Capital 
Market sector. 

 
• Mengubah nilai nominal saham yang semula 

sebesar Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar 
Rp20 per saham. 

 • Change in the par value of shares from Rp1,000,000 
per share to become Rp20 per share. 

 
• Menyetujui rencana Perusahaan untuk melakukan 

Penawaran Umum Perdana saham melalui pasar 
modal (Initial Public Offering (“IPO”)). 

 • Approve the Company’s plan to conduct Initial 
Public Offering through capital market (“IPO”). 

 
• Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel 

Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 
368.000.000 lembar saham baru untuk ditawarkan 
kepada masyarakat dalam IPO. 

 • Issue the Company’s authorized stock in a 
maximum quantity of 368,000,000 new shares to be 
offered to public in IPO. 

 
• Melepaskan dan mengesampingkan hak masing-

masing pemegang saham untuk mengambil bagian 
terlebih dahulu (right of first refusal) atas saham 
baru yang disyaratkan dalam anggaran dasar 
Perusahaan. 

 • Pass and set aside the rights of each shareholder 
for right of first refusal of new shares as required in 
the Company’s article of association. 

 
• Menyetujui pelaksanaan Employee Stock Allocation 

(“ESA”) sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah saham 
yang ditawarkan dalam IPO atau sebanyak-
banyaknya 18.400.000 saham. 

 • Approve to conduct Employee Stock Allocation 
(“ESA”) with a maximum of 5% from total shares 
offered in IPO or at maximum 18,400,000 shares. 

 
• Persetujuan rencana Perusahaan untuk melakukan 

pencatatan saham-saham Perusahaan di Bursa 
Efek Indonesia. 

 • Approve the Company's plan to listing the 
Company's shares on the Indonesia Stock 
Exchange 
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31. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE 
PELAPORAN (lanjutan) 

 31. SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE REPORTING 
PERIOD (continued) 

 
• Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi 

Perusahaan menjadi sebagai berikut: 
 • Changes in the composition of the Company’s 

Boards of Commissioners and Directors as follow: 
 

  Dewan Komisaris    Board of Commissioners 
  Komisaris Utama : Hermanto Tanoko : President Commissioner 
  Komisaris : Nobertus Rahardjo Muljono : Commissioner 
  Komisaris Independen : Drs. Mohammad Raylan, MM : Independent Commissioner 
 
  Direksi     Board of Directors 
  Direktur Utama : Sukismo : President Director 
  Direktur  : Franxiscus Afat Adinata Nursalim : Director 
  Direktur  : Melisa Patricia : Director 

 
• Mengubah seluruh anggaran dasar Perusahaan 

untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk dengan 
Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.I tentang Pokok-
Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan 
Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang 
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum 
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
33/POJK.04/2014 tentang Direksi  dan Dewan 
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; termasuk 
penyesuaian kegiatan usaha Perusahaan dan 
sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan 
Anggaran Dasar Perusahaan. 

 • Change the entire article of association of the 
Company to comply with the prevailing laws and 
regulations including including Bapepam-LK 
Regulation Number IX.J.I concerning the Principles 
of Articles of Association of Companies Conducting 
Public Offerings of Equity Securities and Public 
Companies, in conjunction with Financial Services 
Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 
concerning Planning and Implementation of General 
Meeting of Shareholders of Public Companies and 
Regulation of the Financial Services Authority 
Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of 
Directors and Board of Commissioners of Issuers or 
Public Companies; including adjustments to the 
Company's business activities and at the same time 
reformulating all provisions of the Company's 
Articles of Association. 

 
Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 
surat keputusan No. AHU-0066286.AH.01.02.Tahun 2022 
tanggal 15 September 2022, telah diterima dan dicatat di 
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0291367 tanggal  
15 September 2022, telah diterima dan dicatat dalam 
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 
Surat No. AHU-AH.01.09-0054977 tanggal 15 September 
2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
No. AHU-0182028.AHU.01.11.Tahun 2022 tanggal  
15 September 2022. 

 This amendment was approved by Minister of Law and 
Human Rights under Decision Letter  
No. AHU-0066286.AH.01.02.Tahun 2022 dated  
September 15, 2022, was received and recorded in the 
Database of Minister of Law and Human Rights based on 
letter  No. AHU-AH.01.03-0291367 dated September 15, 
2022, was received and recorded in the Database of the 
Minister of Law and Human Rights based on letter  
No AHU-AH.01.09-0054977 dated September 15, 2022 
and has been registered in the Company Register  
No. AHU-0182028.AHU.01.11.Year 2022 dated 
September 15, 2022 

 
 b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris  

No. 013/PV-SK.Dirkom/IX/2022 tentang Pembentukan 
Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal  
16 September 2022, Dewan Komisaris Perusahaan 
telah menyetujui pembentukan komite nomisasi dan 
remunerasi. 

 b. Based on Board of Commissioners’ Decision Letter  
No. 013/PV-SK.Dirkom/IX/2022 concerning on 
Establishment of the Company’s Nomination and 
Remuneration Committee dated September 16, 2022, 
Board of Commissioners has approved establishment 
of the nomination and remuneration committee. 

 
Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi 
Perusahaan: 

 The composition of the Company’s Nomination and 
Remuneration Committee: 

 
 Ketua    Drs Mohammad Raylan MM   Chief 
 Anggota   Hermanto Tanoko   Member 
 Anggota   Budi Agusti    Member 
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31. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE 
PELAPORAN (lanjutan) 

 31. SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE REPORTING 
PERIOD (continued) 

 
 c. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 

011/PV-SK.Dirkom/IX/2022 tentang Pembentukan dan 
Penunjukan Komite Audit tanggal 16 September 2022, 
Dewan Komisaris Perusahaan telah menyetujui 
pembentukan komite audit. 

  c. Based on Board of Commissioners’ Decision Letter  
No. 011/PV-SK.Dirkom/IX/2022 concerning on 
Establishment of the Company’s Nomination and 
Remuneration Committee dated September 16, 2022, 
Board of Commissioners has approved establishment 
of the audit committee. 

 
Susunan Komite Audit:  The composition of the Company’s Audit Committee: 

 
 Ketua    Drs Mohammad Raylan MM   Chief 
 Anggota   Ika Dian Lestari   Member 
 Anggota   Sujud Prasetiyo    Member 

 
 d. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit pada tanggal  

13 Oktober 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas 
pinjaman dari PT Bank CTBC Indonesia, sebagai 
berikut: 

  d. Based on the Credit Facility Agreement dated  
October 13, 2022, the Company obtained loan facility 
from PT Bank CTBC Indonesia are as follows: 

 
- Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (Overdraft 

Facility) yang mempunyai maksimum limit 
pinjaman sebesar Rp 15.000.000.000 yang 
digunakan untuk modal kerja Perusahaan. 
Jangka waktu fasilitas ini sejak tanggal 13 
Oktober 2022 sampai dengan 12 Oktober 2023. 
Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar BI 7 Days 
Repo Rate BI7DDR) + 1,25%. 

 - Overdraft facility which has a maximum loan limit 
of Rp 15,000,000,000 which is used for the 
Company's working capital. The term of this 
facility is from October 13, 2022 until October 12, 
2023. This loan bears interest at BI 7 Days Repo 
Rate BI7DDR) + 1,25%. 

 
- Fasilitas Omnibus Line yang mempunyai 

maksimum limit pinjaman sebesar  
Rp 85.000.000.000 yang terdiri dari pinjaman 
jangka pendek Account Payable Financing (Short 
Term Loan AP Financing) dengan jumlah 
maksimum sebesar Rp 85.000.000.000, 
pinjaman jangka pendek (Short Term Loan) 
dengan jumlah maksimum sebesar  
Rp 55.000.000.000, Surat Kredit Berdokumen 
Dalam Negeri atas Unjuk (Local Sight Letter of 
Credit) dengan jumlah maksimum sebesar  
Rp 30.000.000.000, Surat Kredit Berdokumen 
Dalam Negeri Berjangka (Local Usance Letter of 
Credit) dengan jumlah maksimum sebesar  
Rp 30.000.000.000, Akad Trust (Trust Receipt) 
dengan jumlah maksimum sebesar  
Rp 30.000.000.000 dan Bank Garansi (Bank 
Guarantee) dengan jumlah maksimum sebesar 
Rp 30.000.000. Dengan ketentuan total 
penggunaan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek 
Account Payable Financing (Short Term Loan AP 
Financing), Pinjaman Jangka Pendek (Short 
Term loan), Surat Kredit Berdokumen Dalam 
Negeri atas Unjuk (Local Sight Letter of Credit), 
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri 
Berjangka (Local Usance Letter of Credit), Akad 
Trust (Trust Receipt) dan Bank Garansi (Bank 
Guarantee) tidak boleh melebihi  
Rp 85.000.000.000 yang digunakan untuk modal 
kerja Debitur. Jangka waktu fasilitas ini sejak 
tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan  
12 Oktober 2023. Pinjaman ini dikenakan bunga 
sebesar BI 7 Days Repo Rate BI7DDR) + 1,25%. 

 - Omnibus Line facility agreement which has a 
maximum loan limit of Rp 85,000,000,000, consist 
of Short Term Loan AP Financing which has a 
maximum limit of Rp 55,000,000,000, Local Sight 
Letter of Credit which has a maximum limit of  
Rp 30,000,000,000, Local Usance Letter of Credit 
which has a maximum limit of Rp 30,000,000,000, 
Trust Receipt which as a maximum limit of  
Rp 30,000,000,000 and Bank Guarantee which 
has a maximum limit of Rp 30,000,000. With the 
term is total Short Term Loan AP Financing Local 
Sight Letter of Credit, Local Usance Letter of 
Credit, Trust Receipt and Bank Guarantee cannot 
exceed Rp 85,000,000,000 which is used for the 
Debitur's working capital. The term of this facility 
is from October 13, 2022 until October 12, 2023. 
This loan bears interest at BI 7 Days Repo Rate 
BI7DDR) + 1,25%. 
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31. PERISTIWA PENTING SETELAH PERIODE 
PELAPORAN (lanjutan) 

 31. SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE REPORTING 
PERIOD (continued) 

 
 d. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit pada tanggal  

13 Oktober 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas 
pinjaman dari PT Bank CTBC Indonesia, sebagai 
berikut: (lanjutan) 

  d. Based on the Credit Facility Agreement dated  
October 13, 2022, the Company obtained loan facility 
from PT Bank CTBC Indonesia are as follows: 
(continued) 

 
Berdasarkan perjanjian tersebut, PV wajib 
memberitahukan secara tertulis kepada Bank CTBC 
Indonesia, antara lain, apabila terdapat pelunasan 
pinjaman kepada perusahaan afiliasi atau pemegang 
saham atau holding company atau pihak terkait dari 
Perusahaan, ,memberikan jaminan, pembayaran 
dividen hanya diperbolehkan selama Net Profit After 
Tax (NPAT) (keuntungan bersih setelah dikurangi 
pajak) di tahun tersebut positif, pemberitahuan dalam 
hal peleburan atau konsolidasi dan terdapat 
perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, susunan 
Direksi dan dewan Komisaris Perusahaan. 

 Based on the agreement, PV shall give written notice 
to Bank CTBC Indonesia, among others, whenever 
there are. repayment of loans to affiliated companies 
or shareholders or holding companies or related 
parties from the Company, provide guarantees, 
dividend payments are only allowed as long as the Net 
Profit After Tax (NPAT) in the year is positive, 
notification in the event of consolidation or 
consolidation and changes to the Company's Articles 
of Association, composition of Directors and the 
Company's board of Commissioners. 

 
Seluruh fasilitas pinjaman dari PT Bank CTBC 
Indonesia tersebut dijamin dengan perjanjian fidusia 
atas persediaan sebesar Rp 125.000.000.000 dan 
perjanjian Hak Tanggungan terhadap tanah atas nama 
Perusahaan sebesar Rp 29.000.000.000. 

 All loan facilities from PT Bank CTBC Indonesia are 
collateralized  by fiduciary agreement over inventories 
of Rp 125,000,000,000 and mortgage agreement over 
Company’sland on behalf of Rp 29,000,000,000. 

 
Sehubungan dengan fasilitas pinjaman di atas, 
Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan 
tertentu seperti menjaga rasio keuangan tertentu Debt 
to Equity Ratio maksimal 5x, debt service coverage 
ratio (DSCR) minimum 1,25 kali dan current ratio 
minimum 1x. 

 In connection with the above loan facilities, the 
Company is required to meet certain requirements, 
such as maintaining certain financial ratios, a 
maximum Debt to Equity Ratio of 5x, a minimum debt 
service coverage ratio (DSCR) of 1.25 times and a 
minimum current ratio of 1x. 

 
 e. Berdasarkan Addendum Perjanjian Utang Piutang  

No. 039.TGS.CORP.VII.2022 pada tanggal  
11 Oktober 2022, Perusahaan dan PT Tancorp Global 
Sentosa sepakat untuk menandatangani Addendum 
Perjanjian Utang Piutang dengan syarat dan 
ketentuan sebagai berikut: 

  e. Based on the Addendum to the Loan Agreement  
No. 039.TGS.CORP.VII.2022 on October 11, 2022, the 
Company and PT Tancorp Global Sentosa agreed to 
sign the Addendum to the Loan Agreement with the 
following terms and conditions: 

 
- Mengubah jangka waktu pinjaman menjadi 4 

bulan (lihat catatan 13); 
 - Change the loan term s to 4 months (see Note 

13); 
 

- Mengubah tingkat suku bunga menjadi Jakarta 
Interbank Office Rate (JIBOR) ditambah 2% atau 
ekuivalen 6% per tahun. 

 - Change the annual interest rate to Jakarta 
Interbank Office Rate (JIBOR) plus 2% or 
equivalent to 6% per annum. 

 
 
32. KONDISI EKONOMI  32. ECONOMIC CONDITIONS 

 

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, pandemi 
COVID-19 masih terus menyebar di Indonesia. Namun, 
Pemerintah telah mengambil beberapa upaya, antara lain 
dengan meningkatkan tingkat vaksinasi, membuka 
kembali kegiatan bisnis dan aktivitas sosial, termasuk 
menetapkan beberapa peraturan untuk meningkatkan 
kondisi ekonomi di Indonesia, yang secara langsung 
berimbas baik terhadap kegiatan bisnis dan 
perekonomian di Indonesia. 

 As at the date of these financial statements, COVID-19 
pandemic is still continuing to spread in Indonesia. 
However, the Government has took some efforts, such as 
increase the vaccination rate, reopen business and social 
activities, as well as stipulated regulations in order to 
improve the economic condition in Indonesia, which 
directly affected in favorable position on the business and 
economic activities in Indonesia. 
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32. KONDISI EKONOMI (lanjutan)  32. ECONOMIC CONDITIONS (continued) 
 

Manajemen terus memantau secara seksama operasi, 
likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, 
serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat 
ini dan dampak masa depan dari situasi ini. Laporan 
keuangan ini tidak mencakup penyesuaian yang mungkin 
timbul dari ketidakpastian yang diungkapkan di atas. 
Namun demikian, sampai dengan tanggal penyelesaian 
laporan keuangan, manajemen berpendapat bahwa 
Perusahaan masih tetap memiliki kemampuan untuk 
mengelola dan memenuhi semua kewajiban 
keuangannya kepada pegawai dan pemasoknya 

 The management is closely monitoring the Company’s 
operations, liquidity and resources, and is actively 
working to minimize the current and future impact of this 
unprecedented situation.  These financial statements do 
not include any adjustment that might result from the 
outcome of the aforementioned uncertainty. 
Nevertheless, up to the completion date of these financial 
statements, the management is of the opinion that the 
Company still has the capability to manage and service 
all of its financial obligations to the employees and 
vendors. 

 
 
33. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN 

NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF 
 33. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET 

EFFECTIVE 
 

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal 
penerbitan laporan keuangan Perusahaan namun belum 
berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen 
bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang 
dipertimbangkan relevan terhadap Perusahaan pada saat 
efektif. 

 The accounting standards that have been issued up to 
the date of issuance of the Company’s   financial 
statements, but not yet effective are disclosed below. The 
management intends to adopt these standards that are 
considered relevant to the Company when these 
standards become effective. 

 
Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai 
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 

 Effective for reporting periods beginning on or after 
January 1, 2023 

 
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan 

tentang pengungkapan Kebijakan Akuntansi; 
 - Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial 

Statements regarding Disclosure of accounting 
Policies; 

 
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan 

tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek 
atau Jangka Panjang; 

 - Amendments to PSAK 1: Presentation of Financial 
Statements Classification of Liabilities as Current or 
Non-current; 

 
- Amendemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, 

Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan 
tentang Definisi Estimasi Akuntansi; dan 

 - Amendments to PSAK 25: Accounting Policies, 
Changes in Accounting Estimates and Errors 
regarding Definition of Accounting Estimates; and 

 
- Amendemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang 

Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang 
timbul dari Transaksi Tunggal. 

 - Amendments to PSAK 46: Income Tax regarding 
Deferred Tax related to assets and Liabilities arising 
from a Single Transaction. 

 
Berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai 
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 

 Effective for reporting periods beginning on or after 
January 1, 2025 

 
- PSAK 74: Kontrak Asuransi; dan  - PSAK 74: Insurance Contract; and 

 
- Amendemen PSAK 74: Kontrak Asuransi tentang 

Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi 
Komparatif. 

 - Amendments to PSAK 74: Insurance Contract 
regarding Initial Implementation of PSAK 74 and PSAK 
71 - Comparative Information. 

 
Perusahaan sedang mengevaluasi dan belum 
menentukan dampak dari standar akuntansi yang baru 
dan diamandemen ini terhadap laporan keuangan. 

 The Company is presently evaluating and has not yet 
determined the effects of these new and amended 
accounting standards on the financial statements. 

 
 

  



These  Financial Statements are Originally Issued in Indonesian Language. 
 

PT PENTA VALENT TBK 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
TANGGAL 31 JULI 2022  
DAN UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL 31 JULI 2022 DAN  
2021 (TIDAK DIAUDIT), DAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021, 
2020 DAN 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT 
(DISAJIKAN DALAM RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN 
 

 PT PENTA VALENT TBK 
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  

AS OF JULY 31, 2022  
AND FOR THE SEVEN-MONTH PERIODS  

ENDED JULY 31, 2022 AND 2021 (UNAUDITED), 
AND AS OF DECEMBER 31, 2021, 2020 AND 2019 AND 

AND FOR THE YEARS  
THEN ENDED 

(EXPRESSED IN RUPIAH, UNLESS OTHERWISE STATED) 
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34. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN  34. REISSUANCE FINANCIAL STATEMENTS 
 

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk 
melakukan Penawaran Saham Perdana, Perusahaan 
telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal  
31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan 
untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan untuk 
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019, untuk menyesuaikan 
penyajiannya dengan peraturan pasar modal. 

 In relation with the Company’s plan to conduct a Initial 
Public Offering, the Company has reissued its financial 
statements as of July 31, 2022, December 31, 2021, 
2020 and 2019 and for the seven-months periods ended  
July 31, 2022 and 2021 (unaudited) and for the years 
ended December 31, 2021, 2020 and 2019 to adjust with 
the presentation required by the capital market regulation. 

 
1. Laporan perubahan ekuitas;  1. Statement of changes in equity; 

 
2. Laporan arus kas;  2. Statement of cashflow; 

 
3. Catatan 2k, sehubungan dengan persentase 

penyusutan aset tetap; 
 3. Note 2k, in connection with percentage of fixed 

assets depreciation; 
 

4. Catatan 4, sehubungan dengan keterangan kas dan 
setara kas yang dijaminkan, keterangan kas dan 
setara kas yang signifikan yang tidak dapat 
digunakan; 

 4. Note 4, in connection with information on cash 
and cash equivalents that are pledged, 
information on significant cash and cash 
equivalents balances that cannot be used; 

 
5. Catatan 7, sehubungan dengan beban pemakaian 

persediaan yang dicatat dalam beban pokok 
penjualan; 

 5. Note 7, in connection with the cost of using 
inventory which is recorded in cost of goods sold; 

 
6. Catatan 9, sehubungan dengan keterangan aset 

tetap yang tidak dipakai sementara dan aset tetap 
yang dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak 
diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual; 

 6. Note 9, in connection with information on fixed 
assets that are not used temporarily and fixed 
assets that are discontinued from active use and 
not classified as held for sale; 

 
7. Catatan 10, sehubungan dengan pengungkapan 

bunga atas liabilitas sewa ; 
 7. Note 10, in connection with disclosure of interest 

on lease liabilities; 
 

8. Catatan 17b, sehubungan dengan laba kena pajak 
hasil rekonsiliasi  tahun 2021, 2020 dan 2019 yang 
telah sesuai dengan jumlah SPT yang telah 
dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP); 

 8. Note 17b, in connection with the taxable income 
after reconciliation for 2021, 2020 and 2019 which 
is in accordance with the number of SPT that 
have been reported to the Tax Service Office 
(KPP); 

 
9. Catatan 19, sehubungan dengan keterangan 

mengenai tujuan peningkatan modal saham. 
 

 9. Note 19, in connection with information of the 
purpose of increasing share capital 

10. Catatan 21, sehubungan dengan nominal dividen 
per lembar saham yang dibagikan oleh Perusahaan; 

 10. Note 21, in connection with the nominal dividend 
per share distributed by the Company; 

 
11. Catatan 29, sehubungan dengan perubahan judul;  11. Note 29, in connection with the title change; 

 
12. Catatan 31, sehubungan dengan tambahan 

pengungkapan atas fasilitas pinjaman antara 
Perusahaan dengan Bank CTBC Indonesia; 

 12. Note 31, in connection with the additional 
disclosure of the loan facility between the 
Company and Bank CTBC Indonesia; 

 
13. Catatan 31, sehubungan dengan Addendum 

Perjanjian Pinjaman antara Perusahaan dengan  
PT Tancorp Global Sentosa. 

 13. Note 31, in connection with the Addendum of the 
Loan Agreement between the Company and  
PT Tancorp Global Sentosa. 

 




